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PENDAHULUAN

Buku ini dimaksudkan untuk membuka kembali diskursivitas pengelolaan 
hutan Jawa yang mandeg seiring berjalannya program Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijadikan Perhutani sebagai senjata 
ampuh mengatasi berbagai masalah pengelolaan hutan Jawa terutamanya 
dalam meredam konflik kehutanan. Buku ini menyajikan 3 buah naskah 
dari beberapa kajian berbeda terkait dengan pengelolaan hutan Jawa pasca 
reformasi 1998 hingga sekarang. Hal pertama dan terpenting dari penyodoran 
kembali diskursivitas pengelolaan hutan Jawa yaitu sebuah pertanyaan 
besar: apakah Perhutani telah benar-benar menjadikan hutan Jawa lestari, 
tidak sarat konflik serta mampu mengangkat derajat kehidupan dari manusia 
yang hidup di sekitar dan di dalam hutan. 

Mengenai hutan Jawa yang dikuasai dan dikelola oleh Perhutani, kita 
dapat menguji jenis kekuasaanya dengan meminjam esai Foucault 
“Govermentality” (1995, 95). Foucault membedakan antara kekuasaan dan 
kepengaturan. Kekuasaan yang bersifat mutlak layaknya raja-raja bertujuan 
untuk menegaskan dan melebarkan kedaulatannya yang tercermin dalam 
luas wilayah, jumlah cacah, serta harta yang diakumulasikan. Sementara 
itu, kepengaturan yang bersifat memperbaiki atau menyelesaikan persoalan 
memiliki tujuan untuk kemaslahatan orang banyak (Li 2012, 23-4). Model 
penguasaan hutan Jawa secara mutlak telah dilakukan pemerintah kolonial 
Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh Perhutani pada awal-awal 
kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, kepengaturan hutan Jawa dimulai 
oleh Perhutani ketika muncul program Perhutanan Sosial tahun 1970-an 
hingga program implementasi terakhir yakni Pengelolaan Hutan Bersama 
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Masyarakat (PHBM). Dalam arti kepengaturan hutan, perhutanan sosial 
bermaksud mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat desa hutan 
sebagai upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat karena 
keterbatasan akses ke hutan. 

Dalam upaya tersebut, perhutanan sosial dinilai tidak menyelesaikan 
persoalan pengelolaan hutan Jawa khususnya akses masyarakat desa hutan 
atas sumberdaya hutan (Peluso 1992; Awang 2004; Bratamihardja dkk 
2005; Lounela 2012; Peluso 2012; Maryudi 2012). Menurut Tania Li, konsep 
kepengaturan yang telah menjadi senjata utama dalam pembangunan atau 
pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh negara maupun kalangan 
wali masyarakat (trusteeship) terbukti tidak menyelesaikan persoalan. 
Selain salah mendiagnosa persoalan yang berujung pada rencana perbaikan 
yang tidak sesuai harapan, praktik-praktik kepengaturan sama sekali tidak 
menyentuh ketimpangan politik-ekonomi (Li 2012, 496-8). Patut juga 
dihadirkan kembali pertanyaan kritis Peluso tentang konsep kepengaturan 
hutan melalui perhutanan sosial ini yakni “persoalan yang sesungguhnya 
dalam kehutanan sosial bukanlah apakah rakyat dilibatkan―rakyat akan 
selalu terlibatkan―persoalannya ialah bagian yang mana dari rakyatkah yang 
terlibat, bagaimana, dan mengapa.” (Peluso 2006, 351).

Buku ini terdiri dari tiga bagian dan satu ‘suplemen’. Bagian pertama berkaitan 
dengan advokasi perubahan kebijakan lokal pengurusan sumberdaya hutan 
di Wonosobo. Inisiasi penyelesaian persoalan kehutanan Jawa terutama pasca 
orde baru muncul melalui upaya memperkuat akses masyarakat terhadap 
hutan dengan memanfaatkan era desentralisasi dengan pijakan paradigma 
demokrasi deliberatif. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif tidak 
menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum 
dengan melancarkan kegiatan diskursus publik di pelbagai bidang sosial-
politis-kultural untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga negara 
(Hardiman 2007 & 2009). Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam 
perumusan kebijakan publik, mengkritisi, serta mengevaluasinya. Seperti 
yang telah dijabarkan secara apik pada bagian pertama buku ini, paradigma 
demokrasi deliberatif telah terimplementasi di Kabupaten Wonosobo melalui 
munculnya Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis 
Masyarakat Lestari (PSDHBM). Jurang pemisah antara lembaga pemerintah 



| 5

(baca: perhutani) dengan lembaga non pemerintah (petani, LSM) dapat 
dijembatani melalui jalan komunikasi politis. Proses komunikasi politis 
melalui ruang publik perumusan Perda PSDHBM memerlukan waktu 2 tahun 
hingga disahkan pada tanggal 21 Oktober 2001. Pada proses dalam rentang 
waktu tersebut, di isi oleh upaya menciptakan demokrasi deliberatif di mana 
civil society yang terdiri dari organisasi petani serta LSM diberikan ruang 
untuk terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan kontrol kebijakan publik 
berupa Perda PSDHBM. Dapat disederhanakan, Perda PSDHBM bagi kami 
merupakan manifestasi demokrasi substantif.

Perda PSDHBM bagi Pemerintah Wonosobo merupakan manifestasi 
pemaknaan atas jelajah otoritas desentralisasi yang dicanangkan melalui 
UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan 
UU 32/2004. Namun Pemerintah Pusat rupanya masih setengah hati dalam 
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi ini. Terlebih lagi pada urusan 
sumberdaya hutan, yang dalam sejarah panjang pengelolaannya selalu 
sentralistik dan monopolistik. Persis seperti yang telah diingatkan Peluso, 
walaupun Indonesia sedang melakukan desentralisasi politik, kekuasaan 
struktural kehutanan di hutan jati dan berbagai hutan lain di Jawa tetap 
bercokol kuat (Peluso 2006, xxi). Kemunculan Perda PSDHBM kemudian 
menuai tentangan terutama dari pemegang otoritas pengelolaan hutan 
Jawa (baca: Perhutani) serta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian 
Kehutanan yang meminta Kementrian Dalam Negeri untuk membatalkan 
Perda ini. Di lain pihak, kekuatan civil society serta Pemerintah Wonosobo 
berusaha sekuat tenaga untuk mencapai rekognisi dari Pemerintah Pusat. 
Berbagai upaya dilakukan, namun Pemerintah Pusat kekeh pada posisi 
sentralistiknya, Perda PSDHBM akhirnya dibatalkan.

Upaya dalam melestarikan hutan serta menyejahterakan masyarakat 
Wonosobo tidak berhenti dengan Perda PSDHBM yang telah dibatalkan. Geliat 
pengelolaan hutan negara oleh masyarakat Wonosobo masih terus dilakukan 
dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Di sisi lain, perjuangan-
perjuangan memperkuat akses masyarakat terhadap hutan dilakukan dengan 
mengoptimalkan sebuah forum multipihak bernama Forum Hutan Wonosobo 
(FHW), baik secara terang-terangan maupun secara gerilya.       
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Pada bagian kedua, kita akan menyaksikan bagaimana program PHBM 
dilaksanakan di Jawa selama lebih dari satu dekade ini. PHBM pada dasarnya 
merupakan kreasi baru dari perhutanan sosial (social forestry) yang sejatinya 
telah dimulai oleh Perhutani sejak awal tahun 1970-an. Sementara itu, PHBM 
diperkenalkan oleh Perhutani pada tahun 2001. Pembeda antara PHBM 
dengan program perhutanan sosial―atau lebih sederhana kita sebut pelibatan 
masyarakat dalam pengelolaan hutan―hanya soal latar belakangnya saja. 
Penjarahan hutan negara besar-besaran yang terjadi sejak 1998-2000-an 
merupakan latar belakang munculnya kebijakan ini. Jika penjarahan besar-
besaran tersebut layak kita sebut sebagai kisruh hutan Jawa, maka kisruh 
tersebut menandakan bahwa Perhutani kehilangan legitimasi baik dari segi 
pengelolaan, pengamanan, dan terutama yang paling penting yaitu keberadaan 
Perhutani sendiri sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan Jawa.

Jika demikian, maka kisruh hutan Jawa merupakan fenomena yang menyimpan 
persoalan-persoalan menaun yang seharusnya dapat dijawab oleh Perhutani 
melalui PHBM. Sebut saja tiga persoalan yakni: kemiskinan masyarakat desa 
hutan, kebutuhan masyarakat akan akses sumberdaya hutan (tanah hutan 
dan spesies di atasnya), serta konflik sosiologis purba antara Perhutani 
dengan masyarakat desa hutan. PHBM dalam perjalanannya sejak 2001 
hingga sekarang mengalami pergantian peraturan sebanyak 2 kali meliputi 
Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Perhutani No.136/2001; SK Direksi 
Perhutani No.268/2007; dan SK Direksi Perhutani No.682/2009. Sementara 
itu, tentang bagi hasil kayu yang awalnya termuat dalam ketentuan SK Direksi 
Perhutani No.001/2002 diubah menjadi SK Direksi Perhutani No.436/2011. 
Melalui kajian kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan, naskah 
kedua dalam buku ini menyebutkan bahwa PHBM semakin jauh dari hakikat 
semangat forest for people sebagai jiwa dari perhutanan sosial. Yang menjadi 
menarik, fakta ini tidaklah semata ditemukan pada kondisi lapangan di mana 
terdapat gerakan tani yang pada dasarnya memang menolak PHBM. Paguyuban 
LMDH se-Jawa Tengah yang sejak awal menjadi andalan Perhutani dalam 
kemitraan mensukseskan PHBM juga menyatakan Perhutani dalam beberapa 
tahun terakhir tidak lagi serius dalam mengimplementasikan PHBM. Mereka 
menangkap gelagat bahwa PHBM tidak lagi menjadi paradigma utama Perhutani 
dalam mengurus hutan Jawa. Salah satu pejabat penting Perhutani Unit I 
Jawa Tengah dalam sebuah wawancara yang kami lakukan juga mengatakan 
dengan tegas bahwa PHBM saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya konsentrasi 
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utama dalam pengelolaan hutan Jawa. Banyak urusan yang musti dikejar oleh 
Perhutani, antara lain upaya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari, 
serta pengembangan bisnis kehutanan melalui Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), 
kemandirian KPH, dan lain-lain.

Dalam naskah kedua ini, Implementasi PHBM ditelaah dengan menggunakan 
tiga aspek yakni kelembagaan, kemitraan, dan manajemen konflik. Pertama, 
dalam aspek kelembagaan, LMDH ternyata gagal menjadi arena intermediari 
yang mencerminkan kepentingan masyarakat akar rumput. Bahkan terdapat 
kesan LMDH merupakan kepanjangan tangan dari Perhutani. Dalam konteks 
ini, Maryudi (2012) menyebutnya sebagai “restoring state control over 
forest resources through administrative procedures”. LMDH sebagai lembaga 
administratif dan formal digunakan Perhutani untuk mengembalikan 
kontrol atas hutan dan tenaga kerja yang sempat hilang beberapa saat 
ketika terjadi kisruh penjarahan hutan 1998-2000an; Kedua, dalam aspek 
kemitraan, sebagai sebuah model pengurusan hutan (forest governance), 
PHBM mengidealkan masyarakat (baca: LMDH) ada pada posisi yang sejajar 
sebagai mitra dengan Perhutani dalam payung kerjasama PHBM. Namun 
dalam pelaksanaanya tidak demikian adanya. Butir-butir pasal dalam nota 
kerjasama atau nota perjanjian misalnya, acapkali dirumuskan sepihak oleh 
Perhutani sendiri atau Perhutani dengan elit pengurus LMDH. Begitupun 
dalam implementasinya sering tidak sesuai dengan nota perjanjian yang 
ada. Nota perjanjian ibarat hanya menjadi “macan kertas” karena tidak bisa 
menjadi acuan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi LMDH. 
Sehingga kesetaraan dalam kemitraan jauh panggang dari api; 

Ketiga, dalam aspek menajemen konflik, PHBM terbukti tidak menyelesaikan 
konflik antara Perhutani dan masyarakat. Dalam bahasa Peluso, meskipun 
hubungan yang semula penuh konflik antara rimbawan dan warga desa telah 
banyak membaik, soal akses hutan dan penguasaan akses masih problematis 
(Peluso 2006, 347). Ketika faktor akses dan penguasaan hutan tersebut 
terabaikan, maka hal tersebut justru merupakan kunci kegagalan Perhutani 
dalam mengelola konflik. Salah satunya terdapat kesalahan mengidentifikasi 
sumber-sumber kelangkaan (scarecity) yang menjadi pemicu terjadinya 
konflik. Selama ini, penanganan konflik hanya diisolasi pada isu tanaman 
semata. Isu-isu yang lebih krusial dan justru hal yang lebih dasar dalam 
proses konflik, seperti kepemilikan tanah, hak atas tanah, serta pengakuan 
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atas eksistensi kelembagaan lokal dan tata kelola hutan yang sudah mengakar 
kuat di dalam masyarakat, justru terabaikan. Ironisnya, negara menjadi 
pihak yang tidak berpihak kepada petani hutan bila terjadi konflik yaitu 
ketika negara selalu absen dan tidak pro-aktif untuk menyelesaikannya. Yang 
kerapkali terjadi adalah negara justru diserap atau dikooptasi oleh Perhutani 
sehingga kepentingan perusahaan lebih dikedepankan daripada kepentingan 
publik bersama.
 
Jika perhutanan sosial melalui PHBM menghadapi problematika yang begitu 
banyak, lantas bagaimana seharusnya hutan Jawa harus diurus? Tawaran 
kami yang paling mungkin adalah mengakui keberagaman praktik-praktik 
forestry governance, di luar skema PHBM, yang dijalankan di dalam kawasan 
hutan Perhutani. Pilihan ini pada akhirnya akan bermuara pada pengelolaan 
hutan oleh rakyat sepenuhnya. Namun karena macam-macam praktik forestry 
governance yang ada tersebut merupakan kepengaturan hutan yang bersifat 
spesifik sesuai dengan dinamika lokalitas setempat, maka upaya transisional 
transformasi dan advokasi pengakuannya untuk kemudian berakhir menjadi 
hutan “kelola” rakyat juga akan bersifat terseleksi.

Salah satu dari sekian banyak keberagaman praktik-praktik forestry 
governance di luar skema PHBM dideskripsikan dalam bagian ketiga buku ini. 
Di wilayah Ciamis, Serikat Petani Pasundan memberikan contoh bagaimana 
hutan seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pengetahuan dan kesadaran akan sejarah tanah di Ciamis merupakan dasar 
dari tumbuhnya perjuangan petani untuk mengembalikan tanah yang diyakini 
sebagai tanah leluhurnya. Aksi reklaiming mencapai puncaknya sesaat 
setelah kisruh penjarahan hutan tahun 1998-2000an. Setelah penguasaan 
tanah dilakukan, anggota SPP menanami tanah dengan tanaman kehutanan 
dan pertanian. Hingga kini, anggota SPP di Ciamis mengelola hutan dengan 
model kelola rakyat tanpa ada campur tangan dari Perhutani.

Persoalan yang mengemuka memang tentang rekognisi atau pengakuan dari 
Pemerintah terhadap hutan kelola rakyat tersebut. Bagaimanapun, kendati 
rakyat telah menguasai secara otonom, melakukan pengaturan atas hutan 
yang dikuasainya, namun dalam sisi kepastian hukum masihlah sangat rawan 
dan mengkhawatirkan. Persoalan landasan hukum legalitas penguasaan 
tanah hutan juga menjadi problematika tersendiri. Di satu sisi, aksi reklaiming 
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tanah hutan jikalau kemudian dilegalkan dalam sertifikasi hak milik individu, 
maka dalam beberapa kasus dapat diperjualbelikan dengan tuan tanah. Hal 
paradok yang sering tidak terpikirkan adalah di dalam hak kepemilikan juga 
melekat hak untuk melepaskan. Sehingga sertifikat tanah untuk individu jika 
tidak didukung oleh organisasi tani yang kuat justru akan menjerumuskan 
petani ke dalam jurang kemiskinan karena kembali lagi menjadi petani tak 
bertanah (landless peasant). Sehingga perlu untuk dipikirkan strategi yang 
lain semisal sertifikasi kolektif atau pemberian sertifikat tanah kepada 
organisasi. Namun, kendala yang ditemui yakni tidak adanya payung hukum 
mengenai sertifikasi kolektif ini. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk 
segera memikirkan hal ini sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria 
yang ada di Indonesia.

Kembali ke argumentasi awal, bahwa model kelola rakyat yang telah 
dipraktikkan oleh SPP di Ciamis merupakan bagian dari ragam praktik 
kepengaturan hutan yang dilakukan oleh rakyat di tanah negara. Naskah 
yang disajikan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai pemantik bersama untuk 
memotret serta mendokumentasikan praktik kelola rakyat yang begitu 
banyak di berbagai wilayah di Jawa. Sehingga tidak sepantasnya lagi ada 
keraguan atas kemampuan rakyat dalam mengurus hutan.

Dalam naskah ini juga dijabarkan tentang model pengelolaan hutan PHBM di 
wilayah Banyumas. Potret kelembagaan serta bagaimana akses masyarakat 
terhadap hutan tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh daerah-
daerah lain sebagaimana yang telah dibahas pada bagian kedua buku ini. 
Hal menarik yang ditemukan dalam model kelola PHBM di Banyumas yakni 
saat ini Perhutani sudah tidak memiliki kuasa lagi atas sumberdaya manusia 
dalam arti tenaga kerja. Sebagai daerah yang memiliki akses ke wilayah urban, 
penduduk Banyumas memiliki keleluasaan dalam hal mobilisasi tenaga kerja 
ke kota. Sementara, seiring tingkat pendidikan dan perkembangan kreatifitas, 
penduduk Banyumas banyak melakukan aktivitas ekonomi di desa yang 
bersifat off farm dan off forest. Menarik untuk mengajukan argumentasi dari 
para ekonom politik yang membuat premis bahwa jika terdapat peningkatan 
jumlah penduduk serta diikuti dengan munculnya rumah-rumah baru, di 
mana lahan hutan di sekitar desa sama sekali tidak dapat disentuh, maka 
kemiskinan dan migrasi permanen masyarakat desa hutan ke kota akan 
terjadi. Hal tersebut tidak terjadi di Jawa Tengah bagian timur, bahwa di Desa 
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Singget (Blora) tahun 2010 ditemukan bahwa jumlah penduduk meningkat 
yang diikuti peningkatan jumlah rumah tempat tinggal dengan otoritas 
pengelolaan hutan negara yang sama, namun penduduk tetap memiliki 
kesempatan untuk bekerja di desa dengan pekerjaan di luar pertanian dan 
kehutanan, serta bermigrasi ke kota namun tidak secara permanen. Selain 
itu, penduduk juga masih banyak yang bisa masuk ke hutan untuk bertani 
maupun memungut hasil hutan lain misalnya kayu, akar kayu, minyak bumi, 
dan batu (Peluso, Suprapto, Purwanto 2012, 176). Hal yang sama juga dapat 
dilihat di Banyumas. Penduduk memiliki pilihan ragam pekerjaan di luar 
pertanian maupun kehutanan baik di desanya sendiri maupun bermigrasi ke 
kota namun tidak secara permanen. 

Pada akhir bagian buku ini kami sertakan Position Paper Koalisi Pemulihan 
Hutan Jawa (KPH Jawa). Position Paper ini berjudul “Menuju Keadilan Tenurial 
pada Kawasan Hutan Negara di Jawa: Menggugat Otoritas Pengelolaan Hutan 
oleh Perhutani. KPH Jawa merupakan koalisi berbagai organisasi masyarakat 
sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan Jawa. Dideklarasikan di 
Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2012. Sekretariat Bersama (Sekber) KPH 
Jawa terletak di Karanganyar RT:10 RW:11 No. 201 Sinduadi Mlati Sleman 
Yogyakarta 55284; Telp/fax: (0274) 551571.

Selanjutnya kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang 
telah memberikan kontribusi dan dukungannya kepada kami sehingga kami 
dapat menyajikan karya ini. Pertama, ucapan terimakasih tak terhingga kami 
sampaikan kepada Siemenpuu Foundation, Finland yang telah memberikan 
dukungan pendanaan kepada kami dalam beberapa tahun terakhir sehingga 
kami dapat beraktivitas, melakukan penelitian, bekerja dengan komunitas 
tani hutan, Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo. Atas dukungan 
Siemenpuu pula kami dapat melakukan penelitian kecil yang merupakan 
materi penyusunan naskah kedua dari buku ini. Kami juga mengucapkan 
terimakasih kepada Javlec dan Kemitraan yang telah mendukung kami untuk 
melakukan riset kebijakan dan impelementasi PHBM, sehingga naskah kedua 
dalam buku ini semakin dalam secara substansial dan semakin luas jangkauan 
geografisnya.
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Kedua, kami mengucapkan terimakasih kepada The Asia Foundation atas 
dukungan dananya untuk melakukan riset dan mengijinkan laporannya 
kami terbitkan dalam buku ini sebagai naskah ketiga. Tidak lupa pula 
kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Totok Dwi Diantoro yang 
telah mengijinkan tanpa keberatan sedikitpun naskah tesisnya dalam versi 
publikasi untuk kami jadikan sebagai naskah pertama dari buku ini.

Kepada para penulis yang lain, Pak Lastriyono, Mas Hanif, Bung Dimpos, 
Ronald, kami ucapkan banyak terimakasih atas kerja kerasnya dalam 
menyelesaikan naskah.  Kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan naskah-naskah ini seperti Mas Maryudi, Mas Nanang, Mas 
Yuyun, Lukito, Barid, Aji, Adib dan lain-lain kami ucapkan terima kasih atas 
kontribusi pemikiran, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami 
untuk berdiskusi pada saat kami melakukan riset lapangan.

Akhirnya penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan 
kepada para petani hutan, organisasi tani yang telah dan terus berjuang 
untuk mewujudkan pengelolaan hutan Jawa yang lebih adil dan demokratis. 
Tanpa semangat untuk terus melakukan perubahan yang selalu berkobar 
tentunya tidak akan ada pengalaman yang dapat kami petik dan mustahil 
karya ini dapat terwujud. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perjuangan 
teman-teman.

Salam

Edi dan Agus
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Diskursivitas dan Kontestasi
Kepentingan (Publik) 

dalam Kebijakan Kehutanan Lokal1  

Totok Dwi Diantoro

Di luar karakteristik terbarukan (renewable) dan tidak terbarukan 
(unrenewable) dari sisi pemanfaatannya, pada sumberdaya alam juga 
melekat sifat persebaran keberadaan yang tidak merata. Pada konteks ruang 
dan waktu tertentu ketersediaan sumberdaya alam juga terbatas (scarcity) 
yang membawa konsekuensi pada akses terhadap sumberdaya alam menjadi 
contestable.2 

Namun, kelangkaan tersebut tidak selalu menimbulkan contested. Sebaliknya, 
pada ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah, potensi kontestasi juga 
mungkin menjadi aktual manakala aktor yang mempunyai kepentingan untuk 
mengakses sumberdaya yang bersangkutan cukup banyak dan beragam. 
Lebih-lebih pada saat kebijakan formal yang ada dan berlaku, serta watak 

1	 Naskah asli merupakan publikasi thesis milik penulis pada saat menempuh studi pasca 
sarjana di Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2009.

2	 Konteks keterbatasan (scarcity) sumberdaya alam/lingkungan, yang kemudian menjadi 
penyebab utama konflik sosial dan kekerasan yang berkepanjangan, digambarkan dengan 
cukup jelas dalam kasus akses terhadap sumberdaya alam/lingkungan di negara-negara di 
dataran Afrika sub-Sahara oleh Thomas Hommer Dixon dalam “Environment, Scarcity, and 
Violence,” 1996.
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regulasinya bersifat membatasi akses atas sumberdaya dimaksud secara 
berbeda (diskriminatif) antara satu aktor dengan aktor yang lain. 

Kontestasi akses terhadap sumberdaya alam erat kaitannya dengan paradigma 
yang melandasi praktek pengurusan sumberdaya alam. Paradigma yang 
selama ini dominan berjalan dalam dunia kehutanan modern juga terhadap 
semua eksploitasi sumberdaya alam adalah pengurusan sumberdaya hutan 
yang berbasis negara (state based forest resource management). Dalam 
pandangan paradigma ini, hutan diandaikan sebagai (hanya) milik negara, 
yang dengannya negara kemudian memiliki otoritas penuh untuk menentukan 
status kepemilikan/penguasaan, termasuk bentuk-bentuk mekanisme relasi 
(hukum/aturan main) antar aktor terhadap sumberdaya hutan yang ’boleh’ 
berjalan. 

Sementara belakangan ini3 mengemuka pandangan berkaitan dengan 
paradigma yang sebelumnya tidak terlalu popular lebih-lebih oleh kaca 
mata kekuasaan formal, yang mempunyai cukup peluang untuk berkembang 
sebagai perspektif alternatif mengiringi dominannya paradigma pengurusan 
sumberdaya hutan yang berbasis negara; yaitu pengurusan sumberdaya 
hutan berbasis masyarakat (community based forest resource management). 

3	 Hal ini merujuk pada rentang waktu satu dekade terakhir pasca reformasi 1998, di 
mana keleluasaan dalam menyuarakan paradigma pengelolaan hutan di luar atau  yang 
bertentangan dengan arus utama (mainstream) yang diproduksi oleh negara memiliki 
kesempatan mengemuka. Penulis melihat sesungguhnya paradigma ini bukanlah hal yang 
sama sekali baru, karena pada level komunitas, dengan strategi moralitas subsistensinya, 
praktik yang berlandaskan pada paradigma ini telah lama berjalan. Pada rentang waktu 
satu dekade terakhir, paradigma tersebut menjadi lebih menyeruak tidak lebih karena 
kegiatan promosi oleh kalangan civil society (LSM dalam hal ini) guna menyandingi model 
pengelolaan hutan berbasis negara yang bersifat eksploitatif. Pada konteks itu pula, 
berhasilnya pewacanaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM) 
sebagai paradigma pengelolaan hutan mendapat tempat (existing). Manakala negara 
mengafirmasi melalui akseptasi terhadap konsep ini adalah cerita lain. Meskipun demikian, 
penulis melihat, konsepsi tersebut tetap saja merupakan contested area manakala pada 
wilayah derivasi semua pihak memiliki otoritas dalam menafsirkannya. Contoh paling 
sederhana adalah ketika negara mengklaim sebagai wujud afirmasi paradigma PSDHBM 
melalui perubahan UU No. 5/1967 dengan UU No. 41/1999 yang dalam Penjelasan Umum-
nya menyatakan: “Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak 
merupakan kunci keberhasilan pengelolaaan hutan.  Oleh karena itu praktik-praktik 
pengelolaaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak 
dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada 
seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.” 
Dalam tataran konkritisasi konseptual, menurut  penulis, pernyataan tersebut masih 
menyisakan bias tafsir yang tidak menjanjikan. Penulis berkesimpulan undang-undang 
baru tersebut masih mencerminkan paradigma state based.
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Kecenderungan pergeseran paradigma pengurusan sumberdaya hutan 
menjadi berbasis masyarakat berkaitan dengan kegagalan model pengurusan 
sumberdaya hutan berbasis negara yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif. 
Penulis juga melihat, mengemukanya paradigma ini sebagai konsekuensi 
dari adanya pergeseran pola relasi antara masyarakat dengan Negara, yaitu 
melemahnya posisi dan kewibawaan negara di hadapan masyarakat.4

Dalam pandangan paradigma PSDHBM, penempatan masyarakat sebagai 
pelaku utama dalam pengurusan sumberdaya hutan menjadi nilai dasar yang 
melandasi. Negara tidak ditempatkan sebagai aktor utama yang berperan 
dalam menentukan mekanisme relasi baik antara aktor, maupun aktor 
dengan obyek (sumberdaya hutan yang bersangkutan), terlebih aspek teknis 
turunannya. Mekanisme ditentukan dan dilakukan secara partisipatif, serta 
dalam kontrol oleh lingkup internal masyarakat itu sendiri. Pada titik ini, 
paradigma PSDHBM memiliki karakterisitik moralitas subsistencia, sensitif 
terhadap keberlanjutan fungsi ekologis dan tidak ekstraktif, sebagaimana 
cara pandang yang melihat bahwa hutan tidak lebih merupakan bahan baku 
bagi ritual industri kayu (timber extraction). 

Melemahnya posisi dan wibawa negara, dalam pengertian ketika negara 
tidak lagi berwajah tunggal (sentralistik), menjadi momentum bagi 
pengarusutamaan (mainstreaming) pengurusan sumberdaya hutan berbasis 
masyarakat. Reformasi 1998 membawa konsekuensi fragmentasi kekuasaan 
antara negara di tingkat pusat dengan negara di tingkat lokal menjadi lebih 
nyata. Hal tersebut berkenaan dengan preferensi kepentingan lokal yang 
memang sewajarnya tidak sekedar refleksi dari pusat. Oleh karena itu tidaklah 
berlebihan bilamana reformasi juga memandang perlunya menata ulang relasi 
kekuasaan antara pusat dan daerah.  
 
Kebutuhan menata ulang relasi kekuasaan di dalam negara pada ranah 
hubungan pusat dan daerah kemudian mewujud sebagai kebijakan 
desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah yang luas dan penuh dengan 
hadirnya  UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian 
diganti dengan UU No. 32/2004. Pada bidang pengurusan sumberdaya hutan 

4	 Pada konteks ini, masyarakat dihadapkan pada negara oleh karena nilai yang seringkali 
melandasi; yaitu civic virtue, di mana bentuk-bentuk kebaikan dari masyarakat (solidaritas, 
toleransi, kepercayaan, dan jalinan kerjasama) teraktualisasi kembali ketika negara gagal 
menghadirkan peran dan fungsinya lantaran lebih banyak melayani dirinya sendiri.
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muncul UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang merujuk pada UU No. 
22/1999 menggantikan berlakunya undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 
5/1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehutanan.

Namun pada gilirannya, yang mengemuka adalah perselisihan dalam 
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Sebagaimana publik memahami bersama bahwa 
pemerintah pusat masih setengah hati dalam mengafirmasi kebijakan 
desentralisasi. Pemerintah daerah diberi peran pada wilayah teknis pelaksanaan 
standar, kriteria, dan indikator yang telah ditentukan oleh pusat. Daerah tidak 
mempunyai keleluasaan dalam mendisain kebijakan atas jelajah otoritasnya, 
termasuk pengurusan sumberdaya hutan lokal di wilayahnya sendiri.5

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu contoh daerah yang melakukan 
terobosan dalam memaknai jelajah otoritasnya atas pengurusan sumberdaya 
hutan dengan mengeluarkan Perda No. 22/2001 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Dalam Perda PSDHBM, Wonosobo 
mencoba mengambil alih peran negara tingkat pusat dalam pengurusan 
sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara di wilayah administrasinya 
melalui penetapan status dan fungsi hutan, serta mekanisme teknis turunannya 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalitas Wonosobo.

Ada nuansa ’mengingkari’ keberadaan otoritas pusat. Namun begitu, terdapat 
alur nalar yang melatarbelakangi bangunan argumentasi Perda PSDHBM 
Wonosobo  yang kurang lebih berkisar pada upaya penyelamatan fungsi ekologis 
sumberdaya hutan yang terancam pasca peristiwa ’penjarahan’6  hutan pada 

5	 Lihat Pasal 5 ayat (3) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa 
pemerintah pusat berwenang menetapkan status hutan. Status hutan tersebut adalah 
hutan negara dan hutan hak. Kewenangan ini membawa konsekuensi mengenai mekanisme 
pengurusan kawasan hutan yang bersangkutan—terutama hutan negara—di mana daerah 
tidak punya sedikitpun kewenangan untuk turut menentukannya meskipun hutan negara 
yang bersangkutan masuk dalam teritori administrasi wilayahnya.	

6	 Istilah ‘penjarahan’, pada penggunaannya menjadi problematik. Mengapa? Pada perspektif 
hukum pidana (hukum positif), secara konvensional istilah ‘penjarahan’ hutan—yang 
kemudian disamaartikan dengan illegal logging—tidak lebih merupakan permasalahan 
kriminalitas biasa (motif ekonomi biasa), yaitu tindakan menguasai barang/benda 
secara paksa (tanpa hak). Namun sebagai sebuah fenomena sosial, penulis merasa 
tidaklah sesederhana itu. Pada konteks tertentu, ‘penjarahan’ lebih banyak bermakna 
sebagai sebuah bentuk perlawanan sosial atas sistem produksi kehutanan yang tidak 
adil. Bahkan, bila merujuk pada teorinya James Scott, sangat mungkin apa yang disebut 
sebagai ‘penjarahan’ hutan adalah manifestasi dari ‘perlawanan hari demi hari’ (day to day 
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pertengahan tahun 1998. Selain itu, juga ada ikhtiar untuk memberdayakan 
masyarakat setempat dalam akses mereka terhadap lahan di kawasan hutan 
negara, yang sebelumnya terbatasi oleh regulasi nasional. Lebih-lebih manakala 
ada tanda kegagalan pusat dalam memerankan otoritasnya, yang telah terbukti 
tidak kontributif secara signifikan pada manfaat ekologi dan ekonomi terhadap 
entitas lokal. 

Menurut pandangan Pemerintah Daerah Wonosobo, pada konteks regulasi 
nasional yang berlaku pada saat itu yaitu UU No. 22/1999 memungkinkan bagi 
daerah untuk mengurus sumberdaya alam nasional yang ada di wilayahnya 
secara mandiri. Pasal 10 ayat (1) UU No. 22/1999 setidaknya yang menjadi 
landas pijak pembenarannya, karena menyatakan sebagai berikut: 

“Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di 
wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di dalam persoalan ini selanjutnya menjadi menarik manakala frase 
'berwenang mengelola' pada pasal tersebut oleh Pemerintah Daerah 
Wonosobo dimaknai sebagai pengambilalihan beban dan tanggungjawab 
atas potensi kerusakan fungsi lingkungan di kawasan hutan negara 
(sumberdaya nasional) yang berada di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo. 
Dengan euforia semangat desentralisasi dan otonomi daerah, banyak daerah 
terutama yang kaya potensi sumberdaya alam di luar Jawa memaknai 
'berwenang mengelola' dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22/1999 sebagai 
otoritas untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya alam yang 
tersedia bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Namun 
pada prakteknya yang banyak terjadi justru sebaliknya. Daerah-daerah 
tersebut seakan berlomba-lomba mengeksploitasi secara besar-besaran 
potensi sumberdaya alamnya demi peningkatan pendapatan asli daerah 

resistance) yang dilakukan oleh masyarakat atas struktur dari sistem sosial yang menindas 
dan tidak adil. Dengan demikian, penulis berpendapat, dapat juga untuk dibahasakan 
sebagai bentuk daripada protes. Namun begitu, pada perkembangannya, ‘penjarahan’ 
hutan kini tidak lagi (telah bertransformasi) bermakna sebagai protes atas struktur sistem 
produksi hutan yang menindas dan tidak adil, tetapi merupakan bagian dari mesin besar 
kapitalisme yang serakah, di mana praktik menjarah tidak lagi berbeda dengan praktik 
kotor mencuri kayu karena tidak lebih merupakan perbanditan kapital yang terorganisir 
dengan baik (well crime organised). Periksa Rama Astraatmadja, “Seputar Hutan Jawa,” 
dipublikasikan dalam http://arupa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5
9&Itemid=39 diakses pada tanggal 23 Februari 2009.	
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(PAD) tanpa memperhatikan dengan cermat keselamatan fungsi ekologis 
serta keberlanjutan fungsi sumberdayanya.7

Meskipun begitu, bukanlah lantas berarti bahwa pengambilalihan peran 
dan otoritas pusat oleh Pemerintah Daerah Wonosobo terutama berkaitan 
dengan sisi tanggungjawabnya berjalan dengan lancar tanpa penentangan 
(resistensi). Ada beberapa momentum yang dapat ditengarai sebagai bentuk 
resistensi pemerintah pusat pada kasus ini. Tonggak-tonggak ketidaksetujuan 
tersebut terjadi dalam sekuen waktu menjelang serta setelah keluarnya 
Perda PSDHBM. Menjelang keluarnya perda antara lain: terbitnya Keputusan 
Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tanggal 
29 Maret 2001 dan Keputusan Gubernur Jateng No. 24/2001 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa 
Tengah yang keluar pada 26 September 2001.8 Sementara itu, momentum 
pasca keluarnya perda antara lain:

7	 Yang terjadi di lapangan, sebagai salah satu contoh sederhana adalah eksploitasi 
sumberdaya hutan, yaitu pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam skala 
kecil (50 ribu-100 ribu ha) yang diberikan secara serentak oleh hampir semua propinsi dan 
kabupaten di Kalimantan dan Sumatra. Terlebih ketika tindakan itu dibenarkan oleh pusat 
melalui keluarnya PP No. 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan 
pada Hutan Produksi; yang kemudian belakangan ditarik kembali melalui PP No. 34/2002 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 100); dan yang kemudian sudah dicabut juga melalui 
PP No. 7/2006 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan. 

8	 Perda PSDHBM Kabupaten Wonosobo No. 22/2001 disahkan pada tanggal 20 Oktober 
2001. Nampak sekali agenda tersembunyi (hidden agenda) di balik diterbitkannya 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24/2001, yaitu untuk ‘mencegah’ keluarnya Perda 
PSDHBM mengingat proses inisiasi perda ketika itu telah berjalan cukup lama—sejak 
tahun 1999—dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multistakehoders) 
termasuk Perum Perhutani sendiri. Sementara teramat jelas bahwa kepentingan Perum 
Perhutani dimuatkan dalam keputusan gubernur tersebut—mengingat bahwa substansi 
keputusan gubernur sama sekali persis dengan Keputusan Dewan Pengawas Perum 
Perhutani No. 136/2001—dan bertujuan memupus kehendak keluarnya perda kabupaten 
melalui pendekatan hierarkis propinsi sebagai pemerintah daerah yang 'lebih tinggi' serta 
merupakan perwakilan pemerintah pusat. Namun demikian, hal itu tidaklah menyurutkan 
niatan Pemerintah Daerah Wonosobo untuk tetap mengeluarkan Perda PSDHBM, lebih-
lebih karena ‘diprovokasi’ oleh wacana yang hangat pada masa itu di mana daerah 
kabupaten/kota dianggap merupakan titik utama otonomi daerah. Bukanlah propinsi.
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Pertama, Bulan April 2002 Perum Perhutani mengajukan permohonan 
judicial review (Peninjauan Kembali/PK) terhadap Perda No. 22/2001 kepada 
Mahkamah Agung RI.9

Kedua, Melalui surat No. 1665/Menhut-11/2002 tanggal 11 September 
2002, Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar 
membatalkan Perda No. 22 Tahun 2001 dengan alasan bahwa ketentuan 
dalam Pasal 5 Perda tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 
(3) UU No. 41/1999 dan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf c PP No. 25/200010,  
karena yang berwenang menetapkan kawasan hutan negara termasuk hutan 
hak dan hutan adat berikut dengan perubahan status dan fungsinya, adalah 
Pemerintah (pusat). 

Ketiga, berdasarkan hasil kajian tim dan rekomendasi Menteri Kehutanan 
tersebut, tanggal 24 Oktober 2002 Departemen Dalam Negeri melalui 
Sekretaris Jenderal mengirim surat Nomor 188/342/2434/SJ kepada Bupati 
Wonosobo yang berisi permintaan agar bupati menghentikan pelaksanaan 
Perda PSDHBM, dan segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD 
yang selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari sudah harus dilaporkan 
kepada Mendagri. 

Keempat, pada tanggal 11 Juni 2003 Pemerintah menetapkan PP No. 
30/2003 tentang Perubahan PT Perhutani menjadi Perum Perhutani —
menggantikan PP No. 14/2001 tentang Perubahan Perum Perhutani menjadi 
PT Perhutani. Dengan PP ini Pemerintah semakin menegaskan kembali 
mengenai pelimpahan kewenangannya kepada Perum Perhutani untuk 
menyelenggarakan pengurusan hutan negara yang terdapat di Propinsi Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, kecuali untuk kawasan hutan 
konservasi. Sehingga secara tidak langsung ingin memperlihatkan kembali 

9	 Didaftarkan ke MA dengan nomor register perkara 12P/HUM/2002, yang meskipun hingga 
tulisan ini disusun belum juga diputuskan oleh MA.

10	 PP No. 25/2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten merupakan aturan pelaksanaan setelah keluarnya UU 
No. 22/1999. PP tersebut mengundang kontroversi oleh sebab prinsip residual-nya yang 
ternyata lebih banyak mengintroduksi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 
propinsi, sementara kewenangan pemerintah kabupaten tidak lebih hanya sisanya; yang 
tidak disebutkan sebagai kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Kini peraturan 
tersebut juga telah dicabut (tidak berlaku) setelah keluarnya UU No. 32/2004 dan 
diterbitkannya PP pengganti yaitu PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
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konteks otoritas pusat atas hutan di Jawa terhadap Wonosobo. Dan terakhir 
pada tanggal 3 Mei 2005, pemerintah pusat yaitu Mendagri, melalui SK No. 
9/2005 mencabut dan membatalkan berlakunya Perda PSDHBM.  

Kuatnya penentangan tersebut, menurut hemat kami mengemuka sebagai 
konsekuensi pembilalihan pusat dan lokal yang menguat. Pada saat yang 
bersamaan, tuntutan untuk menata ulang pola relasi yang lebih sejajar dan 
tidak bias pusat, secara kebetulan membawa berkah keberpihakan pada 
masyarakat di daerah. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperluas 
pandangan bahwa, penentangan yang terjadi tidaklah sekedar sebatas pada 
persoalan administratif kewenangan yang terumuskan oleh kebijakan formal 
saja. Namun lebih dari itu, pertarungan kekuasaan yang direpresentasikan 
oleh negara yang di pusat dan daerah harus dilihat sebagai konflik/
pertarungan kepentingan dalam pengurusan sumberdaya hutan. 

Kami mencandra kepekaan negara pada tingkat lokal (pemerintahan daerah) 
yang kemudian gayut dengan gerakan advokasi perubahan kebijakan publik 
yang melibatkan masyarakat pada level bawah (grass root) dan organisasi 
non pemerintah (civil society) yang terjadi pada kasus Wonosobo sebagai 
karakteristik hukum aspiratif yang tidak semata-mata sekedar merupakan 
persoalan legislasi formal (formal legislation). Deliberasi yang melibatkan 
berbagai stakeholder baik sebagai representasi aktor negara maupun non 
negara sehingga melahirkan konsep kebijakan pengurusan sumberdaya hutan 
lokal yang berbasis masyarakat adalah contoh proses advokasi perubahan 
kebijakan publik yang demokratis. Dinamika transaksional atas diskursus 
pengelolaan sumberdaya hutan dalam ruang publik di level lokal oleh 
berbagai elemen masyarakat yang tidak didominasi oleh negara merupakan 
gambaran yang terjadi dalam konstruksi hukum lokal yang lebih membumi. 

Bagi kami, kasus Wonosobo dengan Perda PSDHBM-nya adalah pertanda 
baik tumbuhnya bibit demokrasi substantif. Oleh sebab itu, ketika ’realita’ ini 
kemudian diingkari oleh pemerintah nasional (pusat) melalui pembatalan 
Perda PSDHBM, maka konteks memahami kontestasi kepentingan publik 
dalam pengurusan sumberdaya hutan lokal Wonosobo antara pusat dan daerah 
pada era desentralisasi, hemat kami cukup menarik untuk dikaji. Tulisan ini 
akan membahas relevansi diskursivitas dan kontestasi kepentingan publik 
dalam proses advokasi perubahan kebijakan lokal pengurusan sumberdaya 
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hutan Wonosobo; dan proses demokrasi yang dimaknai melalui  keberadaan 
dan peran masyarakat sipil (civil society) dalam konteks gerakan pembaruan 
kebijakan pengurusan sumberdaya hutan Wonosobo.

Wonosobo dalam Problema Silang Sengketa

Wonosobo dalam struktur penguasaan kehutanan, merupakan sebagian kecil 
saja dari peta luasan kawasan hutan negara di Jawa. Hutan Wonosobo dalam 
struktur birokrasi kehutanan Jawa termasuk dalam wilayah kerja Perhutani 
Unit I Jawa Tengah,11 tepatnya termasuk dalam wilayah kerja Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara dan Kedu Selatan.12 Total luasan hutan 
di Wonosobo sendiri kurang lebih 38.361 ha yang terdiri dari 18.888 ha 
kawasan hutan negara, dan 19.473 ha hutan rakyat.13 Dengan luas tersebut, 
maka menjadi wajar apabila kemudian sektor kehutanan mempunyai 
pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat di Wonosobo. 
Pentingnya hutan bagi Wonosobo juga berkaitan erat dengan kedudukannya 
sebagai hulu 5 sungai besar, salah satu adalah sungai Serayu. Selain itu lebih 
dari 30% wilayah Wonosobo adalah daerah dengan kelerengan lebih dari 
40 derajat dengan curah hujan yang tinggi sehingga berpotensi terjadinya 
bencana longsor. 

Masyarakat petani sekitar hutan di Wonosobo yang sebagian besar merupakan 
petani miskin dengan lahan garapan yang sempit, hidupnya tergantung dengan 
sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya. Model pengelolaan hutan negara 
yang tertutup, tunggal dan sentralistik yang diterapkan oleh Perhutani telah 
menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumberdaya hutan 
yang ada di sekitarnya. Selama berpuluh-puluh tahun Perhutani mengelola 

11	 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan 
hutan, dan memiliki wilayah kerja, bekas wilayah kerja PN Perhutani Jawa Tengah. Wilayah 
kerja Unit I Jawa Tengan meliputi 22 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang masing-
masing dipimpin oleh seorang administrator/kepala KPH. Luas wilayah kelola Perum 
Perhutai Unit I Jawa Tengah adalah 636.435,11 ha yang meliputi 426.858,58 ha hutan 
produksi, 92.622,11 hutan lindung, dan 116.324,85 hutan suaka alam/konservasi.  

12	 KPH Kedu Selatan sendiri selain melingkupi Kabupaten Wonosobo, juga meliputi 
Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo. Sedangkan KPH Kedu 
Utara, di luar Kabupaten Wonosobo meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Magelang dan 
Kabupaten Semarang.

13	 Hutan rakyat adalah istilah untuk menyebut pola pengelolaan lahan perkebunan/ladang di 
luar kawasan hutan negara. Dengan demikian basis status lahan hutan rakyat adalah tanah 
yang telah dibebani dengan hak atas tanah.
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hutan di Wonosobo, masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan 
hutan negara, tidak pernah mendapatkan peluang yang memadai untuk turut 
mengakses sumberdaya hutan. Keterlibatan masyarakat tidak lebih hanya 
sebatas buruh kerja; yaitu sebagai pesanggem, penyadap getah dan kuli 
angkut. Bahkan sebagai buruh kerja pun, masyarakat tidak mendapatkan 
hasil yang memuaskan. Dalam setiap pekerjaan, tarif upah telah ditentukan 
secara sepihak oleh Perhutani, dengan nilai upah yang jauh lebih kecil 
dibanding dengan tarif normal buruh harian. Terdapat posisi tawar yang 
tidak seimbang, sehingga masyarakat selalu dalam kondisi untuk terpaksa 
menerima ketentuan sepihak Perhutani, tanpa mampu menawarnya.

Marjinalisasi masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadikannya media 
yang sangat baik, bagi munculnya benih-benih sengketa dan konflik antara 
masyarakat dengan Perhutani. Fenomena aksi sosial penjarahan hutan dan 
kekerasan, adalah salah satu menifestasi konflik tersebut manakala pecah 
pada tahun 1998-2001 silam. Selain penjarahan hutan secara besar-besaran, 
konflik juga mewujud dalam bentuk kekerasan yang lain seperti perusakan 
sarana prasarana, penganiayaan dan pendudukan lahan. 

Kotak 1. Penjarahan Hutan di Wonosobo (dikutip dari Basis Data ARuPA)

Penjarahan di Desa Gunung Tugel
Kasus penjarahan hutan mahoni terjadi di kawasan RPH Leksono BKPH 
Wonosobo KPH Kedu Utara. Aksi ini berlangsung sekitar tahun 1998-1999 
selama delapan bulan. Aksi penjarahan yang disertai dengan perusakan 
kendaraan petugas Perhutani dan tempat penimbunan getah pinus 
dilakukan oleh ribuan penjarah yang tidak hanya berasal dari masyarakat 
desa sekitar hutan RPH Leksono tapi juga berasal dari dearah yang cukup 
jauh seperti Purworejo dan Kebumen. Ketika penjarahan marak terjadi di 
Wonosobo, desa ini kedatangan ’tamu’ yang membabat habis hutan mahoni 
seluas 191 ha milik Perhutani.

Sumber: Buletin AKAR edisi Mei 2000

2.345 ha Hutan Wonosobo Dijarah
Dalam setahun terakhir, sedikitnya 2.345 hektare hutan yang ada di 
Wonosobo, Jawa Tengah, habis dan dijarah massa yang jumlahnya mencapai 
ratusan orang. Kerusakan terparah terjadi di wilayah BKPH Wonosobo dan 
BKPH Ngadisono yang dijarah 1.212 hektare dari 5.900 hektare luas hutan 
yang ada. 

Sumber: Suara Pembaruan, 5 Januari 2002
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Hutan Lindung Dieng Habis Dibabat
Hutan lindung di kawasan Dataran Tinggi Dieng di wilayah Kabupaten 
Wonosobo dan Bajarnegara, Jawa Tengah habis dibabat. Bekas kawasan 
hutan lindung itu dijarah dan diolah menjadi lahan pertanian tanaman 
kentang. Lebih dari 1.014 hektare kawasan hutan lindung (164 hektare di 
banjarnegara dan sekitar 900 hektare di Wonosobo) nyaris tak tersisa. 

Sumber: Kompas, 26 januari 2002

Hutan Wonosobo Menunggu Kejelasan Status
Penjarahan hutan di wilayah PT. Perhutani khususnya KPH Kedu Utara 
adalah fenomena yang sulit diselesaikan. Penjarahan hutan yang ada 
sekarang adalah penjarahan yang sudah diorganisir dengan rapi dan 
dibiayai. Penjarahan itu terjadi di BKPH Kleseman dan Leksono. Apakah itu 
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan? “Saya kira bukan, tapi dilakukan 
oleh masyarakat dari luar desa sekitar hutan,” kata Bambang.

Sumber: Bisnis Indonesia, 29 januari 2002

Akibat Otda, Pengelolaan SDA Jadi Rebutan
Hutan Wonosobo rusak karena penjarahan secara terus-menerus. 
Karena keterbatasan, Perhutani tidak bisa berbuat banyak. Para penjarah 
bekerjasama dengan oknum Perhutani, masyarakat, dan oknum TNI/Polri, 
plus para penadah.

Sumber: Republika, 28 januari 2002

Menuju Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Hutan lindung di perbukitan Stalang, Desa Tambi, Kabupaten Wonosobo, 
Jawa Tengah, ini telah gundul. 400 KK yang selama ini tak memiliki lahan 
menangkap kesempatan menggarap hutan lindung yang dahulu ditumbuhi 
pinus dan sempat terbakar itu dengan berbagai tanaman pertanian. Untuk 
tetap mendapat sepetak tanah hutan lindung itu warga dipungut Rp. 20 
ribu oleh oknum yang katanya akan dibayarkan kepada PT. Perhutani, kalau 
tidak, warga diancam dengan sanksi UU Kehutanan No. 41/1999. Pungutan 
itu masih cukup kecil dibanding desa-desa lainnya, misalnya di Kecamatan 
Treteb, warga dipungut Rp. 100ribu untuk sepetak tanah hutan.

Sumber: Kompas, 16 Agustus 2001

Kawasan hutan negara di Jawa yang dikelola oleh Perhutani terdiri dari dua 
golongan besar tegakan; yaitu jati dan non jati (rimba). Dari penggolongan 
tersebut, hutan di Wonosobo sebagian besar merupakan tegakan rimba, 
dengan kelas perusahaan pinus, mahoni dan damar. Penjarahan hutan di 
Wonosobo yang dimulai pada akhir tahun 1998 merupakan penjarahan 
hutan pertama dan terbesar di Jawa yang terjadi pada kawasan non jati. Pada 
mulanya penjarahan terjadi di daerah Kecamatan Leksono, kemudian meluas 
hampir di seluruh kawasan hutan negara di Wonosobo.14

14	 Laporan reportase investigasi Buletin AKAR, “Penjarahan di Desa Gunung Tugel,” Edisi 
Perdana, Mei 2000
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Areal penjarahan tidak hanya meliputi kawasan hutan produksi saja, bahkan 
hingga merambah ke kawasan hutan lindung. Hutan lindung di daerah 
kawasan cagar alam dataran tinggi Dieng juga tidak luput dari penjarahan. 
Ribuan penjarah dengan leluasa melakukan 'panen raya' tanpa dapat 
dihentikan oleh siapapun. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat 
keamanan, baik oleh Perhutani maupun kepolisian, seperti penangkapan 
pelaku maupun penahanan kendaraan yang mengangkut kayu jarahan 
mendapatkan perlawanan oleh penjarah dengan pelemparan batu.
 
Pasca penjarahan hutan oleh penjarah dalam bentuk penebangan pohon 
secara besar-besaran, kemudian diikuti dengan bentuk ‘penjarahan’ yang 
lain; yaitu pendudukan lahan. Lahan-lahan kosong bekas areal penjarahan 
hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan guna dijadikan lahan 
pertanian dan perkebunan. Pada awalnya masyarakat hanya menanam jenis 
palawija seperti jagung dan ketela. Selanjutnya dalam waktu yang relatif 
tidak terlalu lama, masyarakat sudah membudidayakan jenis-jenis tanaman 
lain yang lebih berharga, misalnya kayu sengon khususnya oleh mereka yang 
mengolah lahan di Wonosobo bagian bawah, dan kentang serta sayur-mayur 
oleh mereka yang mengolah lahan di dataran tinggi Dieng. 

Walaupun sama-sama memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, 
perbedaan pola budidaya pertanian tersebut tentu saja memberi dampak 
yang berbeda pula. Penanaman sengon yang dilakukan oleh masyarakat 
Wonosobo bagian bawah turut berkontribusi memperbaiki kondisi lahan 
hutan negara yang kosong (gundul) akibat penjarahan. Sedangkan budidaya 
kentang dan sayur-mayur yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan 
pada wilayah dataran tinggi Dieng turut memperparah kondisi lingkungan 
karena memperbesar potensi musibah banjir dan tanah longsor. 15

15	 Pengelolaan lahan dilakukan dengan membuat guludan lurus sejajar dengan arah 
kelerengan. Padahal untuk konservasi tanah di daerah pegunungan seharusnya dibuat 
terasering dengan guludan melingkar (sabuk gunung).
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Kotak. 2. Dampak Penjarahan Hutan di Wonosobo

Kualitas lingkungan merosot. Pada musim hujan banyak daerah menjadi 
rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Terlebih pada wilayah 
dataran tinggi Dieng, potensi bencana telah mengakibatkan rusaknya aset 
wisata dan benda cagar budaya candi peninggalan kejayaan hindu masa lalu.

Kesuburan tanah menurun aibat kandungan hara tanah yang terdapat 
pada lapisan topsoil hanyut bersama arus air karena tidak ada lagi tegakan 
yang berfungsi sebagai aliran permukaan. Hilangnya keseuburan tanah 
mengancam turunnya produktivitas pertanian. 

Sedimentasi semakin meluas di waduk Wadaslintang dan sumber-sumber air 
lainnya. Tingkat sedimentasi (volume erosi) DAS Serayu rata-rata 2,74 juta 
meter kubik per tahun, dengan laju erosi rata-rata 4,04 mm per tahun, jauh 
melebih ambang batas maksimal yang diharapkan sebesar 2 mm per tahun.

Infrastruktur jalan yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan berat 
pengangkut hasil penjarahan hutan, antara lain terjadi di kecamatan 
Kaliwiro, Wadaslintang dan Sapuran. 

Data Kabupaten Wonosobo menyebutkan bahwa penjarahan hutan sejak 
1998 hingga pertengahan 2001 mencapai luasan 1.810,3 ha dengan jumlah 
pohon yang hilang sebanyak 245.859 batang dan kerugian mencapai Rp. 
40,8 milliar.

Menurut data Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, sampai dengan 
pertengahan tahun 2000 saja, tanah kosong akibat penjarahan yang ada 
di wilayah Bagian Hutan Wonosobo KPH Kedua Utara dan Bagian Hutan 
Ngadisono KPH Kedua Selatan mencapai 3.348,7 ha.

Sumber: Basis Data ARuPA

 
Dampak penjarahan hutan yang dilakukan secara sistematis dan terus-
menerus  mengakibatkan tidak saja kerusakan sumberdaya hutan, namun 
kondisi lingkungan yang juga turut menjadi korban. Dengan demikian, menjadi 
jelas konteks problema yang dihadapi oleh Wonosobo ketika fenomena ini 
terjadi. Di dalam runyamnya silang sengketa dan konflik kehutanan, Wonosobo 
terbatasi oleh minimnya otoritas yang tidak memadai dalam perannya untuk 
ikut mengurus kawasan hutan negara. Akan tetapi, di sisi lain dihadapkan pada 
kenyataan atas dampak penjarahan yang secara langsung ada di depan mata; 
yaitu ancaman bencana ekologi. Oleh karena itu, pada satu sisi Wonosobo 
mempunyai kebutuhan untuk mendisain model kelola sehingga potensi 
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bencana ekologi setidaknya dapat dihindari. Namun di sisi lain, seolah dipaksa 
pasrah oleh sebab adanya limitasi otoritas terhadap kawasan hutan negara. 
Padahal, sebagai pihak yang potensial menderita akibat degradasi lingkungan; 
yaitu bencana lingkungan, adalah kemungkinan yang telah siap di depan mata.

Inisiasi Gerakan Ambil Alih Hutan: Memaknai Semangat Desentralisasi

Konsekuensi dari disepakatinya pembaruan politik (reformasi) 1998—
selain membawa liberalisasi hingga sampai pada kecenderungan demokrasi 
adalah penataan ulang pola relasi antara pusat dan daerah. Pola relasi 
yang sebelumnya sangat terasa bias pusat (sentralistik), didorong untuk 
ter-desentralisasi. Lebih jauh, kebutuhan ini juga didukung oleh semangat 
eksistensi lokalitas setelah sebelumnya rejim Orde Baru begitu kuat 
mengkooptasi melalui mekanisme intervensi demi kepentingan pusat 
kekuasaan; Jakarta. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
nampak begitu bertentangan jika diperbandingkan dengan kebijakan 
serupa sebelumnya pada masa sentralisasi. Pada konteks itu pula kemudian 
muncul judgement sebagai era desentralisasi dan otonomi daerah dengan 
konsekuensi daerah memiliki kelebihan untuk menikmati sifat otonomi yang 
luas, nyata dan bertanggungjawab.16

16	 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum angka 1 huruf h: “Dengan 
memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang 
menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada 
otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini 
pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan 
kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 
jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Di samping itu keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh 
dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
pengendalian, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan 
Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. 
Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah 
dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan 
pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam 
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi untuk Daerah 
Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, 
dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah 
Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.
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Meskipun demikian, sesungguhnya perbincangan pola relasi antara pusat 
dan daerah bukan berarti baru mendapatkan ruang setelah reformasi, 
tetapi telah ada sejak masa kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah 
kolonial mengeluarkan Desentralisatie Wet, yang membawa konsekuensi 
pemerintahan di Jawa dan Madura yang terbagi atas karesidenan (Gewest), 
kabupaten (Afdeeling/Regentschap), kotapraja (District/Standgeemente), dan 
kecamatan (Onderdistrict).17 Pada masa itu konsep penataan pola relasi pusat 
dan daerah dimaknai sebagai usaha untuk mengatur kekuasaan pemerintah 
Kerajaan Belanda yang terlalu luas, walaupun tetap  dengan tujuan untuk 
mengefisiensikan dan mengefektifkan proses eksploitasi sumberdaya alam 
demi kepentingan kekuasaan di negeri Belanda. Oleh karenanya, meskipun 
pemerintah kolonial lokal di Hindia-Belanda memperoleh keleluasaan 
kewenangan (otonomi) dari Kerajaan Belanda, namun visi utama tetaplah 
untuk kepentingan pemerintah kolonial.   

Kotak 3.	 Perjalanan Kebijakan/Peraturan yang Mengatur tentang Sistem 
Pemerintahan Daerah:

1.	 UU No. 1/1945 pemerintah mencoba menghidupkan otonomi daerah, 
antara lain dengan membentuk Komite Nasional Daerah (KND)—
kecuali wilayah Yogyakarta dan Surakarta—untuk mewujudkan politik 
desentralisasi, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan 
rakyat. KND pada gilirannya berubah menjadi Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah (BPRD), yang bersama-sama dengan pemimpin daerah 
menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerah;

2.	 UU No. 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah 
diberlakukan dalam dua pemahaman. Pertama, otonomi penuh, yaitu 
penyerahan penuh hak otonomi, tak terbatas pada kewenangannya, 
tetapi juga pada pelaksanaannya. Kedua, otonomi tidak penuh, yang 
dikenal sebagai tugas pembantuan (medebewind);

17	 Pada tanggal 23 Juli 1903 undang-undang mengenai desentralisasi pemerintahan Hindia 
Belanda , yang bernama De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-
Indie, berhasil diterima sidang Twee de Kamer dan diundangkan dalam Staatsblad van Het 
Koninkriijk Der Nederlander Tahun 1903 No. 219 yang dikenal sebagai Decentralisatie Wet 
1903 (Wignjosoebroto, 2004 dalam Kutut Suwondo, “Penataan Daerah [Teritorial Reform] 
dan Dinamikanya,” rangkuman hasil seminar internasional ke-8 Dinamika Politik Lokal di 
Indoensia, Percik 2 Oktober 2007, diakses dari http://percik.or.id/index.php?option=com_
content&task=view&id=23 diakses pada tanggal 3 Juni 2009).
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3.	 UU No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dengan 
prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya terutama bagi daerah 
yang berhak mengurus rumah tangga-nya sendiri, yang disebut juga 
sebagai 'Daerah Swatantra' dan  'Daerah Istimewa';

4.	 PenPres No. 6/1959 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan 
dilatarbelakangi oleh munculnya Dekrit Presiden/Panglima 
Tertinggi Angkatan Perang 5 Juli 1959 dan pertimbangan keadaan 
ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan 
Negara, serta merintangi pembangunan semesta sehingga dipandang 
perlu untuk mengatur kembali bidang-nbidang Pemerintah Pusat 
maupun bidang-bidang Pemerintahan Daerah;

5.	 UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, 
dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya berkaitan 
dengan pertimbangan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara No.II/MPRS/1960, sesuai dengan kegotong-royongan 
Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, mewujudkan daerah-daerah yang dapat berswadaya dan 
berswasembada. Dalam era ini pula kemudian dikenal istilah Daerah 
Tingkat III (kecamatan) sebagai salah satu daerah yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangga-nya sendiri;

6.	 UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
Melalui Ketetapan Nomor IV/Tap MPR/1973, prinsip otonomi 
seluas-luasnya sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Nomor XXI/
MPR/1966 diubah menjadi otonomi yang nyata dan bertanggung 
jawab. Hal ini kemudian menjadi acuan dalam pembentukan 
UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini 
bertekad mewujudkan otonomi daerah yang tidak mengancam 
ketahanan politik dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional 
serta memelihara dan mempertahankan NKRI dan kesinambungan 
pembangunan nasional. Dalam UU No 5/1974, pelaksanaan otonomi 
daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan bersamaan 
dengan dekonsentrasi. Namun, yang nyata dirasakan adalah 
sentralisasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintah Indonesia. 
Keberagaman di daerah hampir tak terwadahi. Kebijakan yang 
berkaitan yang menegaskan fenomena penyeragaman tersebut salah 
satunya adalah UU No. 5/1979 tentang Desa, yang menyeragamkan 
istilah serta struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia;
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7.	 UU No. 22/1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata 
dan bertangungjawab melalui Daerah Kabupaten/Kota sebagai 
titik tumpunya, sehingga Kabupaten/Kota terhadap Propinsi 
bukanlah relasi yang hirarkhies. Dalam kebijakan ini juga terdapat 
perubahan yang cukup signifikan sebagai sinyal terakomodasinya 
keragaman daerah, dengan munculnya pengaturan tentang desa 
yang dikembalikan kepada karakteristik lokalitas setempat;

8.	 UU No. 32/2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan 
bertanggungjawab, namun mereduksi keleluasaan Daerah 
Kebupaten/Kota dan memperkuat fungsi monitoring dan supervisi 
pada Daerah Propinsi terhadap Kabupaten/Kota.

Diolah dari berbagai sumber

Pada era pasca kolonial, kebijakan yang membicarakan mengenai penataan 
relasi antara pusat dan daerah cukuplah beragam. Dari saat setelah 
proklamasi kemerdekaan dengan munculnya UU No. 1/1945, UU No. 22/1948 
dan UU No. 1/1957. Kemudian masa Orde Lama dengan keluarnya PenPres  
18No. 6/1959 dan UU No. 18/1965. Era Orde Baru melansir UU No. 5/1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5/1979 tentang 
Pemerintahan Desa. Dan era reformasi melalui terbitnya UU No. 22/1999, 
dan yang kemudian digantikan oleh UU No. 32/2004. 

Dari perjalanan kebijakan penataan relasi pusat dan daerah tersebut, yang 
paling membekas dan menimbulkan 'trauma' adalah kebijakan pada masa Orde 
Baru; yaitu UU No. 5/1974. Dalam Undang-undang No. 5/1974 pelaksanaan 
otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban 
daripada hak. Selain itu, sesungguhnya UU tersebut juga menganut prinsip 
yang menekankan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama-sama 
dengan asas dekonsentrasi. Oleh sebab itu, pada konteks inilah  kemudian, 
meskipun telah mengisyaratkan mengenai adanya asas desentralisasi, 
tetapi dalam realisasinya mempunyai kecenderungan sentralistik. Pusat, 
dengan kekuasaannya masih kuat mengendalikan pemerintah di daerah. 
Sehingga pada era itu, daerah terposisikan tidak bisa independen dan lebih 
banyak tergantung pada pemerintah pusat. Lebih-lebih dalam persoalan 

18	 PenPres adalah singkatan dari Penetapan Presiden; yaitu produk hukum pada era 
Demokrasi Terpimpin sebagai manifestasi hak prerogratif presiden (Soekarno) ketika itu, 
sebagai basis justifikasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
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perimbangan keuangan yang mewajibkan daerah menyerahkan pendapatan 
daerah-nya tanpa ada proporsi pengembalian pembagian hak yang sepadan. 
Melalui propinsi, pemerintah pusat berhasil meng-hegemoni daerah bahkan 
hingga pelosok tingkat desa. 

Hegemoni oleh Orde Baru hingga pada jelajah teritorial yang bahkan sampai 
pada lapisan sosial yang terendah (Desa/Kelurahan, RW dan  RT), terjadi 
dengan 'smooth' karena rejim yang berkuasa ketika itu berhasil menguasai 
birokrasi sipil dan militer untuk solid dalam satu suara.19 Ditambah dengan 
kekuatan ketiga; yaitu golongan kekaryaan (Golkar) yang sesungguhnya 
lebih merupakan 'mesin politik' ketimbang institusi sosial kemasyarakatan/
kekaryaan. Maka, lengkaplah betapa disain negara pada saat itu adalah 
tunggal (monolitik), tertutup dan terpusat (sentralistik).20 

Desentralisasi pada era pasca reformasi selain sebagai konsekuensi, di sisi lain 
juga membawa konsekuensi pada tidak tunggal-nya lagi negara. Penyebaran 
kekuasaan pada negara sebagai entitas (subyek yang mempunyai perilaku), 
selanjutnya juga membawa fenomena dikotomi pusat dan daerah yang sangat 

19	 Dalam sudut pandang lain sesungguhnya, ada yang melihat biang keladi utama dari 
watak kekuasaan rejim Orde Baru adalah militer. Oleh sebab itu rejim Orde Baru disebut 
juga sebagai rejim totalitarianisme militer. Militer yang direpresentasikan oleh Soeharto 
melakukan kontrol terhadap semua bidang kehidupan—sosial, politik, ekonomi, hukum 
dan budaya—melalui jejaring militer sebagai instrumen utamanya. Ini dapat terlihat dari 
diterapkannya doktrin 'dwi fungsi ABRI' pada masa itu, di mana kekuatan militer tidak saja 
mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara tetapi juga harus menjalankan peran 
sosial dan politik. Sehingga menjadi tidak heran manakala militer tidak taat kittah (cukup 
berada di barak), dan memilih mengembangkan struktur birokrasi teritorial—khususnya 
TNI AD—yang menyandingi birokrasi sipil dalam rangka mengawasi (kontrol), bahkan 
mengkooptasi. Struktur birokrasi teritorial tersebut adalah: Kodam (Komando Daerah 
Militer) untuk birokrasi setingkat propinsi; Kodim (Komando Distrik Militer) setingkat 
kabupaten/kota; Koramil (Komando Rayon Militer) setingkat kecamatan; dan, di tingkat 
desa terdapat Babinsa (Bintara Pembina Desa).

20	 Dalam tradisi akademik, model kepemimpinan Orde Baru ini punya beberapa sebutan 
lain. Karl J. Jackson menyebutnya dengan istilah 'Kepolitikan Birokratik' (Bureaucratic 
Polity); Donald K. Emerson, R. William Lidlle, dan Harold Crouch menyebutnya dengan 
istilah “Negara Neopatrimonial” (Neopatrimonialism) yang menafsirkan tesis dari ekonom 
dan sosiolog Jerman, Max Weber (1864-1920), tentang “kekuasaan patrimonial”; Richard 
Robison menyebutnya sebagai “Negara Kapitalis Birokratik” (Bureaucratic Capitalist 
State); Dwight Y. King menggunakan istilah “Rezim Otoritarian Birokratik” (Bureaucratic 
Autoritarian Regime); Arif Budiman menyebutnya dengan istilah “Rent Capitalism State”; 
dan masih banyak lainnya lagi. Kesemua istilah politik itu (labelisasi) tertuju pada “hak 
kekuasaan” presiden yang absolut di atas kedaulatan rakyatnya. (Dikutip dari Syafruddin 
Azhar, “Man tö tet den Geist Nacht,” makalah lepas, 20 Juni 2008 dipublikasikan dalam 
http://dinazhar.multiply.com/journal/item/95, diakses pada tanggal 5 Juni 2009).
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nyata. Negara tidak lagi terlihat dalam satu wajah yang tunggal, yang pada 
konteks daerah menyebabkan pemerintahan daerah tidak lagi semata-mata 
bisa diklaim merupakan cerminan daripada kepentingan pusat. Kemudian, 
kami melihat hasrat di dalam negara itu pun menjadi bermacam-macam dan 
berbeda-beda. Bahkan menjadi sangat mungkin bertentangan antara daerah 
dan pusat, atau sebaliknya. Pertentangan juga dapat terjadi  di dalam  internal 
masing-masig level itu sendiri. Aktualisasi fenomena ini lantas tercermin 
manakala Wonosobo dalam kajian ini memaknai jelajah otoritasnya dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan.  

Pemaknaan jelajah otoritas tersebut tentu saja bukan hadir tanpa latar 
belakang. Kondisi kehutanan Wonosobo yang memprihatinkan,21 dan 
sementara pada saat yang sama Wonosobo (baca: negara tingkat lokal) 
tidak dapat berbuat banyak lantaran ada limitasi-limitasi konvensional yang 
membatasi22 adalah konteks yang menjadi reasoning manakala kemudian 
Wonosobo menemukan ”peta baru” bagi jelajah otoritasnya. 

Kotak 4. Sikap Wonosobo atas Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bahwa degradasi laju kerusakan hutan negara di Daerah Kabupaten 
Wonosobo dirasakan sudah mencapai tingkat kekritisan yang 
memprihatinkan karena penjarahan, salah urus, maupun bencana alam. 
Sedangkan pada sisi lain muncul fenomena kesuksesan pengelolaan hutan 
rakyat yang beberapa kali berhasil meraih prestasi juara hutan rakyat 
tingkat nasional, merupakan potret lain yang memperlihatkan betapa peran 
serta rakyat adalah hal yang tidak bisa disepelekan dengan begitu saja.

21	 Degradasi hutan telah melewati ambang keprihatinan, bahkan ketika kawasan ini 
merupakan hulu bagi dua DAS penting di Jawa Tengah, yakni DAS Serayu dan DAS Opak 
Progo. Perhutani—yang dipercaya negara selama puluhan tahun—telah gagal menahan 
laju deforestasi ini. Tatkala kondisi ini dipercepat oleh penjarahan hutan yang tidak juga 
terhentikan, Perhutani pun seperti tutup mata dengan tetap pula melakukan penebangan 
rutinnya. Layaknya sebuah kekacauan yang selalu menyimpan harapan, bersebelahan 
dengan kerusakan ini terbentang kawasan hutan milik rakyat buatan tangan masyarakat 
Wonosobo. Luasannya hampir sepadan dengan hutan negara, selalu hijau dan terjaga 
dengan jenis tanaman yang sangat bervariasi. Tidak pernah berstatus hutan—karena tak 
pernah berwarna hijau di dalam peta—namun kesejukan dan keteduhan melekat di tempat 
ini. (Anonim, 2001. dikutip dari http://arupa.or.id/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=56&Itemid=62, diakses pada tanggal 8 Juni 2009).

22	 Limitasi konvensional adalah stigma yang selalu mengatakan bahwa hutan di Jawa harus 
dikuasai dan diurus oleh pemerintah pusat, dengan rujukan bahwa Perhutani adalah institusi 
yang paling kompeten dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Tidak dengan yang lain.
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Bahwa mencermati kesuksesan pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat 
setempat Daerah Kabupaten Wonosobo, menunjukkan kesiapan dan 
kemampuan yang memang layak untuk dilibatkan langsung dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan di Kawasan hutan negara. Hal tersebut 
munculkan kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat jauh 
lebih berhasil mengelola sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo, 
dengan perbandingan besarnya luasan kawasan hutan rakyat dengan 
kawasan hutan negara, dari semua sisi pemanfaatan fungsinya. Dilihat dari 
sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan 
merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-
praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang hanya beroreintasi kepada 
keuntungan finansial dari sisi kayu semata menjadi bagian dari sumber 
pendapatan negara, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi 
pada seluruh potensi sumberdaya hutan dan berbasis pada masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam sektor 
pengelolaan sumberdaya hutan, maka sudah saatnya Daerah Kabupaten 
Wonosobo secara mandiri dan bertanggung jawab memulai mengatur 
kewenangannya tersebut dalam mekanisme kelembagaan Peraturan Daerah. 
Oleh karena itu, maka Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melaksanakan 
wewenangnya dalam mengelola sumberdaya hutan melalui Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat sebagai media pemberdayaan 
masyarakat setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis 
Masyarakat (PSDHBM) Kabupaten Wonosobo.

Sumber: dikutip dari Penjelasan Umum Perda Kabupaten Wonosobo
No. 22/2001 tentang PSDHBM

Peta baru atas jelajah otoritas tersebut bertolak dari UU No. 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Melalui Pasal 10 UU No. 22/1999 yang mengatakan 
bahwa daerah (kabupaten) mempunyai kewenangan mengelola sumberdaya 
nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara 
kelestarian lingkungan, Wonosobo menemukan titik pijak untuk mewujudkan 
tanggungjawabnya, sekaligus; yaitu mencari jalan keluar atas problematika 
sosial dan ekologi lokal setempat.23 Bukan pada pertimbangan pragmatis 

23	 Kondisi degradasi lingkungan dan deforestasi kawasan hutan negara di Wonosobo tentu 
sangat mengkhawatirkan, melihat posisi Kabupaten Wonosobo yang sangat strategis dalam 
keseimbangan ekosistem pulau Jawa. Wonosobo merupakan satu dari 35 daerah kabupaten 
di Propinsi Jawa Tengah yang terletak hampir tepat di tengah Pulau Jawa di kaki Gunung 
Sindoro dan Sumbing. Wilayah Wonosobo terletak diantara ketinggian 270-2.250 meter 
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ekonomi sesaat sebagaimana halnya fenomena euforia desentralisasi yang 
dimaknai oleh daerah-daerah di luar Jawa, di mana seolah-olah menjadi tidak 
lebih daripada peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 
yang sebesar-besarnya. 

Pernyataan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Wonosobo C Krustanto (Maret, 
2002), ketika itu, saya rasa cukup membantu menjelaskan atas hal tersebut:

Menurut Krustanto, maraknya konflik SDA yang terjadi di Wonosobo 
dipicu oleh berbagai penyimpangan kebijakan oleh oknum pengelola 
hutan negara tanpa disertai upaya pencegahan dari pihak pengelola. 
Penyebab lainnya adalah faktor sosial ekonomi yang berpotensi menjadi 
konflik terbuka. Maraknya konflik-konflik tersebut, kata Krustanto, 
hanya dapat diselesaikan dengan dukungan perlindungan dari 
kebijakan pemerintah daerah. Inisiasi perda pengelolaan sumberdaya 
alam berbasiskan masyarakat yang diambil Pemda Wonosobo, lanjut 
Krustanto, merupakan kebutuhan mendasar bagi kemakmuran 
masyarakat serta untuk melindungi sumberdaya alam yang masih ada 
Apalagi, skenario desentralisasi otonomi daerah, telah memberikan 
kewengan bagi pemda untuk mengatur sumberdaya alamnya.

(Sumber: Buletin Warta FKKM Vol. 5 No. 4. April 2002).

di atas permukaan laut (dpl) dan memiliki curah hujan yang tinggi (2270-4835 mm/th). 
Topografi Wonosobo umumnya berbukit dan bergunung, serta termasuk di dalamnya 
adalah kawasan Dataran Tinggi Dieng (2.088 m dpl). Lebih dari 27% lahan di Wonosobo 
memiliki kemiringan diatas 40% dan lebih dari 50% lahan memiliki kemiringan 15-40%. 
Kondisi fisik wilayah ini menggambarkan Wonosono sangat rentan terhadap bahaya 
longsor dan erosi. “Kalau kita tidak segera menyelamatkan kondisi hutan Wonosobo kita 
tidak bisa membayangkan dampak yang akan terjadi di kabupaten-kabupaten di bawah 
Kabupaten Wonosobo,” ungkap Wakil Bupati Wonosobo, Drs.Kholiq Arief, pada sebuah 
pertemuan multipihak kehutanan di pendopo wakil bupati. Kabupaten Wonosobo memang 
memiliki peranan strategis dalam keseimbangan ekosistem beberapa daerah bawahnya 
terutama Kabupaten Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Banyumas hingga Cilacap. Hal 
ini berkaitan dengan posisi Wonosobo yang merupakan hulu dari beberapa sungai besar 
yaitu: Serayu, Opak-Oyo, Luk Ulo dan Bogowonto. Di Wonosobo juga terdapat Waduk 
Wadaslintang yang memiliki luas permukaan air sebesar 1.320 hektar dengan volume 
air sebesar 443 juta m3 . Waduk ini mengalami pendangkalan yang sangat cepat karena 
tingkat erosinya rata-rata mencapai 4,17 mm/tahun, jauh melebihi ambang batas maksimal 
sebesar 2 mm/tahun. Padahal waduk ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan air 
bagi ribuan lahan pertanian di daerah bawahnya. (Sumber: dikutip dari M. Chehafudin, 
“Sumber Daya Hutan Wonosobo: Pengelolaan Berbasis Masyarakat,” artikel program 
Promoting Leadership for Integrated Development Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, 
dimuat dalam  http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46
&Itemid=98, diakses pada tanggal 9 Juni 2009).
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Dengan demikian adalah relevan manakala dalam salah satu landasan 
pertimbangan pada Perda No. 22/2001 berbunyi ”bahwa untuk menampung 
dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh 
manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, maka pada prinsipnya 
semua hutan dan kawasan hutan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap 
memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan tidak 
mengubah fungsi pokoknya.” Sehingga, tidaklah keliru ketika kemudian hutan 
negara di wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo harus diambil alih dan 
dikelola sendiri oleh entitas lokal setempat; masyarakat dan pemerintahan 
Wonosobo. 

Pembatalan Perda PSDHBM: Sebuah Titik Balik

Adalah pilihan yang sarat dengan konsekuensi-konsekuensi manakala 
Kabupaten Wonosobo menentukan sikap mengambil alih kontrol dan 
kuasa atas tata kelola hutan negara di wilayahnya, di tengah garis limitasi-
limitasi konvensional mengenai otoritas pengurusan hutan negara. 
Sehingga menjadi masuk akal kiranya, pada saat pilihan sikap ini kemudian 
diterjemahkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai kerangka hukum 
yang diekspektasikan menjadi jaminan legalitas/kepastian hukum dalam 
tataran operasionalisasinya baik bagi pemerintah daerah maupun petani 
hutan, kemudian menuai badai penolakan.

Meskipun Perda PSDHBM Kabupaten Wonosobo yang proses penyusunannya 
memakan waktu hampir 2 tahun lamanya melalui proses konsultasi publik 
yang mengundang banyak debat dan menguras energi dari mulai tahun 1999 
hingga disahkan pada tanggal 21 Oktober 2001, toh realita ini tidaklah cukup 
juga menjadi modal untuk menggaransi supaya perda segera implementatif. 
Hambatan terbesar bagi penerapan perda ini adalah tidak segera muncul 
rekognisi (pengakuan) dari Pemerintah Pusat. Bahkan tidak kurang, para 
pihak di Kabupaten Wonosobo pun sudah terus berupaya agar perda ini 
dapat diimplementasikan melalui dukungan dari semua pihak. 
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Konteks mengupayakan rekognisi, pertama kali terjadi pada tanggal 5 
Maret 2002, di mana diselenggarakan Dialog Kebijakan PSDHBM antara 
Tim Multipihak Wonosobo24 dengan Pemerintah Pusat, di Jakarta.25 Dalam 
momentum tersebut, semua pihak yang hadir pada dasarnya memberikan 
dukungan meskipun sesungguhnya sebatas konteks normatif, tidak 
konkrit agar Perda PSDHBM bisa segera dioperasionalisasikan di lapangan. 
Kesepakatan forum yang bersangkutan, adalah menyarankan kepada Tim 
Multipihak Wonosobo untuk memperkuat posisi legal-formal yaitu dengan 
melakukan agenda-agenda tertentu. Agenda-agenda yang direkomendasikan 
tersebut, antara lain adalah:

a.	 Merumuskan pedoman pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah 
Wonosobo secara fleksibel (pedoman juklak dan juknis);

b.	 Mempercepat proses rekognisi legal formal melalui Tim Keppres 
157/2000 yang difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri; 

c.	 Mendiskusikan proses perubahan PP 14/2001 yang memberikan 
kewenangan kepada Perhutani untuk melakukan pengelolaan hutan di 
Jawa.

d.	 Dialog multipihak bersama Departemen Kehutanan, Kementerian Negara 
BUMN, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan DPRD-
Pemda Wonosobo untuk melakukan klarifikasi menyangkut praktek-
praktek pengelolaan hutan, administrasi dan keuangan oleh Perhutani di 
Wonosobo.

Pada waktu yang hampir bersamaan, tanggal 6 Maret 2002, perwakilan 
para sarjana kehutanan serta Administratur/KKPH se-Jawa dan Madura 
menyatakan sikap keberatan atas terbitnya Perda PSDHBM. Pernyataan sikap 
keberatan tersebut ditujukan kepada Bupati Wonosobo, di mana intinya 
meminta agar Perda PSDHBM ditinjau kembali.

24	 Tim Multipihak Wonosobo bukanlah lembaga baku seperti yang dibayangkan (yang 
dibentuk melalui surat keputusan formal), tetapi lebih sebagai kesepakatan bersama di 
sisi elemen-elemen perwakilan masyarakat dan negara di Wonosobo yang mendukung 
konsepsi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM). Dalam setiap 
kesempatan, Tim Multipihak selalu digawangi oleh Komisi B DPRD Wonosobo, Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan, Lembaga ARuPA, Koling, dan perwakilan kelompok petani 
hutan; termasuk diantaranya adalah Serikat Petani Kedu-Banyumas (SEPKUBA).

25	 Dialog diselenggarakan di Wisma PKBI, Jakarta. Pada peristiwa itu hadir antara lain wakil 
dari Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, anggota DPR RI dari Komisi 8 (Ibu 
Tumbu Saraswati, S.H), Akademisi, LSM, dan perwakilan masyarakat petani hutan. (sumber: 
Basis Data ARuPA).
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Kotak 5.	 Petikan Surat Pernyataan Sikap Perwakilan Rimbawan
	 serta Administratur/KKPH se-Jawa dan Madura

Semarang, tgl. 6 Maret 2002

Perihal:  Keberatan Atas Terbitnya Perda 
No. 22 Tahun 2001 tentang PSDHBM

Kepada Yth.
Bp. Bupati Wonosobo
Di -
 Wonosobo

Berkenaan dengan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Sumber Daaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM), kami 
selaku Wakil para Rimbawan Sarjana Kehutanan, Administratur/Kepala 
Kesatuan Pemangkuan Hutan se-Jawa dan Madura menyatakan keberatan 
atas terbitnya Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 Kabupaten Wonosobo 
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo No. 
36 Tahun 2001 dengan alasan sebagai berikut:

1.	 Perda tersebut kami anggap tidak merujuk pada peraturan perundangan 
yang lebih tinggi/atasnya.

2.	 Bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan.

3.	 Dalam konsideran menimbang, mengingat Perda tersebut rujukan 
hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengambil pasal yang mana 
tidak jelas.

4.	 Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 Kabupaten Wonosobo masih 
bersifat sepihak.

5.	 Lemah dalam yuris prudensi.
6.	 Jaminan kepastian hukum lemah.
7.	 Dalam penyusunan Perda No. 22 Tahun 2001 Kabupaten Wonosobo 

tentang PSDHBM, pihak Perhutani tidak dilibatkan.
8.	 Perda No. 22 Tahun 2001 Kabupaten Wonosobo akan merugikan 

masyarakat yang berada di wilayah hilir.
9.	 Tumpang tindih dengan kewenangan Pusat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon Peraturan Daerah No. 22 
Tahun 2001 Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Berbasis Masyarakat (PSDHBM) ditinjau kembali.

Demikian untuk menjadikan maklum.
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Administratur/KKPH Banyumas Timur,

Ir. Djoko Suprijanto

Administratur/KKPH Kedu Utara,

Ir. Suhargo
	

Administratur/KKPH Kedu Selatan,

Ir. Waloejo Budi Santoso

Sumber: Basis Data ARuPA

Dengan tidak terlalu terpengaruh oleh sikap perwakilan rimbawan dan 
KKPH/Adiministratur Perhutani se Jawa-Madura tersebut, sebagai tindak 
lanjut Dialog Kebijakan PSDHBM kemudian pada tanggal 3 Juli 2002 Tim 
Multipihak Wonosobo yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD (K.H. Supomo 
Ibnu Said), mengadakan audensi ke Menteri Kehutanan RI di Jakarta. 
Dalam audensi tersebut, Menteri Kehutanan menunjuk Ir. Triyono26 untuk 
menuntaskan persoalan tersebut. 

Dalam kurun waktu kurang lebih sebulan; yaitu dari 6 Juli hingga awal Agustus 
2002, kemudian Tim Multipihak Wonosobo atas mandat dari Bupati berupaya 
menyusun Pedoman Pelaksanaan Perda PSDHBM. Dalam durasi tersebut, 
tim telah berhasil memformulasikannya. Konteks keberadaan Perhutani 
selanjutnya, pada skema pedoman tersebut ditempatkan sebagai mitra 
(investor) bagi kelompok masyarakat petani hutan, di dalam sistem PSDHBM. 

Dalam situasi, di satu sisi Perhutani keberatan dengan substansi Perda PSDHBM 
serta Pemda Wonosobo yang tidak bisa segera mengoperasionalisasikan 
perda tersebut, maka pada tanggal 21 Agustus 2002 diadakan pertemuan Tim 
Multipihak Wonosobo dengan Perhutani di Yogyakarta. 27 Pertemuan yang 
dipimpin oleh Wakil Bupati Wonosobo, Drs. Kholiq Arief, ini menghasilkan 
beberapa butir kesepakatan, diantaranya skema PSDHBM sebagaimana 

26	 Ir. Triyono adalah Kasubbid Penyajian Data dan Informasi Kehutanan Badan Planologi 
Kehutanan, Departemen Kehutanan.

27	 Forum diselenggarakan di Hotel Radisson Yogyakarta.
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tertuang di dalam perda akan dilaksanakan di wilayah 30 (tiga puluh) 
desa hutan di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk skema PHBM milik 
Perhutani akan diimpelentasikan di desa-desa lainnya. Perlu diketahui 
bahwa, jumlah desa di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo 
berjumlah 154 desa. 

Kotak 6.	 Nota Kesepahaman Bersama Pemda Kabupaten Wonosobo dan 
Perum Perhutani di Yogyakarta

KESEPAKATAN BERSAMA 
TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN WONOSOBO 
ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DAN PERHUTANI

1.	 Membangun saling menghargai antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo 
dan Perhutani tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan.

2.	 Pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Perhutani membuka diri 
untuk saling belajar mengelola hutan secara lestari yang mengedepankan 
manfaat sosial, ekonomi dan ekologi secara seimbang.

3.	 Dalam proses pelaksanaan PSDHBM, Perhutani berperan dalam hal 
pendanaan, perencanaan kehutanan kabupaten, bantuan teknis dan berperan 
sebagai mitra di 30 (tiga puluh) desa uji coba PSDHBM, sebagaimana tersebut 
dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan 
bersama ini, selama daur dan dapat diperpanjang. 

4.	 Memfungsikan Forum Hutan Wonosobo tingkat Desa, Daerah, dan 
Kabupaten yang berperan sebagai forum komunikasi dan koordinasi 
antar pihak agar tercapai sinkronisasi dan sinergisme dalam 
implementasi pengelolaan sumber daya hutan.

5.	 Pengelolaan hutan selain di 30 (tiga puluh) desa uji coba dilaksanakan 
dengan model PHBM atau dengan model lain yang didukung oleh 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Yogyakarta, 21 Agustus 2002

Yang Menyepakati,
1.	 Kholiq Arif (Wakil Bupati Wonosobo)   			 
2.	 Ratno Sukamto (Ketua Komisi A DPRD Wonosobo)	             
3.	 C Krustanto (Ketua Komisi B DPRD Wonosobo)		
4.	 Triyono (Departemen Kehutanan RI)			 
5.	 Bambang Adji S (Kepala Divisi Perencanaan Perhutani)
6.	 Irfan Bakhtiar (Lembaga ARuPA)				  
7.	 Sumaeri (SEPKUBA)					  
8.	 Felly Arga N (LSM KOLING)				  
9.	 Yazied (LSM YTI Wonosobo)				  

Sumber: Basis Data ARuPA
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Pada tanggal 27 Agustus 2002, pertemuan Tim Multipihak Wonosobo 
dengan Perhutani dilakukan kembali di Jakarta; yaitu di Ruang Rapat 
Menteri Kehutanan RI. Pertemuan ini, sedianya, merupakan momentum 
penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati 
Wonosobo dengan Dirut Perhutani sebagai legitimasi untuk memperkokoh 
butir-butir kesepakatan Yogyakarta 21 Agustus 2002. Beberapa pejabat teras 
Kabupaten Wonosobo hadir. Pemerintah Daerah Wonosobo telah menyiapkan 
draft MoU berdasar poin-poin kesepakatan Yogyakarta. Namun, Perhutani 
ternyata juga membuat draft tandingan dengan muatan yang jauh berbeda. 
Melihat tidak adanya kesinkronan draft kesepakatan tersebut, kemudian 
Menteri Kehutanan memutuskan untuk menunda penandatanganan MoU, 
dan mengusulkan agar diagendakan lagi pertemuan di Wonosobo pada 
tanggal 2 September 2002. 

Pada tanggal 1 September 2002, dalam pertemuan informal di Wonosobo 
menjelang agenda penandatanganan MoU tanggal 2 September sebagaimana 
telah dijanjikan oleh Menteri Kehutanan, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 
yang diwakili oleh Sekda Propinsi turut intervensi dengan menyatakan tidak 
sepakat terhadap poin-poin kesepakatan Yogakarta. Pertemuan sela pun 
kemudian digelar dengan inisiatif Ir. Triyono dari Departemen Kehutanan. 
Dengan kesepakatan untuk mengambil sikap menyerahkan semuanya kepada 
pihak-pihak yang paling berkaitan, dalam hal ini Wonosobo dan Perhutani, 
untuk sementara permasalahan dianggap selesai. Namun, pada pukul 23.00 
WIB, datang berita lisan yang mengejutkan dari Ir. Triyono dan Ir. Bambang 
Adji, bahwa Direktur Utama (Dirut) Perhutani dan Menteri Kehutanan RI 
membatalkan kesepakatan dengan Bupati Wonosobo. Sehingga dengan 
begitu, rencana tanggal 2 September 2002 tentang rencana Penandatanganan 
Kesepakatan Bersama antara Bupati Wonosobo dan Dirut Perhutani gagal. 
Di hadapan Tim Multipihak di Wonosobo, Bupati Wonosobo Trimawan 
Nugrohadi, berjanji akan tetap mengimplementasikan perda PSDHBM.

Guliran dinamika proses selanjutnya adalah pada tanggal 16 September 
2002, sejumlah petani hutan dan LSM mendatangi DPRD Wonosobo untuk 
menanyakan perkembangan PSDHBM. Pada tanggal 18 September 2002, 
Ketua DPRD Wonosobo mengeluarkan Surat Rekomendasi yang ditujukan 
kepada Bupati Wonosobo untuk segera menandatangani SK (Surat Keputusan) 
Pedoman Pelaksanaan Perda PSDHBM. Kembali pada 19 September 2002, di 
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pendopo Kabupaten Wonosobo, ratusan petani dan mahasiswa mendesak 
Bupati untuk menandatangani SK Pelaksanaan Perda PSDHBM. 

Pada tanggal 23 September 2002, tanpa diduga kurang lebih seribu massa yang 
menggunakan atribut kaos bertuliskan 'Mitra Perhutani' mendatangi Gedung 
DPRD Wonosobo, meminta peninjauan kembali Perda PSDHBM. Membalas 
aksi tersebut, pada tanggal 26 September 2002, pendukung Perda PSDHBM 
Wonosobo mengerahkan tiga ribu massa petani, mahasiswa dan LSM yang 
tergabung dalam Aliansi Petani Wonosobo (APW) dan Komite Aksi untuk 
Kedaulatan Petani (KAKP) menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan 
Perda PSDHBM. Pada kesempatan yang lain, Ketua DPRD Wonosobo, Idham 
Cholied, mengatakan bahwa baru saja menerima tembusan Surat Menteri 
Kehutanan Nomor 1665/Menhut-II/2002, tertanggal 24 September 2002, 
yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pencabutan 
Perda Nomor 22 Kabupaten Wonosobo. 

Berita mengenai SK Menteri Kehutanan Nomor 1665/Menhut-II/2002, 
segera saja mengundang reaksi kalangan pendukung Perda PSDHBM. Pada 
tanggal 1 Oktober 2002, lebih dari tujuh puluh LSM, baik nasional maupun 
internasional, yang tergabung dalam Koalisi untuk Penyelamatan Devolusi 
Pengelolaan Sumber Daya Alam (KUNDERA) bereaksi keras terhadap sikap 
Menteri Kehutanan RI. Mereka menganggap Menteri Kehutanan membunuh 
inisiatif daerah. Lantas berdatangan surat dukungan kepada Bupati Wonosobo 
untuk tetap mempertahankan Perda PSDHBM, terutama dari kalangan LSM. 

Kotak 7.	 Pernyataan Sikap Koalisi untuk Penyelamatan Devolusi Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan (KUNDERA) 

MENTERI KEHUTANAN MEMBUNUH INISIATIF DAERAH

Ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menelurkan Peraturan 
Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Berbasis Masyarakat—sebagai upaya menyelamatkan hutan dengan 
memperbesar peran masyarakat—Menteri Kehutanan justru meminta 
Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda tersebut. Tindakan ini 
adalah pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat pada saat semangat otonomi 
disambut oleh inisiatif masyarakat dan pemerintah daerah.
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Perda Kabupaten Wonosobo no. 22/2001 disusun atas inisiatif DPRD 
setelah mendengar berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai desa. 
Penyusunan Perda itu sendiri telah dilakukan dengan melibatkan 
berbagai komponen masyarakat dan diikuti dengan konsultasi publik yang 
melibatkan ribuan pengguna hutan dalam kurun waktu yang cukup panjang. 
Dengan disahkannya perda tersebut terbukalah peluang kepada masyarakat 
sekitar hutan, khususnya petani, untuk berperan sebagai aktor utama 
dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjadi pihak yang akan mendapatkan 
manfaat dan keuntungan terbesar dari keberadaan sumberdaya alam 
disekitarnya. Ini adalah sebuah terobosan yang dapat menjadi alternatif 
untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang terus mendera 
Indonesia.

Pada 24 September 2002, Departemen Kehutanan-yang selama ini gagal 
mengelola hutan Indonesia-meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
membatalkan peraturan daerah tersebut. Permintaan ini disampaikan 
melalui surat Menteri Kehutanan nomor 1665/Menhut - II/2002. Tindakan 
ini menunjukkan nafsu kekuasaan Menteri Kehutanan yang bertentangan 
dengan semangat desentralisasi dan devolusi pemerintahan.

Oleh karena itu, kami sangat menyesalkan langkah Menteri Kehutanan, 
dan mengharapkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak 
mengindahkan surat tersebut. (cetak miring, tebal, dan garis bawah oleh 
penulis) Kami juga berharap kepada pihak-pihak terkait seperti Mahkamah 
Agung untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat 
pelaksanaan Perda Kabupaten Wonosobo No. 22/2001.

Pembatalan atas peraturan daerah yang sangat aspiratif, partisipatif, dan 
membela kepentingan masyarakat itu akan menjadi preseden yang amat 
buruk dengan berbagai dampak seperti: Runtuhnya semangat dan kepekaan 
para wakil rakyat di DPRD di seluruh Indonesia dalam menghadapi 
permasalahan-permasalahan riil daerah yang berhubungan dengan 
pengelolaan sumberdaya alam. Keberlanjutan pengingkaran hak-hak 
rakyat untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam serta menikmati 
kemakmuran atas kekayaan alamnya. Lebih lanjut, pembatalan Perda Kab 
Wonosobo No. 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Berbasis Masyarakat akan menjadi awal dari pembunuhan partisipasi 
publik dalam penyusunan kebijakan dan sekaligus akan mengakibatkan 
matinya otonomi daerah.

Yogyakarta, 1 Oktober 2002
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KUNDERA
Koalisi untuk Penyelamatan Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Alam 
(KUNDERA):
1.	 Longgena Ginting (Direktur Eknas Walhi)	
2.	 J. Widijantoro (YLKI Jakarta)
3.	 Ronald Ferdaus (Drektur Lembaga ARuPA)	
4.	 Abidin B (Interfidei)
5.	 San Afri Awang (Fakultas Kehutanan UGM)	
6.	 Nila Ardhianie (INFOG)
7.	 Sumaeri (Koordinator SEPKUBA)	
8.	 Maimul Fidar (PB-HAM Aceh)
9.	 Sandra Moniaga (Ketua Perkumpulan HuMA)	
10.	 R. Y. Agung Setijono (Perdikan Semarang)
11.	 Fajri Nailus Subchi (Koordinator JKPM Wonosobo)	
12.	 Andik Hardiyanto (LBH Semarang)

Selanjutnya pada 3 Oktober 2002, Perhutani mengundang Tim Multipihak 
Wonosobo untuk membicarakan kembali rencana kesepahaman mengenai 
pengelolaan hutan di Kabupaten Wonosobo. Pertemuan berlangsung di 
Hotel Indonesia (HI) Jakarta.  Setelah merasa mendapatkan dukungan yang 
memadai melalui surat Menhut 1665, Perhutani seolah berada di pihak yang 
lebih kuat sehingga mengambil sikap menawarkan butir-butir kesepahaman 
baru di luar nota kesepahaman Yogyakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk 
merevisi kesepakatan Yogyakarta. Dalam kesepakatan HI tersebut  tidak 
ada lagi  penggunaan kata PSDHBM dan PHBM dan tidak akan ada uji coba 
PSDHBM pada tiga puluh desa.

Pada 17 Oktober 2002, pertemuan antara pihak Wonosobo dan Perhutani 
kembali berlangsung. Acara yang difasilitasi Pemerintah Propinsi Jawa 
Tengah tersebut berlangsung malam hari di Hotel Rawa Pening, Bandungan, 
Semarang.  Pihak Wonosobo dikoordinasi oleh Sekda (Drs. Suwondo) dan 
Kadishut (Ir. Hardono), di luar keterlibatan Komisi B DPRD Wonosobo dan 
LSM. Kedua pihak berhasil merumuskan kesepakatan pengelolaan hutan di 
Wonosobo. Pada tanggal 30 Oktober 2002, Penandatanganan Kesepakatan 
Bersama (MoU) antara PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah dengan 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
di Kabupaten Wonosobo dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Wonosobo.  
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Peristiwa ini berada di luar koordinasi dan kesepakatan internal Tim 
Multipihak Wonosobo. Pada tanggal 26 November 2002, dilaksanakan 
pertemuan yang melibatkan Tim Multipihak dan Perhutani di Baturaden, 
Purwokerto, sebagai tindak lanjut MoU yang berakhir tanpa adanya 
kesepakatan. Isu krusial dalam pembahasan tersebut adalah persoalan 
kewenangan pengelolaan hutan dan jenis tanaman kehutanan. Kemudian 
pada tanggal, 28 November 2002, Perhutani mengadakan kegiatan sepihak 
di luar kerangka Mou kerjasama pengelolaan hutan di Kabupaten Wonosobo, 
dengan melaksanakan penandatanganan kesepakatan antara Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sembilan desa untuk melaksanakan 
program PHBM. Sebenarnya inisiatif penandatanganan ini jauh hari telah 
muncul bahkan sebelum pertemuan Baturaden.  

Pada situasi yang lain, rupanya Pemerintah Pusat melalui Sekjen Depdagri 
cukup serius menindaklanjuti surat Menteri Kehutanan berkaitan dengan 
rekomendasi pembatalan Perda PSDHBM. Sehingga kemudian, pada tanggal 
24 Oktober 2002, Sekjen Depdagri mengirim surat kepada Bupati Wonosobo 
untuk menghentikan pelaksanaan Perda PSDHBM dan mengusulkan proses 
pencabutan  kepada DPRD. 

Kotak 8.	 Surat Sekjen Depdagri mengenai Himbauan Penghentian Pelaksanaan 
dan sekaligus Pencabutan Perda PSDHBM 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor  : 188/342/2434/SJ
Perihal : Peraturan Daerah Wonosobo                                                                          
Sifat    : Segera
Lamp   : -

Jakarta, 24 Oktober 2002

Kepada:
Yth. Sdr. Bupati Wonosobo
di, Wonosobo

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis 
Masyarakat, bersama ini disampaikan hal- hal sebagai berikut:
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1.	 Berdasarkan hasi kajian tim dan rekomendasi Menteri Kehutanan Nomor 
1665/Menhut-11/2002 tanggal 11 September 2002 bahwa Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 dan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 
25 Tahun 2000, karena yang berwenang menetapkan kawasan hutan 
negara termasuk hutan hak dan hutan adat berikut dengan perubahan 
status dan fungsinya adalah Pemerintah.

2.	 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar 
menghentikan pelaksanaan Peraturan daerah dimaksud dan selanjutnya 
segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD. Pelaksanaan 
penghentian dan proses pencabutan Peraturan daerah tersebut 
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 
(limabelas) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk diindahkan dan harap menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. S. Nurbaya, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada:
1.	 Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2.	 Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo di Wonosobo

Sumber: Basis Data ARuPA

Pasca terbitnya surat Sekjen Depdagri tentang rekomendasi pencabutan 
Perda PSDHBM, kalangan LSM kemudian segera menyikapinya dengan 
menyusun analisis mendalam atas makna surat yang bersangkutan. 
Kebutuhan penyusunan analisis terhadap surat Sekjen Depdagri didasari 
kepentingan untuk menyiapkan amunisi bagi pihak pengambil keputusan di 
Wonosobo, agar secara mental maupun materi argumentasi cukup memadai 
dalam mengawal proses advokasi kebijakan PSDHBM Wonosobo yang sedang 
berjalan ketika itu.  

Polemik surat Sekjen Depadgri tersebut kemudian membawa dinamika 
baru. Pada tanggal 7 Januari 2003, atas undangan Kepala Pusat Kajian 
Hukum Depdagri dilaksanakan audiensi antara Tim Multipihak Wonosobo 
dengan Depdagri. Depdagri meminta penjelasan perkembangan surat Sekjen 
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Depdagri Nomor 188.342/2434/SJ, sedangkan di pihak Wonosobo meminta 
klarifikasi soal isi surat tersebut. Pertemuan kemudian berujung pada 
kemungkinan bahwa DPRD Wonosobo akan merevisi perda PSDHBM. 

Pada tanggal 10 Januari 2003, DPRD Kabupaten Wonosobo melakukan rapat 
pleno yang menyepakati untuk melaksanakan revisi terhadap Perda PSDHBM. 
Kemudian berlanjut pada 17 Januari 2003, dilaksanakan pertemuan di Hotel 
Ambarrukmo Yogyakarta atas inisiatif Tim HI untuk membahas perkembangan 
MoU Perhutani dengan Kabupaten Wonosobo. Diperoleh kesepakatan bahwa 
proses yang akan didorong adalah revisi perda. Tim HI yang seyogyanya akan 
mengemban tugas merumuskan format pengelolaan kolaboratif Wonosobo 
dengan Perhutani dengan demikian untuk sementara 'dibekukan'.

Pada saat yang hampir bersamaan, yaitu tanggal 18-19 Januari 2003, di 
tingkatan petani hutan juga berjalan strategi konsolidasi. Pertemuan petani 
antar desa yang digalang di Desa Ngadisono, Kecamatan Kaliwiro tersebut 
menyepakati bahwa petani hutan bersama-sama dengan LSM menyatakan 
dukungannya terhadap pelaksanaan Perda PSDHBM. Sikap ini kemudian 
diafirmasi oleh Tim Multipihak Wonosobo pada tanggal 10 Februari 2003, 
di Kantor Wakil Bupati Wonosobo. Afirmasi tersebut memutuskan untuk 
mempertahankan Perda PSDHBM apa adanya, dan menambah penjelasan 
lebih rinci dalam rancangan pedoman pelaksanaan sebagai penyelaras pasal-
pasal dalam perda yang dianggap masih mengandung kelemahan. Pada tanggal 
7-8 Mei 2003 terjadi pertemuan petani antar desa di Gedung SKB (Sanggar 
Kegiatan Belajar) Wonosobo, yang sekali lagi, menuntut agar pelaksanaan 
Perda PSDHBM disegerakan dan disebarluaskan ke lebih banyak desa. 

Pada tanggal 9 Mei 2003, kembali Tim Multipihak Wonosobo berinisiatif 
mendatangi Depdagri di Jakarta. Kepentingan ke Depdagri tersebut adalah 
untuk memperoleh kejelasan mengenai keberatan Depdagri terhadap Perda 
PSDHBM, namun tidak berhasil. Tim Multipihak Wonosobo pun semakin 
menegaskan untuk tetap mempertahankan Perda PSDHBM tanpa perubahan. 
Sikap ini dipertegas ketika pada tanggal 25 Juni 2003, Tim Multipihak di 
Kantor DPRD Wonosobo sepakat untuk membentuk 'Rumah Pengaduan' 
guna menanggapi semua hal pertanyaan, keluhan dan laporan masyarakat 
desa hutan berkaitan dengan pelaksanaan PSDHBM.
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Seiring oleh waktu, serta dengan keterbatasan energi dan sumberdaya 
yang juga semakin menipis, konteks pijakan posisi (standing position) dan 
pilihan sikap Wonosobo juga mengalami moderasi (melunak). Pada tanggal 
23 Agustus 2003, Tim Multipihak di Kantor DPRD Wonosobo mendapat 
kunjungan pihak Perhutani. Dalam forum tersebut mereka bersepakat untuk 
membentuk ‘tim inti’ guna memfasilitasi pengembangan konsep PSDH 
(Pengelolaan Sumber Daya Hutan) Wonosobo. Konsep PSDH adalah tindak 
lanjut kesepakataan 30 Oktober 2002, antara Bupati Wonosobo dengan 
Perhutani untuk sama-sama meninggalkan polemik Perda PSDHBM, dan 
menggantinya dengan konsep baru yang akan dirumuskan bersama antara 
kedua belah pihak. Pada tanggal 23 Agustus 2003 itu pula disepakati untuk 
menggagas dan membentuk Forum Hutan Wonosobo (FHW). Secara teknis 
kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 6 September 2003 oleh Perhutani 
dengan mengunjungi Tim Multipihak Wonosobo di Kantor Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Wonosobo. Selanjutnya tim inti ini menyusun tata waktu 
penyusunan konsep PSDH Wonosobo. 

Pada saat Perda PSDHBM dalam posisi yang tidak jelas, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Wonosobo masih enggan mengimplementasikan, Bupati 
tidak juga segera menandatangani Pedoman Pelaksanaan Perda, dan DPRD 
tetap berpendirian untuk tidak akan mencabut, upaya untuk merevisi 
tidak juga kunjung dimulai, pada level petani dan LSM tetap menjalankan 
aktivitas kesehariannya atas pengelolaan sumberdaya hutan. Tanpa terlalu 
menghiraukan hiruk-pikuk politik yang terjadi, ARuPA dan Koling tetap 
berjalan memfasilitasi penyiapan kelompok masyarakat dengan merumuskan 
community planning. Masyarakat memulainya dengan pemetaaan partisipatif 
atas lahan di kawasan hutan negara yang telah dan akan menjadi petak-
petak garapannya. Proses ini sebenarnya juga telah dimulai sejak tahun 2002 
ketika negosiasi kebijakan sedang berproses. Bahkan, pada awal tahun 2003, 
masyarakat petani Desa Bogoran dan Desa Gunung Tugel sudah siap dengan 
perencanaan pengelolaan hutannya. Tidak lama kemudian sekitar dua puluh 
desa yang lain menyatakan keinginan untuk melakukan hal serupa.  

Ketenangan dalam ketidakpastian ini kemudian terinterupsi, pada tanggal 
26 Oktober 2004, sekonyong-konyong sekelompok massa melakukan aksi 
premanisme dan membabati tanaman kayu masyarakat Desa Bogoran 
serta mengintimidasi masyarakat agar segera 'mengosongkan' hutan 
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milik Perhutani. Kuat dugaan, massa yang melakukan aksi premanisme ini 
merupakan sekelompok orang yang disuruh oleh pihak Perhutani Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan. Petani Desa Bogoran terpaksa 
membabat sengon dan berbagai tanaman lain yang mereka tanam sejak 1999 
di lahan hutan negara. 

Kotak 9. Aksi Premanisme yang Menyertai Kontestasi Kepentingan dalam 
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Wonosobo

Petani Desa Bogoran Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo terpaksa 
membabati tanaman albasia yang mereka tanam di lahan milik Perhutani. 
Mereka terpaksa membabati tanaman yang ditanam tahun 1999 karena 
diancam sekelompok massa yang mengaku suruhan petugas Perhutani 
Kedu Selatan. 

Menurut sejumlah warga Sapuran, Selasa (26/10), pekan lalu dengan 
menggunakan truk dan beberapa kendaraan, serta mengaku suruhan 
Perhutani Kedu Selatan di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(BKPH) Ngadisono. Kalau tidak mau 'mengosongkan' hutan milik Perhutani 
itu, mereka mengancam akan membabati tanaman tanaman itu. Ancaman 
tersebut bukan main-main karena massa itu juga membawa senjata tajam.

Kepala BKPH Ngadisono, Khaerudin, membantah sekelompok orang yang 
mengintimidasi penduduk Bogoran itu merupakan suruhan Perhutani Kedu 
Selatan. “Itu fitnah untuk mendiskreditkan Perhutani,” ungkapnya. 

Mengenai ancaman kelompok massa tidak dikenal, yang meminta warga 
mengosongkan lahan Perhutani, menurut sejumlah penduduk sudah dapat 
diselesaikan. Ini setelah penduduk dengan Perhutani, Komisi B DPRD 
Wonosobo, serta sejumlah pejabat Pemkab Wonosobo bermusyawarah. 
Tetapi, kelompok massa tidak dikenal itu tetap mengancam dan meminta 
warga segera mengosongkan lahan Perhutani yang ditanami albasia. 

Dari catatan Kompas, warga Bogoran dan ribuan warga lain di berbagai 
desa, termasuk di dataran tinggi Dieng mulai menanami lahan di wilayah 
BKPH Ngadisono dengan albasia. Mereka merujuk peraturan daerah 
(perda) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Berbasis Masyarakat. Dengan penghutanan kembali oleh masyarakat hutan 
Perhutani yang gundul akibat penjarahan kini sudah hijau kembali. 
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Abdul Arif, anggota Komisi B DPRD Wonosobo dari Fraksi Kebangkitan 
Bangsa (F-KB) mengatakan, setelah dilakukan perundingan Sabtu lalu 
sebenarnya warga Bogoran bersedia membabat sendiri ribuan pohon 
albasia yang ditanam di petak 31 seluas sekitar tujuh hektar. Tetapi, 
penduduk merasa trauma dan takut dengan ancaman kelompok massa tidak 
dikenal itu. 

Dengan persoalan ini, Abdul Arif berharap agar setiap permasalahan 
yang melibatkan banyak orang dapat diselesaikan dengan dialog, bukan 
kekerasan. Ia mengajak petani di daerahnya untuk menahan diri dan tidak 
melakukan kekerasan. (NTS).

Sumber: Kompas 27 Oktober 2004

 
Konteks premanisme ini semakin menyurutkan semangat para pendukung 
Perda PSDHBM. Kondisi semakin tidak menentu, dan akhirnya Jakarta melalui 
Depdagri mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan mengeluarkan Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001, pada tanggal 
3 Maret 2005.

Kotak 10.	 Surat Keputusan Mendagri yang Membatalkan Perda PSDHBM 
Wonosobo

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA

HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO

MENTERI DALAM NEGERI,
a.	 Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosoho Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis 
Masyarakat Kabupaten Wonosobo, bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu 
ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Pcngelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat 
Kabupaten Wonosobo, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
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Mengingat:
1.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437);

2.	 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3888);

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952);	

4.	 Peraturan Pemerintali Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan 
Pengawasan Atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5.	 Peraturan. Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan  
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan Lembaran Negara Tahim 2002 Nomor 66, 
Tambahan embaran Negara Nomor 4206).

Memperhatikan:
Surat Menteri Kehutanan, Nomor I 665/Menhut-I1/2002 tanggal 11 
September 2002

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

PERTAMA
Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Penge1olaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat 
Kabupaten Wonosobo, dengan alasan bertentangan ketentuan Pasal 5 ayat 
(3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat  (3) angka 4 huruf 
c Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, karena yang berwenang 
menetapkan kawasan hutan negara termasuk hutan hak dan hutan adat 
berikut dengan perubahan status dan fungsinya adalah Pemerintah

KEDUA
Agar Bupati Wonosobo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo,  paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 3 Maret 2005
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Perda PSDHBM akhirnya menemui ajalnya di genggaman Jakarta; yaitu oleh 
Mendagri yang notabene jauh tidak memahami kondisi faktual di lapangan. 
Kebijakan yang dirumuskan secara rasional untuk menjawab kebutuhan 
lokalitas setempat dan pengambilan keputusan dilakukan pada level yang 
paling relevan/dekat dengan obyek kebijakan yang bersangkutan tidak lah 
cukup menjadi alasan bagi Jakarta untuk sedikit melepas kekuasaannya atas 
hutan negara. 

Ruang Publik dan Demokrasi yang Bermakna pada Perda PSDHBM

Yang monumental dalam sejarah munculnya ruang publik adalah, bahwa dia 
menandai bangkitnya suatu masa ketika individu-individu dan kelompok-
kelompok dalam masyarakat dapat membentuk opini publik, memberikan 
tanggapan langsung terhadap apa pun yang menyangkut kepentingan 
mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik politik.28 Oleh sebab 
itu, ranah terbentuknya opini publik tentu saja ketika, saluran/mekanisme 
komunikasi berada pada konteks telah berfungsi dengan baik dan memadai. 
Dalam tataran sebagai upaya untuk mempengaruhi praktik-praktik politik 
maka, dengan demikian ’ruang publik politik’, mekanisme komunikasi 
yang efektif adalah manakala jaringan civil society (masyarakat sipil) dapat 
memainkan perannya melalui media, pers, dan LSM yang seakan-akan 
mengepung sistem politik sehingga terpaksa menjadi responsif terhadap 
diskursus-diskursus masyarakat sipil. Proses sedemikian ini, secara substansi 
adalah gayut dengan hakikat demokrasi. 

Demokrasi yang hakiki, kami membayangkannya, kira-kira merupakan 
demokrasi yang bersifat deliberatif sebagaimana digemakan oleh Habermas. 
Kata ’deliberasi’ berasal dari bahasa Latin deliberatio yang artinya ’konsultasi’, 
’menimbang-nimbang’, ’atau musyawarah’. Demokrasi bersifat deliberatif 
dengan demikian adalah, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat 
kebijakan publik diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik, atau lewat, 
dalam bahasa teoritis Habermas disebut ’dikursus publik’. Demokrasi 
deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga dalam proses 
pembentukan aspirasi dan opini, agar kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan hukum yang dihasilkan (pihak yang memerintah) semakin 
mendekati harapan (yang diperintah). 

28	  Ibid. B. Hari Juliawan.
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Bagan 1. Kebijakan sebagai Produk dan Arena Kontestasi
 

Intensifikasi proses deliberasi melalui dikursus itulah yang menjadi jalan 
untuk merealisasikan konsep demokrasi itu sendiri, yaitu 'pemerintahan oleh 
yang diperintah' (governance by which governed). Hal sedemikian ini yang 
membedakannya dengan cara pandang demokrasi klasik, yang mengasumsikan 
bahwa kehendak umum (volonte generale) sudah terakomodasi manakala 
sebuah kebijakan telah dihasilkan oleh lembaga representasi/perwakilan 
rakyat, terlepas melalui cara apa, dianggap telah legitimate. Demokrasi 
deliberatif dengan demikian berarti bukan jumlah kehendak perseorangan 
dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan 
proses pembentukan keputusan politis (kebijakan publik) yang selalu terbuka 
terhadap ’revisi’ oleh publik secara deliberatif-argumentatif. Sehingga, yang 
penting adalah prosedur atau cara, tentang bagaimana opini mayoritas dalam 
proses pengambilan (perumusan) keputusan/kebijakan publik itu diperoleh. 
Menurut Habermas, demikian Budi Hardiman menyitir, hanya produk hukum 
yang diraih secara fair lah yang memiliki alasan yang kuat untuk dipatuhi 
oleh warga. Dan agar proses deliberasi (pertimbangan) itu fair, alasan-alasan 
untuk keputusan publik harus diuji secara diskursif oleh publik terlebih 
dahulu. Dengan kata lain, demokrasi deliberatif adalah suatu proses perolehan 
legitimitas melalui dikursivitas.29

Dengan demikian, kontrol rakyat terhadap proses pengambilan keputusan/
kebijakan publik dan kesetaraan politik, menjadi dua pilar nilai yang penting 
kemudian dalam proses berdemokrasi. Beetham menggambarkan pentingnya 

29	 Ibid, F. Budi Hardiman.
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‘equal right of citizen to a voice in public affairs’. Hal ini pun dipertautkan secara 
triangular timbal-balik dengan ‘civil and political rights and liberties’ serta 
‘institution of representative and accountable government’.30 Kesetaraan hak 
politik dalam diri warga akan mendorongnya untuk turut mewarnai proses 
politik yang menyangkut kepentingan dirinya. Hal ini akan mendorong pula 
pemerintah dalam menjalankan akuntabilitas dan public representativeness-
nya, sehingga para aparat sebagai wujud dari kepanjangan kepentingan 
publik (generale), tidak bekerja menurut kemauan dan kepentingan dirinya, 
terlebih lagi karena diawasi untuk bekerja demi kepentingan warga yang 
diwakili dan diperjuangkan. Bila mereka tidak bekerja demi kepentingan 
warga (representative) dan dengan bertanggungjawab (accountable), maka 
mereka akan dipertanyakan dan bahkan digugat oleh warga yang memiliki 
hak untuk bersuara dalam persoalan publik itu. 

Berjalannya proses perumusan Perda PSDHBM hingga menempuh waktu dua 
tahun, patut diapresiasi manakala konteks dikursivitas oleh publik terutama 
masyarakat petani pengguna lahan hutan negara sejak semula telah diyakini 
(meskipun tanpa ada pretensi untuk mengamalkan teori demokrasi deliberatif 
ketika itu),31 sebagai sumber legitimasi. Hingga diputuskan dan ditetapkan 
menjadi Perda PSDHBM pada tanggal 20 Oktober 2001, gagasan kebijakan 
tersebut tercatat telah mengalami empat kali revisi naskah rancangan 
seiring dengan konsultasi publik yang dipelopori oleh kalangan civil society 
(LSM). Dari mula-mula rancangan kebijakannya berupa raperda Perusahaan 
Kehutanan Daerah, kemudian Hutan Kemasyarakatan (HKm), lantas raperda 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sehingga yang paling akhir 
raperda Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). 

Media yang juga penting menjadi ruang publik pada rentang itu adalah, dialog-
dialog terbuka baik di tingkat desa maupun di level kabupaten (roadshow yang 
dilakukan oleh LSM dan DPRD), pers lokal, media-media terbitan ARuPA yang 

30	 Beetham, ibid., page 92.

31	 Fenomena ini terjadi—di mana lantas belakangan kita candra sebagai gelagat demokrasi 
deliberatif—lebih karena pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan LSM dalam 
melakukan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat secara partisipatif. Salah 
satunya adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang digunakan oleh ARuPA 
bersama kalangan LSM lokal Wonosobo, manakala memfasilitasi perencanaan masyarakat 
(community planning). Konteks sedemikian ini pula, yang kemudian dijalankan, dan 
ditarik ke level yang lebih luas ketika berupaya mengadvokasikan perubahan kebijakan 
pengurusan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten; yaitu Perda PSDHBM Wonosobo.



| 55

memang sengaja dirancang untuk mengkondisikan terbentuknya opini publik, 
Warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan radio lokal. 

Tentu saja muara akhir dari serangkaian proses ketika menghasilkan Perda 
PSDHBM yang lebih memihak kepada masyarakat (pemenang), tetapi 
di sisi lain tidak menguntungkan Perhutani (pecundang), adalah dalam 
koridor prosedur dan cara yang fair dalam membuahkan opini kolektif. 
Dengan demikian, pada konteks Perda PSDHBM sebagai produk dari proses 
demokrasi deliberatif, maka sudah pada tempatnya manakala fenomena ini 
dianggap bisa menjadi salah satu prototype dari produk hukum (sekaligus 
politik) yang legitimate.

Episode Memulai Lagi Perjuangan

Pengalaman membangun kesepakatan dalam rangka mencari titik temu, 
kisah ikhtiar meraih rekognisi keberadaan Perda PSDHBM pada rentang 
2002-2003 silam, adalah pelajaran berharga, manakala dapat dipahami 
bahwa sesungguhnya pusat tidak pernah serius dan menghargai upaya (serta 
eksistensi) yang dilakukan Wonosobo. Bahkan, dalam kesempatan tertentu, 
tidak segan untuk memotong dan membubarkan konstruksi kompromi yang 
telah susah payah dirintis sebelumnya. Departemen Kehutanan melalui 
surat yang Nomor 1665/Menhut-II/2002, tertanggal 24 September 2002, 
yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pencabutan 
Perda PSDHBM Kabupaten Wonosobo, di tengah-tengah proses menemukan 
kata sepakat, adalah salah satu bentuk arogansi negara pusat, di mana sama 
sekali tidak menampakkan penghargaan pada proses manajemen konflik 
yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan sikap Sekjen Depdagri yang 
afirmatif menanggapi surat Departemen Kehutanan, sehingga mengeluarkan 
surat Nomor: 188/342/2434/SJ pada 24 Oktober 2002 yang memerintahkan 
Wonosobo untuk mencabut Perda PSDHBM. Serta, Depdagri yang tiga tahun 
kemudian secara resmi membatalkan Perda PSDHBM pada 3 Maret 2005, 
melalui SK Mendagri Nomor: 9 Tahun 2005.  

Dalam kisah logika manajemen konflik, tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat (Perhutani, Dephut dan Depdagri), jelas merupakan 
fenomena sikap tidak fair yang sama sekali tidak mencerminkan sikap 
kepemerintahan (governance attitude) yang baik/demokratis. Terlebih 
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manakala dalam konteks cerita manajemen/resolusi konflik (polemik 
Wonosobo), telah beranjak pada pandangan mengenai perlunya usaha untuk 
memindahkan locus negosiasi dari isu-isu posisional yang cenderung tidak 
tertawarkan ke isu-isu berbasis kepentingan yang tertawarkan.32 Dengan 
demikian, semestinya bukan tidak lagi saling menegasikan.

Namun, cerita pengingkaran dalam strategi kolaborasi multipihak yang 
melibatkan Perhutani dalam kasus Wonosobo ternyata tidak hanya 
terjadi pada saat proses negosiasi (kepentingan) sedang berjalan. Pada 
saat kesepakatan telah diperoleh pun, pengingkaran juga terjadi melalui 
ketidaktaatan terhadap hasil kata sepakat yang telah dihasilkan bersama 
(pada tataran realisasi kesepakatan). Fenomena ini terjadi ketika lagi-lagi 
Perhutani tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama Kepala Perhutani 
Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo Nomor. 2871/044.3/Hukamas/I 
— Nomor. 661/13/2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari 
(PSDHL) di Kabupaten Wonosobo, yang disepakati pada tanggal 13 Oktober 
2006 silam. Kesepakatan utama dalam SKB tersebut adalah terikatnya semua 
pihak dalam proses pengelolaan sumberdaya hutan di Wonosobo, untuk 
selalu bersama-sama dalam merumuskan dari mulai tahap perencanaan 
hingga operasionalisasi melalui wadah kelembagaan Forum Hutan Wonosobo 
(FHW). Sekali lagi, ini dicampakkan oleh Perhutani.

Dari pihak Perhutani yang terikat secara langsung (KPH Kedu Utara dan Kedu 
Selatan, di mana sebagian areal kerjanya masuk dalam wilayah administrasi 
Wonosobo), KPH Kedu Selatan melalui Kepala KPH-nya Ir. Dwi Witjahjono, 
pada ranah implementasi lapangan dengan lantang menolak gagasan 
kerjasama dalam wadah kelembagaan FHW. Bahkan, hingga saat ini tidak ada 
satu pun skema PSDHL yang berjalan di wilayah KPH Kedu Selatan. Alih-alih 
merealisasikan kesepakatan dengan merumuskan PSDHL bersama kelompok 
petani hutan, justru sebaliknya, KPH Kedu Selatan menggagas model skema 
investasi dalam mengelola lahan hutan negara dengan keterlibatan pihak 
swasta. 

32	 Riza Nur Arfani, Ibid. Menegaskan bahwa resolusi konflik menekankan pentingnya untuk 
memasukkan dimensi proses dalam setiap penyelesaian konflik. Interest-based negotiation 
misalnya, merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada proses.
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“Kedu Selatan sama sekali tidak mengindahkan kesepakatan PSDHL. 
Malah sebaliknya, bikin kerjasama investasi dengan PT. Bumi Alam 
Lestari untuk pengadaan bibit sengon. Ini bagaimana? Saya dengar 
malah ada keterlibatan kawan-kawan Javlec dalam skema kerjasama 
tersebut. Dalam hal ini, saya dengar kawan-kawan Javlec terlibat 
sebagai konsultan proyek kerjasama tersebut melalui perusahaan 
konsultan, PT. Hasta, kalau tidak salah.” (Keterangan Felysianus Arga, 
Pengurus Yayasan Koling Wonosobo, tanggal 16 Maret 2009).   

Berbeda dengan KPH Kedu Selatan, KPH Kedu Utara dalam hal ini lebih 
santun. Melalui Kepala KPH-nya, meskipun secara sepihak melakukan 
implementasi program PHBM, namun di beberapa desa merealisasikan skema 
PSDHL melalui fasilitasi kerjasama dengan wadah FHW. Hingga penulisan ini 
dirumuskan, tercatat ada 7 desa yang telah merealisasikan skema PSDHL di 
wilayah kerja KPH Kedu Utara. Sementara selebihnya, yaitu 57 desa, masih 
menerapkan skema PHBM Perhutani. 

Belajar atas preseden tersebut, kini elemen gerakan masyarakat sipil seperti 
ARuPA, Koling dan Sepkuba lebih banyak mengandalkan strategi ‘gerilya’ 
ke desa-desa untuk mengorganisasikan kekuatan daya tawar petani hutan 
melalui FHW, sebagai kendaraan. Forum Hutan Wonosobo (FHW) merupakan 
forum multipihak yang dibentuk oleh Bupati Wonosobo, melalui Surat 
Keputusan Nomor: 661/538/2007, dan dimaksudkan sebagai kelembagaan 
yang akan mengawal pelaksanaan PSDHL, kemudian. 

Tabel 1.	 Susunan Keanggotaan Tim Teknis FHW

No Jabatan dalam Dinas/Institusi Jabatan dalam 
Tim Keterangan

1. Ka. Sub Din Perlindungan dan 
Rehabilitasi Lahan Dinas Hutbun 
Wonosobo

Ketua Ketua sekaligus 
pelaksana harian 
FHW

2. Ka Sie Rehabilitasi Hutan Dinas Hutbun 
Wonosobo

Sekretaris Sekretaris harian 
FHW

3. Asper KBKPH Ngadisono Anggota

4. Asper KBKPH Wonosobo Anggota

5. Ketua LSM Sepkuba Anggota
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6. Ketua LSM Koling Anggota

7. Ketua LSM Kembang Mas Anggota

8. Ketua LMDH Sukma Jaya Desa Sikunang Anggota

9. Ketua LMDH Rimba Lestari Desa Burat Anggota

Dengan membaca ketidakefektifan Tim Teknis secara keseluruhan sebagai 
peluang, Sepkuba, Koling, dan ARuPA memanfaatkan kapasitas FHW melalui 
Kepala Sub Dinas Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Dinas Hutbun, untuk 
melakukan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok tani di berbagai 
Desa. Hingga saat ini, telah tercatat sebanyak 22 desa yang didampingi oleh 
Sepkuba, yang telah siap dengan kapasitas kelembagaan, untuk setiap saat 
berhadapan dengan Perhutani manakala akan menggagas pengelolaan lahan 
hutan di lapangan. Di samping itu, kesiapan desa-desa tersebut juga sebagai 
bagian dari upaya untuk merintis kekuatan yang nanti berpengaruh, apabila 
kelembagaan FHW sebagai pengawal PSDHL juga dibentuk di tingkat desa. 

Namun begitu, sesungguhnya yang lebih menarik di lapangan adalah, ketika 
masyarakat petani hutan di desa telah mempunyai standard ‘perlawanan’ 
sendiri terhadap dominasi Perhutani. Manakala kontrol atas lahan dan hutan 
secara langsung, dan sehari-hari hanya dimiliki oleh petani, maka dalam 
kesempatan tersebut petani mempunyai ruang untuk melakukan tafsir atas 
pengelolaan sumberdaya hutan di luar standar-standar resmi, baik PSDHL 
maupun PHBM-nya Perhutani dalam hal ini. Dengan demikian, ketika 
Perhutani tidak pernah akuntabel dan transparan dalam kewajibannya, 
misalnya dalam rumusan bagi hasil, petani juga melakukan hal serupa, dengan 
melakukan ‘manipulasi’ hasil budidaya mereka pada lahan hutan negara, baik 
dari sisi kuantitas maupun kualitas. 

Oleh sebab itu, sebenarnya beban kalangan civil society sesungguhnya 
tidaklah terlalu berat, mengingat sekedar mengukuhkan keberdayaan posisi 
masyarakat terhadap negara (dan bisnis). Sehingga, sebaliknya jangan justru 
memperlemah kreatifitas mereka dalam melakukan perlawanan dalam 
menghadapi negara, melalui strategi-strategi kolaborasi multipihak di mana 
dalam banyak kasus justru meninggalkan agenda kepentingan petani hutan. 
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Kesimpulan

Relasi negara dan masyarakat diyakini akan selalu tunduk pada logika hukum 
dinamika perubahan. Ada kalanya negara begitu powerful, sebagaimana 
pengalaman era Orde Baru silam. Dan, ada juga saatnya masyarakat mulai 
menguat untuk, setidaknya mampu mengungkapkan daya tawarnya 
(bargaining power) guna ditangkap dan ‘dipenuhi’ (agendanya) oleh 
negara sebagaimana awal-awal episode transisi pada pasca reformasi. 
Namun demikian, bukan pula lantas berarti bahwa, manakala masyarakat 
telah menguat, dalam konteks masa transisi, kemudian negara akan statis 
berada pada posisi untuk selalu mengafirmasi agenda-agenda masyarakat. 
Nalar transisi ini pulalah, yang dalam hal ini memberikan penjelasan, oleh 
sebab periode ini merupakan stage di mana negara pada konteks tertentu, 
sesungguhnya juga melakukan (proses) konsolidasi untuk dalam beberapa 
dimensi kemudian memungkinkan menguat kembali. 

Namun demikian, oleh karena pemusatan kekuasaan yang nampaknya 
tidak terlalu kental lagi di dalam diri negara pada pasca reformasi, 
maka penampilan wajah negara menjadikannya tidak lagi dapat dilihat 
secara tunggal (monolitik). Otonomi daerah adalah faktor penting yang 
melatarbelakanginya. Sehingga, dengan demikian pembilahan entitas negara 
pada aras negara pusat dan negara lokal,33 juga mengalami dinamika relasional 
manakala masing-masing mempunyai kepentingan untuk memaknai jelajah 
otoritasnya. Perjalanan dari sentralisasi, kemudian desentralisasi, dan lantas 
(kecenderungan) re-sentralisasi adalah fenomena tentang bagaimana logika 
hukum dinamika perubahan dalam relasional itu juga berlaku. 

Cerita polemik sengketa (kebijakan) pengurusan sumberdaya hutan 
Wonosobo di dalam kajian ini, rasanya terjadi dalam bingkai alur logika 
tersebut. Babakan tentang bagaimana masyarakat (bersama kalangan civil 
society) di level lokal Wonosobo mampu mendesakkan agenda-agendanya, 
untuk selanjutnya diakomodasi oleh negara lokal (pemerintah kabupaten) 
melalui kebijakan yang secara konkrit bernilai pada keberpihakan terhadap 
nasib petani hutan, adalah gambaran tentang cukup kuatnya daya tawarnya 
di hadapan negara (lokal). Bahkan ketika sinergitas masyarakat, civil 
society, dan negara lokal terbangun dengan cukup solid sehingga berhasil 

33	 Negara dalam pengertian sebagai seperangkat jaringan organisasi birokrasi formal.
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‘menggoyang’ ketenangan Jakarta (negara pusat), dapat pula dibaca sebagai 
cerita tentang dispersi, di mana ada keberpihakan wajah negara lokal yang 
bisa direbut, yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka memperjuangkan 
agenda masyarakat untuk direkognisi oleh level pusat. 

Sedemikian halnya, pada saat perfomansi negara pusat membaik sebagai 
konsekuensi dari proses konsolidasi, dengannya kemudian mampu 
menggertak inisiasi lokal untuk menganulir Perda PSDHBM, adalah konteks 
tentang fenomena penegasan kembali jelajah otoritas pusat, oleh karenanya 
berkecenderungan re-sentralisasi. Bahkan, selebihnya ketika mampu 
mengkooptasi negara lokal dan kalangan civil society, melalui panggung 
yang ironinya difasilitasi oleh kalangan civil society sendiri melalui 'strategi 
kolaborasi multipihak' nya (baca: kesepakatan bersama Perhutani dan Bupati 
Wonosobo, sebagai salah satu contoh) dengannya menjadi penanda bahwa, 
pada era transisi negara pusat bukan lantas melemah. Lebih-lebih manakala 
di level internal negara lokal juga mengalami dispersi, sehingga sulit untuk 
ditebak arah komitmennya oleh karena tidak terkonsolidasi dalam satu 
suara.34

Namun demikian, sebagai fokus kajian ini, maka proses diskursivitas dan 
kontestasi kepentingan publik, dalam kesempatan ini adalah perhatian utama 
manakala situasi-situasi dalam uraian kisah tersebut di atas terbentuk sebagai 
akibat dari pengaruh, melalui relevansinya, meskipun tidak secara langsung. 
Konteks pengaruhnya secara langsung adalah, lebih pada bagaimana  kajian 
ini kemudian menjawab bahwa; pertama, proses advokasi perubahan 
kebijakan kehutanan lokal Wonosobo yang melibatkan negara pusat, negara 
lokal, civil society dan masyarakat sarat diwarnai oleh diskursus-diskursus  
yang menyertai pertarungan (kontestasi) kepentingan, secara cukup dinamik. 

Kedua, konteks diskurisivitas yang terjadi, berjalan menyusuri ruang publik 
sebagai media bagi bertemunya opini kolektif. Untuk selebihnya memasuki 
ranah politik dan hukum sebagai sebuah keniscayaan yang harus dipahami, 
manakala muara kontestasi menaruh harapan pada kebijakan dalam konteks 
'the rule of game in town.' Pada derajat ini, maka kemunculan ‘pemenang’ dan 
‘pecundang’  menjadi tidak dapat dihindari, oleh sebab proses pengambilan 

34	 Pada kasus Wonosobo adalah tidak satunya Bupati selaku representasi kekuasaan eksekutif 
dengan DPRD sebagai representasi kekuasaan legislatif.
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keputusan dan perumusan kebijakan bukan saja sekedar ritual teknis, tetapi, 
inheren sebagai proses (dan peristiwa) politik, di mana diskursivitas dan 
kontestasi sesungguhnya adalah konteks yang melatari. Dengan demikian, 
saat telah terjadi prosesi deliberasi secara fair, yaitu alasan-alasan telah 
diuji secara dikursif-argumentatif dan publik, maka produk hukum (Perda 
PSDHBM dalam hal ini) harus dibaca telah legitimate. Dengan kata lain, telah 
memperoleh legitimitas melalui diskursivitas. Oleh sebab itu, si ‘pecundang’ 
pun semestinya harus menghargai untuk menempatkannya juga sebagai 'the 
rule of game in town'. Dan, selanjutnya juga mentaatinya.

Namun demikian, tentu saja tidak semudah itu. Di dalam juga terungkap 
bahwa, ‘pecundang’ tidak begitu saja ikhlas menerima 'the rule of game in 
town' (baca: Perda PSDHBM) sebagaimana telah menempuh proses fairly 
deliberated. Perhutani sebagai representasi negara pusat yang kemudian 
didukung oleh Departemen Kehutanan dan Depdagri berjalan dalam nalar 
dan norma sendiri, yang lantas menegasikannya. 

Ketiga, dalam dinamika gerakan pembaruan kebijakan pengurusan 
sumberdaya hutan untuk sampai pada 'the rule of game in town,' peran 
dan beradanya civil society (baca: LSM) adalah signifikan, manakala 
demokrasi deliberatif menjadi agenda dan sebuah kebutuhan. Akan tetapi, 
keempat, di mana civil society berkaitan dengan relasionalnya di antara 
negara dan swasta/pasar, maka juga menjadi penting untuk memahaminya 
sebagai sebuah proses yang dapat mengalami pasang-surut, kemajuan dan 
kemunduran, kekuatan dan kelemahan di dalam sejarah perjalanannya. 
Pada ARuPA, dalam sejarah perjalanannya merefleksikan proses sedemikian 
itu. Pertama-tama berkaitan dengan posisi dan kekuatannya yang mandiri, 
kemudian mengalami konflik internal kelembagaan, hingga lantas berkubang 
dalam problematika pendekatan 'kolaborasi multipihak' dalam strategi 
gerakannya. Meski tentu saja tetap sah untuk menyalahkannya, namun juga 
harus disampaikan bahwa konteks tiga pilar good governance yang kemudian 
merembet pada perkara peluang pendanaan (financing) nyatanya adalah 
realita, dimana menjadikannya dilema bagi pilihan posisi dan kekuatannya 
kemudian. 
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Kelima, masih gayut dengan uraian paragraf di atas, maka urusan kekuatan 
dan kemandirian civil society (LSM) ini kemudian, juga mempunyai relevansi 
pada sisi keagenannya (agency) sebagai penyalur aspirasi masyarakat, di 
dalam agenda besar ikhtiar perubahan sosial. Oleh sebab itu, manakala daya 
keagenannya kemudian rendah, sesungguhnya penting untuk dipertanyakan 
kembali peran dan keberadaannya. Jangan-jangan tidak lagi memberikan 
kontribusi, sebab bisa jadi sebaliknya justru malah menjadi benalu bagi 
‘kreasi-kreasi’ perlawanan masyarakat (baca: siasat masyarakat) ketika 
mereka harus menghadapi kekuatan negara dan swasta/pasar.
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Transformasi
Tata Kelola Hutan Jawa:

Menuju Pengelolaan Hutan oleh Rakyat Pasca Implementasi
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat1 

Hasrul Hanif, Totok Dwi Diantoro, Ronald Ferdaus, Edi Suprapto

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa merupakan riwayat perjalanan yang 
sangat panjang yang bermula sejak ratusan tahun lalu. Eksploitasi jati pada 
masa kerajaan-kerajaan, masa kongsi dagang Hindia-Timur (Verenigde 
Oost-Indische Compagnie/VOC), masa penguasaan oleh pemerintah kolonial 
Hindia Belanda, pemerintah nasional pasca kolonial, Orde Lama, Orde Baru, 
hingga Orde Reformasi adalah rentang periode-periode penting tentang 
bagaimana rejim kebijakan silih berganti mewarnai riwayat perjalanan 
pengelolaan hutan Jawa tersebut. Meskipun pihak yang memegang otoritas 
kepengurusannya berubah-berganti, namun dari sisi langgam konsekuensi 
pengelolaan, lebih-lebih menurut konstitusi era kemerdekaan dimandatkan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sepertinya terlalu monoton 
karena praktis tidak memberikan manfaat yang berarti bagi perbaikan taraf 
kehidupan entitas sosial setempat.

1	 Naskah ini merupakan penggabungan dua buah laporan penelitian dengan topik Kebijakan 
dan Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian Pertama 
dilakukan di Kabupaten Wonosobo dengan dukungan Siemenpuu Foundation, Finland. 
Penelitian kedua, dengan topik yang sama di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dengan 
dukungan Javlec - Kemitraan.
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Sebagaimana kita ketahui, di Jawa terdapat lebih-kurang 6.000 desa 
yang berbatasan atau berada di dalam kawasan hutan dengan kualitas 
kesejahteraan penduduknya yang bisa dikatakan memprihatinkan. Pada 
rentang riwayat perjalanan ekspolitasi sumberdaya hutan di Jawa tadi, kalau 
kita hendak menemukan kontekstualisasi kekinian, utamanya pada aras relasi 
pemegang kendali pengelolaan dengan realitas kesejahteraan masyarakat 
desa di dalam atau di sekitar hutan, maka Perhutani merupakan pihak yang 
paling relevan menjadi pokok perbincangan. Sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang memegang otoritas atas pengelolaan hutan negara di 
seluruh Pulau Jawa, Perhutani mengantongi kewenangan melalui Peraturan 
Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 
Perhutani memperoleh mandat dari negara dalam menguasai 2,4 juta ha lahan 
kawasan hutan di seluruh Pulau Jawa, dengan komposisi unit pengelolaan Jawa 
Tengah: 630,7 ribu ha; Jawa Timur: 1,136 juta ha; dan Jawa Barat-Banten: 659,1 
ribu ha. Secara historis, teritori dari otoritas tersebut menurun dari warisan 
yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebut saja patok 
batas kawasan hutan sebagai contohnya, yang meskipun bukan berarti sama 
sekali steril dari sengketa dengan beberapa otoritas desa maupun entitas 
komunitas setempat, yang menandai kawasan “hutan Perhutani” adalah tata 
batas kawasan hutan yang persis sama, yang lebih dari dua abad lalu telah 
dibuat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. 

Dalam konteks Perhutani mewarisi peninggalan teritori kekuasaan 
pemerintah kolonial, sulit rasanya untuk mengingkari bahwa Perhutani 
sesungguhnya juga mewarisi pola karakteristik rejim kolonial. Sebagaimana 
Peluso (2006) mengutarakan bahwa terdapat tiga pilar penting yang menjadi 
pegangan rejim kolonial dalam melakukan eksploitasi sumberdaya hutan 
Jawa, yaitu: penguasaan atas lahan, penguasaan penduduk sebagai tenaga 
kerja, dan kebijakan sepihak tentang spesies kayu yang bisa atau boleh disebut 
sebagai tanaman kehutanan. Ketiga pilar tersebut pun tetap dipertahankan 
oleh Perhutani. Dengan kekuasaannya atas kawasan (teritori) hutan, 
kemudian Perhutani mengatur secara sepihak kelembagaan masyarakat 
yang dapat mengakses sumberdaya hutan. Dalam PHBM, Perhutani hanya 
mengakui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tetapi bukan berarti 
Perhutani harus dan merasa perlu berkoordinasi dengan LMDH dalam 
menentukan kelembagaan baru atau pihak lain yang ingin dia libatkan dalam 
pengelolaan hutan. Misalnya pembentukan koperasi masyarakat desa hutan, 



| 75

mendatangkan investor dan pembentukan kelompok tani hutan rakyat. 
Perhutani juga menentukan secara sepihak jenis tanaman kehutanan (kayu) 
yang dapat ditanam. Hal tersebut menjadi gelagat yang tak terbantahkan 
bahwa Perhutani memang mewarisi pola pemerintah kolonial. 

Adalah menjadikannya berbeda, manakala suasana politik pasca era kolonial 
yang menempatkan Perhutani sebagai BUMN yang juga dituntut untuk 
memiliki perhatian terhadap kondisi sosial, selain kepentingan menghasilkan 
keuntungan melalui produksi komoditas kehutanan dan non-kehutanan. Dan 
dalam rangka kepentingan sosial tadi, selanjutnya Perhutani merealisasikan 
program perhutanan sosial sejak tahun 1972. Program perhutanan sosial pada 
intinya adalah pendekatan pembangunan hutan melalui pelibatan masyarakat 
untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara lestari. Ini relatif rasional ketika 
tekanan sosial ekonomi dari masyarakat sekitar hutan yang memang semakin 
tinggi seiring dengan makin terbatasnya lahan garapan di luar kawasan hutan 
akibat pertambahan penduduk. Dan pada saat yang sama, juga menjadikannya 
berkah tersingkap (blessing in disguise) oleh karena perhutanan sosial juga 
“bisa” menjadi instrumen resolusi konflik kepentingan dalam kaitannya 
dengan struktur akses dan kontrol terhadap sumberdaya hutan. Namun 
begitu, oleh karena tidak menyentuh pada disain akses dan kontrol sebagai 
hakekat dari sumber persoalan, maka program perhutanan sosial yang telah 
diintroduksi lebih dari tiga dekade tidak juga mampu menuntaskan problem 
lapangan. Hingga kemudian di era reformasi Perhutani memodifikasi program 
perhutanan sosial melalui apa yang sekarang kita kenal sebagai Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).2

Hadirnya PHBM, bagi banyak pihak diyakini merupakan momentum menarik 
untuk melakukan perubahan dalam tata kelola hutan Jawa. Keyakinan tersebut 
muncul karena di dalam disain PHBM ada pengakuan mengenai eksistensi 
masyarakat desa hutan (MDH) sebagai pelaku utama di samping Perhutani 
dalam posisi sebagai mitra yang setara dalam pengelolaan hutan. Ruang 

2	 PHBM dihadirkan oleh Perhutani untuk menjawab desakan dari berbagai pihak yang 
menganggap bahwa perhutanan sosial yang telah ada dan berjalan sebelumnya tidak 
mampu menjawab keresahan sosial. Kegagalan perhutanan sosial terbukti ketika reformasi 
Mei 1998 membuncahkan tekanan aspirasi yang terpendam dan berakumulasi menjadi 
penjarahan kawasan hutan negara di hampir merata di seluruh wilayah Perhutani. PHBM 
diproyeksikan akan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat desa hutan melalui 
kredo yang dikenalkan di dalamnya; yaitu “jiwa berbagi” antara masyarakat desa hutan dan 
Perhutani dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan evaluasi.
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partisipasi MDH dalam proses kebijakan dan tata kelola ekonomi hutan juga 
semakin terbuka. Hal lain yang cukup penting PHBM memberikan harapan 
sebagai instrumen manajemen konflik kepentingan di dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan di Jawa, terutama untuk menyeimbangkan pendulum 
keadilan bagi MDH. Walaupun demikian, PHBM sebagai terjemahan turunan 
dari sebuah kebijakan, tentu tetap sah saja apabila menyisakan kegalauan. 

Tulisan ini akan menjelaskan tentang kebijakan dan kondisi faktual 
implementasi PHBM. Data-data yang tersaji dalam tulisan ini merupakan 
hasil wawancara dan diskusi melibatkan beberapa kelompok masyarakat 
yang dalam sehari-hari berinteraksi langsung dengan Perhutani. Dari 
perjalanan PHBM, kami dapat melihat munculnya kelompok masyarakat yang 
sampai saat ini tetap menolak PHBM di satu sisi dan kelompok masyarakat 
yang menerima PHBM di sisi yang lain. Dalam tulisan ini kami mencoba 
menarasikan pandangan dan penilaian kedua kubu tersebut terhadap PHBM.3

 
PHBM: Konsepsi Ideal – Normatif 

Dasar implementasi PHBM pada awalnya adalah Surat Keputusan (SK) 
Dewan Pengawas Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Setelah beberapa 
tahun berjalan, Perhutani mengeluarkan dua SK baru untuk memperbaiki 
implementasi PHBM, yaitu SK Direksi Perhutani No.268/KPTS/DIR/2007 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) Plus. dan SK Direksi Perhutani No.682/KPTS/Dir/2009 
tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

PHBM merupakan gagasan baru yang ditawarkan dan diyakini oleh Perhutani 
sebagai bagian dari transformasi perhutanan sosial yang didisain dengan pola 

3	 Diskusi dalam bentuk focused group discussion (FGD) diselenggarakan pada akhir Oktober 
dan awal Desember 2011 silam di Yogyakarta dan Wonosobo. Dari sini, melalui forum 
diskusi elaborasi persepsi dan pengalaman MDH yang tergabung dalam Serikat Petani 
untuk Kedaulatan Bangsa (Sepkuba) Wonosobo; organisasi rakyat Lidah Tani sebagai 
representasi MDH di Temulus, Randublatung-Blora; community organizer dari MDH di 
Cilacap yang terhimpun dalam Serikat Tani Merdeka; dan community organizer dari MDH 
di Banyumas terkumpul di dalam wadah Komunitas Peduli Slamet (Kompleet) Purwokerto; 
mengemukakan kesaksian mereka tentang bagaimana sesungguhnya PHBM tersebut 
dikisahkan. Selain FGD pada akhir tahun 2011, diselenggarakan pula studi lapangan 
dan FGD dengan Paguyuban LMDH dari 10 wilayah KPH di Unit I Jawa Tengah pada 
pertengahan tahun 2012.
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yang berbeda dari sebelumnya. Berikut ini sketsa transformasi perhutanan 
sosial, disain subtansi dan implementasi PHBM secara normatif-ideal 
sebagaimana didengung-dengungkan selama ini.

Transformasi Perhutanan Sosial
Istilah perhutanan sosial dalam banyak hal dipadankan sebagai aplikasi dari 
konsep forest for people yang dicanangkan dalam Kongres Kehutanan Sedunia 
Vlll tahun 1978 di Jakarta. Dalam konsep ini masyarakat diberi akses untuk 
terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya hutan.4 Sebelum konsep 
forest for people dikumandangkan, sebenarnya Perhutani tahun 1972 telah 
mengimplementasikan gagasan perhutanan sosial dengan mengintroduksi 
program Prosperity Approach (1972-1982), meski dengan implementasi 
yang ‘sederhana’ yakni kegiatan tumpangsari. Dalam kegiatan tersebut, 
MDH hanya dilibatkan dalam pembuatan hutan tanaman dengan sistem 
tumpangsari yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan 
tanaman sehingga kualitas tanaman pokok, produksi tanaman tumpangsari 
dan kesuburan tanah meningkat. Melalui tumpangsari, MDH dapat menanam 
tanaman semusim di antara larikan tanaman hutan selama 2-3 tahun. 
Kegiatan tumpangsari sebagai implementasi gagasan perhutanan sosial jauh 
dari hakekat makna forest for people yang sebenarnya. 

Selanjutnya, program Prosperity Approach digantikan dengan program 
Pembangunan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diterapkan 
dari tahun 1982 untuk kemudian menjadi PMDH Terpadu, dilaksanakan 
bersama dengan Pemerintah Daerah, hingga tahun 1994. Penyempurnaan 
Prosperity Approach dan PMDH Terpadu, akhirnya menghasilkan bentuk 
tumpangsari selama daur dimana MDH diberi kesempatan untuk 
memanfaatkan lahan hutan lebih lama yaitu selama atau sepanjang daur 
tanaman pokok hutan. Di samping itu, MDH juga diberi hak untuk memanen 
hasil hutan non kayu dan kayu bakar dari tanaman buah-buahan atau pohon 
serbaguna yang ditanam sebagai tanaman tepi, tanaman pagar, dan tanaman 
sela atau tanaman sisipan. 

4	 Perhutanan Sosial pada dasarnya adalah sebuah konsep pengelolaan sumberdaya hutan 
yang dilakukan oleh komunitas sosial tempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari 
hutan, berupa kayu bakar/energi, pakan ternak, bahan pangan, kayu bangunan, pendapatan 
tunai dan juga jasa lingkungan. Untuk melihat tinjauan lebih lanjut mengenai berbagai 
program perhutanan sosial di Indonesia (lihat San Afri Awang, 2004, Dekonstruksi Sosial 
Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan, Yogyakarta: BIGRAF Publishing).
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Pada tahun 2001, Perhutani melanjutkan transformasi perhutanan sosial 
ini dengan menghadirkan kebijakan berupa program PHBM.  PHBM 
merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari program perhutanan 
sosial yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Direksi No.1061/
KPTS/DIR/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, sebelum 
kemudian digantikan oleh Surat Keputusan Dewan Pengawas No.136/KPTS/
DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
yang ditambah oleh Surat Keputusan Direksi No.001/KPTS/DIR/2002 
tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Terlepas dari bias kepentingan 
Perhutani bahwa program PHBM dilaksanakan guna mendukung partisipasi 
dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah kegiatan penebangan liar 
dan perambahan hutan terutama selama era reformasi tahun 1998, PHBM 
dapat dipandang sebagai sebuah peluang memperluas makna peran MDH 
dalam mengakses sumberdaya hutan di wilayah Perhutani.5

Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Direksi No. 268/KPTS/DIR/2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus 
(PHBM Plus), program PHBM diluncurkan dengan membawa perbedaan 
yang dipandang cukup signifikan dibandingkan dengan kebijakan serupa 
sebelumnya. Di samping terbuka ruang partisipasi aktif MDH dalam 
pengelolaan hutan negara bersama Perhutani baik dari mulai perencanaan, 
pelaksanaan/operasionalisasi, hingga monitoring dan evaluasi, juga 
memberikan kesempatan kepada MDH untuk mendapatkan lahan garapan 
di dalam kawasan hutan negara. Perhutani mengklaim program ini 
dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi dengan prinsip 
saling menguntungkan, serta berangkat atas kesadaran akan tanggung jawab 
sosial Perhutani.

5	 Perlu dibedakan antara PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) yang padanannya 
dalam Bahasa Inggris adalah Community Based Forest Management/CBFM) sebagai konsep 
dengan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sebagai program dari Perhutani. 
PHBM sebagai program dalam kebijakan Perhutani lebih bermakna sebagai disain bentuk 
pengelolaan hutan yang bersifat kolaborasi (co-management) antara Perhutani dengan 
masyarakat desa hutan. Salah satu pejabat Perhutani Unit I Jawa Tengah mengatakan 
bahwa Perhutani memunculkan program PHBM untuk meredam aksi penjarahan kayu 
besar-besaran di hutan negara di Jawa tahun 1998-2000, bersamaan dengan bergulirnya 
era reformasi di Indonesia. Sumber: Transkip wawancara Kepala Biro Kelola Sumberdaya 
Hutan & Pengembangan Koperasi Perhutani Unit I Jawa Tengah pada tanggal 17 April 2012, 
dokumen ARuPA, tidak diterbitkan.
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Dengan PHBM Plus diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya 
hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif, sehingga mampu 
memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
menuju MDH mandiri dan hutan lestari.6

Pada tahun 2009, Perhutani mengeluarkan kebijakan baru tentang PHBM 
yaitu SK Direksi Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Ada sejumlah hal baru yang diatur 
dalam SK ini yang berbeda dengan aturan mengenai PHBM sebelumnya, salah 
satunya adalah mengenai ketentuan berbagi. Disebutkan bahwa nilai dan 
proporsi berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat 
ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang 
dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat, desa 
hutan dan pihak yang berkepentingan) yang ditetapkan pada saat perencanaan.7

Disain Substansi (Content of Policy)
Pada mulanya, PHBM dimaknai sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya 
hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan MDH atau Perhutani 
dan MDH dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa 
berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan 
fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal 
dan proporsional.8 Sejak adanya visi-misi Perhutani pada tahun 2006, 
definisi PHBM berubah menjadi suatu sistem pengelolaan SDH dengan pola 
kolaborasi yang bersinergi antara Perhutani dan MDH atau para pihak yang 
berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH 
yang optimal dan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.9 Pada perkembangan yang 

6	 “PHBM: Kolaborasi Masyarakat Desa Hutan dengan Perhutani dalam Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan di Jawa”, media sosialisasi LMDH dalam kerangka Leveling the Playing 
Field Project, disusun oleh kerjasama CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM dan 
Perhutani dari dana bantuan Uni Eropa 

7	 Lihat pasal 11 SK Direksi Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat. Ketentuan mengenai bagi hasil hutan kayu diatur tersendiri 
dalam SK Direksi Perhutani No.436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil 
Hutan Kayu.

8	 Lihat Pasal 1 butir 2 SK Dewan Pengawas Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001.

9	 Visi Perhutani adalah menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia. Sementara misinya 
antara lain adalah mengelola hutan tropis dengan prinsip PHL, menyelenggarakan 
pengelolaan SDH bersama masyarakat, membangun SDM perusahaan yang bersih, 
berwibawa, mendukung dan berperanserta dalam pembangunan wilayah dan 



80 |

lebih baru, dengan munculnya SK PHBM tahun 2009 PHBM dimaknai sebagai 
suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh 
Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perhutani dan masyarakat 
desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa 
berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan 
fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal 
dan proporsional.10 Melihat pendefinisian PHBM terbaru, MDH ditempatkan 
kembali sebagai aktor permanen dalam kerjasama pengelolaan hutan. Tentu 
saja, hal tersebut memberikan angin segar bagi eksistensi MDH dalam 
pengelolaan hutan negara di Jawa. 

Sedangkan dari sisi asas, penyelenggaraan PHBM Plus didasarkan pada 
prinsip bahwa Perhutani sudah saatnya harus bertransformasi menjadi 
otoritas pengampu hutan Jawa yang tidak lagi birokratis, sentralistik, dan 
kaku. Melainkan atas dasar semangat kesadaran sosial (social responsibility) 
harus lebih fleksibel, akomodatif, dan diterima oleh masyarakat sebagaimana 
layaknya karakter fasilitator (Pasal 6 SK Direktur Utama Perhutani No.268/
KPTS/DIR/2007). Akomodatif yaitu berkaitan dengan dibukanya ruang 
partisipasi secara luas dari MDH sehingga PHBM memungkinkan menjadi 
aspiratif menyesuaikan kepentingan masyarakat atas dasar konsensus 
yang setara. Dan fleksibel karena PHBM didisain melalui perencanaan dan 
operasionalisasi sesuai dengan dinamika sosial dan karakteristik wilayah 
setempat. Sementara itu, PHBM versi SK tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 2 
menyebutkan bahwa PHBM merupakan kebijakan Perhutani yang menjiwai 
strategi, struktur, dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya 

perekonomian nasional. Visi-misi tersebut yang menjadi salah satu dasar pertimbangan 
dari hadirnya SK Direktur Utama Perhutani No. 268/Kpts/DIR/2007 tentang Pedoman 
PHBM Plus yang menggantikan keberadaan SK No. 136/Kpts/DIR/2001. Namun ada 
hal yang menarik jika mencermati konstruksi perubahan definisi PHBM tersebut dari 
136/Kpts/DIR/2001 menjadi 268/Kpts/DIR/2007, yaitu; “suatu sistem pengelolaan 
sumberdaya yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan MDH atau Perhutani dan MDH 
dengan pihak yang berkepentingan” berubah menjadi “suatu sistem pengelolaan SDH 
dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perhutani dan MDH atau para pihak yang 
berkepentingan.” Dari sisi konsekuensi yuridis, dari kedua rumusan terdapat perbedaan 
yang signifikan. Konstruksi rumusan yang pertama, pada pengelolaan SDH kolaboratif 
pihak MDH akan selalu merupakan mitra permanen jikapun dalam konteks kolaborasi akan 
‘mengajak’ pihak lain yang berkepentingan, misalnya; investor. Sedangkan pada konstruksi 
rumusan yang kedua, jika Perhutani melihat prospek kolaborasi dengan pihak lain yang 
berkepentingan (investor) di luar MDH mungkin lebih menjanjikan, maka Perhutani tidak 
terikat untuk selalu mengajak MDH sebagai mitra permanen guna dilibatkan.

10	 Lihat pasal 1 SK Direksi Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat.
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hutan. Hal yang paradoks dimunculkan, di satu sisi membuka fleksibilitas 
dan bersifat akomodatif, namun di sisi lain PHBM harus disesuaikan dengan 
budaya Perhutani yang masih birokratis, sentralistik, dan kaku dalam praktek 
pengelolaan hutan sehari-hari.

Pada aras tata kelola (governance), PHBM memberikan penegasan peran 
signifikan multipihak dalam kerangka pengelolaan sumberdaya hutan. Aktor 
tersebut adalah MDH dan pemangku kepentingan lainnya dalam posisi 
sebagai mitra yang sejajar dalam hak dan kedudukannya dengan Perhutani 
di dalam kerangka skema PHBM. Di samping itu, oleh karena tata kelola 
yang menempatkan para aktor (pelaku) dalam bingkai kemitraan maka ini 
tentu akan membawa pada mekanisme yang juga lebih dialogis ketimbang 
preferensi kepentingan/aspirasi sepihak Perhutani dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan. Dengan demikian pendekatan konsultatif tentunya harus 
menjadi metode/cara yang akan digunakan dalam diskusi hak, kewenangan, 
tanggungjawab dan kewajiban para pihak.

Disain Mekanisme Implementasi (Process of Policy)
Pada mekanisme penerapan PHBM sebagai sebuah model tata pengurusan 
hutan (forestry governance model), berikut adalah pilar-pilar penting di 
dalamnya yaitu; kelembagaan masyarakat, mekanisme kerjasama dalam 
bingkai kemitraan, dan manajemen konflik. Pada pilar kelembagaan 
masyarakat, keberadaan LMDH kemudian ditempatkan sebagai keharusan 
dalam konteks pihak kelembagaan yang menjadi mitra utama pada 
implementasi PHBM. LMDH sendiri didisain mempunyai aturan main yang 
dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 
sebagai mekanisme penyelenggaraan lembaga baik secara internal, maupun 
dalam konteks keperluan eksternal dengan Perhutani atau pihak lain. Dari sini, 
mustinya kita bisa dapati bahwa kedudukan LMDH adalah independen dan 
semata-mata merupakan representasi kepentingan MDH yang bersangkutan. 

LMDH merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, 
yang berbadan hukum, dan mempunyai fungsi sebagai wadah bagi MDH untuk 
menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. 
Prinsip kemitraan ini dalam mekanisme kerjasama mengasumsikan bahwa 
kedudukan LMDH adalah sederajat dan setara (equal) dengan Perhutani 
melalui konsensus yang disepakati di antara keduanya dalam bentuk hak 
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dan kewajiban yang harus ditunaikan bersama-sama. Termasuk yang paling 
penting adalah pedoman berbagi antara LMDH dan Perhutani yang ditetapkan 
sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi oleh masing-
masing pihak pada saat penyusunan rencana. Selanjutnya untuk menguatkan 
daya mengikat konsensus itu, maka penetapan nilai dan proporsi berbagi 
harus dituangkan ke dalam perjanjian PHBM. Disamping menjadi jaminan 
kepastian hukum bagi para pihak, perjanjian ini juga diharapkan menjadi 
instrumen yang dapat melindungi posisi pihak yang lemah dari sisi eksistensi 
politis; yaitu LMDH, sehingga keadilan substantif dapat terwujud. 

Disamping itu, melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis yang dipilih 
dalam menjembatani kepentingan di dalam pengelolaan hutan, maka pada 
konteks manajemen konflik, kontribusi PHBM akan menjadi begitu signifikan 
mengingat metode polisional (security approach) tidak lagi dikedepankan. 
Melalui intensitas interaksi yang cukup tinggi antara LMDH dan Perhutani 
menjadikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan hutan tidak saja dalam 
aras teknis operasionalisasi PHBM, tetapi seluruh aspek tenurial, mustinya 
secara komprehensif juga dapat terselesaikan.  

Implementasi PHBM

PHBM dalam 6 tahun terakhir sudah tidak menjadi konsentrasi utama dalam 
pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pemegang otoritas pengelolaan hutan 
Jawa, tidak lagi intens berinteraksi dengan LMDH sebagai mitra utama dalam 
PHBM. Hal ini disinyalir terjadi lantaran Perhutani sedang gencar-gencarnya 
mengembangkan usaha kehutanan serta mengejar Sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Lestari.11

Saat ini, Perhutani mengejar dua hal sekaligus yakni optimalisasi aset dan 
sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL). Optimalisasi aset ditempuh 
dengan pengembangan usaha melalui pendirian Kesatuan Bisnis Mandiri 
(KBM) sebagai badan kerja yang terpisah manajemennya dengan KPH; 

11	 Beberapa fakta mengenai kebijakan PHBM dan implementasinya di lapangan diperoleh 
dari hasil wawancara dan diskusi terfokus dengan Paguyuban LMDH Jawa Tengah yang 
melibatkan 10 LMDH antara lain LMDH dari KPH Banyumas Barat, Banyumas Timur, 
Randublatung, Blora, Cepu, Mantingan, Kebonharjo, Purwodadi, Telawa dan Surakarta. 
Selain itu, sumber lain berasal dari wawancara dengan salah satu pejabat Perhutani Unit I 
Jawa Tengah. Keduanya dilaksanakan pada bulan Maret-April 2012.
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Pengembangan hutan rakyat di luar kawasan hutan; serta pemenuhan 
prinsip-prinsip dalam sertifikasi PHL. Saat ini, sudah terdapat 5 KPH yang 
telah memiliki sertifikasi PHL melalui skema FSC, yakni: KPH Kendal dan 
KPH Kebonharjo pada tahun 2011, serta KPH Randublatung, KPH Cepu, 
dan KPH Ciamis pada tahun 2012. Optimalisasi aset dan sertifikasi PHL 
membawa konsekuensi LMDH dan PHBM mulai dan sedang ditinggalkan oleh 
Perhutani. Berikut ini pengakuan salah satu Pengurus Paguyuban LMDH di 
KPH Banyumas Barat.

“Beberapa tahun terakhir, Perhutani tidak lagi memberikan pelatihan, 
pendampingan, atau bahkan koordinasi dengan LMDH. Hal ini 
dikarenakan Perhutani lebih sibuk mengurusi KBM, mendirikan 
koperasi, mendirikan kelompok hutan rakyat.”12

Sedangkan menurut Ketua Paguyuban LMDH tingkat Jawa Tengah (GUGAH 
Jateng),

"Saat ini tiba saatnya LMDH untuk menguji apakah selama 10 tahun 
perjalanan PHBM telah sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama 
yaitu masyarakat desa hutan melalui LMDH benar-benar dilibatkan 
dalam pengelolaan hutan; apakah kesejahteraan telah dirasakan oleh 
masyarakat dari hutannya?; dan apakah kebijakan seputar PHBM dan 
Bagi Hasil yang selalu berganti dapat membawa pengelolaan hutan 
yang lebih berkeadilan atau justru hendak meminggirkan masyarakat 
dari hutannya?."13

Dalam mengejar target implementasi PHBM di desa-desa, petugas lapangan 
Perhutani acapkali menjanjikan berbagai hal kepada masyarakat. Sebagai 
contoh, di wilayah KPH Banyumas Barat dan Timur, pada awal sosialisasi 
PHBM dan pembentukan LMDH sekitar tahun 2002 hingga 2006, petugas 
lapangan Perhutani berbicara manis akan mensejahterakan masyarakat 
melalui pengelolaan hutan secara kolaboratif antara Perhutani dan 
Masyarakat. Ada juga yang memberikan janji akan menggelontorkan 
dana bantuan hingga seratus juta rupiah pada tiap desa hutan. Menurut 

12	 Notulesi FGD Purwokerto, Bedah 10 tahun PHBM, 2012. Kerjasama ARuPA dan GUGAH 
Jateng. Dokumen ARuPA. Tidak diterbitkan.

13	 Notulensi FGD Purwokerto, ibid.
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beberapa pengurus paguyuban LMDH, hal tersebut dilakukan Perhutani agar 
masyarakat mau menerima PHBM dan segera membentuk LMDH. Petugas 
Perhutani di masing-masing KPH dibebani deadline target pembentukan 
LMDH di semua desa hutan dan menjalankan PHBM dengan sukses. 

Dalam konteks bagi hasil, beberapa tahun terakhir Perhutani mewajibkan kepada 
semua LMDH yang anggotanya menanam tanaman di bawah tegakan untuk 
membuat nota kerjasama dengan Perhutani. Artinya, segala tanaman di bawah 
tegakan yang ditanam petani haruslah dibagi hasil dengan Perhutani. Hal tersebut 
terjadi tidak hanya di KPH Banyumas Barat dan Timur, namun juga terjadi di KPH 
Kedu Selatan. Rumput gajah, pisang, lombok, kopi, dan lain-lain semua harus dibagi 
hasil dengan Perhutani. Hal ini menurut pengurus LMDH merupakan preseden 
buruk bagi keberlanjutan PHBM serta mengindikasikan 'pembunuhan' pelan-
pelan terhadap LMDH dan anggotanya.

Terdapat kontrakdisi antara definisi PHBM dalam kebijakan dengan 
implementasi di lapangan. Pada Surat Keputusan Direksi Perhutani No. 682 
tahun 2009 tentang PHBM pasal 1 poin 2, disebutkan bahwa:

“Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 
adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan 
bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan 
atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak 
yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga 
kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan 
proporsional.“

Kentuan tersebut bertolakbelakang dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
Pelibatan investor dalam pengelolaan sumberdaya hutan tidak melibatkan 
LMDH. Sebagai contoh: kasus pengelolaan potensi wisata di KPH Banyumas 
Timur yang dilakukan oleh Palawi (Perhutani Alam Wisata)14 mengelola potensi 
wisata di wilayah Baturaden tidak melibatkan LMDH. Jika memperhatikan 
prinsip berbagi dalam PHBM, pelibatan investor dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan seharusnya dibicarakan dengan LMDH terlebih dahulu.

14	 Merupakan anak perusahaan Perhutani yang bergerak di bidang pengelolaan wisata, 
khususnya wisata alam, berdiri sejak 31 Juli 2002.
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Terkait dengan konsentrasi Perhutani yang tidak lagi pada PHBM dan LMDH, 
GUGAH Jateng membaca fenomena tersebut sebagai gelagat buruk atas 
perkembangan PHBM ke depan. LMDH sudah tidak dianggap lagi sebagai 
mitra utama dalam pengelelolaan hutan. Dengan demikian, hubungan yang 
baik antara LMDH dengan Perhutani yang sudah terbangun baik, berpotensi 
besar akan hancur berantakan.15

LMDH-LMDH di wilayah timur Jawa Tengah menyampaikan bahwa terbitnya 
SK nomor 682 tahun 2009 dan nomor 436 tahun 2011 menimbulkan 
gejolak dalam masyarakat desa hutan. Dua kebijakan tersebut, di satu sisi 
menguntungkan Perhutani, namun di sisi lain justru merugikan masyarakat 
desa hutan. Selain itu, masyarakat desa hutan melalui LMDH tidak pernah 
dilibatkan dalam proses perumusannya. Padahal, implikasi dari kebijakan 
tersebut sangat berdampak pada masyarakat desa hutan serta berjalannya 
program PHBM itu sendiri.16 

Indikasi bahwa Perhutani tidak lagi memprioritaskan PHBM berikut LMDH di 
dalamnya dalam pengelolaan hutan Jawa terlihat jelas dalam Keputusan Direksi 
Perhutani nomor 682 tahun 2009 tentang PHBM. Dalam surat keputusan 
tersebut, yaitu pada pasal pasal 1 (ayat 6) dan pasal 7 (ayat 6 & 7), Perhutani 
memunculkan Koperasi Masyarakat Desa Hutan sebagai strategi untuk 
mengoptimalkan implementasi PHBM. Hal ini membingungkan bagi LMDH 
yang sudah lebih dulu dibentuk karena terjadinya dualisme kelembagaan dan 
kepemiminan di desa. Fakta di lapangan, separuh desa hutan di KPH Pati sudah 
membentuk koperasi namun sampai sekarang belum berjalan lantaran tidak 
ada pendampingan maupun bantuan modal dari Perhutani. Sementara itu, di 
KPH Mantingan, LMDH membiayai sendiri pengurusan akta notaris koperasi 
yang menghabiskan biaya hampir dua juta rupiah. Selain membentuk koperasi 
yang justru kontraproduktif dengan LMDH, Perhutani juga membentuk 
Kelompok tani hutan rakyat di banyak desa hutan. Pejabat Perhutani secara 
jujur menyampaikan kepada pengurus LMDH bahwa pengembangan hutan 
rakyat di luar kawasan hutan murni untuk menambah pendapatan Perhutani.

15	 Notulensi FGD Purwokerto, ibid.

16	 Notulesi FGD Blora, Bedah Kebijakan PHBM dan Bagi Hasil Kayu, 2012. Kerjasama ARuPA 
dan GUGAH Jateng. Dokumen ARuPA. Tidak diterbitkan.
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Keluhan para pengurus LMDH, dengan dibentuknya koperasi masyarakat desa 
hutan serta pembentukan kelompok tani hutan rakyat justru menimbulkan 
kerancuan kelembagaan dalam LMDH. Hal tersebut berimplikasi pada tidak 
seriusnya Perhutani terhadap keberlangsungan PHBM serta kemitraannya 
dengan LMDH. Proporsi kegiatan serta anggaran yang semula dioptimalkan 
untuk koordinasi dan kemitraan dengan LMDH, saat ini justru digunakan 
untuk biaya mendirikan koperasi dan kelompok tani hutan rakyat di berbagai 
tempat. Selain itu, dalam SK PHBM nomor 682 tahun 2009, disebutkan 
adanya klasifikasi LMDH pemula, muda, madya, dan mandiri dinilai tidak 
jelas indikatornya, serta cenderung mengarah pada absennya Perhutani 
dalam keberlangsungan LMDH dan PHBM di kemudian hari.

Sementara itu, di berbagai tempat LMDH tidak dilibatkan dalam kegiatan 
usaha di kawasan hutan yang melibatkan investor. Di KPH Kebonharjo, ada 
investor yang menanam tanaman ketela berhektar-hektar di hutan tanpa 
sepengetahuan LMDH. Di KPH Banyumas Timur banyak obyek wisata di 
kawasan hutan dikelola oleh investor tanpa melibatkan LMDH setempat. 
Beberapa temuan lapangan tersebut, tidak sesuai dengan berbagai pasal yang 
ada di dalam SK PHBM nomor 682 tahun 2009.

Perhutani membantah jika PHBM tidak berjalan di lapangan. Menurut 
salah satu pejabat Perhutani Unit I Jawa Tengah, semua pengusahaan hutan 
selalu dikerjasamakan dengan LMDH. Bahkan di wilayah-wilayah KPH yang 
surplus seperti KPH Randublatung, Cepu, dan Blora, dalam satu tahun LMDH 
mendapatkan bagi hasil hingga milyaran rupiah. Namun, di wilayah-wilayah 
tersebut angka pencurian kayu justru tinggi. 

“Faktanya seperti ini, makin tinggi sharing keamanan makin rawan itu 
misalnya di KPH Cepu, KPH Blora. Kemarin (anggota-red) Dewan (DPR 
Blora) bilang katanya Perusakan (hutan-red) hampir dua kali lipat 
ketimbang tahun kemarin. Itu ada di Suara Merdeka. Yang saya lihat, 
pencurian kayu itu terjadi di KPH Randublatung, KPH Blora, KPH Cepu. 
Di sisi lain, wilayah itu juga terima sharing yang sangat besar. Sekarang 
mana input-mu ke keamanan hutan itu?"17

17	 Transkip wawancara Kepala Biro Kelola Sumberdaya Hutan & Pengembangan Koperasi 
Perhutani Unit I Jawa Tengah pada tanggal 17 April 2012, dokumen ARuPA, tidak 
diterbitkan.
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Perhutani masih menganggap bahwa masyarakat tidak memberikan input 
yang berarti terhadap hutan namun di saat yang sama menerima bagi 
hasil kayu yang sangat besar. Dengan anggapan tersebut pada tahun 2011 
Perhutani membuat kebijakan baru tentang bagi hasil kayu. Hal yang paling 
merugikan bagi MDH dalam kebijakan baru ini adalah munculnya faktor 
koreksi yang mempengaruhi atau lebih tepatnya mengurangi bagian bagi 
hasil untuk LMDH. Faktor-faktor koreksi yang dimaksud dalam kebijakan baru 
ini meliputi: keamanan, keberhasilan tumbuh tanaman, bencana, dan nilai 
monitoring dan evaluasi.

Penetapan faktor koreksi tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif 
tanpa melibatkan LMDH. Menanggapi hal tersebut para pengurus LMDH 
tidak sepakat dengan adanya faktor koreksi dalam bagi hasil kayu. Kalaupun 
ada kebutuhan untuk memasukkan faktor koreksi, maka nilai faktor koreksi 
harusnya ditetapkan bersama-sama oleh Perhutani dan LMDH melalui proses 
yang partisipatif dan transparan. Jikalau ada faktor koreksi sebagai bentuk 
punishment atas kinerja LMDH, maka seharusnya juga ada Faktor Bonus untuk 
LMDH sebagai bentuk dari reward atas kinerja LMDH. Belakangan beredar 
informasi bahwa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan baru tentang 
bagi hasil adalah peristiwa bencana angin puting beliung di KPH Cepu pada 
tahun 2010 yang merobohkan ribuan pohon jati tua bernilai ekonomi tinggi. 
Merujuk pada peraturan bagi hasil yang lama, kayu bencana menjadi obyek 
bagi hasil. Dalam kebijakan baru tersebut kayu bencana tidak lagi menjadi 
obyek bagi hasil dan sepenuhnya kayu bencana menjadi milik Perhutani. 

Selain itu, dalam kebijakan bagi hasil tahun 2011 ini, hasil hutan kayu yang 
menjadi obyek berbagi terbatas pada kayu perkakas dan kayu bakar dari 
kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses PHBM. Pertanyaan 
yang diajukan LMDH adalah bagaimana dengan hasil kayu dari kawasan 
selain hutan produksi? Salah seorang pengurus LMDH berpendapat bahwa 
ketentuan bagi hasil seharusnya diberlakukan pada semua kawasan 
hutan yang dikelola melalui PHBM termasuk di kawasan lindung. Dia juga 
mengusulkan kayu-kayu yang seharusnya menjadi obyek berbagi meliputi: 
(i) rencek, tonggak, limbah tebangan; (ii) hasil kayu karena bencana alam; 
(iii) kayu yang rusak karena terserang hama/penyakit; (iv) barang bukti 
sitaan; (v) kayu puruk yaitu pohon selain tanaman pokok; (vi) hasil tebangan 
yang tidak direncanakan.
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Terkait dengan bentuk bagi hasil yang diberikan kepada LMDH yang selama ini 
berbentuk uang tunai, LMDH mengusulkan pemberian bagi hasil dalam bentuk 
kayu. Alasannya, pembagian hasil dalam bentuk uang cenderung merugikan LMDH 
lantaran didasarkan pada harga jual dasar yang ditetapkan Perhutani. Selain itu, 
bagi hasil yang selama ini dilakukan dengan seremonial besar-besaran cenderung 
pemborosan. Jika harus dilakukan dengan seremonial, seharusnya pembiayaannya 
tidak diambilkan dari dana bagi hasil milik LMDH. Padahal menurut LMDH, alokasi 
pemanfaatan bagi hasil yang diterima LMDH seharusnya merupakan hak otonom 
dari LMDH, tidak perlu ditentukan oleh Perhutani.

Dalam hal penyelesaian sengketa, jika proses musyawarah dan mufakat 
tidak tercapai, sebelum diselesaikan melalui pengadilan, seharusnya ada 
proses mediasi dengan Paguyuban LMDH dan Forum Komunikasi (FK) PHBM 
sebagai mediator. Sementara itu, klausul kelola sosial yang ada di dalam SK 
PHBM tahun 2009 dinilai sebagai ketentuan yang mengada-ada. Klausul 
tersebut dinilai hanya dicantumkan untuk mendukung Perhutani yang saat 
ini tengah mengejar sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari. Dalam mekanisme 
evaluasi, LMDH meminta untuk perlu diatur adanya mekanisme evaluasi dari 
LMDH atas kinerja Perhutani. Selama ini, evaluasi hanya dilakukan Perhutani 
dan LSM terhadap LMDH saja. Sementara itu, beberapa catatan lain yang juga 
perlu mendapat perhatian yaitu  belum ada pedoman tentang berbagi hasil 
non kayu, usaha produksi, dan wisata.18

Kotak 11. Klaim Sukses Perhutani 

Setelah 11 tahun berjalan, Perhutani mengklaim telah berhasil 
mengimplementasikan PHBM dengan baik. Dalam sebuah acara refleksi 10 
tahun PHBM  di Jawa Tengah, Perhutani Unit I Jawa Tengah merilis data-data 
keberhasilan implementasi PHBM dari berbagai aspek.19

Aspek Kelembagaan
Kawasan hutan yang dikelola Perhutani di Jawa dan Madura dikelilingi oleh 
5.383 desa hutan yang dihuni 5,5 juta keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 
5.238 desa hutan atau sekitar 98% telah melakukan kerjasama PHBM. 
Sementara itu, di Jawa Tengah terdapat 1.929 desa hutan, 1.919 desa hutan 

18	 Beberapa catatan mengenai gap analisis antara kebijakan dan implementasi SK PHBM 
Tahun 2009 serta kritik dan rekomendasi dapat disimak dalam matrik yang terlampir 
dalam naskah ini.

19	 Sumber: Booklet refleksi 10 tahun pelaksanaan implementasi PHBM Provinsi Jawa Tengah. 
Perhutani. 2012. Ditambah dengan pengolahan data dari berbagai sumber.
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diantaranya telah melakukan kerjasama PHBM. Di seluruh kawasan hutan 
Perhutani, telah terbentuk 5.238 LMDH yang mewadahi 1 juta keluarga. Selain 
terbentuk LMDH, telah terbentuk pula 696 koperasi desa hutan. Sementara itu, 
di Jawa Tengah telah terbentuk 1.923 LMDH dengan jumlah 263.097 anggota, 
serta pembentukan 209 koperasi desa hutan. Diakui oleh Perhutani, bahwa 
masih ada desa-desa yang belum melakukan kerjasama PHBM. Hal tersebut 
dikarenakan masih rendahnya pemahaman petugas lapangan Perhutani 
dalam kebijakan dan implementasi PHBM serta rendahnya kemampuan 
komunikasi dengan masyarakat dan/atau lintas sektoran. Selain itu, peran 
forum komunikasi PHBM baik di tingkat kabupaten maupun propinsi masih 
perlu ditingkatkan dalam sosialisasi, pengembangan, dan aplikasi PHBM. Di 
lain pihak, implementasi PHBM diakui sendiri belum masuk dalam sistem 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tabel 2. Keterlibatan MDH dalam Pengelolaan Hutan Perhutani
KeteranganJumlahUraianNo.

Desa5.383Desa pangkuan1.

Desa5.238Desa PHBM2.

Hektar2.156.007Luas hutan pangkuan desa3.

Orang5.456.986Jumlah KK4.

Orang1.038.999Anggota LMDH5.

Orang
Milyar Rp.

605.212
405,7

Penyerapan tenaga kerja
a. Tenaga kerja
b. Tambahan penghasilan

6.

Koperasi696Koperasi LMDH (berbadan hukum)7.
Sumber: Anonim (2011), Kontribusi Perhutani

dalam Mendukung Diversifikasi Pangan dan Agroforestry.
Presentasi Perhutani, Jakarta.

Dalam hal kelembagaan, Perhutani mengakui adanya beberapa kelemahan 
terkait LMDH antara lain: (1) Manajemen pengelolaan LMDH dalam 
implementasi sistem PHBM yang belum mantap; (2) LMDH belum menjadi 
organisasi yang mengakar bagi masyarakat desa hutan; (3) Mayoritas 
LMDH belum mempunyai inti usaha produktif yang menjadi sarana untuk 
meningkatkan taraf perekonomian anggotanya; (4) LMDH masih menganggap 
sharing sebagai tujuan pendirian, sehingga akibatnya tidak ada sharing tidak 
ada aktivitas; (5) Banyak kasus hasil sharing hanya dibagi antar pengurus, 
tidak sampai ke anggota LMDH; dan (6) Sebagian besar kegiatan LMDH masih 
terfokus dalam kawasan hutan. 
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Aspek Ekonomi
Realisasi nilai bagi hasil produksi kayu dan non kayu yang diterima LMDH 
dari tahun 2005 sampai dengan Agustus 2010 sebesar Rp. 160,279 milyar. 
Sementara itu, di Jawa Tengah dari tahun 2002 – 2010 sebesar Rp. 87,4 milyar. 
Penyerapan tenaga kerja hutan sebanyak 5 juta orang per tahun sampai tahun 
2010. Perhutani telah memberi kesempatan berusaha di sektor industri (216 
unit usaha); perdagangan (236 unit usaha); pertanian (1746 unit usaha); 
peternakan (308 unit usaha); perkebunan (404 unit usaha); perikanan (163 
unit usaha); jasa (724 unit usaha). Sementara itu, di Jawa Tengah penyerapan 
tenaga kerja selama tahun 2001 – 2011 sebanyak 1.635.885 orang, dengan 
total upah pekerjaan sebesar Rp. 405,7 milyar. Pemanfaatan pengelolaan 
sumberdaya hutan dengan sistem PHBM telah memberikan kontribusi 
kepada masyarakat Jawa Tengah dalam bentuk cadangan pangan berupa hasil 
tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, pisang, ubi, dll) sebesar 
Rp. 2,2 trilyun. 

Aspek Kelola Sosial
Perhutani telah berhasil merubah mindset (pola pikir) dan budaya masyarakat 
terhadap fungsi dan manfaat kelestarian hutan bagi ekosistemnya. Dengan 
piranti PHBM, Perhutani mengklaim telah berhasil mengajak masyarakat 
untuk melestarikan hutan terutama menurunkan tingkat gangguan keamanan 
terhadap hutan. Sementara itu, kelembagaan LMDH diarahkan sebagai mitra 
Perhutani dalam mengembangkan pengelolaan hutan bersama masyarakat 
di wilayahnya melalui pengembangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 
dalam konteks pembangunan hutan lestari. Di Jawa Tengah, seiring dengan 
suksesnya implementasi PHBM di lapangan, tingkat pencurian pohon 
menurun atau dengan kata lain terjadi penurunan gangguan keamanan hutan. 
Salah satu faktor penyebabnya yaitu keberhasilan implementasi PHBM dalam 
menumbuhkan daya tangkal internal dalam masyarakat desa hutan melalui 
LMDH. Sejak tahun 2004 hingga 2011 terdapat penurunan angka gangguan 
keamanan hutan di Jawa Tengah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Penurunan Gangguan Keamanan Hutan
KeteranganJumlahTahunNo.

pohon137.84520041.

pohon120.76220052.

pohon37.23320063.

pohon18.115920074.

pohon11.15920085.

pohon10.99620096.

pohon11.15920107.

pohon8.56720118.
Sumber: Perhutani Unit I Jawa Tengah 2012
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Aspek Kelola Ekologi
Dalam aspek ekologi, Perhutani Unit I Jawa Tengah mencapai keberhasilan 
dalam pembuatan tanaman hutan melalui kegiatan-kegiatan reboisasi dan 
rehabilitasi lahan. Sebagai ilustrasi, prosentase tumbuh tanaman tahun 2010 
mencapai 98%. Pada masa yang akan datang, diharapkan kegiatan-kegiatan 
penanaman tersebut dapat menjawab tantangan salah satu isu lingkungan, 
yakni menghindari krisis air yang saat ini marak terjadi di beberapa wilayah 
Jawa Tengah.

PHBM: Antara Norma dan Realita

Analisis yang dilakukan terhadap kebijakan PHBM ini mengemuka pada dua 
polarisasi. Pertama, analisis sudut pandang yang melihat PHBM sebagai 
paradigma kebijakan dalam pengelolaan hutan Jawa yang diembankan 
kepada Perhutani. Kedua, analisis posisi PHBM sebagai kebijakan teknis 
terapan yang diimplementasikan oleh Perhutani dalam upaya merespon 
tuntutan aktualisasi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Keberadaan Perhutani sebagai institusi yang memperoleh mandat untuk 
mengelola sebagian besar hutan negara di Pulau Jawa tidaklah hadir secara 
tiba-tiba. Terdapat sekuensi sejarah panjang yang berandil peran dalam 
proses eksploitasi sumberdaya hutan Jawa oleh negara kolonial sebelum 
kemudian muncul Perhutani. Dalam konteks perjalanan panjang riwayat 
eksploitasi tersebut, mengemuka persepsi dan penilaian bahwa pengelolaan 
hutan berbasis negara (state based forest management) tidak memberikan 
dampak yang berarti terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di 
dalam dan di sekitar kawasan hutan negara yang pemenuhan kebutuhan 
hidupnya bergantung dari sumberdaya hutan. 

Dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis negara, peran negara tidak 
lebih dari sekedar untuk memenuhi kepentingan dirinya. Sebagaimana 
Peluso (2006) mengisahkannya tatkala Daendels pada 1808 mengintroduksi 
kebijakan monumental di Pulau Jawa berupa: menyatakan kawasan hutan 
sebagai tanah negara (landstaatdomein); otoritas pengelolaan hutan ada 
pada jawatan (Dienst van het Boschwezen) yang memang dibentuk untuk itu; 
mengintroduksi pendekatan teknis rotasi tebang yang disesuikan dengan 
pembagian petak kawasan; dan mencegah masyarakat yang hidup di dalam 
atau sekitar hutan untuk mengakses hasil hutan. Oleh karena itu, tidak 
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mengherankan jika eksploitasi sumberdaya hutan dilakukan secara tertutup 
dan sentralistik, demi mengamankan kepentingan penguasa hutan.

Tentu pada konteks masa itu, cukup alasan bagi kita untuk dapat secara 
sederhana memahaminya. Namun pada era pasca kolonial, pengelolaan 
sumberdaya hutan oleh representasi negara mustinya dilakukan dalam 
rangka memfasilitasi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dan dalam pengertian ‘untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ 
setidak-tidaknya diindikasikan dengan meningkatnya taraf kehidupan sosial-
ekonomi masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan 
hutan negara. Dalam hal ini adalah kehidupan sosial-ekonomi dalam 
penafsiran bahwa masyarakat setempat mempunyai keleluasaan untuk dapat 
mengakses sumberdaya hutan oleh karena keberadaan representasi negara 
memang diamanatkan untuk mengelola secara demokratis dan transparan, 
serta bertanggungjawab secara sosial-ekologis. Sebagaimana konstitusi 
mengamanatkannya demikian. Terlebih Perhutani sebagai BUMN yang dari 
awalnya dikreasikan sebagai perusahaan kehutanan yang tidak berorientasi 
profit semata-mata. Oleh sebabnya dikerangkakan dalam bentuk perusahaan 
umum (Perum).20

Melalui kesadaran bahwa pengelolaan hutan berbasis negara tidak banyak 
memberikan tempat yang berarti bagi masyarakat setempat untuk turut 
berperan secara konkrit, maka kemudian mengemuka gagasan pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat (community based forest management/CBFM). 
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam keberadaannya sebagai cara 
pandang (paradigma) kemudian diposisikan untuk menavigasikan praktek 
pengelolaan hutan, dalam hal ini melalui instrumen kebijakan. 

20	 Lihat definisi bentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 
4 UU No. 19/2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa: “Perusahaan Umum, yang 
selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak 
terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan”. Bandingkan dengan definisi bentuk perusahaan persero 
(PT) yang juga disebutkan oleh UU No. 19/2003 pada Pasal 1 angka 2 yang didefisikan 
sebagai berikut: “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN 
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 
atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”
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Realitanya, praktek-praktek pengelolaan hutan yang bernuansa CBFM itu 
sendiri sesungguhnya berada pada rentang derajat—masyarakat sebagai 
pelaku—yang relatif lebar. Mulai dari derajat yang tertinggi dimana 
masyarakat adalah pemegang kontrol dan otoritas sepenuhnya atas 
sumberdaya hutan yang dikelolanya, hingga pada derajat yang paling rendah 
yaitu masyarakat sekedar diberikan ruang kelola di dalam kawasan hutan 
dengan tetap dibatasi peran partisipasi dalam penentuan keputusan. Atau 
bisa juga dikatakan sekedar untuk mengakomodasi formalitas bahwa ada 
tanda-tanda masyarakat mulai terlibat menjadi pelaku kelola di lapangan. 

Pada lebarnya rentang derajat keterlibatan masyarakat sebagai pelaku kelola 
sumberdaya hutan tersebut, setidaknya paradigma CBFM merupakan kompas 
pemandu, dengan peran magnetiknya, bagi kebijakan-kebijakan tertentu agar 
semakin mendekatkan pada realisasi arti bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Begitu pula dengan Perhutani, yang dibentuk sejak tahun 1972 melalui 
PP No. 15/1972 jo. PP No. 2/1978, yang sebenarnya telah mengintroduksi 
pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang di dalamnya terdapat 
program tumpangsari, pembangunan/pembinaan masyarakat desa hutan 
(PMDH) hingga tahun 1990-an, dan kemudian pengelolaan hutan bersama 
masyarakat (PHBM) pada awal tahun 2000-an silam. Terlepas dari, seberapa 
tinggi derajat ke-CBFM-annya dari kebijakan Perhutani tersebut patut 
untuk dipertanyankan bagaimanakah sesungguhnya konsistensi Perhutani 
mengikuti daya magnetik paradigma CBFM tersebut sekarang ini?

Ingkar-Mungkir Perhutani Terhadap Paradigma CBFM
Tuntutan agar masyarakat semakin berperan dalam berbagai kebijakan yang 
diambil oleh institusi kepanjangan tangan negara sudah sangat jelas dan menjadi 
sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia 
juga telah diarahkan untuk dilaksanakan dengan paradigma pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat (Kusdamayanti, 2008). Dengan paradigma ini masyarakat 
didorong untuk mempunyai peran lebih besar dan berarti dalam pengelolaan 
hutan. 

Selama ini peran masyarakat seringkali hanya ditempatkan dalam proses 
implementasi kebijakan. Sedangkan dalam proses penyusunan dan evaluasi 
kebijakan peran masyarakat masih sangat terbatas, bila tidak hendak 
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dikatakan tidak ada (Kusdamayanti, 2008). Sebagai subyek dari kebijakan 
seharusnya masyarakat mempunyai peran yang besar sejak penyusunan 
hingga evaluasi kebijakan. Namun hal ini tentu saja tidak mudah untuk 
dilaksanakan. Selain memerlukan reposisi peran negara melalui adanya 
kerelaan negara untuk mau berbagi peran, di sisi lain kemampuan masyarakat 
harus pula ditingkatkan agar dapat melaksanakan peran sebagaimana yang 
diharapkan. 

Keberadaan kajian ini tidak muluk-muluk melihat mengenai bagaimana 
masyarakat dilibatkan dalam formulasi kebijakan pengelolaan hutan oleh 
Perhutani. Di samping memang tidak ada keterlibatan masyarakat di dalam 
perumusan kebijakan tersebut, juga karena ranah perumusan kebijakan 
PHBM berada pada domein top-down Perhutani sebagai perusahaan. 
Sebaliknya, kajian ini lebih memotret mengenai bagaimana PHBM sebagai 
kebijakan yang dipandu oleh paradigma CBFM dalam perjalanannya justru 
terdapat gelagat untuk diingkari.

PHBM merupakan puncak dari 'paling tebalnya' warna paradigma 
CBFM yang diakomodasi Perhutani sejak tahun 2001 melalui SK Dewan 
Pengawas No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Bersama Masyarakat (menggantikan SK Direksi No. 1061/Kpts/Dir/2000), 
kemudian SK Direksi No. 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus), dan SK No. 682/
Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman PHBM. Tetapi belakangan kini dijumpai 
inkonsistensi dari berbagai kebijakan—pada level yang sama—yang justru 
menegasikannya.

Salah satunya adalah kehadiran SK Direksi No. 400/Kpts/Dir/2007 jo. SK 
Direksi No. 433/Kpts/Dir/2007 tentang Pedoman Umum Pengembangan 
Usaha Perhutani, yang mengintroduksi kelembagaan yang disebut sebagai 
Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM),21 sebagai satuan unit organisasi di bawah 

21	 SK Direksi tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Perhutani tersebut memang 
bukan hadir tanpa landasan hukum. Di samping kedua SK itu merupakan penyempurnaan 
dari SK Direksi No. 982/Kpts/Dir/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Optimalisasi 
Aset Perhutani, SK Direksi No. 986/Kpts/Dir/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Kerjasama Usaha Perhutani dalam Kawasan Hutan, dan SK Direksi No. 991/Kpts/Dir/2006 
tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Perhutani, juga mempunyai landasan 
justifikasi melalui Permenhut No. P.50/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan 
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Kantor Unit yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan 
usaha bisnis Perhutani secara mandiri untuk meningkatkan pendapatan 
perusahaan. Dari sinilah inkonsistensi terhadap kebijakan PHBM ini bermula. 
Terutama ketika General Manager (sebutan untuk kepala satuan unit KBM) 
mempunyai otoritas yang relatif otonom dalam menerjemahkan kerjasama 
bisnis kemitraan yang berorientasi pada sebesar-besarnya keuntungan untuk 
perusahaan, yang terkadang menabrak dan mengorbankan semangat PHBM. 
Meskipun toh secara normatif dapat saja berkilah bahwa kerjasama dengan 
pihak lain juga dapat merupakan pihak LMDH.22 Sebagaimana di dalam Pasal 
1 angka 19 SK Direksi No. 400/Kpts/Dir/2007 jo. SK Direksi No. 433/Kpts/
Dir/2007 yang secara luas memberikan batasan, bahwa pihak lain adalah 
badan usaha berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, swasta, serta organisasi 
kemasyarakatan atau perorangan. 

Praktek KBM dikatakan memungkiri semangat PHBM. Selain meninggalkan 
LMDH, usaha-usaha KBM banyak dilakukan di dalam atau berbasis kawasan 
hutan yang notabene merupakan medium esensi dari wujud PHBM. Karena 
apa jadinya bila lahan kawasan hutan negara diklaim oleh Perhutani 
sebagai aset perusahaan yang potensial 'dikomersialkan' dengan kemudian 
menafikan aspek sosial dan lingkungan? Terlebih, bukankah lahan kawasan 
hutan negara dari tertib hukum administrasi pertanahan merupakan tanah 
yang tidak terbebani dengan alas hak penguasaan (baca: sertifikat hak atas 
tanah)? Sehingga, legitimasi Perhutani untuk mengalihkan hak penguasaan 
atas lahan kawasan hutan negara kepada pihak lain pun boleh jadi sarat 
problematika.23

Kerjasama Usaha Perhutani di Dalam Kawasan Hutan. Saat ini, KBM yang dimiliki Perhutani 
berjumlah 18 terdiri dari Unit 1 Jawa Tengah sebanyak 7 KBM, Unit 2 Jawa Timur sebanyak 
8 KBM, dan Unit 3 Jawa Barat & Banten sebanyak 3 KBM. Terdapat 6 jenis KBM yakni KBM 
Pemasaran, KBM Industri Kayu, KBM Industri Non-Kayu, KBM Agroforestry, KBM Jasa 
Lingkungan dan Produk Lainnya, serta KBM Agroforestry, Ekologi, dan Jasa Lingkungan 
(AEJ). Selengkapnya silahkan lihat di http://perumperhutani.com/profil/wilayah-kerja

22	 Sama normatifnya manakala SK Direksi No. 400/Kpts/Dir/2007 jo. SK Direksi No. 433/
Kpts/Dir/2007 tanpa penjiwaan juga memajang SK Direksi No. 268Kpts/Dir/2007 tentang 
PHBM Plus di dalam konsideran menimbangnya.

23	 Dalam teorisasi ilmu sosial fenomena Perhutani tersebut dapat dikategorisasikan dalam 
labelisasi sebagai owner dimana melekat padanya serangkaian hak mulai dari access and 
withdrawal right, management right, exclusion right, dan alienation right sebagaimana 
ditegaskan oleh Ostrom (1992) di dalam tesis property rights-nya. Namun demikian bukan 
berarti telah lepas pertanyaan dari aspek hukum administrasi pertanahan.   
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Contoh kasus terjadi di kawasan wisata Baturaden Banyumas yang dikelola oleh 
salah satu anak perusahaan Perhutani yaitu PALAWI (Perhutani Alam Wisata). 
Dalam hal pengelolaan obyek wisata Baturaden, LMDH-LMDH di dalam obyek 
wisata ini tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, maupun 
penerimaan hasil dari pengelolaan obyek wisata ini. Padahal, semua wilayah 
obyek wisata Baturaden secara administratif telah habis terbagi dalam wilayah 
pangkuan desa yang juga sekaligus masuk dalam kawasan kerjasama PHBM. 
Contoh lain yaitu penanaman jagung di KPH Mantingan yang jumlahnya 
berhektar-hektar dengan menggandeng investor yang secara kebetulan 
merupakan oknum DPRD Kabupaten Rembang. Lokasi penanaman jagung 
tersebut masuk dalam wilayah kerjasama PHBM, dan LMDH setempat juga 
tidak pernah dilibatkan di dalamnya. 

Dalih hukum yang selalu dijadikan rujukan adalah Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan 
Negara.24 Secara umum, dalam PP pendirian Perhutani yang paling baru 
tersebut, terbuka peluang bagi Perhutani untuk membuka usaha di 
luar sektor kehutanan, bekerjasama dengan investor sekaligus semakin 
meninggalkan LMDH sebagai patner utama dalam spirit CBFM.25 Dapat 
dikatakan, munculnya PP Nomor 72 tahun 2010 telah secara sengaja hendak 
memberikan basis legalitas Perhutani untuk menempatkan tanah hutan 
seoptimal mungkin guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya 
dengan atau tanpa menanam pohon di tanah hutan, serta  dengan atau tanpa 
melibatkan masyarakat desa hutan.

Praktek KBM juga dikatakan meninggalkan LMDH karena faktanya Perhutani 
cenderung memilih bentuk-bentuk kerjasama usaha dengan pihak-pihak 
yang memiliki basis ekonomi lebih menjanjikan. Celakanya, hal-hal yang 
dikerjasamakan belum tentu di luar kemampuan LMDH, misalnya kerjasama 
usaha dalam pengembangan hutan rakyat. Menurut salah satu pejabat 
penting di Perhutani Unit I Jawa Tengah, pengembangan hutan rakyat di tanah 
milik masyarakat murni merupakan upaya Perhutani untuk memperoleh 
pendapatan tambahan dari luar kawasan hutan. Skema yang dipakai yakni 

24	 PP 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara merupakan 
Peraturan Pemerintah yang mengganti PP 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara (Perhutani).

25	 Dalam PP tesebut, misalnya pasal 3 ayat 4 poin e disebutkan bahwa Perhutani diberikan 
wewenang dalam Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu, dalam pasal 8 
ayat 3 dijelaskan bahwa Perhutani berwenang untuk melakukan kegiatan di luar kehutanan 
dalam kawasan hutan.
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kerjasama Perhutani dengan warga desa atau kerjasama Perhutani, investor, 
dan warga desa untuk penanaman serta pemasaran kayu dari hutan rakyat. 
Melalui KBM Pemasaran, Perhutani bermaksud mengambil peran dominan 
dalam trading kayu rakyat. Untuk itu, Perhutani telah dan akan terus 
membentuk kelompok tani hutan rakyat meskipun di desa-desa tersebut 
telah terbentul LMDH. Tujuan dari pembentukan kelompok tani hutan rakyat 
ini untuk memudahkan koordinasi serta kontrol pengembangan hutan rakyat 
guna bekerjasama memberikan pasokan kayu rakyat kepada KBM Perhutani. 

Aktivitas lain dari Perhutani yang tidak kalah kontroversialnya adalah 
pembentukan koperasi di masing-masing desa hutan,  yang merupakan 
lembaga terpisah dari LMDH. Koperasi dibentuk oleh Perhutani dan 
menempatkan polisi hutan, mandor, ataupun kepala resort (mantri) 
hutan masuk dalam kepengurusan. Tujuan normatifnya yaitu untuk 
mendistribusikan kesejahteraan melalui usaha-usaha koperasi baik untuk 
usaha di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Namun pada 
prakteknya hanya memberikan peluang akses modal bagi para polisi hutan, 
mandor, ataupun mantri untuk dapat mengakses bantuan yang berupa hibah 
maupun pinjaman yang akan dikucurkan oleh Perhutani atau Pemerintah 
kepada koperasi yang bersangkutan. Langkah ini merupakan upaya naif 
dari Perhutani untuk mensejahterakan pegawai lapangan Perhutani dengan 
meminjam kelembagaan yang sejatinya milik masyarakat desa hutan 
(koperasi). Pada akhirnya, pendirian koperasi di desa-desa hutan banyak 
yang menimbulkan persoalan berupa friksi antara pengurus LMDH dengan 
Koperasi serta dengan kelompok tani hutan rakyat yang ketiga-tiganya adalah 
kelembagaan yang dibentuk oleh Perhutani. 

Pada dasarnya, terdapat 3 praktek pengembangan usaha Perhutani yang 
kontra produktif dengan pelaksanaan PHBM yang mengarusutamakan 
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pendirian KBM telah 
menegasikan esensi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 
Sementara itu, pengembangan hutan rakyat di luar kawasan hutan merupakan 
langkah bisnis yang dicurigai serta paradok dengan sikap Perhutani terhadap 
hutan rakyat beberapa tahun silam.26 Sementara itu, pendirian koperasi 

26	 Pada dekade tahun 2000an, paska penjarahan hutan tahun 1998-1999, tanah hutan 
yang kosong ditanami masyarakat desa hutan dengan tanaman khas hutan rakyat milik 
masyarakat, sebagai contoh tanaman sengon. Perhutani marah besar atas hal ini dengan 
alasan bahwa tanaman dan pola tanam tidak sesuai dengan kelas perusahaan misalnya 
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selain mengingkari keberadaan LMDH juga belum memberikan kontribusi 
positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan. Alih-alih memberikan 
kontribusi kesejahteraan, bahkan di beberapa desa di wilayah timur Perhutani 
Unit 1 Jawa Tengah, pembiayaan pendirian koperasi berupa pengurusan akta 
notaris di tanggung oleh masyarakat sendiri.

Menggenapkan Keraguan dari Kesungguhan Perhutani
Selain terkait dengan adanya inkonsistensi dalam manifestasi paradigma 
CBFM yang nampak dari reduksi makna kebijakan PHBM di atas, pada 
dasarnya Perhutani juga setengah hati di dalam mengimplementasikan 
kebijakan teknis PHBM itu sendiri. Hal ini nampak dari adanya kesenjangan 
antara harapan normatif kebijakan PHBM dengan realitas pelaksanaan di 
lapangan. Konteks disparitas antara norma dan realita, dipaparkan dalam 
bacaan PHBM sebagai model forestry governance, melalui tiga aspek, yaitu: 
aspek kelembagaan, aspek kemitraan, dan aspek manajemen konflik.

Pada aspek kelembagaan, gagasan PHBM yang mengandaikan adanya ruang 
partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat  dalam tata kelola hutan, membuka 
peluang bagi hadirnya LMDH. Organisasi ini didisain sebagai ruang representasi 
masyarakat akar rumput yang diharapkan akan mampu memainkan fungsi-
fungsi intermediari yang menjembatani (linkage) antara masyarakat dengan 
Perhutani dan pemangku kepentingan yang lain sehingga tujuan PHBM untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan mengelola konflik dengan baik bisa terwujud.

Dalam tataran yang lebih konkrit, LMDH didisain untuk terlibat lebih jauh 
dalam proses perencanaan dan implementasi PHBM. Bersama Perhutani dan 
pemangku kepentingan yang lain, LMDH diharapkan akan terlibat lebih jauh 
dalam proses perencanaan tata kelola hutan. Ketika implementasi PHBM, 
LMDH bukan hanya diposisikan sebagai ruang bagi penguatan kapasitas bagi 
sumberdaya petani hutan dalam proses produksi dan pasca produksi hasil 
hutan yang akan berujung pada kesejahteraan, namun juga LMDH menjadi 
mitra Perhutani dalam memastikan keamanan hutan dan stabilitas sosial di 
sekitar hutan bisa berjalan dengan baik.    

kelas perusahaan Pinus. Namun, dekade 2010an, justru perhutani mengakomodir jenis 
tanaman sengon ini tidak hanya di hutan Negara, tetapi justru memperluas ekspansinya ke 
tanah-tanah milik masyarakat. Perhutani rupanya sadar betul bahwa bisnis kayu sengon 
sekarang dan yang akan datang sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar.
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Pada saat yang sama, Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) didorong 
kehadirannya sebagai sarana komunikasi antar pihak dan pendukung dalam 
pelaksanaan PHBM. Forum ini dibentuk di setiap level pemerintahan, mulai 
dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten hingga 
Pemerintah Provinsi. Secara normatif, forum ini didisain untuk menjembatani 
ruang komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam PHBM dengan 
pihak pemerintah. Bila diuraikan lebih detail, peran forum ini adalah (1) 
Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan PHBM, 
(2) Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi 
hasil kegiatan dan perkembangan PHBM, (3) Melaksanakan tugas-tugas lain 
yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi 
masing-masing, (4) Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada 
semua pihak yang berkepentingan.

Namun LMDH ternyata gagal menjadi arena intermediari yang mencerminkan 
kepentingan masyarakat akar rumput. Hal ini terjadi karena seringkali diawali 
oleh proses pembentukan yang diintervensi oleh Perhutani sehingga terkesan 
formalistik. Proses pembentukan dan posisi kepengurusan tidak dilahirkan 
dari kesepakatan bersama warga, oleh kerana tidak jarang di-by pass dan lebih 
mencerminkan kehendak Perhutani. Maka sangat wajar apabila dalam banyak 
kasus, LMDH gagal menjadi representasi yang sebenarnya dari masyarakat 
yang paling berkepentingan dengan tata kelola hutan, yaitu: petani hutan. 
Dalam LMDH bisa dikatakan representasi petani hutan tidak ada, dan LMDH 
lebih banyak dikuasai oleh elit formal, seperti perangkat desa, pengurus 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guru, birokrat yang tinggal di desa, dan 
sebagainya. Tidak jarang pula tokoh informal, seperti preman, masuk menjadi 
bagian dari LMDH. 

Alhasil, banyak pihak yang merasakan bahwa LMDH tidak lebih dari 
perpanjangan tangan dari Perhutani daripada benar-benar menjadi institusi 
representasi popular di dalam masyarakat. Dalam proses perencanaan, 
bukannya mendorong proses negosiasi setara antara petani hutan dengan 
Perhutani dalam rangka mewujudkan konsensus atau kepentingan bersama, 
LMDH malah lebih sering menunjukkan sub-ordinasi sehingga kesan mudah 
berkompromi dengan kepentingan Perhutani tidak bisa dihindari. Sedangkan 
dalam proses implementasi PHBM, LMDH justru lebih menunjukkan dirinya 
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sebagai wakil Perhutani. Usaha-usaha komunikasi intens dengan masyarakat di 
akar rumput sebagai basis LMDH justru tidak banyak dilakukan.

Sebagai pihak yang satu-satunya memiliki klaim otoritatif sebagai wakil 
masyarakat akar rumput dalam PHBM dalam proses produksi, pemasaran 
dan industri serta keuangan hasil hutan, LMDH justru menjadi arena korupsi 
dan berburu rente (rent seeking). Banyak kasus menunjukkan, bagi hasil yang 
ada tidak pernah dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat 
di akar rumput serta tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas 
sehingga praktik korupsi tidak terhindarkan. Bagi hasil yang ada menjadi 
bancakan di antara pengurus sehingga aktivitas-aktivitas berburu rente 
tidak terhindarkan. Dalam beberapa kasus terkesan hanya menjadi penyalur 
tenaga kerja pesanggem daripada melakukan pemberdayaan dan penguatan 
kapasitas petani hutan dan tidak jarang hanya menjadi pemborong pekerjaan 
Perhutani. 

Masih kuatnya pendekatan keamanan daripada upaya resolusi konflik dalam 
praktek PHBM, membuat LMDH tidak memiliki kapasitas yang memadai 
untuk memediasi konflik-konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang ada. 
LMDH tidak cukup pro-aktif dalam mengelola konflik dan justru terkesan 
menghindari proses-proses negosiasi dalam mengelola konflik keseharian. 
Kesan kuat yang kemudian muncul adalah LMDH merupakan 'mata-mata' 
Perhutani yang masih menggunakan cara-cara kriminalisasi dan koersif 
untuk menyelesaikan masalah konflik Sumberdaya Daya Hutan.

Kehadiran FK-PHBM juga tidak cukup membantu menjembatani komunikasi 
masyarakat dengan pemerintah. Hal ini terbukti dalam banyak kasus konflik 
pengelolaan hutan, negara sama sekali absen. Keberpihakan pemerintah 
terhadap kepentingan petani hutan juga diragukan.  

Pada aspek kemitraan, sebagai sebuah model pengurusan hutan (forest 
governance), PHBM mengidealkan masyarakat (baca: LMDH) ada pada posisi 
yang sejajar sebagai mitra dengan Perhutani dalam payung kerjasama PHBM. 
Bentuk-bentuk kerjasama antara LMDH dan Perhutani mustinya merupakan 
turunan kesepakatan yang dibuat bersama atas dasar kesadaran hak dan 
kewajiban yang setara. 
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Namun demikian yang terjadi dalam realita adalah sebaliknya. Nota 
kesepahaman (MoU) yang selanjutnya meningkat menjadi perjanjian 
kerjasama lebih banyak secara sepihak ditentukan oleh Perhutani sendiri. 
Melalui persekongkolan dengan elit LMDH, Perhutani memanipulasi klaim 
partisipasi dan representasi, dengan mem-by pass mekanisme dan proses, 
butir-butir perjanjian secara tiba-tiba telah terumuskan dan dituangkan ke 
dalam akta notaris. Kalaulah di dalam perjalanan proses perumusan butir-
butir kesepakatan terdapat kemungkinan LMDH untuk melakukan revisi, 
namun toh yang terjadi tidak demikian karena seringkali materi di dalam 
akta notaris tidak juga lantas mengakomodasi. 

Begitu pula ketika realisasi, butir-butir dalam Surat Perjanjian Kerjasama 
(SPKS) lebih sering diingkari sesuai dengan selera Perhutani, dengan alasan 
bahwa Perhutani telah menetapkan Rencana Teknik Tahunan (RTT). Lebih-
lebih ketika secara internal di tubuh Perhutani terjadi mutasi pejabat yang 
berpengaruh pada teritori/lokasi SPKS terkait. Tidak jarang dengan ganti 
pejabat akan membawa konsekuensi berubahnya realisasi PHBM di wilayah 
yang bersangkutan. Dengan demikian, SPKS tidak lebih sekedar merupakan 
'macan kertas' karena tidak bisa menjadi acuan kepastian dan jaminan 
perlindungan hukum bagi LMDH. Sehingga tidak saja dari rumusan substansi, 
tetapi juga pada realisasi perjanjian senantiasa akan sedemikian rupa selalu 
mengutamakan kepentingan Perhutani.

Pengingkaran juga dilakukan oleh Perhutani terhadap konsep bagi hasil. 
Bagi hasil yang normatifnya harus didasarkan pada nilai dan proporsi yang 
dikontribusikan antara kedua belah pihak dalam prakteknya jarang bisa 
berjalan dengan baik. Melalui klaim argumentasi bahwa Perhutani merupakan 
pihak yang lebih besar porsi kontribusinya pada faktor produksi, kemudian 
seringkali mengintimidasi MDH bahwa Perhutani memiliki porsi bagi hasil 
yang lebih besar tidak hanya pada kayu, namun juga pada komoditas tanaman 
non kehutanan. Demikian juga sebaliknya, dalam hal perhitungan nominal 
bagi hasil yang mustinya menjadi bagian (hak) LMDH, kerapkali tidak ada 
transparansi kalkulasi yang akuntabel. Dan biasanya data dan informasi 
cukup menjadi pengetahuan Perhutani dan elit pengurus LMDH sendiri.
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Pada aspek manajemen konflik, PHBM diyakini sebagai mekanisme tata 
kelola hutan yang bisa meminimalisasi konflik. Agar konflik pengelolaan 
sumberdaya hutan bisa dihindari maka gagasan PHBM dikembangkan dengan 
beberapa prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan, kebersamaan, sinergi, 
saling memahami dimana proses-proses supervisi, monitor, evaluasi dan 
pelaporan dikelola secara kolaboratif oleh antar pihak. Dengan kata lain, ada 
itikad baik untuk menghindari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam 
proses manajemen konflik yang cenderung koersif.

Namun perubahan yang berarti tampaknya tidak muncul. Upaya kriminalisasi 
terhadap petani hutan di kawasan hutan di Jawa masih tetap berlangsung. 
Dalam satu dasawarsa terakhir ini, ARuPA dan LBH Semarang menemukan 
bahwa Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidak-
tidaknya 108 warga desa sekitar hutan yang dianggap/diduga mencuri kayu 
atau merusak hutan, 34 diantaranya tewas tertembak atau dianiaya petugas 
keamanan hutan dan 74 lainnya luka-luka. Dari 64 kasus penganiayaan dan 
penembakan ini sebagian besar diselesaikan tanpa proses hukum semestinya.

Kondisi yang memprihatinkan ini berlangsung karena penyelesaian masalah 
dalam disain substansi dan implementasi masih menggunakan pendekatan 
keamanan. Dalam disain normatif PHBM istilah keamanan masih dikemukakan 
sedangkan istilah transformasi dan resolusi konflik tidak pernah digunakan. 
Hal ini menunjukkan bahwa nalar pendekatan keamanan yang lebih banyak 
berada dalam alam pikir aparat Perhutani dan birokrasi negara. Akibatnya, 
dalam praktek PHBM, ketika konflik dalam pengelolaan SDH termanifestasikan 
maka pilihan kriminalisasi dan intimidasi yang didahulukan. Sehingga sangat 
wajar apabila riak-riak konflik pada aras vertikal, terutama antara petani 
hutan dan Perhutani masih sering terjadi. Intensitas konflik vertikal ini gagal 
diminimalisasi dan tidak jarang mengalami proses eskalasi dan melibatkan 
aksi-aksi yang masif. 

Pada saat yang sama konflik di aras horisontal mulai laten terbentuk dan sangat 
mungkin termanisfestasikan apabila gagal terkelola dengan baik. Konflik di 
aras horisontal muncul karena semakin rendahnya ekspektasi masyarakat 
terhadap PHBM serta adanya ketidakpercayaan (distrust) masyarakat akar 
rumput terhadap para pengurus LMDH. Akibatnya ketegangan yang tinggi 
antara pengurus LMDH dengan masyarakat atau petani hutan menjadi 
kerapkali muncul.  
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Kegagalan dalam mengelola konflik pengelolaan SDH juga dipicu oleh 
kesalahan mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan (scarecity) yang 
menjadi pemicu terjadinya konflik. Selama ini, isu manajemen konflik hanya 
diisolasi pada isu tanaman semata. Isu-isu yang lebih krusial dan justru hal 
yang lebih dasar dalam proses konflik, seperti kepemilikan tanah, hak atas 
tanah, serta pengakuan atas eksistensi kelembagaan lokal dan tata kelola 
hutan yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat, justru terabaikan. 

Ironisnya, negara menjadi pihak yang tidak berpihak kepada petani hutan 
bila terjadi konflik yaitu ketika negara selalu absen dan tidak pro-aktif untuk 
menyelesaikannya. Yang kerapkali terjadi adalah negara justru diserap 
atau dikooptasi oleh Perhutani sehingga kepentingan perusahaan lebih 
dikedepankan daripada kepentingan publik bersama. 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari uraian di atas tampak jelas ada gap antara konsepsi yang diidealkan 
dan praktek konkrit dalam implementasi PHBM di kawasan hutan di Jawa. 
Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai penyebab ‘kegagalan’ implementasi 
PHBM antara lain:

•	 Dengan sering terjadinya perubahan kebijakan PHBM dan juga adanya 
pertentangan sejumlah klausul seperti mengenai bagi hasil menunjukkan 
bahwa PHBM mengandung masalah yang bersumber pada kebijakan. 

•	 Sosialisasi dan peningkatan pemahaman serta skill mengenai kebijakan dan 
implementasi PHBM juga tidak dilakukan secara intensif sampai pada tingkat 
lapangan. Bahkan beberapa pegawai tingkat menengah Perhutani sering kali 
tidak mau mengakui/mengetahui keberadaan SK Perhutani yang baru.  

•	 Berbagai program baru yang muncul belakangan setelah PHBM juga telah 
menyebabkan PHBM tidak lagi menjadi hal yang utama dalam pengelolaan 
hutan oleh Perhutani. Sebagai contoh, upaya untuk mendorong KPH 
mempunyai kemandirian terutama dalam finansial telah menyebabkan 
para Administratur lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan bersifat 
profit dari pada program-program orientasi sosialnya kuat seperti PHBM. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi suatu 
upaya yang sebenarnya sistematis menjadikan PHBM tidak cukup berhasil.  
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Oleh karena itu dibutuhkan tawaran kebijakan agar proses pengelolaan hutan 
di Jawa benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
dan dikelola secara dialogis atau berbasis konsensus para pihak yang 
berkepentingan.  
      

Opsi Pertama:
Memperbaiki Instrumen Implementasi PHBM dalam Tata Kelola Hutan Jawa

PHBM masih diyakini sebagai sebuah gagasan yang masih tetap relevan. 
Disain subtansi PHBM yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat 
serta pemangku kepentingan lain justru fondasi penting. Mekanisme PHBM 
yang berbasis kemitraan, konsensus dan kolaborasi merupakan gagasan yang 
perlu terus dikedepankan. 

Sedangkan disain proses juga bukanlah hal yang bermasalah karena telah 
memberikan peran dan fungsi masing-masing aktor sesuai dengan kapasitas 
dan porsinya. Bahkan, secara normatif, peran yang ada sudah dirumuskan 
dengan baik sebagaimana berikut: (1) Pemerintah Daerah. Memainkan 
fungsi fasilitasi berjalannya proses sinergi antara negara, masyarakat dan 
sektor privat di ranah tata kelola pemerintahan lokal, (2) Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). LSM diharapkan memainkan peran penguatan kapasitas 
dan pemberdayaan masyarakat, (3)  Lembaga Ekonomi Masyarakat. Lembaga 
ekonomi masyarakat berperan dalam mengembangkan usaha untuk 
peningkatan ekonomi masyarakat, (4) Lembaga Sosial Masyarakat. Lembaga 
sosial masyarakat berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung 
kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih kualitas, (5) Usaha 
swasta. Usaha swasta berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, 
yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal, (6) Lembaga 
Pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran dalam usaha pengembangan 
sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan 
teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang 
cukup dalam keterlibatannya pada PHBM, dan (7) Lembaga Donor, berperan 
untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam 
usaha keterlibatannya di PHBM (CIRAD-CIFOR-FKH UGM-Perhutani, tt). 

Persoalan PHBM muncul karena instrumentasi PHBM tidak dikembangkan 
dengan baik. Instrumen yang dimaksud di sini mengacu pada segala sarana 
atau alat serta aktivitas yang digunakan atau potensial digunakan oleh 
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implementor untuk mencapai misi kebijakan. Instrumen bisa menunjuk pada 
sarana atau bisa juga menunjuk pada aktivitas. Instrumen kebijakan terdiri 
dari beberapa tipe, yaitu: (1) instrumen regulatif, (2) insentif finansial, dan 
(3) transfer informasi (Bruijn & Hufen, 1998: 12-13, 18).

Strategi ini dimulai dengan mendorong sosialisasi lebih intens tentang skema 
PHBM dalam tata kelola hutan Jawa. Informasi tentang PHBM selama ini 
ternyata tidak selalu bisa terkomunikasikan dengan baik, bahkan terhadap 
aparat Perhutani terutama mereka yang menjadi ujung tombak di lapangan 
(street-level bureaucracy). Maka tidak mengherankan apabila gagasan 
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDH bagi mereka tampaknya asing. 
Diseminasi informasi juga diperlukan bagi pemangku kepentingan yang lain, 
seperti birokrasi di pemerintahan daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, 
hingga petani hutan.

Pada aspek regulasi, perlu penguatan adanya penyusunan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) detail, bukan hanya 
prinsip-prinsip dasar, yang bisa menjadi panduan pelaksanaan PHBM di 
lapangan. Panduan tersebut akan menjadi standar acuan utama sehingga bisa 
menjadi pijakan apakah tindakan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan 
prosedur atau tidak. Segala bentuk penyelewengan akan mudah terlihat dari 
ketidakpatuhan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersebut. 

Tentu saja, proses tersebut harus diikuti oleh adanya diseminasi panduan kepada 
para pemangku kepentingan. Pemahaman akan panduan bukan hanya penting 
bagi aparat Perhutani tapi juga bagi masyarakat secara umum. Dengan adanya 
kesepahaman yang sama maka konsensus bisa dibangun dengan lebih mudah. 

Selain itu, ada juga kebutuhan untuk mendorong penguatan kapasitas, 
khususnya teknokratis dan komunikasi LMDH. Kapasitas teknokratis ini penting 
agar pengurus LMDH mampu menyusun dan memahami berbagai dokumen, 
kontrak, dan surat-surat kerjasama yang pasti akan selalu ada terutama dalam 
konteks bagi hasil. Pada saat yang sama, kapasitas komunikasi LMDH dalam 
konteks antar LMDH maupun LMDH dengan institusi-institusi yang lain juga 
penting untuk dikembangkan.  
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Opsi Kedua:
Peluang Diskresi Proses Implementasi PHBM dalam Tata Kelola Hutan Jawa

Opsi ini dengan asumsi tidak ada masalah dalam disain PHBM dan atau para 
pihak yang kepentingan dapat menerima PHBM. Kegagalan optimalisasi 
implementasi PHBM di kawasan hutan di Jawa justru dikarenakan ruang 
diskresi dalam proses implementasi PHBM sangat kecil. Pelaksana di lapangan 
tidak bisa melakukan inovasi dalam proses implementasi PHBM.

Oleh karena itu kebijakan PHBM yang menekankan adanya fleksibilitas, 
akomodasi dan adaptasi dan mengkombinasikan aspek kesejahteraan dan 
aspek keberlanjutan menjadi lebih relevan. Adaptasi dan fleksibilitas  terhadap 
dinamika proses yang ada sangatlah urgent karena pada dasarnya keberhasilan 
implementasi PHBM akan lebih ditentukan oleh kesepakatan para pemangku 
kepentingan dari pada kejelasan panduan atau prosedur semata (sebagaimana 
tawaran opsi pertama). 

Bila opsi ini yang dipilih maka ada kebutuhan untuk merumuskan seberapa 
jauh ruang diskresi tersebut akan dibuka. Hal ini penting untuk dikedepankan 
untuk menghindari adanya pembenaran atas segala penyelewengan yang 
berdalih merupakan diskresi yang positif.  

Opsi Ketiga:
Hutan Rakyat sebagai Tawaran Baru bagi Tata Kelola Hutan Jawa

Opsi ini melihat bahwa PHBM baik dari sisi disain substansi maupun 
implementasi sesungguhnya memang bermasalah. Hal ini berkaitan dengan 
pandangan bahwa struktur atas akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya 
hutan sebagai akar permasalahan, hakekatnya tidak pernah tersentuh oleh 
berbagai skema perhutanan sosial dari negara (cq. Perhutani) di Pulau Jawa, 
termasuk oleh skema PHBM (Plus) sekalipun. Negara melalui PHBM hanya 
menyinggung aspek urgensi mewujudkan kesadaran tanggungjawab sosial 
(social responsibility) dari perusahaan; yaitu Perhutani, tanpa pernah mau 
serius membongkar sumber utama persoalan; yakni tata kuasa kehutanan Jawa.
Padahal jelas bukan lagi menjadi rahasia, bahwa penyerahan otoritas 
pengelolaan hutan negara di Jawa kepada otoritas tunggal Perhutani justru 
banyak mendatangkan kegagalan. Termasuk yang terpenting adalah semakin 
merosotnya daya dukung ekologi hutan Jawa yang terbukti dengan semakin 
tingginya intensitas bencana banjir dan kekeringan di tanah Jawa. 
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Oleh sebab itu, semakin penting untuk kembali lagi menggagas perlunya 
disain baru untuk menggantikan PHBM dengan menjadikan rakyat sebagai 
pemegang otoritas yang sesungguhnya dalam pengelolaan SDH di Jawa. 
Dalam rangka kebutuhan ini, maka konsolidasi praktek-praktek cerita sukses 
(success story) pengelolaan SDH oleh rakyat di berbagai wilayah di seluruh 
Pulau Jawa menjadi relevan sebagai prakondisi yang harus dilakukan untuk 
basis justifikasi mengenai memadainya kapasitas masyarakat. 

Tahap selanjutnya adalah merumuskan rute jalan advokasi, melalui negosiasi 
ke Negara, untuk 'merebut' orotitas pengelolaan hutan negara di Jawa dari 
BUMN kepada rakyat (MDH). Tentu opsi ini merupakan revolusi tata kuasa 
kehutanan Jawa, dengan berbagai konsekuensi transisi yang juga harus 
diperhitungkan. Namun sekali lagi hal ini menjadi agenda dan tanggungjawab 
moral Negara untuk menyelesaikannya. 

Opsi Keempat:
Pengakuan atas Keragaman Tata Kelola Hutan Jawa

Berangkat dari realitas bahwa tidak ada model dan pihak tunggal dalam 
tata kelola hutan (forestry governance) di Jawa, maka pengakuan secara 
formal terhadap keragaman tata kelola yang ada harus menjadi arus utama 
yang diniscayakan. Apabila pada kawasan hutan di Jawa (di luar kawasan 
yang dikelola Perhutani) terdapat model hutan tanaman rakyat (HTR) 
dan hutan kemasyarakatan (HKm) yang relatif berhasil, maka mendorong 
pengakuan terhadap gelagat praktek replikasi kedua prototipe forestry 
governance tersebut di dalam kawasan hutan Perhutani harus sudah mulai 
dipertimbangkan. 

Dengan demikian harus ada negosiasi yang berujung pada titik temu antara 
masyarakat (kalangan masyarakat sipil) dengan Negara, dimana masing-
masing harus mau mengakui dan menghormati praktek-praktek ragam 
forestry governance yang secara faktual sesungguhnya memang telah berjalan 
di dalam kawasan hutan Perhutani. Melalui identifikasi antara wilayah-
wilayah yang masih mempraktekkan rejim PHBM dan yang sama sekali sudah 
di luar kendali Perhutani, selanjutnya harus mengadvokasikan pengakuan 
(recognition), terutama untuk region yang faktanya relatif mandiri di luar 
kendali Perhutani, agar menjadi jaminan perlindungan kepastian hukum 
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bagi kelangsungan eksistensi masing-masing model forestry governance yang 
bersangkutan.

Pengakuan atas praktek-praktek forestry governance, di luar skema PHBM, 
yang dijalankan di dalam kawasan hutan Perhutani ini pada akhirnya juga 
akan bermuara pada pengelolaan hutan oleh rakyat sepenuhnya. Namun 
oleh sebab gelagat praktek forestry governance yang telah berjalan saat ini 
spesifik sesuai dengan dinamika lokalitas setempat, maka upaya transisional 
transformasi dan advokasi pengakuannya untuk kemudian berakhir menjadi 
hutan 'milik' rakyat juga akan bersifat terseleksi.
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HUTAN JAWA LAYAK DIKELOLA RAKYAT

Sulastriyono, Hasrul Hanif, Dimpos Manalu, Agus Budi Purwanto

Tulisan ini bersumber pada laporan penelitian sebagai bagian dari aktivitas 
advokasi berbasis bukti (evidance-based advocacy) untuk menjelaskan 
secara lebih mendalam tentang derajat otoritas dan keterlibatan publik (civic 
engagement) dalam kepengaturan hutan (forest governance). Kami merancang 
penelitian tersebut sebagai kajian sosio-legal berbasis riset kualitatif dengan 
metode ‘case study’ supaya dapat memahami lebih jauh realitas sosial dan 
bagaimana antar subyek memahami dan menafsir realitas tersebut. Sejak 
bulan Juli 2012 sampai dengan awal Oktober 2012, kami memfokuskan 
wilayah penelitian pada dua kasus yang unik yaitu: (1) Kepengaturan 
hutan yang berada dalam kontrol komunitas sosial di Desa Kalijaya, Ciamis, 
Jawa Barat dan (2) Kepengaturan hutan yang di bawah kendali negara, via 
Perhutani, dengan bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (PHBM) 
yang ada di Desa Tumiyang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kajian dua 
kasus ini diyakini sangat urgent untuk melihat derajat akses, kontrol dan 
pengaruh warga, baik secara individu maupun kolektif, dalam kepengaturan 
hutan, terutama bila dikaitkan dengan tujuan utamanya: hutan yang lestari 
dan masyarakat yang sejahtera. 

Dalam kajian ini, sumberdaya hutan dipahami sebagai sumberdaya yang boleh 
jadi merupakan 'pisau bermata dua': memberikan berkah sekaligus kutukan. 
Sumberdaya hutan bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi penting bagi 
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kesejahteraan sosial. Namun salah tata kelola juga bisa mendorong tidak 
hanya eksploitasi yang berlebihan serta kelangkaan sumberdaya,1 tapi juga 
menimbulkan masalah kesenjangan sosial dan masalah ekologi yang akut.    

Dengan demikian, kepengaturan hutan yang baik tidak hanya terkait dengan 
aspek teknokratis-manajerial semata, tapi juga aspek politik. Baik atau 
tidaknya sebuah kepengaturan hutan bukan hanya dilihat dari disain tata 
kelembagaan formal serta ketersediaan perangkat-perangkat teknokratis 
yang memadai, seperti SOP, lembar kontrol, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, 
derajat kepengaturan hutan yang baik dapat pula dilihat dari, dengan 
meminjam ide Beetham, kacamata politik yang demokratis.2 Dalam hal ini, 
apakah sebuah kepengaturan hutan merupakan sebuah kepengaturan yang 
baik dapat dilihat dengan menakar seberapa jauh kontrol rakyat, didasarkan 
pada kesetaraan politik, terhadap kepengaturan hutan. Singkat kata, terlepas 
siapapun yang bertanggungjawab atas manajemen pengelolaannya, kontrol 
rakyat atas hutan sebagai sumberdaya bersama menjadi penting untuk 
ditegaskan.   

Dengan beberapa pertimbangan, menjadi sangat menarik untuk melihat 
berbagai aspek krusial tersebut di dalam kepengaturan hutan di Pulau Jawa. 
Pertama, secara sosial, sekitar 6.000 desa di Pulau Jawa yang berbatasan 
dan atau berada di dalam kawasan hutan saat ini masih dihadapkan dengan 
masalah kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang belum terselesaikan. 
Kedua, pengelolaan hutan di Pulau Jawa juga memiliki riwayat yang sangat 
panjang dan dikelola oleh berbagai otoritas. Eksploitasi hutan secara masif 
mulai dikenal semenjak VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang 
serius melihat kayu jati sebagai komoditas penting. Eksploitasi tersebut 
terus berlanjut di Indonesia pasca kemerdekaan hingga kini. Menariknya, 
meskipun disain kelembagaan dan otoritas pelaksana manajemennya 

1	 Kekhawatiran akan kelangkaan sumberdaya semakin mengemuka dalam diskursus publik 
semenjak Garret Hardin menggunakan 'The Tragedy of Common' untuk menjelaskan 
potensi tragedi yang bisa saja terjadi pada daerah atau sumberdaya tidak bertuan dalam 
jurnal “Science, New Series, Vol. 162, No. 3859. (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.” Pada 
bagian berikutnya di dalam bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang perbedaan the 
common dan the common pool resource. 

2	 David Beetham mendefinisikan  demokrasi sebagai kontrol rakyat atas urusan-urusan 
publik berdasarkan fondasi kesetaraan politik. Tentu saja kepengaturan hutan adalah 
bagian dari urusan-urusan publik yang sangat urgent karena berkenaan dengan hajat hidup 
orang banyak. Lihat David Beetham (2007), Democracy and Human Rights, Polity Press.
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berganti dan berubah, namun otoritas kontrol dan pengelolaan tampaknya 
tidak mengalami pergeseran yang signifikan dari kendali negara atau elit.

Maka muncullah beberapa catatan dasar yang patut untuk dikaji lebih jauh 
yaitu: apakah absennya kontrol populer dari rakyat atas tata kelola hutan 
di Pulau Jawa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kegagalan 
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat serta menjaga kelestarian 
sumberdaya hutan? Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha melihat 
derajat kontrol populis dengan membandingkan dua model kepengaturan 
hutan, yaitu model hutan rakyat dan model PHBM dengan pertanyaan utama 
berikut ini:

“Bagaimana derajat akses, kontrol dan pengaruh warga terhadap 
proses kebijakan pengelolaan hutan di Banyumas dan Ciamis? 
Seberapa jauh derajat tersebut memiliki kaitan dengan kesejahteraan 
sosial dan kelestarian hutan di Banyumas dan Ciamis?”       

Kepengaturan Hutan

Karakteristik Hutan sebagai Sumberdaya 
Elinor Ostrom, Roy Gardner & James Walker mengidentifikasi adanya dua 
karakteristik dasar yang bisa digunakan untuk membedakan tipe-tipe 
barang yang dikelola dalam kehidupan manusia, yaitu3: Pertama, Ekslusi. 
Eklusi terkait dengan seberapa mudah atau sulit untuk mengeklusi atau 
membatasi setiap individu/pengguna potensial untuk mengkonsumsi 
barang tersebut baik dikarenakan kondisi alamiah barang tersebut atau ada 
aturan-aturan tertentu. Kedua, Keausan (Subtractability). Beberapa ekonom 
menyebutkannya sebagai rivalitas. Subtrakabilitas terkait dengan apakah 
proses konsumsi barang tersebut oleh pengguna akan memungkinkan 
barang tersebut masih tersebut untuk yang lain. Misalnya, apabila seseorang 
mengambil kayu di dalam hutan memberikan konsekuensi orang lain tidak 
lagi bisa memanfaatkan kayu yang sama di area yang sama. Sedangkan 
penggunaan oksigen di udara bebas dalam kehidupan sehari-hari oleh 
seseorang tidak membuat orang lain tidak bisa mengakses oksigen yang 

3	 Elinor Ostrom, Roy Gardner & James Walker (1994), Rules, Games & Common-Pool 
Resources, University of Michigan Press, h.6-7.
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sama. Demikian juga pemanfaatkan kursi di dalam kendaraan publik oleh 
kita bisa dimanfaatkan orang lain apabila kita sudah turun dari kendaraan 
tersebut. Singkat kata, rivalitas terjadi bukan karena kompetisi tapi karena 
ketersediaan barang tersebut.4 Alhasil, sebagaimana tergambarkan dalam 
matriks, kita bisa identifikasi ada 4 jenis barang yang selama ini ada 
berdasarkan dua karakteristik dasar tersebut.   

Tabel 4. Tipe-Tipe Barang Berdasarkan Karakteristik Ekslusi dan Keausan
EKSLUSI

SusahMudah

Common pool-ResourcesBarang privatTinggi
KEAUSAN

Barang PublikToll goodsRendah

			   Sumber:  Elinor Ostrom, Roy Gardner & James Walker (1994), 
Rules, Games & Common-Pool Resources, University of Michigan Press, h.7

Dalam praktiknya, hutan seringkali diidentikkan sebagai common-pool 
resources (CPR). Argumentasi ini muncul karena ada dua karakteristik dasar 
dari common-pool resources yang bisa dilekatkan pada hutan. Di satu sisi, 
apabila sudah ada pengguna yang menggunakan sumberdaya tersebut (hasil 
produksi utama hutan) maka pada saat yang sama maka sumberdaya tersebut 
tidak akan lagi tersedia buat yang lain. Namun di sisi lain, apabila ada upaya 
untuk mengekslusi pengguna yang potensial dari sumberdaya ini tidaklah 
mudah.5 Dengan catatan adalah hutan sebagai common-pool resources tidak 
memudahkan bagi terjadinya ekslusi namun bukan berarti hutan adalah open 
access melainkan limited access.

Hal yang penting untuk dicatat adalah tidak jarang, dalam pembahasan 
awam, common-pool resources dan 'the common' itu sendiri dipakai secara 
bergantian padahal keduanya memiliki makna yang bertentangan. Elinor 
Ostrom menjelaskan secara bernas perbedaan keduanya, yaitu:   

4	 Bandingkan dengan http://www.pcem.ca/common_pool_resources.shtml. Diakses 2 
November 2012.

5	 Xavier Basurto (2007), “Common pool-Resources”, dalam Mark Bevier (ed.), Encyclopedia of 
Governance, University of Berkeley Press, h.119. 
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“…..Commons refer to systems, such as knowledge and the digital world, 
in which it is difficult to limit access, but one person’s use does not 
subtract a finite quantity from another’s use. In contrast, common-pool 
resources are sufficiently large that it is difficult, but not impossible, to 
define recognized users and exclude other users altogether. Further, each 
person’s use of such resources subtracts benefits that others might enjoy. 
Fisheries and forests are two common-pool resources that are of great 
concern in this era of major ecological challenges….“ 6

Istilah 'common' merujuk pada sistem, seperti pengetahuan dan dunia digital 
dimana sangat sukar untuk membatasi akses namun penggunaan seseorang 
(terhadap sumberdaya tersebut) tidak akan mengurangi kuantitas terhadap 
orang lain. Sebaliknya, 'common-pool resources' merupakan (sumberdaya) 
yang besar yang sangat sukar, meskipun bukan tidak mungkin, untuk 
mendefinisikan pengguna yang diakuinya dan mengeklusi pengguna yang 
lain. Lebih lanjut setiap pemanfaatan seseorang terhadap sumberdaya 
tersebut akan mengurangi manfaat yang boleh jadi (pengguna) yang lain akan 
bisa menikmatinya. Perikanan dan hutan merupakan dua jenis 'common-
pool resources' yang menjadi perhatian utama di tengah era yang sedang 
menghadapi tantangan-tantangan lingkungan saat ini…”    

Secara teoritik, perdebatan tentang 'common-pool resources' mengemuka 
sebagai respon terhadap tulisan Garret Hardin yang berusaha menjelaskan 
tentang keterkaitan pertumbuhan penduduk dengan kelangkaan sumberdaya 
yang bersifat open access melalui tulisannya yang berpengaruh 'the Tragedy 
of Commons'. Tulisan Hardin memberikan ilustrasi tentang bagaimana 'the 
Tragedy of Common' akan berjalan dengan membayangkan perilaku yang 
akan diambil oleh setiap penggembala ketika memanfaatkan padang rumput 
yang terbuka untuk semua. Sebagai makhluk rasional, penggembala akan 
cenderung termotivasi untuk menambah terus menerus hewan gembalanya 
karena dia mendapatkan keuntungan langsung. Disinilah tragedi terjadi, 
karena setiap penggembala akan selalu meningkatkan jumlah hewan 
gembalanya tanpa batas sedangkan padang rumput yang tersedia terbatas. 
Setiap orang terkunci dalam sebuah sistem yang membuatnya meningkatkan 
pemanfaatan sumberdaya terus menerus tak terbatas sedangkan sumberdaya 

6	 Elinior Ostrom (2008), “The Challenges of Common Pool-Resources”, Environment (Science 
and Policy for Sustainable Development),  July-August.
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tersebut mememiliki keterbatasan. Dalam tulisan tersebut, Hardin 
memberikan beberapa tawaran solusi untuk mengelola sumberdaya bersama 
(the common), yaitu didorong menjadi barang publik tapi diatur bagaimana 
cara mengaksesnya atau menjadi barang privat.7

Dengan kata lain, dalam kacamata Hardin, tragedi berjalan di saat berbagai 
pihak yang potensial menjadi pengguna sumberdaya tersebut memiliki 
kepentingan yang konfliktual, khususnya antara kepentingan individu dan 
kepentingan kelompok. Akibatnya, pengguna sumberdaya yang open access 
ini akan berusaha mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sebab apabila hal ini 
tidak dilakukan maka pengguna yang lain yang akan melakukannya. Meskipun 
pada dasarnya tidak ada satupun yang menginginkan hal itu serta semua 
pihak sebenarnya berpikir akan lebih baik bila hal tersebut dihindari. Akses 
yang terbuka bagi semua pihak disertai dengan kekhawatiran kelangkaan 
akibat perbedaan kepentingan membuat sumberdaya-sumberdaya dengan 
karakteristik seperti ini menjadi mudah dirusak atau mengalami eksploitasi  
habis-habisan.8

Kritik atau konfirmasi atas asumsi Hardin ini menumbuhkembangkan 
perdebatan teoritik dan praksis tentang common-pool resources. Studi-studi 
awal memulai dengan berusaha mengidentifikasi sistem-sistem pengelolaan 
sumberdaya yang berhasil menghindari tragedi, lebih khusus tentang 
bagaimana mendisplinkan tindakan-tindakan individu melalui tata aturan 
atau bagaimana aksi kolektif dikembangkan untuk mengelola common-pool 
resources. Studi-studi berikutnya berusaha mendalami lebih jauh hubungan-
hubungan antar sistem-sistem yang ada. Sejauh ini studi-studi masif yang 
ada menemukan bahwa model dari 'the tragedy of commons' terbatas; satu 
model kebijakan tidak bisa diterapkan untuk semua model kepengaturan 
common-pool resources; dan makna keberhasilan dalam kepengaturan 
sangat bervariatif dan sangat tergantung pada kepentingan masing-masing 
komunitas.9    

7	 Garret Hardin menggunakan “The Tragedy of Common”  sebagai tajuk dalam jurnal 
“Science, New Series, Vol. 162, No. 3859. (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.”

8	 Xavier Basurto, “Common pool-Resources”, loc.cit.

9	 Ibid.
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Namun demikian tidak menutup kemungkinan hutan tidak menjadi common-
pool resources terutama ketika akses bukan hanya terbatas tapi betul-
betul sangat dibatasi. Bila pihak-pihak di luar komunitas yang ada tidak 
lagi dimungkinkan untuk mengakses sumberdaya hutan tersebut maka 
sumberdaya hutan ini menjadi barang privat atau kolektif. Sumberdaya hutan 
menjadi sesuatu yang hanya bisa diakses oleh individu (barang privat) atau 
komunitas tertentu saja (barang kolektif).   

Partisipasi Sebagai Moda Kepengaturan Hutan 
Dalam kajian akademik, muncul perdebatan tentang moda kepengaturan 
hutan sebagai sumberdaya, terutama ketika hutan didefinisikan, dipahami dan 
dipraktikkan sebagai common-pool resources. Elinior Ostrom mengindetifikasi 
beberapa preskripsi kebijakan yang berusaha memberikan jawaban soal moda 
kepengaturan common-pool resources dan upaya menghindari potensi tragedi.10 
Sebagian membayangkan satu-satunya jalan adalah dengan adanya Leviathan 
di luar komunitas yang mampu secara koersif mendisplinkan penggunaan 
common-pool resources karena bentuk-bentuk kooperatif antar individu sudah 
tidak mungkin dijalankan. Tawaran ini biasanya membayangkan adanya 
pemerintah pusat atau pemerintahan dengan tangan besi yang mengelola 
seluruh common pool-resources secara sentralistik.   

Sedangkan yang lain justru membayangkan bahwa satu-satunya jalan untuk 
mengelola common-pool resources adalah privatisasi. Bagi mereka, mengakhiri 
sistem kepemilikan bersama dan menciptakan hak-hak kepemilikan individu 
bisa menghindari adanya inefisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya yang 
berlebihan. Meskipun tentu saja tawaran ini hanya relevan pada jenis-jenis 
common-pool resources tertentu saja. 

Namun hal yang terpenting sebenarnya bukan soal siapa yang berhak secara 
ekslusif terhadap sumberdaya tersebut. Hal yang paling penting adalah pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap sumberdaya tersebut memiliki kontrol terhadap 
akses dan pemeliharaan sumberdaya tersebut. Pihak-pihak ini terutama adalah 
pihak-pihak yang paling potensial dirugikan apabila terjadi tragedi tersebut. 11           

10	 Elinior  Ostrom (2006), Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective 
Action, Cambridge University Press, h. 8-17.

11	 Ruth Meinzen-Dick, Esther Mwangi, and Stephan Dohrn (2006), “Securing the Commons”, 
Policy Brief Number 4 ~ May. Diakses dari  www.capri.cgiar.org.
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Oleh karena itu membahas derajat partisipasi (baca: akses, keterlibatan dan 
kontrol) dalam kepengaturan hutan menjadi urgent. Derajat partisipasi akan 
dilihat dari indikator-indikator berikut ini:12  Pertama, akses. Akses merujuk 
pada derajat cakupan (extent) pihak-pihak yang dilibatkan (inklusi) atau 
pihak-pihak yang tidak dilibatkan (ekslusi) dalam proses-proses kebijakan 
dan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada. Secara khusus, akses bisa 
dikaitkan dengan: (a) siapa saja yang memiliki hak untuk mengakses proses 
produksi sumberdaya hutan serta akses dalam proses kebijakan, baik secara 
formal maupun informal? Lebih jauh, apakah pihak-pihak yang terkena 
dampak resiko atau potensial dimarjinalisasi juga memiliki hak untuk 
mengakses dalam dua aspek tersebut?; (b) hal-hal apa saja yang bisa diakses, 
khususnya lahan, tenaga kerja dan jenis tanaman serta ruang-ruang mana 
saja yang bisa diakses?

Kedua, pengaruh. Pengaruh tidak hanya menegaskan bahwa setiap orang punya 
akses tapi akses tersebut juga memberikan peluang bagi mereka untuk terlibat 
memberikan suara serta didengar dalam proses-proses kebijakan & pengelolaan 
sumberdaya hutan. Untuk melihat derajat pengaruh, kita bisa mengidenitifikasi 
(a) siapa saja yang bisa menentukan atau mepengaruhi keputusan? Lebih jauh, 
apakah pihak terdampak bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan?; 
(b) cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan; (c) saluran/
arena/ruang yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan.

Ketiga, kontrol. Kontrol biasanya dikaitkan dengan siapa yang mengendalikan 
proses monitoring dalam implementasi dan lesson-learn terhadap proses-
proses yang sudah berjalan.  Oleh karena itu penting untuk menilik (a) 
siapa saja yang bisa mengontrol implementasi (monitoring dan evaluasi)?; 
(b) saluran-saluran kontrol seperti apa yang ada?; (c) daya pengaruh hasil 
evaluasi dalam mendorong perubahan kebijakan lebih baik.

12	 Disarikan dari Sherry R Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 
1969, pp. 216-224; Nanang Indra Kurniawan & Hasrul Hanif, “melembagakan Partisipasi 
dalam proses Kebijakan di Pemerintahan Daerah “ dalam Arie Ruhyanto (ed.), Merajut good 
Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2006, PLOD UGM.
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Dengan melihat indikator-indikator di atas maka setidaknya kita bisa 
menemukan derajat keterlibatan publik dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 
Sebagaimana Sherry R. Arnstein  (1969) tegaskan, derajat yang paling rendah 
adalah ketika partisipasi sama sekali tidak hadir.  Meskipun ada aktivitas yang 
kesannya melibatkan warga namun tujuannya bukan melibatkan warga tapi 
sebaliknya hanya untuk 'mendidik' atau 'menyembuhkan' warga. Berikutnya 
adalah ketika partisipasi hanya menjadi menjadi 'tanda' saja. Dalam konteks 
ini, warga, terutama yang tidak memiliki sumberdaya dan kekuasaan, akan 
mendengar dan didengar namun tidak memiliki kapasitas kekuasaan untuk 
memastikan suaranya diiyakan dan disetujui serta diejawantahkan dalam 
kebijakan. Derajat paling kuat adalah ketika warganegara secara luas bisa 
terlibat dan mempengaruhi proses kebijakan (lihat tabel di bawah).  

Tabel 5.  Jenis Aktivitas dan Derajat Partisipasi
JENIS AKTIVITAS DERAJAT PARTISIPASI

1.  Kontrol warga

Kuasa warga2.  Kekuasaan yang didelegasikan

3.  Kemitraan

4.  Kompromi

Tokenisme5.  Konsultasi

6.  Menginformasikan

7.  Terapi
Tidak ada partisipasi

8.  Manipulasi
	 Sumber: Arstein, 1969:2-3

Dengan kata lain, partisipasi bisa dikategorisasikan dalam dua level berdasarkan 
derajat akses, kontrol dan pengaruh. Pertama, partisipasi yang bersifat top-
down yang biasanya diinisiasi oleh pemilik otoritas, pembuat kebijakan atau 
yang memiliki kuasa tidak dalam rangka mendengar suara warga tapi lebih 
dalam upaya mencari legitimasi suara arus bawah. Kedua, partisipasi yang 
bersifat bottom-up dimana proses partisipasi didesakkan dari bawah dalam 
rangka untuk memastikan kontrol rakyat atas proses kebijakan. 
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Sumberdaya Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera
Apabila kontrol sosial tersebut bisa berjalan atas hutan ada harapan untuk 
mewujudkan keadilan lingkungan atau hutan yang sejahtera dan lestari. 
Keadilan lingkungan akan dilihat dari dua indikator utama.13 Pertama, proses. 
Keadilan bukan hanya soal keluaran atau dampak tapi juga terkait dengan 
proses. Oleh karena itu, keadilan lingkungan dilihat pula dari sejauh mana 
proses yang ada mampu membuka peluang adanya keterlibatan  dan kontrol 
yang bermakna (meaningfull involvement) bagi masyarakat luas dalam proses 
pembuatan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi kebijakan, terutama 
bagi yang terkena dampak resiko (fair treatment).

Hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan hutan sebagai common-
pool resources adalah proses yang ada juga mesti memiliki kapasitas untuk 
mengelola konflik dan mendorong konsensus dalam kepengaturan hutan dan 
tatanan sosial masyarakat hutan. Hal ini sangat penting mengingat problema 
kelangkaan sumberdaya (scarecity) merupakan yang seringkali muncul dalam 
kepengaturan hutan dan dengan mudah memicu konflik, baik yang bernuansa 
non kekerasan maupun kekerasan, dan eksplotasi yang berlebihan.  

Kedua, dampak (outcome). Tentu saja aspek yang penting dalam keadilan 
lingkungan adalah dampak dari proses itu sendiri. Dampak yang paling 
pertama dan utama adalah kesejahteraan sosial (social welfare). Kesejahteraan 
yang tidak hanya dilihat dari akumulasi keuntungan ekonomi semata tapi 
kepastian redistribusi sumberdaya serta jaminan sosial atas resiko sosial, baik 
yang berasal dari mekanisme pasar maupun dari alam, yang ditanggung.14 Oleh 
karena itu menjadi penting untuk melihat hal-hal berikut ini (a) pembagian 
keuntungan ekonomi dari hasil produksi sumberdaya hutan, terutama sistem 
bagi hasil; (b) pembagian resiko sosial, baik yang berasal dari mekanisme pasar 
maupun dari alam, yang akan ditanggung sebagai efek negatif dari produksi 
sumberdaya hutan. Lebih jauh, pembagian resiko sosial juga ditopang dengan 
adanya jaminan sosial untuk memberikan perlindungan dan bantuan sosial 
terhadap individu atau komunitas sosial yang terkena dampak resiko sosial 
yang ada; (c) Lestari (sustainability) dimana sumberdaya-sumberdaya hutan 
yang ada dikelola secara berkelanjutan. 

13	 http://www.eoearth.org/article/Environmental_justice?topic=49477 diunduh 04 
September 2012

14	 Bandingkan Esping-Andersen, Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990, Polity press.
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Kerangka Yuridis Kepengaturan Hutan
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
maka bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. Akan tetapi 'Hak Menguasai Negara' ini dibatasi oleh amanah 'moral-
konstitusional', yaitu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Amanah UUD 1945 tampak perkembangannya telah 'dikhianati' oleh 
para pelaku politik dan ekonomi.

Dari aspek hukum, hal tersebut tampak jelas dengan dilahirkannya UU No. 
5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Sejarah pengelolaan hutan dalam tiga 
dasawarsa terakhir yang melahirkan berbagai konflik kawasan hutan, tidak 
dapat dipisahkan dari peran negara dan modal asing, yang diawali tatkala 
Pemerintah Orde Baru menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing yang merefleksikan tiga hal pokok, yaitu: berlimpahnya buruh 
murah, sumberdaya alam yang kaya raya, serta stabilitas politik. Kebijakan 
yang melandasi masuknya modal asing ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan 
kondisi domestik pada awal pemerintahan Orde Baru, dimana inflasi mencapai 
600% dan ketiadaan dana bagi perputaran roda ekonomi nasional. Karena itu 
diperlukan investasi dan modal asing untuk dapat menggali kekayaan alam. 
Hal ini sesuai dengan pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan pada 
dasarnya merupakan masalah penambahan investasi dan modal. 

Pengaturan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang 
demokratis. Pemerintah seharusnya membuat dan mempertanggungjawabkan 
aturan, seperti mengatur pihak yang dapat memanfaatkan hutan dan pihak 
yang harus melindungi hutan, kepada masyarakat. Namun dari berbagai 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebelum masa 
reformasi telah menimbulkan dampak negatif di bidang sosial, ekonomi 
maupun politis yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. 
Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat atas kondisi tersebut 
adalah timbulnya akumulasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap 
pemerintah. Adapun dampak negatif bagi pemerintah atas kondisi tersebut 
adalah tidak efektifnya pemerintah dalam mengelola hutan termasuk dalam 
mencegah maupun memberantaskan penebangan hutan liar/ illegal logging 
maupun perambahan hutan. Berbagai dampak negatif tersebut ditanggapi 
oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan.  
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Pasal 5  UU Nomor 41 tahun 1999 mengatur  bahwa:
(1)	 Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara b. Hutan Hak.
(2)	 Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 

berupa hutan adat.
(3)	 Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada 
dan diakui keberadannya.

(4)	 Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kemali 
kepada pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dinyatakan: hutan negara dapat berupa 
hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada 
masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan 
ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang 
dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara 
sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dari Negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan: 
“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat”. Jadi hutan adat adalah hutan negara yang kewenangan 
pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat. Kewenangan 
pengelolaan tersebut bersumber dari hak menguasai Negara yang 
dicantumkan lagi dalam Pasal 4 UU No. 41 tahun 1999. Dengan demikian 
pengaturan tentang hutan adat pada dasarnya adalah pengaturan mengenai 
persoalan pendelegasian wewenang mengelola hutan dari Pemerintah 
kepada masyarakat hukum adat.

Berdasar pengertian dan pengaturan hutan adat seperti tersebut di atas, 
tampak bahwa belum ada keseriusan dari negara untuk mengakui keberadaan 
hutan adat, khususnya bila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 4 UU No. 41 
tahun 1999 yang memuat definisi hutan Negara bahwa: “Hutan Negara adalah 
hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. Jika hutan 
adat merupakan hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang 
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tidak dibebani hak atas tanah, berarti sebetulnya tidak ada pengakuan bahwa 
hutan adat itu merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat. 

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memang sudah mengatur 
mengenai akses masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hutan. Pasal 
37 UU ini menyatakan: (1) pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya; (2) pemanfaatan 
hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang 
tidak mengganggu fungsinya. Selanjutnya dalam Bab IX tentang Masyarakat 
Hukum Adat pasal 67 UU ini diatur:

(1)	 Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan 
diakui keberadaanya berhak:
a.	 Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
b.	 Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
c.	 Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraannya.
(2)	 Pangukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
daerah.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada 68 ayat (3) UU Nomor 41 tahun 1999  juga sudah mengatur: “masyarakat 
di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena 
hilangnya akses dengan hutan dan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Walaupun Undang-undang 
Kehutanan ini sudah memberikan akses pada masyarakat  untuk memanfaatkan 
sumberdaya hutan namun bagi banyak kalangan, terutama masyarakat hukum 
adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Undang-undang Kehutanan ini 
masih menyisakan banyak persoalan, terutama terkait dengan posisi pihak 
masyarakat hukum adat yang dinilai lemah bila berhadapan dengan posisi 
pemerintah. Pemerintah daerah-lah (lewat PERDA) yang berwenang untuk 
mengukuhkan keberadaan maupun hapusnya masyarakat hukum adat. UU ini 
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juga tidak memberikan solusi mengenai penyelesaian masalah hilangya hak 
masyarakat hukum adat yang hutan ulayatnya selama era Orde Baru diberikan 
kepada para pengusaha pemegang HPH.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, yang rencananya 
sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 41 Tahun 1999, juga dinilai masih 
memunculkan dominasi negara. Pada ketentuan menimbang yang merupakan 
latar belakang keberadaan suatu peraturan perundangan, terdapat kalimat: 
“Bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianugrahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasakan 
kepada Negara,…”. Kalimat tersebut dinilai banyak kalangan sebagai bentuk 
deklarasi kooptasi Negara terhadap penguasaan sumberdaya hutan. Kalimat 
tersebut masih memperlihatkan bahwa pemberian akses pengelolaan hutan 
adat pada masyarakat hukum adat nampaknya masih setengah hati. 

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan hutan adat 
seharusnya memfasilitasi terwujudnya tujuan pengelolaan hutan adat, 
seperti: membuat kebijakan kondusif bagi pengembangan hutan adat, 
memberi kepastian hukum kawasan hutan adat, kemudahan pelayanan 
dalam perolehan hutan adat, bantuan teknis dan lain sebagainya. Namun 
dalam Pasal 15 ayat (1) Rancangan PP tersebut justru ditonjolkan tentang 
peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan 
penyelenggaraan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat.

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tampak 
bahwa negara awal mulanya telah mengakui hak-hak masyarakat hukum 
adat atas sumberdaya hutan, walaupun secara terbatas. Akan tetapi, ada 
kecenderungan negara kemudian berusaha menyangkal dan meniadakannya. 
Pengakuan baik secara yuridis, sosial-budaya, ekonomi dan politik terhadap 
eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
merupakan kondisi sine qua non yang sekaligus merupakan insentif yang 
sudah sepantasnya diberikan oleh negara.

Sejak Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen IV yang  disahkan 10 
Agustus 2002, hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebenarnya 
telah mendapat pengakuan dan perlindungan, yaitu dalam Pasal 18 B ayat 
(2) yang mengatur: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
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masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan dalam pasal 28 
ayat (3) yang mengatur: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dari 
pengaturan pasal-pasal tersebut tampak bahwa hak-hak yang dimiliki oleh 
masyarakat hukum adat merupakan hak yang dilindungi oleh negara.

Dulu sebelum jaman  kerajaan sumberdaya hutan tersedia melimpah tanpa 
ada pihak yang mengelola. Pada masa pemerintahan kerajaan, sekalipun 
sumberdaya hutan sudah mulai dieksploitasi tetapi hutan masih dianggap 
sebagai tempat bersemayamnya roh-roh halus, sehingga kelestariannya 
masih terjaga. Namun menginjak pemerintahan kolonial hingga sekarang 
(pemerintah reformasi), sumberdaya hutan dianggap sebagai sumber 
ekonomi dan dijadikan pundi keuangan negara. Sumberdaya hutan 
dieksploitasi semaksimal mungkin sampai pada tataran kerusakan yang sulit 
dipulihkan.

Sumberdaya hutan yang dipahami sebagai sakral oleh masyarakat hukum adat 
dan menyimpan sejuta misteri yang sulit bisa dijelaskan dengan menggunakan 
akal budi, sehingga membangkitkan sikap kagum dan penuh rasa hormat, 
menjadi kehilangan sakralitas dan misterinya. Sumberdaya hutan dipahami 
sebagai sekedar fakta yang profan tanpa getaran magis-religius, tanpa nilai 
dan muatan moral sama sekali. Sumberdaya hutan direduksi sekedar sebagai 
obyek, yang membuat alam tidak lagi menarik untuk dihormati, disembah dan 
dipelihara penuh takjub. Manusia melihat dirinya begitu agung dan superior 
berhadapan dengan sumberdaya hutan, sehingga hutan diperlakukan secara 
sewenang-wenang dan eksploitatif. 

Pemahaman baru tentang sumberdaya hutan tersebut, menggusur pula 
kearifan lokal masyarakat hukum adat yang lekat dengan pemahaman alam 
sebagai sakral. Ketika sakralitas sumberdaya hutan hilang, kearifan lokal 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan sakralitas sumberdaya hutan 
juga kehilangan relevansinya dan akhirnya punah. Kearifan lokal masyarakat 
hukum adat sama sekali tidak diakui sebagai pengetahuan, bahkan dikecam 
sebagai kepercayaan yang irasional. Sumberdaya hutan tidak lagi bernilai 
sakral tetapi justru dipandang bernilai ekonomi sangat tinggi. Sumberdaya 
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hutan dipandang sebagai harta karun berlimpah dalam alam yang harus 
dieksploitasi demi mengubah kehidupan manusia. Hidup selaras dengan 
alam dalam kesederhanaan alam yang selama ini dijalankan oleh masyarakat 
hukum adat, dikutuk sebagai keterbelakangan yang harus ditinggalkan.

Pengelolaan sumberdaya hutan tersebut di atas, jelas tidak sesuai dengan 
nilai  kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya 
hutan. Kearifan lokal tersebut memang ada yang berwujud lokal, akan tetapi 
nilai yang terkandung di dalamnya ada yang bersifat universal, seperti nilai 
religius, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut di atas  
sejak dulu sudah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat dalam mengelola 
sumberdaya hutannya. Namun kenyataannya mengalami marginalisasi 
oleh pihak-pihak  yang menginginkan eksploitasi hutan. Dalam Pasal 2 
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah ditegaskan bahwa 
penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, 
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dalam penjelasan 
pasal demi pasal undang-undang tersebut, dinyatakan: 

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, 
dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan 
memperhatikan keseimbangan dan lekestarian unsur lingkungan, 
sosian dan budaya, serta ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, 
dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus member 
peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara 
sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan 
kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian 
wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah 
terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. 

Penyelenggaraan kehutanan berasakan kebersamaan, dimaksudkan 
agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha 
bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan 
secara sinergis antara masyarakat setempat dengan perusahaan, 
dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.
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Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan 
agar setiap penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat 
dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan 
berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan 
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan 
nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.” 

Namun pembangunan hukum kehutanan saat ini yang seharusnya 
berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal masih menjadi suatu utopia atau 
khayalan untuk dapat diwujudkan.

Agenda ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan legislatif adalah 
melakukan kaji-ulang (review) terhadap produk hukum yang berkaitan dengan 
hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
yang saling bertentangan (baik secara vertikal maupun secara horisontal) 
dan melakukan pembangunan hukum atau pembentukan hukum ke depan 
mengenai pengelolaan sumberdaya hutan tersebut, seperti diamanatkan 
dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan  Agraria dan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam melakukan pembangunan hukum atau 
pembentukan hukum ini, penting juga untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat hukum adat sebagai sumber bahan dan sumber nilainya.
 

Transformasi  Kepengaturan Hutan di Jawa 

Pada bagian ini dibahas  tentang proses transformasi kepengaturan hutan 
Jawa dari waktu ke waktu. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan 
tentang sejarah hukum pengelolaan hutan di Jawa dan kemudian dilanjutkan 
dengan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan hutan, khususnya 
dalam konteks hubungannya dengan masyarakat di sekitar hutan. 

Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Jawa
Pengelolaan hutan  berproses  dalam waktu yang panjang. Secara historis  
pengelolaan hutan di Jawa diklasifikasikan dalam beberapa periode. 
Secara berturut-turut periode pengelolaan hutan di Jawa dimulai sejak 
masa  kerajaan,  masa penjajahan, dan masa setelah kemerdekaan. Periode 
setelah kemerdekaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa periode, yaitu 
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periode pemerintahan orde lama, orde baru, dan reformasi. Perkembangan 
pengelolaan hutan  identik dengan sejarah hukum pengelolaan hutan.  

Menurut Hasanu Simon ”sejarah hukum pengelolaan hutan di Jawa dimulai 
sejak masa pemerintahan kerajaan”.15 Pada masa kerajaan, hutan di Jawa 
dikuasai oleh raja sebagai pemegang pemerintahan. Eksploitasi hutan 
dilakukan untuk mendukung pembangunan istana kerajaan dan sebagai 
bahan untuk membuat senjata perang. Raja berwenang mengelola hutan 
tetapi rakyat juga masih bebas memanfaat hutan.16 Dengan demikian de jure 
sumberdaya hutan dikelola oleh kerajaan tetapi de facto masyarakat juga 
bebas  memanfaatkan hutan.  

Hutan pada masa pemerintahan kerajaan mempunyai fungsi spiritual karena 
hutan dipercaya sebagai tempat upacara dan tinggal roh-roh halus. Hutan 
juga berfungsi secara magis karena hutan dipercaya oleh masyarakat sebagai 
tempat  bersemayamnya roh-roh halus.17 Walaupun pada masa kerajaan di 
Jawa terjadi eksploitasi hutan tetapi tingkat kerusakan hutan masih rendah 
karena jumlah penduduk masih sedikit sedangkan ketersediaan kayu di 
hutan masih melimpah.18 Jika dibandingkan dengan situasi pada masa kini 
maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pengelolaan hutan 
pada masa kerajaan dengan masa sekarang yaitu bahwa hutan dieksploitasi 
oleh penguasa dan rakyat. Adapun perbedaannya terletak pada akibat 
pengelolaan, jika pengelolaan hutan pada masa kerajaan belum mengalami 
permasalahan terkait dengan isu kelestarian hutan, sedangkan pada saat ini 
sudah menjadi isu permasalahan serius dalam upaya pelestarian hutan. Pada 
masa kini fungsi ekologis hutan merupakan hal yang sangat penting untuk 
dipertimbangkan dalam pengelolaan hutan. Kita semua paham bahwa hutan  
merupakan penghasil udara segar, penampung air dan tempat berkembang 
biak berbagai macam tumbuhan dan hewan.

15	 Lihat M. Ari Sudarsono (2000),  "Efektivitas Pengelolaan Hutan" dalam Untung Iskandar, 
et al, Pola Pengelolaan Hutan Tropika: Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Bigraf Publishing, h. 206.

16	 Hasanu Simon (2003), Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Jati di Jawa, Pustaka Pelajar, h.16.

17	 Caritas Woro Murdiati Runggandini (2012), Rekonstruksi Kearifan Lokal untuk Membangun 
Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dan 
Tenaganan  Pagringsingan, Desertasi Program Doktoral UGM, h. 316.

18	 Ibid
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Pola pengelolaan hutan pada masa kerajaan yang menerapkan paradigma 
eksploitasi dilanjutkan oleh pemerintah penjajah Belanda sehingga 
menimbulkan kerusakan hutan yang luar biasa. Pada abad XVIII kerusakan 
hutan mulai meluas di Jawa sebagai akibat dari tindakan VOC memonopoli 
perdagangan kayu bagi industri galangan (pembuatan dan perbaikan) kapal 
sejak pertengahan abad ke-17 yang memerlukan pasokan kayu jati dalam 
jumlah besar dari tahun ke tahun.19 Eksploitasi hutan di Jawa oleh VOC dalam 
rangka memenuhi kebutuhan kayu di Eropa yang mengakibatkan hutan 
di Jawa rusak. Dalam perjalannya VOC mengalami kebangkrutan karena 
korupsi di tubuh organisasi dagang tersebut. Pada saat itulah pemerintah 
Belanda mengirim Daendels untuk memperbaiki pemerintahan di Hindia 
Belanda. Salah satu agenda Daendels ketika menjadi Gubernur Jenderal 
di Hindia Belanda adalah melakukan rehabilitasi hutan di Jawa, mengingat 
ketergantungan perusahaan-perusahaan kapal pada pasokan kayu jati.20

Kebijakan yang dilakukan Daendels pada masa pemerintahannya, yaitu 
reforestasi dan menetapkan peraturan yang membatasi eksploitasi 
sumberdaya hutan jati di Jawa. Menurut I Nyoman Nurjaya untuk mendukung 
pelaksanaan tugas rehabilitasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari 
tugasnya maka pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan 
Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip seperti berikut:21

1.	 Pemangkuan hutan sebagai domain Negara dan semata-mata dilakukan 
untuk kepentingan Negara.

2.	 Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaaan Residen dan dari jurisdiksi 
wewenang Mahkamah Peradilan yang ada.

3.	 Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur 
Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan 
serta wewenang menghukum pidana.

4.	 Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan 
eksploitasi secara persil dijamin keberadannya, dengan kewajiban 
melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan.

19	 Nancy Lee Peluso (2006), Hutan Kaya Rakyat Melarat, Konphalindo, h. 62.

20	 Totok Dwi Diantoro (2011), Quo Vadis Hutan Jawa?, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif 25/
XIII, INSIST Press, h. 29.

21	 I Nyoman Nurjaya (2005), Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, Jurisprudence 
5(1), h.38.
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5.	 Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja 
diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.	 Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk 
memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi 
kepentingan perusahaan swasta.

7.	 Rakyat desa diberikan izin penebangan kayu menurut peraturan yang 
berlaku.

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 2 Tahun 1855 yang 
memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk  memfokuskan 
tugasnya pada pengeloaan hutan jati untuk dijaga dan dipelihara dengan 
baik. Dasar hukum berikutnya dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda 
dalam Ordonansi Nomor 96 Tahun 1865 tentang hutan (Bosch Ordonantie 
voor Java en Madoera), yang diundangkan pada tanggal 10 September 1865. 
Berdasarkan ordonansi tersebut maka pengelolaan hutan di Jawa difokuskan 
pada kegiatan reforestasi dalam kawasan hutan jati karena; pertama, kayu 
jati mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu non jati; dan 
kedua, industri-industri kapal kayu hanya menggunakan kayu jati sebagai 
bahan baku utamanya.

Lima tahun kemudian pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan  Undang-
Undang Nomor 55 tahun 1870 tentang UU Agraria (Agrarische wet). 
Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda 
tersebut  merupakan   landasan  yuridis untuk menerapkan konsep hutan 
sebagai sumberdaya (milik) negara. Konsekuensi hukum yang muncul adalah  
negara merasa perlu mengamankan hutan melalui pendekatan yang otonom 
dengan kontrol yang relatif terpusat. Undang-undang Nomor 55 tahun 1870 
tentang Agraria  memberikan:  (1) legitimasi kepada negara sebagai penguasa 
tanah-tanah yang tidak digarap/terlantar (woeste gronden), (2) dasar 
kewenangan kepada negara untuk memberikan tanah-tanah tersebut pada 
pengusaha perkebunan dalam bentuk hak guna usaha (erfpacht) berjangka 
waktu 75 tahun.

Pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan Keputusan Agraria  
(Agrarische Besluit) (Staatsblad No. 118/1870). Keputusan agraria tersebut  
mengatur tentang  pernyataan domain (domeinverklaring) yaitu prinsip 
yang menyatakan bahwa semua tanah yang tak terbukti kepemiliknya (bukti 
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tertulis) atau tanah terlantar, adalah milik negara. Pelaksanaan eksploitasi 
hutan di Jawa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilaksanakan 
dengan sistem de Blandong cultuur pada tahun 1885 yang kemudian 
dikembangkan menjadi de Djati cultuur  tahun 1898.22 Perkembangan dasar 
hukum eksploitasi hutan di Jawa berikutnya tertuang dalam Staatsblad Nomor 
110 tahun 1911, Nomor 227 tahun 1927 dan Nomor 430 tahun 1940 yang 
menyatakan bahwa tanah hutan dikuasai oleh jawatan kehutanan negara (di 
Jawa dikuasai oleh Djatibedrijft dan Dienst der Wildhoutbosschen).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 
Ordonansi tanggal 6 Mei 1882, Ordonansi 21 Nopember 1894, dan kemudian 
dengan Ordonansi Hutan tanggal 9 Februari 1897 Boschreglement 1897 
(Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897), dilengkapi 
dengan Dienstreglement 1897 (Reglemen Dinas) melalui Keputusan Pemerintah 
tanggal 9 Februari 1897 pengaturan organisasi Jawatan Kehutanan. 

Perusahaan pemegang hak guna usaha (erfpacht) diberi kebebasan untuk 
melalukan eksploitasi hutan. Kebijakan pembentukan kelembagaan khusus 
tersebut, memberikan kewenangan kepada jawatan kehutanan bahwa: (1) 
penguasaan hutan harus dilaksanakan oleh Boschwezen; (2) pemungutan 
hasil hutan harus dijalankan oleh Boschwezen; dan (3) perdagangan 
kayu oleh partikelir (swasta) tidak diperkenankan lagi.23 Misi Daendels 
sesungguhnya bukan sekedar hendak memulihkan keadaan hutan jati di 
Jawa, namun mengusahakan agar monopoli pengelolaan dan pemanfaatan 
hutan jati khususnya, bisa berada di dalam genggaman pemerintah kolonial. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Jawatan Kehutanan lantas diberi hak untuk 
mengontrol lahan, pohon, dan tenaga kerja yang berada di dalam kawasan 
yang dinyatakan sebagai hutan. Karenanya ada empat unsur penting 
berkaitan dengan hak untuk mengakses sumberdaya hutan yang ditetapkan 
oleh Daendels yaitu: (1) kawasan hutan dinyatakan sebagai kawasan tanah 
negara (landstaatsdomein) untuk dikelola bagi keuntungan negara; dan (2) 
penyerahan pengelolaan hutan pada suatu jawatan khusus (Dienst van het 
Boschwezen); (3) pembagian hutan menjadi petak-petak untuk ditebang 
dan ditanami kembali berdasarkan sistem rotasi; dan (4) pembatasan bagi 

22	 I Nyoman Nurjaya (2008), Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi 
Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, h.198.

23	 R. Soepardi (1974), Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman, Perhutani, h. 20.
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masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk mengakses hasil 
hutan, khususnya kayu jati.24

Untuk mendukung pelaksanaan reforestasi dan pengelolaan hutan dengan 
menggunakan pengetahuan dan teknologi kehutanan modern, maka pada 
tahun 1873 Jawatan Kehutanan membentuk organisasi teritorial kehutanan. 
Berdasarkan Staatsbland No. 215 maka kawasan hutan di Jawa dibagi menjadi 
13 Daerah Hutan yang masing-masing mempunyai luas 70.000 sampai 80.000 
hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan jati, dan lebih luas dari 80.000 
hektar untuk daerah hutan di kawasan hutan non jati. Tiga belas daerah hutan 
tersebut adalah: Karesidenan Banten dan Kabupaten Cianjur, Karesidenan 
Priangan, Krawang  dan Cirebon, Karisedenan Kedu, Bagelen, dan Banyumas; 
Karesidenan Jepara; Kabupaten Rembang dan Blora; Karesidenan Surabaya, 
Madura dan Pasuruan; Karesidenan Probolinggo, Besuki dan Banyuwangi, 
Karesidenan Kediri; Karesidenan Madiun; Kabupaten Ngawi dan Karesidenan 
Surakarta.25

Untuk melancarkan pekerjaan operasional di lapangan maka di masing-
masing daerah hutan dibentuk unit-unit pengelolaan hutan. Pada setiap unit 
pengelolaan hutan dilakukan penataan kawasan hutan (Boschinrichting) 
dengan membuat petak-petak hutan dan pemancangan pal-pal batas 
kawasan hutan. Kemudian, untuk kepentingan pekerjaan bagian perencanaan 
hutan, maka dibentuk unti-unit perencanaan yang disebut Bagian Hutan 
(Boschsafdeling) dengan luas masing-masing antara 4.000 sampai 5.000 
hektar, atau maksimal seluas 10.000 hektar seperti di Bagian Hutan Sedayu 
Lawas, Caruban dan Gunung Kidul.  

Setelah berlaku selama lebih dari 16 tahun lamanya, dan setelah dilakukan 
perubahan berulang kali dengan beberapa ordonasi, maka berdasarkan 
Ordonansi Kolonial tanggal 30 Juli 1913 Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di 
Jawa dan Madura 1897 (Boshreglement 1897) diganti dengan Reglemen untuk 
Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913, tetapi baru diberlakukan 
mulai tanggal 1 Januari 1914. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kehutanan, serta perkembangan kependudukan 
di Jawa, maka pada tahun 1927 Boschreglement van Java en Madoera 1913 

24	 Nancy Lee Peluso (2006), Op. cit, h. 67-68.

25	 R. Soepardi (1974), Op. cit, h. 21.
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diganti dengan reglemen voor het Beheer der bossen van den Lande op Java 
en Madoera 1927 (Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 
1927), atau disingkat Boschordonantie vaar Java en Madoera  1927 (Ordonasi 
Hutan untuk Jawa dan Madura 1927). Boschordonantie 1927 diundangkan 
dalam Staatsblad tahun 1927 No. 221, kemudian dirubah dengan Staatsblad 
Tahun 1931 No. 168 dan terakhir dirubah dengan Staatsblad tahun 1934 No. 
63. Sedangkan peraturan pelaksanaan dan Boshreglement 1927 dituangkan 
dalam Boschreglement van Java en Madoera 1927, kemudian diganti dengan  
Boschverordening van Java en Madoera 1932, dan menyusul diperbarui 
dengan Boschverordening tahun 1935,  dan tahun 1937.

Kebijakan Daendels dalam membentuk Jawatan Kehutanan merupakan  
langkah awal sebagai tonggak penanda bahwa negara telah mulai menegaskan 
demarkasi kepemilikannya (ownership). Kebijakan tersebut dilanjutkan 
dengan mengeluarkan instrumen-instrumen modern (kelembagaan) berupa 
pranata hukum yang kemudian bekerja mengawal misi yang dikehendakinya. 
Sejak saat itulah  penguasaan hutan secara tunggal oleh negara  menjadi 
tradisi dalam hutan di Jawa. Pengelolaan yang terpusat dan tertutup  
kemudian bereproduksi menjadi pengetahuan publik sehingga tidak 
mengenal partisipasi,  koreksi,  dan  kritik. 

Dalam perspektif negara sebagai organisasi kekuasaan tunggal yang 
mempunyai kewenangan mengelola hutan maka negara berhak mengeluarkan 
kebijakan pengelolaan. Setiap kebijakan yang dibuat oleh negara sebagai satu-
satunya yang berlaku dan sudah dianggap benar. Kebijakan negara sebagai 
pengelola tunggal di bidang kehutanan terus berlangsung sampai pada tahun 
1945 ketika Indonesia merdeka. Pada periode Indonesia merdeka, pengelolaan 
hutan di Jawa  diarahkan kepada  program  pembangunan kehutanan yang 
ditujukan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945).  Negara Indonesia menurut ketentuan UUD 1945 adalah arsitek yang 
hadir guna mewujudkan tujuan kebangsaan. Kenyataannya, pembangunan 
kehutanan Indonesia bukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi 
justru eksploitasi hutan yang dilakukan oleh jawatan kehutanan sebagai 
wujud sebuah entitas kekuasaan  negara. 

Pada masa penjajahan Belanda dan di awal kemerdekaan Indonesia, 
pengelolaan hutan di Jawa berada di bawah Jawatan Kehutanan.  Namun, pada 
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masa berikutnya yaitu sejak tahun 1961 pengelolaan hutan berada di bawah 
Perhutani. Perhutani adalah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah  
sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk 
mengelola kawasan hutan di Jawa. Perhutani dibentuk pada tahun 1961 untuk 
mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi perusahaan negara yang bersifat 
komersial dengan tujuan agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan 
bagi kas negara. Paradigma pengelolaan hutan pada masa kemerdekaan masih 
tetap sama seperti pada masa penjajahan yaitu tersentral pada negara. Sifat 
superioritas Negara tersebut tampak ketika  aturan legal formal memberikan 
ruang yang teramat luas bagi pemerintah dalam menentukan apa itu hutan, 
kapan, dimana, hak (milik) siapa, dan bagaimana regulasi menciptakan 
mekanisme dalam memperlakukan hutan. 

Perusahaan kehutanan Jawa pasca kolonial (Perhutani) sendiri dibentuk 
pada tahun 1961 untuk mengubah status Jawatan Kehutanan negara menjadi 
perusahaan negara, yang bersifat komersial dengan tujuan agar kehutanan 
dapat menghasilkan keuntungan bagi kas negara. Untuk pertama kali, 
Perhutani merupakan Perusahaan Negara yang diciptakan sebagai mandat 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 19/Prp/1960 
yang mengamanatkan mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam 
alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah Pasal 33 UUD. Di 
dalam peraturan tersebut diatur mengenai pembentukan Badan Pimpinan 
Umum perusahaan negara di bidang-bidang tertentu—termasuk sektor 
kehutanan—dengan peraturan pemerintah. 

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1961 diterbitkan peraturan pemerintah 
(PP) No. 17 sampai No. 30 Tahun 1961 mengenai pembentukan Badan 
Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan (BPU Perhutani) dan sejumlah 
Perusahaan Kehutanan Negara di sejumlah provinsi dari Aceh hingga Maluku. 
Mengenai perusahaan kehutanan di Jawa secara khusus masing-masing 
dilandasi oleh: PP No. 18/1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan 
Negara Jawa Timur; PP No. 19/1961 tentang Pendirian Perusahaan 
Kehutanan Negara Jawa Tengah; dan PP No. 20/1961 tentang Pendirian 
Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat. Sementara itu, berkaitan dengan 
obyek penguasaan perusahaan kehutanan yang bersangkutan, lantas pada 
tahun 1963 diterbitkan PP No. 35/1963 tentang Penyerahan Pengusahaan 
Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan Kehutanan Negara, yang menjadi 
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dasar penguasaan Perhutani atas sejumlah hutan yang sebelumnya berada 
di bawah Jawatan Kehutanan, baik pusat maupun daerah. Pasal 1 ayat (2) 
PP No. 35/1963 yang menegaskan bahwa, ”terhadap hutan-hutan yang 
pengusahaannya diserahkan kepada Perhutani”.

Pada awal pemerintahan Orde Baru (1967), Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1967 tentang  Kehutanan. Di dalam UU tersebut dijelaskan 
bahwa  hutan sebagai: ”suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang 
secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta 
alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.” 
Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan: ”semua hutan dalam wilayah 
Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 
dikuasai oleh Negara.” Bahkan Pasal 2  UU tersebut juga menegaskan tentang  
otoritas penguasaan hutan oleh negara; sebagaimana disebut sebagai berikut: 
”berdasarkan penguasaannya Menteri menyatakan hutan sebagai (1) hutan 
negara, dan (2) hutan milik.” Konsekuensi hukum bahwa hutan dikuasai oleh 
negara, memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (a) menetapkan dan 
mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai 
dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; 
(b) mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas; dan (c) menentukan 
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum 
dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.26

Kurun waktu sejak tahun 1967, merupakan kurun waktu perkembangan 
kedua dari periode pengelolaan sumberdaya hutan paska kemerdekaan yang 
berlangsung hingga tahun 1983. Batas waktu periodesasi kedua pada tahun 
tersebut diambil berdasarkan momentum lahirnya Departemen Kehutanan 
yang menggantikan status Direktorat Jendral Kehutanan Departemen 
Pertanian.27 Sebelumnya pada tahun 1964 telah ada Departemen Kehutanan 
yang tidak berumur lama, karena saat itu hanya seolah merubah status 
Jawatan menjadi Kementrian yang pada akhirnya berubah kembali menjadi 
Direktorat Jendral. Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan maka 
pada tahun 1983 pemerintah membentuk kembali Departemen Kehutanan 
sebagai institusi politis sekaligus teknis di bidang kehutanan. 

26	 Caritas Woro Murdiati Runggandini (2012), Op. cit, h. 326.

27	 Lihat Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.



142 |

Sejak tahun 1967 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 tahun 
1967 tentang Kehutanan maka perkembangan eksploitasi hutan di Indonesia, 
khususnya di luar Jawa  demikian pesat.28 Kelompok-kelompok pengusaha 
hutan menggunakan model penebangan hutan secara mekanis dan ekstraktif 
dengan menggunakan mesin dan alat berat. Dalam perkembangannya, 
kelompok stakeholder ini mendominasi kegiatan kehutanan hutan alam tropis 
Indonesia. Dengan kata lain, kelompok pengusaha ini melakukan eksploitasi  
potensi sumberdaya hutan sebagai emas hijau. Di sisi lain, masyarakat hukum 
adat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan selama beberapa dekade 
hanya bisa menunggu tetesan dan belas kasihan dari atas yang melahirkan 
kontradiksi berupa kesenjangan sosial ekonomi yang dari hari ke hari makin 
tajam  dan akumulatif menjadi potensi konflik sosial.29

Perkembangan pengelolaan hutan pada masa pemerintahan Reformasi 
(1998) ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan, yang mencabut dan menggantikan UU nomor 5 
tahun 1967. Perubahan mendasar atas kebijakan kehutanan 1967 belum 
seperti yang diharapkan oleh aspirasi reformasi di bidang kehutanan. Hal 
ini dapat dikaji berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 yang 
menyatakan: ”semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konsekuensi yuridis dari ketentuan 
bahwa hutan  dikuasai negara dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut juga memberi 
otoritas kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus segala 
sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) 
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan 
hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan 
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.30

28	 Untung Iskandar (2000), "Mencari Pola Pengelolaan Hutan Tropika" dalam Untung 
Iskandar et al, Op. cit, h.3.

29	 Lukas Rumboko Wibowo et al (2009), Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria: 
Kapitalisme Mengepung Desa, Alfamedia dan Palama Foundation, h.7.

30	 Totok Dwi Diantoro (2011), Quo Vadis Hutan Jawa? Op. cit. h. 29.
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Hal baru yang memberikan kesan reformasi di bidang kehutanan adalah 
diakuinya model pengelolaan oleh masyarakat hukum adat bahwa ”penguasaan 
hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional”  (Pasal 4 ayat (3)). Namun pengakuan tersebut 
sesungguhnya, tidak lebih sekedar gema pengakuan yang masih setengah hati. 
Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya PP nomor 53 tahun 1999 tentang 
Perhutani yang kemudian diganti dengan PP Nomor 14 tahun 2001 tentang  
Pengalihan  Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) menjadi 
Perusahaan perseroaan (Persero) disingkat PT. Perhutani.

Visi yang dicanangkan PT. Perhutani (Persero) adalah pengelolaan sumber  
daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien 
dan profesional, guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk 
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, misi yang ingin dicapai adalah: 
(1) melestarikan dan meningkatkan mutu sumberdaya hutan dan mutu 
lingkungan hidup; (2) menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa 
barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi 
hajat hidup orang banyak; (3) mengelola sumberdaya hutan sebagai 
ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk 
mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat; dan 
(4) memberdayakan sumberdaya manusia melalui lembaga perekonomian 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.31

Maksud dan tujuan pendirian PT. Perhutani (Persero) sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2001, adalah menyelenggarakan 
usaha-usaha sebagai berikut:
a.	 Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah, 

untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi Persero dan masyarakat, 
sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah.

b.	 Melestarikan dan meningkatkan mutu sumberdaya hutan dan mutu 
lingkungan hidup.

c.	 Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang 
dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai, guna memenuhi hajat hidup 
orang banyak dan memupuk keuntungan.

d.	 Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Persero.

31	 I Nyoman Nurjaya (2008), Op. cit. h. 252.
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Pada saat ini, melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 72 tahun 2010 tentang 
Perhutani dikatakan bahwa wilayah kerja perusahaan umum Perhutani  
meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, 
Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Sebagai badan 
usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan, Perhutani menikmati 
keistimewaan dari Pemerintah Pusat berupa pelimpahan kewenangan guna 
melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan.32 

Jika dibandingkan maka esensi pengelolaan hutan pada masa kolonial dengan 
masa kemerdekaan ternyata sama karena esensinya adalah bahwa negara 
penjajah maupun negara Indonesia merupakan pemegang otoritas  utama. 
Hanya saja, ketika pada masa penjajahan  negara penjajah lebih mengutamakan 
kepentingannya sendiri dari pada kepentingan rakyat, tetapi pada masa 
kemerdekaan Indonesia diberikan selubung pemanis yaitu digunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). 
Kenyataannya, kebijakan pengelolaan hutan di Jawa, masih merupakan refleksi 
kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan nasional 
dan negara. Akibatnya, pengelolaan hutan tercitrakan sebagai terpisah dari 
dan tidak tanggap terhadap kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Contoh 
nyata dari pengelolaan hutan yang melayani pemerintah sendiri ini ditunjukkan 
dengan fakta minimnya partisipasi dan keterwakilan bagi aktor-aktor di luar 
pemerintah di dalam pengelolaan hutan Jawa.

Berdasarkan uraian di atas terlihat benang merah bahwa pasal-pasal yang 
menegaskan kekuasaan negara atas lahan hutan semenjak diberlakukannya 
peraturan yang dibuat oleh Daendels sampai Undang-Undang Nomor 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan tetap terpertahankan. Secara kronologis 
sejarah hukum pengelolaan hutan di Jawa dapat dibaca pada tabel berikut:

32	 Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (3) PP No. 72 Tahun 2010.
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Tabel 6. Dasar Hukum Pengelolaan  Hutan di Jawa
1. SK Gubernur Jendral 

(Staatblad No. 110 Tahun 
1911, No. 227 Tahun 1927 
dan No. 430 Tahun 1940).

Menyatakan bahwa tanah negara berupa hutan 
dikuasai oleh instansi kehutanan (di Jawa dikuasai 
oleh Perusahaan Jati [Djatibedriff] dan Jawatan Rimba 
[Dienst der Wildboutbossen]).

2. PP No. 8/1953 tentang 
Penguasaan Tanah-tanah 
Negara.

Mencabut SK Gubernur Jendral, tetapi menegaskan 
ulang penguasaan tanah-tanah negara (dalam 
“bahasa” nasional). 

3. PP No. 64/1957 tentang 
Penyerahan Sebagian dari 
Urusan Pemerintah Pusat 
Bidang Perikanan Laut, 
Kehutanan, dan Karet 
Rakyat Kepada Daerah 
Swatantra Tk I.

Mengatur perihal penyerahan sebagian urusan 
kehutanan Kepada Jawatan Kehutanandi daerah.

4. PP No. 17 sampai No. 
30 Tahun 1961tentang 
Pembentukan BPU dan 
Perusahaan Kehutanan 
Negara.

Merupakan mandat dari keluarnya Perppu No. 19/
Prp/1960 tentang Perusahaan Negara. Perusahaan 
Kehutanan Negara (Perhutani) Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jawa Barat masing-masing dibentuk 
melalui PP No. 18, 19, dan 20/1961.

5. PP No. 35/1963 tentang 
Penyerahan Pengusahaan 
Hutan Tertentu kepada 
Perhutani.

Menegaskan obyek (kawasan hutan) yang merupakan 
konsensi Perhutani, dari yang semula merupakan 
kewenangan Jawatan Kehutanan. Dengan berlakunya 
PP tersebut, maka PP 64/1957 dicabut dan tidak 
berlaku.

6. PP No. 15/1972 tentang 
Peleburan Perhutani Jawa 
Timur dan Jawa Tengah.

Sering disebut sebagai tonggak berdirinya 
manajemen Perhutani (Jawa) kontemporer.

7. PP No. 2/1978 tentang 
Penambahan Jawa Barat 
Sebagai Kesatuan Unit 
Produksi dalam Unit 
Manajemen Perhutani.

Dengan terbitnya PP ini, selanjutnya manajemen 
Perhutani terbagi dalam 3 unit pengelolaan 
sebagaimana halnya yang berjalan sekarang ini. Unit 
I Jawa Tengah, Unit II Jawa timur, dan Unit III Jawa 
Barat.

8. PP No. 3/1986 tentang 
Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara 
(Perhutani).

Menggantikan PP No. 15/1972 jo. PP No. 2/1978 
karena berkaitan dengan diundangkannya PP No. 
3/1983 jo. PP No. PP No. 28/1983 tentang Tata Cara 
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan 
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 
Perseroan (Persero).
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9. PP No. 53/1999 tentang 
Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara 
(Perhutani).

Menggantkan PP PP No. 3/1986 karena berkaitan 
dengan terbitnya PP No. 13/1998 yang mencabut 
berlakunya PP No. 3/1983 jo. PP No. 28/1983. PP 
No. 53/1999 muncul pada tanggal 11 Juni 1999, 
sementara UU No. 41/1999 tentang Kehutanan 
diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Entah 
motif politik apa yang menjadi latar manakala revisi 
dasar hukum Perhutani (pasca reformasi) muncul 
mendahului revisi undang-undang kehutanan. 
Terlepas dari kenyataan bahwa Perhutani yang 
memang tidak pernah terpengaruh oleh keberadaan 
kebijakan kehutanan nasional (UUK 5/1967 dan UUK 
41/1999), meskipun di dalam dasar pertimbangannya 
selalu menyebutkan UUK sebagai salah satu dasar 
rujukannya (mengingat).

10. PP No. 14/2001 tentang 
Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara 
(Perhutani) menjadi 
Perusahaan Perseroan 
(Persero).

Berdalih dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perencanaan dan pengurusan hutan, 
maka Perhutani dipandang perlu diubah bentuknya 
menjadi Persero. Atas perihal tersebut, konsekuensinya 
Perhutani tunduk dengan mekanisme perusahaan 
sebagaimana diatur oleh UU No. 1/1995 tentang 
Perseroan Terbatas (PT) dan PP No. 12/1998 tentang 
Perusahaan Perseroan (Persero). Konon kabarnya, 
Menteri Kehutanan dan juga termasuk Sekjen 
Departemen Kehutanan (yang notabene merupakan 
ketua dewan pengawas Perhutani ketika itu) tidak 
pernah tahu-menahu perihal (urgensi) pengalihan 
bentuk Perhutani menjadi Persero. PP ini rupanya 
diterbitkan sebagai respon atas dorongan dari 
Departemen Keuangan.

11. PP No. 30/2003 tentang 
Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara 
(Perhutani).

Berdasarkan gugatan (judicial review) kalangan 
masyarakat sipil yang menaruh perhatian atas 
atas dinamika hutan Jawa, akhirnya Mahkamah 
Agung memutuskan dalam keputusan No. 02/
PPT/V2002/07P/HUM/2001 tanggal 31 Mei 2001 
yang memerintahkan Pemerintah/Presiden RI 
untuk mencabut PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Pengalihan Bentuk Perhutani menjadiPersero. 
Dengan demikian, untuk mengantisipasi kekosongan 
hukum kemudian diterbitkan PP No. 30/2003. 
Namun yang menjadi menarik atas terbitnya PP 
tersebut adalah, ketika tidak disebutkan keputusan 
Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangannya. 
Bahkan menyebutkan keberadaan UUK 41/1999 
sebagai kondisi baru yang berlaku bagi pengurusan 
hutan yang perlu dirujuk, meskipun di sisi yang lain 
tanpa perlu terpengaruh sedikitpun oleh UUK yang 
bersangkutan.
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12. PP No. 72/2010 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) 
Kehutanan Negara

PP No. 72/2010 hadir menggantikan PP No. 30/2003 
dengan alasan karena telah diundangkan UU 
No. 19/2003 tentang BUMN dan PP No. 45/2005 
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan 
Pembubaran BUMN. Adalah menarik manakala PP 
No. 72/2010 ini kemudian secara tegas memandang 
perlu melakukan pengembangan usaha dengan 
menambah tugas dan kegiatan usaha, salah satunya 
menyelenggarakan kegiatan utama: membangun 
dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan 
Tanaman Rakyat; dan, perdagangan hasil hutan dan 
hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

(Sumber: Diantoro, 2007: 7)

Berdasarkan tabel di atas dapat ditegaskan bahwa tidak adanya perubahan 
paradigma pengelolaan hutan secara mendasar sepanjang sejarah 
mengakibatkan sikap, karakter, dan kinerja pengelola hutan hari ini 
masih mencerminkan sistem pengurusan hutan yang diterapkan oleh 
struktur kekuasaan masa kolonial. Melalui undang-undang dan peraturan 
pemerintah yang secara penuh melimpahkan kewenangan pengelolaan yang 
monopolistik pada Perhutani sebagai landasan justifikasi, ditambah dengan 
sikap dan karakter pengelola hutan yang masih terus membawa pandangan 
tertutup dan sentralistik, maka praktis situasi pengelolaan kehutanan 
Jawa tidak banyak terjadi perubahan. Hal ini diperburuk dengan mindset 
yang berkembang saat ini, yang memahami bahwa apa yang mereka kelola 
merupakan ranah perusahaan (private domain).33 Oleh sebab itu, menjadi 
wajar ketika kinerja pengelolaan hutan hanya didasarkan dan diukur melalui 
berapa besar kubikase kayu yang dapat dipanen, serta jumlah nominal 
(keuntungan) yang dapat dihasilkan oleh perusahaan sebagai devisa. Dan 
gilirannya, setiap upaya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan akan 
dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan negara.

Perhutani mengontrol dan menguasai kawasan hutan di Jawa yang kurang 
lebih sama dengan wilayah yang pernah dikelola oleh Jawatan Kehutanan 
Belanda; yaitu 2,5 juta hektar.34 Perhutani secara tunggal menguasai seluruh 
kawasan hutan negara di Jawa, yaitu semua kawasan hutan produksi dan 
sebagian kawasan hutan lindung dan konservasi. Sebagai pemegang otoritas 
satu-satunya pengelolaan hutan Jawa, Perhutani memperoleh keistimewaan 

33	 Totok Dwi Diantoro (2011), Op. cit, h. 10

34	 Lihat http://perumperhutani.com/profil/sejarah. Diakses 3 Januari 2013.
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untuk mempraktekkannya secara tertutup dan sepihak dalam koridor 
manajemen perusahaan privat. Kebun kayu yang monokultur menjadi basis 
utama sumber produksi komersial sebagaimana kebijakan direksi mengenai 
jenis tanaman (kayu) kelas perusahaan yang sudah ditentukan dan harus 
dilaksanakan. Model pengelolaan hutan seperti ini memang dan akan terus 
mensterilkan diri dari campur-tangan aktor lain—selain daripada pemerintah 
pusat—dalam penentuan kebijakan kehutanannya, sebagai syarat utama 
keberhasilan ”bisnis” pengelolaan hutan. 

Paradigma state based forest management jika dapat disederhanakan kurang 
lebih merupakan praktek eksploitasi hutan yang dilakukan untuk mengejar 
kepentingan ekonomi kapital. Baik kepentingan ekonomi pengusaha yang 
memanfaatkan wewenang pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan 
(eksploitasi) hutan kepadanya, maupun kepentingan pemerintah sendiri 
dalam mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana Simon 
dalam salah satu pernyataannya,

“…lomba keuntungan yang berbentuk uang yang diperlihatkan oleh para 
pimpinan Perhutani dari waktu ke waktu itu justru hidup berdampingan 
dengan masyarakat di sekitar hutan yang semakin miskin dan semakin 
terisolir dari kemajuan. Sebelum era reformasi kemiskinan dan 
keterisolasian ini juga disertai dengan rasa takut akibat politik represi.” 

Hubungan Pengelolaan Hutan-Masyarakat
Pengelolaan hutan Jawa dalam riwayat perjalanannya tidak pernah sepi dari 
kritik dan koreksi karena tidak juga menghasilkan dampak kesejahteraan 
yang nyata bagi masyarakat sekitar hutan. Meskipun alam kemerdekaan 
melalui konstitusi telah menjanjikan bahwa penguasaan sumberdaya alam 
(hutan) ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun 
kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan di Jawa hari ini tidak 
jauh berbeda dengan situasi saat pemerintah kolonial bercokol, mengontrol 
dan mengeksploitasi hutan Jawa dua abad silam.35 Kehadiran negara melalui 
Perhutani yang menggantikan otoritas pengelola teritori kawasan hutan yang 
ditinggalkan oleh rejim kolonial, sepertinya justru melanggengkan corak dan 
juga karakteristiknya. Melalui kontrol ekstra ketat pada akses masyarakat 
terhadap kawasan, kontrol spesies tanaman dan monopoli tata niaga kayu, 

35	 Totok Dwi Diantoro (2011), Op. cit.
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serta kontrol tenaga kerja dengan pengaturan kelembagaan kelompok 
masyarakat yang kaku dan mengekang, praktis perilaku Perhutani tidak 
ubahnya merupakan entitas kekuasaan negara di dalam negara. 

Kemiskinan permanen (chronic poverty) desa hutan di Jawa adalah fenomena 
bahwa pengelolaan hutan oleh dominasi Perhutani setelah lebih dari 40 tahun 
tidak juga mampu membawa perubahan yang nyata. Konflik dan pelanggaran 
HAM dalam bentuk kekerasan bahkan tidak jarang justru menyertai dalam 
pengelolaan hutan di Jawa. Pada rentang 1998-2011, pelanggaran HAM dalam 
bentuk kekerasan polisionil atas nama menjaga keamanan sumberdaya hutan 
di Jawa telah menelan korban 107 orang, dimana 73 cedera dan 34 orang 
tewas.36

Meski sistem pengelolaan yang telah terbukti membawa dampak negatif 
ini kerapkali dikoreksi dan kemudian direvisi, tetapi tetap juga belum bisa 
menjawab akar persoalan sesungguhnya karena akses dan kontrol masyarakat 
petani hutan tidak pernah didudukkan secara sungguh-sungguh. Sebab 
menurut Perhutani mereka bukanlah variabel signifkan dalam pertimbangan 
kerangka logika perusahaan.37 Paling mutakhir Perhutani mengakomodir 
persoalan sosial melalui program PHBM. 

Latar belakang kebijakan PHBM sangat erat kaitannya dengan penjarahan 
yang terjadi secara masif di hutan Jawa pasca-reformasi dan adanya “struktur 
peluang politik” (political opportunity structure) akibat liberalisasi politik 
pasca jatuhnya Soeharto. Kekacauan pada hutan Jawa di awal reformasi 1998-
2000 direfleksikan oleh berbagai pihak sebagai bentuk kegagalan negara 
dalam mengelola hutan. Melalui kesadaran bahwa pengelolaan hutan berbasis 
negara tidak banyak memberikan tempat yang berarti bagi masyarakat 
setempat untuk turut berperan secara konkrit, itulah sebabnya kemudian 
mengemuka gagasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community 
based forest management/CBFM). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
dalam keberadaannya sebagai cara pandang (paradigma) kemudian diposisikan 
dalam rangka untuk menavigasikan praktek pengelolaan hutan, dalam hal ini 
melalui instrumen kebijakan. Oleh Perhutani, paradigma CBFM diterjemahkan 
melalui kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Hampir 

36	 Policy Paper KPH Jawa, 2011

37	 Ibid.
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di seluruh hutan di Jawa yang dikelola oleh Perhutani, kebijakan ini telah 
diintrodusir dalam pengelolaan hutan. Demikian halnya yang terjadi di Desa 
Tumiyang. Kerjasama pengelolaan hutan antara Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan Tumiyang dengan Perhutani dilakukan sejak tahun 2003. 

Sebagai sebuah kebijakan, PHBM muncul sejak tahun tahun 2001 melalui SK 
Dewan Pengawas No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menurut Pasal 2 Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk: 

a.	 Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan 
Pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 
sumberdaya hutan. 

b.	 meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang 
berkepentingan terhadap pengqlolaan sumberdaya hutan.

c.	 Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 
kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika 
sosial masyarakat desa hutan.

d.	 Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesual dengan karakteristik wilayah. 
e.	 Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta 

Pihak yang berkepentingan secara simultan.

Bentuk komunikasi antara pihak Perhutani dengan masyarakat yaitu 
dengan mensosialisasikan SK Direksi Perhutani tersebut kepada sebanyak-
banyaknya desa hutan di Jawa, hingga semua melaksanakan PHBM di hutan. 
Dalam sosialisasi lazimnya Perhutani begitu banyak memasang agenda 
dalam satu kali kesempatan sosialisasi meliputi: sosialisasi, pembentukan 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pemilihan pengurus, pembuatan 
akta notaris berdirinya LMDH, lalu penandatanganan kontrak kerjasama 
PHBM. Hal ini karena kenyataannya kebijakan PHBM disusun oleh Direksi 
Perhutani tanpa melibatkan masyarakat desa hutan. Kendati PHBM merupakan 
kebijakan internal di tubuh Perhutani, namun pada sisi lain, PHBM merupakan 
bentuk respons atas tuntutan masyarakat tentang akses dan kontrol yang 
lebih luas terhadap hutan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan PHBM sangat 
mempengaruhi nasib para petani penggarap serta warga desa hutan yang lain, 
karena aktor dari kerjasama ini pada intinya adalah Perhutani dan Masyarakat 
yang direpresentasikan oleh LMDH.
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SK Dewan Pengawas No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirubah dengan SK Direksi 
No. 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). SK Direksi No. 268/2007 dikeluarkan 
berdasarkan pertimbangan bahwa setelah 6 (enam) tahun PHBM tersebut 
dilaksanakan ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain : 
(a) Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder belum maksimal; 
(b) masih berbasis pada kegiatan kehutanan; (c) pelaksanaan bagi hasil yang 
merupakan ciri PHBM belum dilaksanakan secara merata; (d) kebutuhan 
dasar MDH berupa pangan, papan dan energi dan pendampingan belum 
terpogram dengan baik; (e) tuntutan ketahanan pangan belum dikoordinir 
dan dilaksanakan dengan baik di  lapangan tanpa mengorbankan fungsi dan 
manfaat hutan.

Menurut SK Direksi Perhutani Nomor 267/ 2007 yang dimaksud Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) adalah suatu 
sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang 
bersinergi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang 
berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat 
sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan akomodatif. 

Kemajuan pengaturan pengelolaan hutan  dalam PHBM Plus ini antara lain 
mengatur tentang kaidah pengelolaan yang mencakup: kaidah keseimbangan, 
kesesuaian, keselarasan dan  keberlanjutan; ekologi, sosial, ekonomi;  kultur, 
budaya setempat;  pembangunan wilayah/daerah; fungsi dan manfaat hutan. 
Selain itu, dalam SK Direksi perhutani nomor 268 tahun 2007  memuat 
prinsip pengelolaan hutan  yang mencakup: 

a.	 Pelaksanaan PHBM Plus diawali dengan perubahan pola pikir (mindset) 
pada semua jajaran di Perhutani dari yang birokratif, sentralistik, kaku, 
ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai. 

b.	 Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah. 
c.	 Dilaksanakan dengan fleksibilitas, akomodatif, partisipatif dan kesadaran 

akan tanggung jawab sosial (Social Responsibility)
d.	 Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
e.	 Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
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f.	 Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang 
jelas.

g.	 Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. 
h.	 Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan 
i.	 Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat 

mandiri dan hutan lestari
j.	 Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

Walaupun SK Direksi PerumPerhutani menngatur prinsip-prinsip pengelolaan 
hutan secara terperinci namun kenyataannya  prinsip-prinsip pengelolaan 
yang sudah dirumuskan  dalam SK tersebut tidak dilaksanakan di lapangan. 
Dengan kata lain prinsip-prinsip pengelolaan tersebut belum merupakan law 
in action tetapi hanya sekedar law in the book. 

Pada tahun 2009 PHBM Plus dirubah dengan mengeluarkan Keputusan 
direksi Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009. Menurut pasal 2 ayat (1) SK 
tersebut bahwa jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa 
hutan, dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk berbagi dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah 
sebagai berikut: 

1)	 Keseimbangan : ekologi, sosial dan ekonomi. 
2)	 Kesesuaian : kultur dan budaya setempat. 
3)	 Keselarasan : pembangunan wilayah/daerah. 
4)	 Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH. 
5)	 Kesetaraan : peran dan resiko. 

Prinsip dasar dalam PHBM menurut SK Direksi Perhutani Nomor  682/KPTS/
DIR/2009. 682/KPTS/DIR/2009 adalah:

1.	 Prinsip keadilan dan demokratis 
2.	 Prinsip keterbukaan dan kebersamaan 
3.	 Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami 
4.	 Prinsip kejelasan hak dan kewajiban 
5.	 Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
6.	 Prinsip kerjasama kelembagaan 
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7.	 Prinsip perencanaan partisipatif 
8.	 Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur 
9.	 Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator 
10.	 Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah 

Adapun tujuan PHBM tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) SK Direksi Perhutani 
Nomor 682/KPTS/DIR/2009 untuk : 

a.	 Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan 
pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 
sumberdaya hutan. 

b.	 Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang 
berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. 

c.	 Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan. 

d.	 Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan 
kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial 
masyarakat desa hutan. 

e.	 Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder.
f.	 Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan 

mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
g.	 Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan 

IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat 
pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Pada tahun 2011 Direksi Perhutani mengeluarkan SK Nomor: 436/KPTS/
DIR/2011 tentang pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Pasal 2 menjelaskan 
bahwa tujuan berbagi hasil hutan kayu bertujuan untuk : 

1.	 Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat Desa 
Hutan, dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya 
hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 

2.	 Meningkatkan pendapatan Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan 
secara simultan  dan berkelanjutan.

3.	 Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap Pemerintah Daerah dalam 
rangka pembangunan wilayah. 
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4.	 Meningkatkan hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan 
Masyarakat Desa Hutan dan Pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan.

5.	 Menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan bagi Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan, dan 
pihak yang berkepentingan. 

Idealnya, dalam dalam menyusun setiap kebijakan kehutanan adalah 
melibatkan masyarakat  termasuk  kebijakan bagi hasil yang mengikutinya 
yakni [terakhir] SK Direksi Perhutani No. 436/KPTS/DIR/2011 tentang 
Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Namun kenyataannya, masyarakat 
sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang 
kebijakan PHBM dan Bagi Hasil Kayu tersebut. Berbagai kajian yang secara 
khusus mencermati implementasi PHBM ini, hampir semuanya sepakat 
menyatakan bahwa PHBM hanya sukses pada aras janji normatif. Bukan pada 
implementasi empiris. 

Studi singkat yang dilakukan oleh ARuPA (2011) pada beberapa Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan aktivis pendamping di Wonosobo, 
Banyumas dan Blora mengutarakan bahwa PHBM sesungguhnya telah 
gagal sebagai sistem pengelolaan hutan yang dapat menggaransi akses dan 
kontrol masyarakat terhadap struktur penguasaan sumberdaya hutan. Dari 
aras kelembagaan masyarakat, Perhutani masih dominan dan kooptatif 
terhadap eksistensi dan sepak-terjang LMDH. Kemudian dari aras prinsip 
kolaborasi kemitraan, Perhutani lebih cenderung memanipulasi kesepakatan 
para pihak dan bersikap merendahkan status dan kedudukan MDH. Sedang 
dari aras harapan bahwa PHBM dapat menjadi instrumen resolusi konflik, 
di samping belum mampu mendinamisasikan manajemen perselisihan 
sebagai konsekuensi pilihan pengelolaan kolaborasi, malah juga menegaskan 
potensi bagi munculnya konflik baru pada level horisontal di dalam internal 
masyarakat desa.     
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Pengelolaan Hutan (Negara) Bersama Masyarakat di Desa Tumiyang

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana realitas pengelolaan hutan 
berlangsung di Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. 
Ada dua hal yang dijelaskan yaitu pertama, bagaimana penguasaan hutan oleh 
negara [Perhutani] menjalankan otoritas pengelolaan hutan melalui program 
PHBM; kedua, sejauhmana otoritas pengelolaan hutan tersebut memberikan 
implikasi atas kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

Profil Ringkas Desa Tumiyang
Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa 
Tengah terletak dua puluh kilometer arah selatan dari pusat Kota Purwokerto. 
Desa ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau 
empat selama kurang lebih 20 menit dari pusat kota. Desa yang berada 
dekat dengan aliran Sungai Serayu ini “terlahir” kurang lebih 150 tahun lalu. 
Nenek moyang warga Tumiyang adalah pendatang dari Kebumen. Generasi 
pertama merupakan pelarian dari para pendukung Pangeran Diponegoro 
yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Generasi saat ini yang tinggal 
di Tumiyang adalah generasi ke-4 dan 5 dari leluhur mereka.38

Desa ini pernah menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa. Di wilayah ini, 
akibat peristiwa Gestok pada tahun 1965, warga menyaksikan banyak 
mayat terapung di sungai setelah sebelumnya ditembaki oleh tentara karena 
tuduhan terlibat PKI.39 Kondisi ini membuat banyak warga mengalami trauma 
atas kejadian tersebut. Kendati tidak ada korban pembantaian tahun 1965 
dari Desa Tumiyang, tampaknya memori itu mempengaruhi cara pandang 
masyarakat Tumiyang atas sebuah perlawanan terhadap aturan pemerintah.40 
Apalagi, pada era pemerintahan otoriter orde baru, pembangkangan secara 
terang-terangan terhadap pemerintah selalu dicap maupun dikaitkan dengan 
stigma PKI, komunisme, dan sejenisnya.41

38	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha (27) Kepala Desa Tumiyang tanggal 28 September 2012.

39	 Sungai  Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa terletak di bagian 
tengah pulau. Sungai Serayu melintasi beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang 
melalui Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Perihal 
sungai ini menjadi tempat pembantaian orang yang dituduh PKI dapat dilihat dalam 
Robert Cribb (2004), The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, 
Yogyakarta: Mata Bangsa.

40	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha tanggal 28 September 2012.

41	 Lihat Baskara T Wardaya, SJ, et al (2011), Suara Di Balik Prahara: Berbagi Narasi tentang 
Tragedi ’65, Yogyakarta: Galang Press.
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Sejenak melihat kondisi fisik desa dan mengamati statistik desa, tampak 
adanya ketimpangan penguasaan tanah antara penduduk desa dengan 
Perhutani. Bagaimana tidak, desa yang dihuni oleh 1.666 jiwa [842 laki-laki dan 
824 perempuan] atau 341 keluarga petani ini, memiliki luas wilayah 360,75 
hektar di mana 206,30 atau separuh lebih luas desa adalah kawasan hutan 
yang dikelola Perhutani. Sisanya adalah tanah milik penduduk dan desa yang 
dipergunakan untuk pemukiman, sawah, perladangan, dan fasilitas umum.42

Mayoritas petani yang ada di desa adalah petani gurem. Keluarga petani yang 
tidak mempunyai lahan pertanian sebanyak 72 keluarga, sementara itu keluarga 
petani yang memiliki lahan pertanian di bawah 0,5 hektar berjumlah 167 
keluarga. Bisa dikatakan, keluarga petani gurem di desa Tumiyang mencapai 
70% keluarga petani.43 Ketimpangan penguasaan tanah antara penduduk 
dengan Perhutani tersebut menjadikan tanah hutan menjadi obyek perluasan 
lahan pertanian. 

Tradisi bertani di hutan bukan barang baru bagi penduduk Tumiyang. Sejak 
desa ini terbentuk jauh silam, penduduk Tumiyang telah bertani di hutan. 
Rentang sejarah pengelolaan hutan mulai dari zaman kolonial hingga zaman 
Indonesia merdeka diikuti oleh masyarakat Tumiyang. Agaknya reformasi 
tahun 1998 serta penjarahan hutan besar-besaran di Jawa, dapat dikatakan 
menjadi momentum penting dalam perubahan pengelolaan hutan, berikut cara 
masyarakat dalam mengakses hutan. 

Realitas PHBM di Tumiyang
PHBM diaplikasikan sebagai model pengelolaan hutan di Desa Tumiyang 
sejak tahun 2003.44 Ketika itu, perwakilan dari Perhutani KPH Banyumas 
Timur melakukan rapat dengan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, 
dan beberapa petani. Dalam satu kesempatan sekaligus, Perhutani melakukan 
sosialisasi meliputi: sosialisasi, pembentukan LMDH, pemilihan pengurus, 
pembuatan akta notaris berdirinya LMDH, lalu penandatanganan kontrak 
kerjasama PHBM. 

42	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha tanggal 28 September 2012; Monografi Desa 
Tumiyang 2012.

43	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha tanggal 28 September 2012.

44	 Wawancara dengan Sukirwan (72) Ketua LMDH Wana Mukti Desa Tumiyang serta 
Wawancara dengan Wawan Yuwandha tanggal 28 September 2012.
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Mudah diduga, pengurus LMDH yang ditetapkan merupakan orang-orang yang 
sengaja dipilih oleh Perhutani dan disetujui oleh pemerintah Desa Tumiyang 
kala itu, untuk membantu memperlancar proses implementasi PHBM. Selang 
berlangsung 6 bulan kepengurusan LMDH, ketua LMDH kala itu kemudian 
mundur dari jabatannya dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian diadakan 
rapat anggota LMDH yang difasilitasi oleh petugas lapangan Perhutani 
KPH Banyumas Timur serta pemerintah desa. Ketua LMDH yang terpilih 
berikutnya adalah Sukirwan. Sementara itu, mandor Perhutani dijadikan 
sebagai seksi humas LMDH. Tujuannya, agar memudahkan kontrol Perhutani 
terhadap masyarakat desa hutan melalui pengurus dan institusi LMDH.

Menurut penuturan Sukirwan (72), dirinya dipilih secara demokratis oleh 
peserta rapat. Tapi menurut Sarkim (51) dan beberapa petani hutan yang 
lain, terpilihnya Sukirwan karena memang telah ditunjuk oleh Perhutani, 
dengan persetujuan kepala desa kala itu. Agak tidak jelas, berapa persisnya 
dan siapa saja anggota LMDH. Menurut Sukirwan, anggota LMDH saat 
pertama dibentuk berjumlah 200 anggota. Anggota LMDH berasal dari petani 
penggarap hutan, penyadap, dan tokoh masyarakat. Nama yang diberi adalah 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti.

Sukirwan datang dan berdomisili di desa Tumiyang sejak awal tahun 1990-
an. Ketika pencurian kayu besar-besaran (penjarahan) di hutan negara akhir 
dekade 90-an, dia menyaksikan sendiri bagaimana hutan negara dihabisi dan 
gundul. Pada selang waktu tak lama, para petani desa ini masuk ke hutan 
untuk menanami tanaman pangan di tanah hutan yang kala itu gundul. 
Sukirwan begitu cepat berbaur dengan masyarakat dan juga pintar berkawan 
dengan petugas lapangan Perhutani. Sebagai pendatang, Sukirwan mengaku 
dirinya telah diterima oleh masyarakat dan Perhutani sehingga dia merasa 
dirinya dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan Perhutani yang 
cenderung bertentangan.45

Sejak saat itu, Sukirwan aktif memimpin LMDH desa Tumiyang serta aktif juga 
pada Paguyuban LMDH tingkat Jawa Tengah. Baginya, meski program PHBM 
bukan barang baru, namun dia menilai program ini lebih baik dari program-
program Perhutani sebelumnya. Setidaknya, ada bagi hasil tanaman Jati dan 
Mahoni untuk petani. Setelah dua tahun memimpin LMDH, atau enam tahun 

45	 Hasil wawancara dengan Sukirwan tanggal 28 September 2012.
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sejak lahan hutan digarap/dikerjakan oleh petani hutan, Sukirwan kehilangan 
anggotanya secara drastis. Pada tahun 2012, LMDH hanya punya anggota 20 
penggarap lahan hutan dan 8 orang penyadap getah pinus. Sementara itu, 170 
anggota yang lain keluar dari hutan karena tidak bisa lagi menanam tanaman 
pertanian lantaran tajuk pohon jati telah menghalangi sinar matahari untuk 
tanaman mereka. Janji penjarangan kayu jati setelah 6 tahun ditanam tak 
kunjung direalisasikan oleh Perhutani. Di sisi lain, lahan pertanian di desa 
tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup petani yang kian lama kian 
membumbung tinggi. 

Salah satu petani yang merasakan 'terusir' dari hutan akibat tanaman jati 
sudah besar adalah Sarkim (51). Sarkim memiliki empat orang anak: anak 
pertama baru saja lulus STM, dua anak selanjutnya masih sekolah di SD dan 
SMP, sementara itu anak bungsu masih belum sekolah. Setelah keluar dari 
hutan, Sarkim bekerja serabutan. Kebanyakan, ia bekerja sebagai buruh di 
industri rumah tangga pembuat batu bata di dekat rumahnya. Sarkim melihat 
LMDH saat ini tidak memperjuangkan apapun atas kepentingan petani hutan 
maupun masyarakat Tumiyang pada umumnya. Sukirwan sebagai ketua LMDH 
dirasakan justru lebih merepresentasikan kepentingan Perhutani. Sarkim 
juga menilai Sukirwan tidak pernah transparan mempertanggungjawabkan 
kinerjanya di LMDH kepada petani hutan. Beberapa orang petani penggarap 
yang lain mengatakan bahwa pengurus LMDH tidak pernah mengajak mereka 
untuk rapat baik insidental maupun periodik bulanan, setengah tahun, 
maupun tahunan. Sistem pertanggungjawaban atas kinerja serta keuangan 
LMDH tidak pernah dilakukan. Apa yang disampaikan para petani Tumiyang 
yang kami wawancarai seolah mendapat pembenar dari beberapa pernyataan 
Sukirwan seperti, “hutan harus lestari dalam arti pohon-pohon tidak boleh 
diganggu dengan tanaman pertanian”, “tanah hutan adalah milik Perhutani”, 
“masyarakat harusnya bersyukur masih boleh masuk menggarap lahan di 
hutan”, dan seterusnya. 

Dan kini, hutan negara di Desa Tumiyang berisi pohon jati dan pinus yang 
semakin tumbuh besar dan rindang. Tidak ada akses apapun yang dibuka 
oleh Perhutani atas lahan yang sedemikan luas tersebut. LMDH pun seakan 
mati suri, hanya mengurusi bisnis getah pinus yang bagi hasilnya hanya 5% 
dengan sistem distribusi yang simpang siur. 
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Otoritas dan Regulasi
Perhutani memegang otoritas yang kuat, sedangkan petani yang bergabung 
dalam LMDH Wana Mukti cenderung menerima dan patuh pada aturan-aturan 
pengelolaan hutan ala PHBM yang ditetapkan Perhutani, seperti kontrak kerja, 
bagi hasil, kelembagaan, dll. Bahkan ada kesan kuat bahwa LMDH “nrimo” atau 
tak memiliki daya tawar terhadap aturan-aturan yang ditetapkan Perhutani, 
meskipun hal itu telah melangkah jauh dari kesepakatan awal. Selain faktor 
kooptasi yang dilakukan pada pengurus LMDH, sebagaimana dijelaskan di 
atas, masyarakat Desa Tumiyang tampaknya dibebani memori sosial sebagai 
'pendatang' di desa itu.46

Faktanya, secara formal PHBM diterima oleh masyarakat Desa Tumiyang. 
Dalam pandangan masyarakat, hutan tersebut 'sudah ada yang punya' 
sehingga mau tidak mau PHBM harus diterima. Selain itu, PHBM dinilai lebih 
baik dari program sebelumnya karena beberapa hal seperti: mendapatkan 
uang dari membuat guludan (gundukan tanah untuk media tanam), tidak 
ada lagi biaya 'kontrak' lahan, debit air bagus dan hutannya terlihat hijau. 
Namun, dalam melakukan penerimaan PHBM, masyarakat ternyata tidak 
menerimanya 100%. Ada sebagian masyarakat yang 'di depan' menerima 
PHBM tetapi 'di belakang' mengabaikan aturan-aturan yang ada. Beberapa 
bentuk perlawanan yang dilakukan diantaranya: menanam albasia (sengon) 
yang dulu ini tidak boleh ditanam di lahan Perhutani, mengakali jarak tanam 
dan dalam beberapa hal 'mematikan' tanaman Perhutani.47

Dengan kata lain, dapat dikatakan  secara legal formal masyarakat menerima 
aturan-aturan PHBM, namun karena lahan hutan berkaitan erat dengan 
kebutuhan dan kehidupan masyarakat, mereka pun melakukan perlawanan 

46	 Kesimpulan ini mengafirmasi salah satu kesimpulan dalam disertasi Rahmanta Setiahadi, 
Modal Sosial dalam Pembangunan Hutan: Penyelesaian Deforestasi dan Konflik PHBM, 
Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kehutanan, Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan, 
Universitas Gadjah Mada, 2012, yang menyatakan adanya kecenderungan yang kuat bahwa 
sikap menghindar dan kompromi dilakukan LMDH-LMDH yang memiliki modal sosial yang 
lemah. Sebaliknya, menurutnya, sikap agitasi, kolaborasi, dan akomodasi ditunjukkan oleh 
LMDH yang memiliki modal sosial yang kuat.

47	 Fenonema perlawanan masyarakat sehari-hari dalam teori akses milik Ribot & Peluso 
merupakan bentuk akses masyarakat ke hutan. Definisi akses dalam pandangan Ribot & 
Peluso adalah Bundle of Power bukan Bundle of Rights. Sehingga secara de facto masyarakat 
senyatanya mengambil manfaat dari hutan dengan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang 
dipunya serta celah-celah kesempatan yang ada di dalam otoritas penguasaan hutan 
Perhutani. Lihat J. C. Ribot & N. L. Peluso (2003), A Theory of Access, Rural Sociology 68 (2): 
153-181.
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diam-diam terhadap aturan itu sendiri dengan cara menemukan celah-celah 
untuk keluar dari aturan-aturan di dalamnya. Misalnya: melakukan pendekatan 
personal kepada pengurus LMDH dan pegawai Perhutani di lapangan untuk 
mendapatkan akses ke hutan.

Ada hal menarik saat kami bertanya kepada Ketua LMDH tentang kemungkinan 
jika hak kelola hutan diberikan kepada masyarakat. Bagi Sukirwan, 
masyarakat dianggap belum siap karena SDM-nya terbatas. “Masyarakat 
harus ditingkatkan SDM-nya. PHBM dapat menjadi media pembelajaran bagi 
masyarakat,” ujarnya. Sedangkan saat kami memperlihatkan foto-foto situasi 
hutan yang dikelola petani yang bergabung dalam SPP di hutan negara, yang 
menanami hutan tersebut selayaknya hutan rakyat, para petani di Tumiyang 
bersemangat untuk tahu lebih dalam soal hal itu. Salah seorang diantaranya 
bahkan bercerita, seandainya pemerintah memberikan kesempatan padanya 
maka ia akan mengelola hutan dengan cara berkebun seperti yang terdapat 
pada hutan rakyat. Hal ini menunjukkan secara nyata bahwa petani di 
Tumiyang meski sepakat dengan PHBM tetapi sejatinya dengan penyiasatan. 
Ketertarikan mereka pada model kelola rakyat di Ciamis membuktikan bahwa 
mereka belum sepakat dengan model yang ada selama ini.

Akses, Pengaruh, dan Kontrol dalam Pengelolaan Hutan
Pada rentang waktu dekade 1970-an hingga reformasi, pengelolaan hutan 
Jawa dikerjakan Perhutani dengan pola tanam tumpangsari, yang pada 
intinya memberikan kesempatan pada petani penggarap untuk mengerjakan 
tanah hutan bekas tebangan selama 2 tahun untuk tanaman pertanian. Petani 
penggarap diorganisir dalam Kelompok Tani Hutan (KTH).  Di Desa Tumiyang 
kala itu, terdapat 5 KTH.48 Setelah dua tahun tanah hutan yang tandus bekas 
tebangan kayu telah dipulihkan melalui pengolahan tanah serta pemupukan, 
maka Perhutani memerintahkan petani penggarap untuk menanam serta 
merawat tanaman kayu milik Perhutani. Sejak tanam kayu, petani penggarap 
masih bisa menanam di sela-sela tanaman kayu yang memiliki jarak tanam 3 
meter kali 1 meter.49

48	 Didik Suharjito (1994), Pelembagaan dan Kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH), Bogor: 
Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.

49	 Wawancara dengan Sarkim (51) tanggal 29 September 2012. Sarkim merupakan penggarap 
lahan yang di hutan sejak tahun 1980an hingga sekarang.
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Begitu sempitnya peluang yang diberikan Perhutani atas akses lahan 
tersebut, sehingga petani tidak banyak mendapatkan hasil pertanian dari 
pesil lahan yang dapat diakses tersebut. Hal itupun juga tidak berlangsung 
lama, karena setelah 4 tahun umur kayu, petani harus pergi dari lahan. Hal 
ini terjadi karena Perhutani menganggap bahwa apabila  tanah terus digarap 
maka dikhawatirkan akan mengganggu tanaman kayu milik Perhutani. Untuk 
tanaman kayu yang ditanam, petani penggarap tidak akan mendapatkan bagi 
hasil atas hasil panen kayu di kemudian hari.50

Di Desa Tumiyang, petani penggarap tidak diberikan hak-haknya seperti 
biaya gebrus atau pengolahan tanah sebelum tanaman kayu ditanam, biaya 
pembuatan lubang tanaman, biaya penanaman, biaya pemupukan, serta alat-
alat pertanian.51 Padahal, sebenarnya beberapa hak tersebut seharusnya 
diberikan. Pada masa itu, masih dimungkinkan untuk petani penggarap 
pindah lokasi lahan hutan lain yang sedang dilakukan pemanenan kayu dengan 
sistem rotasi. Namun, tak jarang petani penggarap di Tumiyang menempuh 
jarak yang sangat jauh untuk mendapatkan lahan kosong. Berbagai kesulitan 
tersebut kemudian justru membuat hutan tidak aman. Pencurian-pencurian 
kayu setiap hari terjadi di hutan desa Tumiyang.52 Kendati dalam skala kecil 
satu atau dua pohon, hal tersebut justru merupakan cermin bagaimana akses 
petani atas tanah hutan serta tanaman kayu sangat kecil sehingga muncul 
bentuk-bentuk perlawanan dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi 
dasar dan barangkali merupakan simbolisasi pernyataan bahwa hutan 
selayaknya memakmurkan masyarakat sekitar.

Sejak tahun 1997 hingga pertengahan tahun 2000, krisis moneter menghantam 
Indonesia. Penduduk miskin desa yang sebelumnya berurbanisasi ke kota 
pada akhirnya kembali ke desa lantaran ada pemecatan besar-besaran 
pada bidang tenaga kerja formal. Sementara itu, para tenaga kerja informal 
juga pulang kampung lantaran matinya ekonomi-ekonomi informal di kota 
karena harga kebutuhan pokok membumbung tinggi. Menurut Breman 
dan Wiradi, anggota rumah tangga petani yang kehilangan pekerjaannya di 

50	 M. Bratamihardja, S. Sunito, & J. Kartasubrata (2005), Forest Management in Java 
1975-1999:Towards Collaborative Management. ICRAFT Southeast Asia Working Paper, 
No.2005-1,Bogor: ICRAFT Southeast Asia Regional Office.

51	 Wawancara dengan Sarkim tanggal 29 September 2012.

52	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha dan Sukirwan tanggal 29 September 2012.
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kota diperkirakan tidak mengalami kesulitan untuk kembali pada identitas 
lamanya sebagai penggarap tanah. Karena pada dasarnya, kemiskinan 
bukan hanya situasi yang melingkupi manusia, tetapi juga menjelaskan 
bagaimana manusia itu terintegrasi dalam masyarakat atau tidak. Percepatan 
penyesuaian identitas lamanya didukung kuat oleh mendesaknya kebutuhan 
ekonomi sehari-hari yang kian membumbung tinggi.53

Jumlah penduduk desa saat krisis ekonomi mengalami peningkatan 
lantaran menampung kembali penduduk yang urban dan hanya kembali 
secara periodik sementara. Dengan demikian, konsekuensinya adalah pada 
penyediaan sumber pendapatan di desa. Potensi sumberdaya alam di Desa 
Tumiyang adalah tanah hutan yang menguasai 60% wilayah desa. Sehingga 
tekan penduduk terhadap hutan kian bertambah, baik itu tekanan terhadap 
lahan maupun tanaman kayu di atasnya. Tekanan penduduk pada lahan 
dicerminkan dengan masuknya sekitar 200 rumah tangga petani Tumiyang ke 
hutan yang kosong untuk digarap menjadi lahan pertanian.54 Sementara itu, 
tekanan pada pohon dicerminkan dengan penjarahan hutan besar-besaran 
tidak hanya di Desa Tumiyang tetapi juga di desa-desa sekitarnya.55

Dalam kacamata perlawanan masyarakat desa hutan, sejatinya dapat dilihat 
perubahan pola perlawanan di antara dua periode yang berbeda yakni sebelum 
reformasi/krisis moneter dengan saat terjadi reformasi dan krisis moneter 
tahun 1997-2000. Periode yang pertama, perlawanan dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi, menggarap tanah hutan dengan kepatuhan akan sistem 
rotasi (bertani di hutan mengikuti perpindahan petak tebang Perhutani) 
dengan sabotase tanaman kayu agar tidak tumbuh, hingga pencurian kayu 
dengan kapasitas kecil yang berintensitas tinggi tiap hari.56 Pada periode 

53	 Jan Breman & Gunawan Wiradi (2004), Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: 
Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20, Jakarta: 
KITLV-LP3ES.

54	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha tanggal 29 September 2012. Konsep akses  
masyarakat desa terhadap hutan dapat dilihat pada J. C. Ribot, & N. L. Peluso (2003), Op. cit 
153-181.

55	 Faisal H Fuad (2000), Api Nan Tak Kunjung Padam: Kajian Kasus Penjarahan Hutan di 
KPH Randublatung, http://arupa.or.id/api-nan-tak-kunjung-padam-2/ diakses tanggal 26 
September 2012. Lihat juga Hery Santoso (2004), Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes 
Harian di Desa-Desa Sekitar Hutan di Jawa, Yogyakarta: Damar.

56	 Rama Ardana dkk. (2004), Konflik Hutan Jawa, Studi Konflik Pengelolaan Hutan Jawa 
(Randublatung dan Wonosobo 1998-2003), kerjasama ARuPA, ICRAF-SEA, dan Ford 
Foundation, tidak diterbitkan. 
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yang kedua, pencurian kayu dilakukan secara terang-terangan dan besar-
besaran serta bercocok tanam di lahan hutan dengan sedikit lebih lama karena 
Perhutani belum berani meminta petani penggarap untuk tanam kayu. 

Model perlawanan di dua periode tersebut yang berbeda merupakan respons 
dari situasi ekonomi dan politik nasional berikut semakin pudarnya simbol 
kedigdayaan Perhutani sebagai penguasa hutan di Tumiyang dan di 2,5 
juta hektar hutan Jawa. Pada perubahan akses masyarakat terhadap hutan 
tersebut, dapat disebut reorganisasi akses masyarakat kepada hutan.57 
Reorganisasi akses tersebut membawa implikasi politis atas bagaimana 
Perhutani pasca penjarahan besar-besaran tahun 1998-2000 dilakukan. 
Keluhan pertama dan utama dari Perhutani adalah pengamanan atas tanah 
dan spesies yang tumbuh di tanah hutan.58 Sementara itu, tuntutan dari 
masyarakat desa hutan yaitu akses atas lahan hutan yang diperluas serta 
adanya penyediaan pemanfaatan tanaman kayu bagi masyarakat.  

Di Desa Tumiyang, sampai saat ini, di antara 200 petani penggarap, hanya 
20 orang yang masih bertahan menggarap lahan hutan jati dengan kreasi 
perlawanan seperti yang diungkapkan di atas. Dalam bahasa yang lain, 20 
orang petani penggarap menyiasati keberadaan PHBM dengan memanfaatkan 
celah-celah peluang yang mungkin dilakukan. Sementara itu, terdapat 10 
orang anggota LMDH yang bekerja menyadap getah pinus di lahan hutan 
Tumiyang di bagian lain. Sementara 175 orang sisanya bekerja serabutan 
meliputi: bekerja buruh tani di dalam desa, beternak kambing, bertani di 
lahan milik, bekerja non pertanian di dalam desa misalnya buruh pembuat 
batu bata ataupun berdagang, serta urbanisasi ke kota. 

Mekanisme Sharing Keuntungan dan Risiko
Apa yang membuat beda antara PHBM dengan program-program pelibatan 
masyarakat dalam pengelolaan hutan sebelumnya? Dalam hal akses terhadap 
lahan, sebenarnya tidak banyak yang berubah. Dahulu masyarakat menanam 

57	 Nancy Lee Peluso (2006),  Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan 
Perlawanan di Jawa, Jakarta: Konphalindo.

58	 Penjarahan hutan besar-besar tahun 1998-2000 memicu Perhutani menerbitkan 
Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang pada prinsipnya hendak 
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan akses masyarakat atas hutan. Program ini 
diharapkan dapat meredam konflik antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani di satu 
sisi, serta menyejahterakan masyarakat serta melestarikan hutan.
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tanaman pertanian di antara pola tanah 3 meter x 1 meter, saat ini diperbolehkan 
menanam di antara pola tanam 4 meter x 3 meter.59 Hal yang tidak berubah 
adalah petani masih tidak bisa meneruskan bertani di hutan lantaran setiap 
tanaman kayu berumur 5 tahun, petani harus keluar dari hutan. 

Dalam hal teknis pengelolaan hutan, setidaknya masih sama kondisi saat 
ini dengan apa yang terjadi sebelum 1998. Tanaman masih didominasi oleh 
tanaman Jati, sementara itu tidak dikenal pula model kelola agroforestry 
di mana dalam suatu lahan berisi berbagai macam jenis tanaman dan 
pastinya menguntungkan secara ekonomis dan jauh lebih menjaga kualitas 
lingkungan. Di samping tidak lagi dapat memproduksi tanaman pertanian 
secara optimal karena ternaungi tajuk tanaman kayu, Perhutani juga mulai 
meminta mereka untuk pergi dari lahan, karena dapat merusak akar tanaman 
kayu jika dilakukan pencangkulan tanah.60

Saat ini, pengurus LMDH hanya mengakui bahwa anggota LMDH saat ini 
hanya 10 orang saja yaitu orang-orang yang menyadap getah pinus. Mengapa 
demikian, karena LMDH mendapatkan sharing hanya dari getah pinus saja 
untuk saat ini. Sedangkan petani penggarap lahan belum memberikan sharing 
apapun ke LMDH karena pohon belum siap tebang. Para penyadap getah pinus 
setiap menyadap 1 kg getah diupah oleh Perhutani sebesar Rp 2.000. Upah 
ditentukan sepihak oleh Perhutani, tidak ada posisi tawar dari penyadap untuk 
bernegosiasi harga. 

Lebih parahnya lagi, LMDH tidak pernah memainkan fungsi representasi 
masyarakat desa hutan untuk bernegosiasi dengan Perhutani. Penyadap 
getah pinus tiap orangnya memiliki wilayah sadapan antara 500 pohon 
hingga 2.000 pohon. Bagi penyadap yang memiliki wilayah sadap 500 pohon 
biasanya setiap bulan mendapatkan 200 kg sehingga setiap bulan memiliki 
hasil Rp 400.000. Pembayaran tersebut dilakukan di Tempat Penimbunan 
Getah (TPG) Mandi Rancang sesaat setelah getah pinus dikumpulkan.

59	 Wawancara dengan Sarkim tanggal 29 September 2012.

60	 Wawancara dengan Wawan Yuwandha dan Barid Hardiyanto (37) tanggal 29 September 
2012. Barid Hardiyanto merupakan pendamping petani hutan di Banyumas.
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LMDH mendapatkan bagi hasil dari perolehan getah pinus sebesar 5% tiap 
tahun. Selama ini, pendapatan LMDH tiap tahun dari angka 5% tersebut 
pernah hanya menerima Rp 9.00.000. Namun tahun 2011 yang lalu, LMDH 
mendapatkan bagi hasil dari perolehan getah pinus sebesar Rp 10.000.000. 
Bagaimana uang sejumlah tersebut dimanfaatkan oleh pengurus LMDH? 
Seberapa besar yang kemudian diberikan kepada penyadap getah pinus 
yang tanpa mereka tidak akan ada bagi hasil getah pinus? Ternyata rincian 
pembagian uang sebesar itu ditentukan hanya oleh Ketua LMDH saja, tanpa 
melalui proses yang demokratis dengan anggota LMDH ataupun pengurus 
yang lain. Mayoritas uang tersebut dibelanjakan bukan untuk penyadap getah 
ataupun petani penggarap hutan. Bahkan justru ada yang dikembalikan ke 
Perhutani dalam bentuk subsidi pembelian alat penyadapan getah.61

Tabel 7. Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Getah Pinus, Desa Tumiyang, 2011
No Rincian Penggunaan Jumlah (Rp)

1. Membangun Jalan Desa 3.500.000

2. Pembelian alat sadap (diberikan ke Perhutani) 1.500.000

3. Kas Desa 890.000

4. Forum Komunikasi PHBM 400.000

5. n.a 3.710.000

JUMLAH 10.000.000

Sumber: wawancara Sukirwan, Ketua LMDH Tumiyang.

Beberapa penggarap lahan mengatakan bahwa PHBM lebih baik karena setiap 
penggarap diberikan uang cangkul, uang buat lubang tanaman, uang tanam, 
dan uang pemupukan. Namun, pada dasarnya di banyak wilayah biaya-biaya 
tersebut telah ada jauh sebelum PHBM dimunculkan. Persoalannya di Desa 
Tumiyang, upah-upah tersebut sebelum ada PHBM tidak diberikan kepada 
petani penggarap. Pembeda lain yaitu soal bagi hasil tanaman kayu. Ada 
kesimpangsiuran antara persepsi masyarakat, Perhutani, serta pihak luar. 

61	 Fakta ini sesuai dengan ulasan Maryudi & Krott tentang gagalnya PHBM dalam usaha 
pengentasan kemiskinan masyarakat desa hutan di Jawa. Lebih lanjut silahkan lihat Ahmad 
Maryudi & Max Krott (2012), Poverty Alleviation Efforts through a Community Forestry  
Program in Java, Indonesia, Journal of Sustainable Development, Vol. 5, No. 2; February. Di 
unduh pada 26 November 2012 di link http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/
article/view/13801/10065.
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Dalam sosialisasi PHBM tahun 2003, ADM Banyumas Timur menyatakan 
bahwa tanaman kayu nanti setelah usia daur tebang (jati umur 30 tahun) 
makan akan dibagi sharing sebagai berikut: 60% untuk bagian Perhutani; dan 
40% untuk para petani menggarap.62 Hal ini merupakan janji salah kaprah 
dari Perhutani. Pada kenyataannya, baik dalam SK PHBM maupun praktek 
bagi hasil di tempat lain, yang menerima bagi hasil adalah LMDH, bukan 
petani penggarap. Terlebih lagi, bagi hasil yang diterima LMDH kemudian 
akan didistribusikan untuk segala macam pos pengeluaran yang tidak 
ada sangkut pautnya dengan petani penggarap misalnya honor pengurus, 
kebutuhan rapat, pembuatan kantor LMDH, honor para anggota Forum 
Komunikasi PHBM tingkat desa, kecamatan, hingga propinsi. 

Selain itu, dalam SK Direksi soal Bagi Hasil Hutan Kayu tahun 2011, maksimal 
bagi hasil tanaman kayu untuk LMDH yaitu maksimal 25% tentu saja dengan 
faktor-faktor koreksi, yang bisa jadi bagi hasil untuk masyarakat bisa 0%. 
Karena terdapat 4 faktor koreksi yang tidak masuk akal: (1) soal bencana―
bahwa saat ini kayu yang terkena bencana misalnya angin putting beliung, 
maka kayu-kayu yang roboh tersebut bukan menjadi obyek bagi hasil; (2) 
kemampuan tanaman untuk tumbuh dari tahun 1 sampai tahun ke 6; (3) soal 
keamanan hutan dari pencurian kayu; (4) penilaian monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan Perhutani atas kinerja LMDH.63

Posisi petani penggarap saat ini berharap cemas untuk mendapatkan bagi 
hasil tanaman kayu 22 tahun lagi―karena saat ini pohon jati yang ada di lahan 
garapan masing-masing telah berumur 8 tahun. Namun, dalam penantian 
tersebut, tidak ada jaminan dari Perhutani secara pasti bahwa petani 
penggarap akan mendapatkan bagi hasil yang dimaksud.64  Atas kondisi yang 
seperti itu, beberapa petani penggarap di tengah kesulitan mendapatkan 
akses lahan, mencoba untuk mengkreasikan perlawanan dengan memperluas 

62	 Wawancara dengan Sukirwan tanggal 29 September 2012. Selain sebagai Ketua LMDH 
Wana Mukti Desa Tumiyang, Sukirwan juga merupakan Koordinator Paguyuban LMDH di 
Wilayah Banyumas.

63	 SK Direksi Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan 
Kayu. Ketentuan tentang faktor koreksi ada pada pasal 6.

64	 Berdasarkan hasil FGD di Desa Tumiyang tanggal 29 September 2012 yang diikuti oleh 
para petani penggarap, penyadap getah pinus, LMDH, serta Pemerintah Desa Tumiyang, 
dokumen perjanjian kerjasama PHBM yang didalamnya terdapat ketentuan bagi hasil hutan 
kayu tidak pernah diberikan kepada LMDH. Sehingga LMDH maupun petani penggarap 
tidak memiliki pegangan hukum atas jaminan bagi hasil hutan kayu yang didapat.
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areal tanaman pertanian dengan jalan mengurangi tanaman jati, serta 
menggantikannya dengan tanaman sengon sebagai simbol perlawanan—
sengon adalah jenis kayu khas milik rakyat.

Dampak Ekologis dan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Dominasi Perhutani nampaknya masih bercokol dalam pelaksanaan PHBM 
di Desa Tumiyang. Semangat untuk menempatkan masyarakat sebagai aktor 
utama dalam pengelolaan hutan tidak muncul dalam pelaksanaan PHBM di 
Desa Tumiyang. Alih-alih masyarakat sebagai aktor utama, bahkan dalam 
hal kemitraan pun, masyarakat sering kali ditinggalkan oleh Perhutani. 
Keberadaan LMDH yang semestinya menjadi representasi masyarakat 
desa hutan senyatanya tidak nampak sama sekali. Bahkan justru terkesan 
merepresentasikan kepentingan Perhutani.

Jika dilihat lebih detail, pada dasarnya akses masyarakat baik dalam produksi 
hutan maupun dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan spesifik Desa 
Tumiyang sangat terbatas. Dalam produksi hutan, para petani penggarap hanya 
mendapatkan akses lahan maksimal dua tahun sebelum ada tanaman kayu dan 
enam tahun setelah ada tanaman kayu. Setelah itu, masyarakat tidak lagi dapat 
memanfaatkan lahan hutan untuk tanaman pertanian, baik karena alasan faktor 
lambannya pertumbuhan tanaman pertanian akibat ternaungi tajuk pohon 
maupun karena larangan Perhutani kepada petani penggarap untuk terus 
menggarap lahan. Pada sisi lain, LMDH justru mengamini apa yang diputuskan 
oleh Perhutani atas bagaimana hutan di Desa Tumiyang berproduksi dengan 
pengusiran petani penggarap setiap delapan tahun petani menggarap.65

Dalam konteks pengambilan keputusan, mulai dari penerbitan SK PHBM 
dan SK Bagi Hasil Kayu, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam 
perumusan SK tersebut. Pada konteks LMDH, mayoritas keputusan mengenai 
teknis-teknis kerjasama PHBM, diambil secara sepihak oleh ketua LMDH. 
Petani penggarap dan penyadap di Desa Tumiyang tidak pernah dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Petani penggarap dan 
penyadap juga tidak memiliki akses serta saluran untuk mempengaruhi 
keputusan-keputusan yang diambil oleh ketua LMDH. Benar adanya, jika 
refleksi pada petani penggarap mengungkapkan bahwa urusan pengelolaan 
hutan sebaiknya dikembalikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) seperti 

65	 Wawancara dengan Sukirwan tanggal 29 September 2012.
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dulu lagi sebelum adanya PHBM. Alasan yang mereka ungkapkan karena  KTH 
sangat jelas merepresentasikan kepentingan 20 anggota penggarap, karena 
anggotanya sangat jelas adalah orang-orang yang sangat berkepentingan atas 
akses tanah dan pohon di hutan.

LMDH yang sejatinya dapat difungsikan sebagai saluran aspirasi dan 
kelembagaan untuk menegosiasikan kebijakan dan implementasi PHBM, 
pada kenyataanya jauh panggang dari api. Alih-alih petani penggarap dan 
penyadap dapat mempengaruhi keputusan-keputusan atas pengelolaan 
hutan, mereka menemui jalan buntu penyaluran aspirasi justru di dalam 
kelembagaan yang sejatinya menjadi representasi mereka, yakni LMDH. 
Dominasi pengurus LMDH dan lebih khusus lagi ketua LMDH telah menutup 
sendiri saluran aspirasi dan kelembagaan dalam LMDH.

Tidak adanya saluran aspirasi tercermin dalam tidak adanya rapat-rapat 
anggota baik secara insidental maupun periodik. Sehingga dengan demikian, 
anggota LMDH tidak memiliki akses informasi, akses mempengarhui 
kebijakan, serta akses untuk mendorong pengelolaan hutan lebih baik lagi 
melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.66

Wajah pengelolaan hutan yang tidak partisipatif pada level kebijakan dan 
keputusan-keputusan formal atas pengeloaan hutan di Desa Tumiyang 
memberikan dampak pada dua hal: tidak beranjaknya kemiskinan masyarakat 
desa hutan akibat ruang akses ke sumberdaya hutan dibatasi dan sangat 
sempit; serta kondisi fisik hutan di mana hanya memuat satu jenis tanaman 
kehutanan (monoculture) jati atau pinus sangat tidak ramah lingkungan. 
Keduanya saling bersinggungan dan acapkali menjadi kausalitas satu di 
antara yang lain. 

Ketika akses terhadap sumberdaya hutan dibatasi, maka tekanan terhadap 
sumberdaya hutan terutama lahan dan kayu kian lama akan semakin 
menguat. Pada situasi-situasi antara seperti ini, di mana masyarakat baru saja 

66	 Lihat A. Maryudi (2012), Restoring State Control Over Forest Resources Through 
Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Programme in Central 
Java, Indonesia. ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 5 (2), 229-242. 
Dalam artikelnya, Maryudi menyatakan bahwa LMDH dijadikan alat oleh Perhutani untuk 
mengontrol aktivitas anggotanya sehingga Perhutani dapat memastikan bahwa aktivitas-
aktivitas yang dilakukan anggota LMDH sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Perhutani.
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keluar dari lahan hutan, maka tekanan terhadap sumberdaya hutan terutama 
kayu masih berjalan dalam bentuk pencurian kayu 2 atau 3 pohon setiap 
hari. Semua itu bermuara pada ketidaklestarian hutan serta masih miskinnya 
masyarakat desa hutan yang semestinya dapat merasakan apa yang tumbuh 
dan terkandung dalam hutan di desanya.

Dengan demikian, penelitian di Desa Tumiyang ini menyimpulkan bahwa 
model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), dengan segala 
distorsi yang terjadi di dalamnya, tidak mampu menjadi mekanisme yang 
efektif untuk menjaga kelestarian hutan dan membangun hubungan yang 
saling menguntungkan dengan masyarakat di sekitar hutan. Keterbatasan-
keterbatasan yang diciptakan Perhutani bagi akses masyarakat terhadap 
hutan justru menjadi bumerang bagi kelestarian hutan itu sendiri. Pada sisi 
lain, model yang sejatinya dirancang sebagai kolaborasi simbiose-mutualis 
ini tak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
sekitar hutan. Justru penyempitan akses itu secara tak langsung 'mengusir' 
masyarakat dari hutan dan memaksa mereka berurbanisasi.
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Pengelolaan Hutan (Negara) oleh Rakyat di Desa Kalijaya

Berbeda dengan bagian sebelumnya, bagian ini akan menjelaskan bagaimana 
realitas pengelolaan hutan oleh rakyat di hutan negara, yang di-reclaim 
masyarakat sebagai tanah leluhur mereka, di Kalijaya, Ciamis. Bagian ini akan 
fokus menguraikan dua hal: pertama, bagaimana penguasaan hutan oleh 
rakyat [Serikat Petani Pasundan] menjalankan pengelolaan hutan dengan 
sistem pengelolaan agroforestry; kedua, sejauhmana penguasaan dan 
pengelolaan hutan tersebut memberikan implikasi atas kesejahteraan petani 
anggota Serikat Petani Pasundan dan kelestarian lingkungan.

Profil Ringkas Desa Kalijaya
Jalan bebatuan yang kasar dan menanjak menyambut kendaraan roda empat 
yang kami tumpangi. Saat memasuki wilayah hutan Kalijaya, hal yang pertama 
dapat dilihat adalah “kemegahan” sekretariat Serikat Petani Pasundan (SPP) 
Organisasi Tani Lokal (OTL) Kalijaya. Sekretariat ini menjadi simbol bahwa lahan 
hutan yang dulunya dikuasai oleh Perhutani, kini telah diduduki oleh masyarakat 
Desa Kalijaya yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. 

Kami melihat pemandangan hutan yang luar biasa. Kami menduga hamparan 
ini adalah hamparan pemukiman yang sejak lama telah dihuni. Begitu 
nyamannya rumah-rumah petani yang dikelilingi berbagai macam tanaman, 
baik itu tanaman kayu, tanaman perkebunan, maupun tanaman pertanian, 
bersatu padu dalam satu andil/bidang tanah yang dikelola oleh setiap petani 
Desa Kalijaya. Di sepanjang jalan menuju hutan Kalijaya, tak sedikit rumah-
rumah permanen berdiri kokoh, dengan model-model bangunan minimalis 
dan modern, yang banyak kita jumpai di kota-kota besar. Sayang sekali, 
kharisma rumah-rumah itu tenggelam karena akses jalan yang buruk.

Desa Kalijaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 
merupakan wilayah Desa Hutan yang berada di  dalam hamparan wilayah 
BKPH Parigi. Luasnya kurang lebih  350 Ha dan masuk dalam wilayah KPH 
Ciamis. Desa Kalijaya bersebelahan dengan  wilayah Desa hutan lainnya, 
yaitu Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarsari; Desa Bojong, Kecamatan 
Langkaplancar; Desa Jadikarya, Kecamatan Langkaplancar; dan Desa Selasari, 
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Kecamatan Parigi. Desa Kalijaya memiliki luas wilayah desa 702,48 Ha yang 
dihuni oleh 912 Keluarga dengan jumlah penduduk 3.108 orang. Kondisi 
kenampakan geografis desa ini yaitu pegunungan dan berada di ketinggian 
450 mdpl. Struktur kepemilikan tanah di desa ini dapat dilihat sebagai 
berikut: 

Tabel 8. Struktur Kepemilikan Tanah di SPP Kalijaya
Luas Kepemilikan Tanah Jumlah Keluarga

0 hektar 31 Keluarga

0,1 – 0,5 hektar 508 Keluarga

0,5 – 1,5 hektar 228 Keluarga

1,5 hektar – 3,0 hekta 95 Keluarga

>3,0 hektar 50 Keluarga

Sumber: Data SPP OTL Kalijaya.

Klaim atas tanah hutan oleh masyarakat Desa Kalijaya memiliki basis 
argumentasi historis yang mengakar panjang. Sebelum tahun 1918, wilayah 
hutan Desa Kalijaya merupakan areal desa yang difungsikan penduduk sebagai 
pemukiman, sawah, dan ladang. Pada saat itu, wilayah ini telah dihuni oleh 122 
keluarga yang secara administratif berada dalam wilayah Desa Pasawahan, 
Kecamatan Banjarsari. Lebih tepatnya, lokasi lahan tersebut berada di 8 
blok antara lain: Kaliwuluh, Bojong Longok Jagrag, Patrol, Kalibelet, Karang 
Tengah, Karang Jambe, Cigondok dan Cikacang.67 Bukti-bukti historis yang 
dimiliki, antara lain, tanda-tanda bekas pemukiman, makam, serta beberapa 
saksi hidup yang masih ada hingga sekarang.

Tabel 9. Blok/Tanah Karuhun (Leluhur) di Desa Kalijaya

Blok Keluarga & Keturunan Bukti yang ada Luas 
(Ha)

Jumlah 
KK

Patrol dan 
Kalibelet

•	 Keturunan Bapak Kabla: Neom
•	 Keturunan Bapak Sawijan: Isah & 

Ijah
•	 Keturunan Ibu Nimi: Rapi & Kamsa

Sawah, makam, 
saksi hidup 21 40

Kaliwuluh Keturunan Bapak Sena Sawah, makam, 
saksi hidup 25 50

67	 Wawancara dengan Suparman (67) tanggal 01 Oktober 2012. Suparman merupakan 
penduduk asli Desa Kalijaya di mana orang tua serta kakek nenek Suparman dulunya 
memiliki tanah dan bertempat tinggal di lokasi reklaiming.



172 |

Bojong 
Longok

Keturunan Ibu Sarmah Sawah, makam, 
saksi hidup 20 26

Karang 
tengah

Keturunan Bapak Jaibin Sawah, makam, 
saksi hidup 35 26

JUMLAH 105 122

Sumber: Data SPP Wilayah Ciamis.

Momentum penting atas hilangnya hak atas tanah seluas 105 hektar itu 
terjadi pada tahun 1918.68 Ceritanya, pada suatu hari seluruh kepala keluarga 
yang tinggal di tanah tersebut diminta Pemerintah Hindia Belanda melalui 
Kepala Desa Pasawahan, Amsen, untuk menyerahkan surat bukti kepemilikan 
tanah. Surat tanah pada saat itu lebih dikenal dengan “sertifikat cap singa”. 
Disebut demikian, karena sertifikat tanah jaman Belanda menggunakan cap 
milik Hindia Belanda yang bergambar singa. Namun, entah dengan tujuan 
apa, bukti kepemilikan tanah yang dikumpulkan itu tak pernah dikembalikan. 

Hingga Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat tetap bermukim dan 
mengelola tanah dimaksud sebagai sumber kehidupan. Namun pada tahun 
1948-1958, masyarakat yang tinggal di hutan diungsikan oleh pemerintah 
ke daerah Banjarsari, Padaherang, Cilacap dan Banjar untuk alasan 
keamanan, karena pada saat itu terjadi penumpasan pemberontakan DI/
TII yang bersembunyi di hutan-hutan.69 Setelah situasi mereda, masyarakat 
yang hendak kembali ke lahannya masing-masing dilarang oleh Djawatan 
Kehutanan, dengan alasan tanah tersebut merupakan kawasan hutan. 

68	 Saat ini, luasan tanah hutan yang telah diduduki oleh petani SPP seluas 256 hektar. Hasil 
wawancara dengan Adji Sutisna (39) tanggal 30 September 2012. Adji Sutisna merupakan 
organisator petani di Kabupaten Ciamis serta Koordinator  Serikat Petani Pasundan (SPP) 
untuk bidang Kehutanan.

69	 Wawancara dengan Suparman tanggal 01 Oktober 2012. Wilayah Ciamis merupakan basis 
utama dari pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pada tanggal 07 
Agustus 1949, tidak jauh dari Ciamis (17 kilometer), Kartosuwiryo mendirikan Negara 
Islam Indonesia (NII) di Desa Gunung Cupu Tasikmalaya. Darul Islam (DI)/ Tentara Islam 
Indonesia (TII) merupakan gerakan yang digagas Kartosuwiryo sebagai penyokong utama 
NII. Pemberontakan DI/TII berlangsung 15 tahun sejak 1947 hingga 1962. Lihat Irfan S 
Awwas (1999), Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwiryo, Proklamator Negara Islam 
Indonesia, Yogyakara : CV Adipura.
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Dengan alasan 'nasionalisasi aset negara' yang pada waktu itu memang 
sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat tidak 
diperbolehkan kembali bermukim dan bertani di lahan tersebut.70 Pada 
akhirnya, masyarakat bermukim di perkampungan Kalijaya yang telah ada, 
namun masih diperbolehkan untuk bertani di lahan yang telah diklaim menjadi 
hutan. Menurut ingatan dari Suparman (67), pada waktu itu beliau bersama 
penduduk lain diperintahkan oleh petugas Djawatan Kehutanan untuk 
menanam jati dan mahoni di lahan itu. 

Peristiwa besar tahun 1965 ketika kisruh Partai Komunis Indonesia (PKI) 
meledak, masyarakat Desa Kalijaya yang semula bertani di lahan hutan 
diperintahkan oleh petugas Djawatan Kehutanan untuk pergi. Jika ada petani 
yang tidak mematuhi perintah ini, mereka langsung dicap sebagai anggota 
ataupun simpatisan PKI dan konsekuensinya harus dibunuh atau paling tidak 
ditangkap. Pada tahun 1978, terjadi pergantian kekuasaan atas hutan yang 
yang sebelumnya oleh Djawatan Kehutanan berubah menjadi Perhutani. Sejak 
saat itu, secara formal dan frontal tidak ada lagi klaim warga atas tanah hutan 
mengingat ancaman teror dan stigmatisasi PKI. Namun dalam benak petani 
Desa Kalijaya, klaim atas tanah tersebut tetaplah ada, menunggu waktu untuk 
merebut kembali apa yang menjadi hak mereka.71 Hingga reformasi tahun 1998, 
klaim atas tanah hutan oleh warga secara formal dan frontal dapat dikatakan 
tidak ada atau setidaknya tidak muncul ke permukaan.

Model Pengelolaan Hutan, Otoritas, dan Regulasi
Banyak stigma buruk atas gerakan reforma agraria di kawasan hutan. 
Persepsi yang dikembangkan seolah-olah perebutan kembali (reclaiming) 
atas tanah hutan oleh petani akan berdampak buruk terhadap lingkungan. 
Dengan dikuasainya tanah hutan oleh petani, hutan akan berubah menjadi 
ladang tanpa pohon. Selain itu, kemanfaatan sumberdaya hutan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat akan terganggu karena adanya klaim dari salah 
satu pihak dalam masyarakat atas sumberdaya hutan tersebut.

70	 Wawancara dengan Endang Kuswaya (56) tanggal 30 September 2012. Endang merupakan 
Ketua SPP Organisasi Tani Lokal (OTL) Kalijaya. Satu OTL membawahi beberapa wilayah 
desa di sekitar Desa Kalijaya. 

71	 Wawancara dengan Suparman tanggal 01 Oktober 2012.
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Jelaslah, semua kekhawatiran tersebut dibantah oleh gerakan reforma agraria 
di wilayah Jawa Barat, seperti yang akan ditunjukkan dalam uraian berikut ini. 
Di Desa Kalijaya, misalnya, sinyalemen buruk itu terbantahkan melalui kreasi 
petani dalam menciptakan hutan campuran (agroforestry) di tanah hutan yang 
dulunya merupakan hutan monokultur jati dan mahoni. Sebaliknya, kita akan 
menyaksikan bahwa hutan yang dikelola oleh petani jauh lebih sempurna jika 
dilihat dari ukuran kelestarian dan keseimbangan lingkungan, apalagi ukuran 
kesejahteraan.

Jenis tanaman yang ditanam di lahan itu meliputi jagung, singkong, pisang, 
peta, kapulaga, kelapa, kopi, dan albasia. Setelah melakukan studi banding ke 
wilayah Serikat Petani Pasundan di Kabupaten Garut, petani SPP di Kalijaya 
mendapatkan ide baru untuk menanam tanaman karet. Tanaman karet yang 
telah ditanam kini berumur 1-5 tahun. Jumlah anggota SPP di Desa Kalijaya 
sebanyak 287 anggota dengan saat ini mengerjakan lahan hutan seluas 256 
hektar. 

Tabel 10. Luas garapan masing-masing OTL di Desa Kalijaya
Rata-rata Luas 

Garapan/ orangJumlah AnggotaLuas Garapan
(Ha)OTL/Kelompok

0,5 - 1 ha149130Jagrag

> 1 ha3040Munggangerang

0,5 - 1 ha2425Bojong

> 1 ha1727Jadikarya

0,5 - 1 ha6733,5Bangunkarya

287256Jumlah

Sumber: Diolah dari Data SPP Wilayah Ciamis 2012

Lahan seluas 256 hektar tersebut dikelola oleh petani yang tergabung dalam 
SPP secara mandiri, artinya tidak bekerjasama dengan Perhutani. Sehingga 
dengan demikian, tidak menggunakan skema PHBM dalam pengelolaannya. 
Model agroforestry yang saat ini diterapkan di Desa Kalijaya tidaklah datang 
dengan tiba-tiba. Hal itu disesuaikan dengan fase-fase gerakan petani di SPP 
sejak awal tahun 2000, ketika lahan hutan mulai kosong akibat penjarahan. 
Kala itu, ketika para penjarah telah menebang habis kayu jati dan mahoni 
yang tumbuh di hutan, masyarakat masuk ke lahan untuk mengerjakan lahan 
dengan menanam tanaman pangan dan jenis-jenis tanaman yang dapat 
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digunakan sebagai simbol perlawanan yakni kelapa dan pisang.72 Selain itu, 
didirikan pula gubuk-gubuk pemukiman sebagai simbol atas klaim tanah 
masyarakat. Belum ada tanaman kayu kehutanan dan belum ada penataan 
tanaman. Pada periode antara 2000-2004, para petani masih disibukkan 
dengan usaha-usaha mempertahankan tanahnya dari pengusiran, baik yang 
dilakukan Perhutani sendiri maupun dengan meminta bantuan polisi dari 
kesatuan brimob. 

Baru pada tahun 2004, ketika situasi keamanan sudah memadai, masyarakat 
mulai menanam tanaman kayu, yaitu sengon. Selain itu, jenis tanaman sudah 
mulai beragam, seperti tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman keras. 
Pembangunan rumah semi permanen maupun permanen mulai dilakukan. 
Keteguhan masyarakat untuk mempertahankan lahan kian tinggi karena 
mereka sudah memiliki banyak harta-benda di sana. Pada periode selanjutnya, 
sejak 2009 para anggota SPP Kalijaya yang menggarap lahan mulai berfikir, 
merencanakan, dan melaksanakan penataan tanaman di masing-masing 
lahan yang digarap. Hal tersebut berlangsung hingga sekarang. Bahkan, 
sudah muncul gagasan untuk membuat zonasi lahan menjadi tiga zona, yaitu 
zona karet, zona kopi, dan zona sengon/akasia. 

Pembagian zona produksi ini, menurut Endang Kuswaya (56) merupakan 
kebijakan kelompok melalui rapat anggota dengan mempertimbangkan 
aspek ekologi dan ekonomi. Sebagai contoh, pertimbangan aspek ekologi, 
adalah menempatkan lahan yang paling tinggi di antara yang lain sebagai zona 
karet, mengingat pohon karet dapat dipungut hasilnya melalui penyadapan 
getah. Sehingga tidak perlu menebang pohon karet. Harga getah karet saat 
ini antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per kilogram. Dari aspek ekonomi, 
harga getah karet sangat menjanjikan untuk menopang kehidupan ekonomi 
keluarga petani. Pasarnya pun sangat terbuka lebar di wilayah Ciamis. 

72	 Di Pulau Jawa, tanaman kelapa dan pisang identik dengan tanaman yang ditanam di 
pemukiman ataupun tanah milik yang lain. Penanaman tanaman kelapa dan pisang pada 
lahan reklaiming hendak menyimbolkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah karuhun, 
yang harus direbut kembali menjadi tanah masyarakat Desa Kalijaya. 
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Tabel 11. Pola-pola Pengelolaan Lahan di Kalijaya: Kronologi Pasca-Okupasi
Periode Aktivitas

Pra-2000 •	 Penjarahan hutan marak
•	 SPP mulai memasuki lahan

2000-2004 •	 Okupasi lahan
•	 Mulai menanam tanaman pertanian dengan pola jadah: belum berpola

2004-2009 •	 Mencoba tanam pohon albasia
•	 Tanaman pangan tetap ditanam

2009-sekarang •	 Rencana zonasi atau kluster tanaman, seperti karet, kelapa, dan alba
•	 Berdasarkan evaluasi, tanaman keras yang terlalu rapat menaungi dan 

mengganggu produktivitas tanaman kopi dan pangan/hortikultura

Sumber: FGD Desa Kalijaya.

Pada zona sengon/akasia, pertimbangan ekologisnya, tanaman pertanian 
masih tetap dipelihara sambil memungut hasil kayunya setiap masa daur 
delapan tahun sekali. Aspek ekonominya, permintaan kayu sengon untuk 
produksi pulp/bubuk kertas tidak pernah terhenti dan terus meningkat. 
Sehingga dalam hal pemasaran, komoditas kayu sengon tetap menjadi 
primadona dalam bisnis kayu di Jawa. Saat ini, harga kayu sengon setiap 
meter kubiknya mencapai Rp 800.000 sampai Rp1.200.000. 

Pada zona kopi, seperti yang kita ketahui bersama, kopi di Jawa Barat 
memiliki sejarah panjang yang dimulai dari wilayah Priangan, Jawa Barat. 
Kualitas kopi robusta maupun arabika yang dimiliki sangat bagus. Komoditas 
ini bukan hal yang asing bagi masyarakat Kalijaya. Dalam aspek ekonomi, 
tentu saja komoditas kopi sangat menjanjikan. Harga biji kopi kering siap 
giling berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 30.000 setiap kilogramnya. Range 
harganya sangat lebar, karena harga kopi pada banyak kasus sering fluktuatif. 

Pada tiga zona tersebut, para petani bukan berarti menanam satu jenis 
tanaman saja (monokultur). Terutama pada zona kopi, petani juga menanam 
tanaman keras seperti sengon. Tanaman sengon diperuntukkan bagi 
kebutuhan jangka menengah antara 5-10 tahun, misalnya untuk biaya masuk 
sekolah anak ke jenjang yang lebih tinggi. Patut dicatat, saat ini di antara 200-
an anggota SPP Desa Kalijaya, sudah ada 5 orang yang naik haji berkat panen 
sengon dari lahan reklaiming tersebut.
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Berdasarkan perhitungan dari peneliti Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) 
UGM Prof. Wahyu Andayani, kayu sengon yang berasal dari hutan kelola 
rakyat di Desa Kalijaya, produktivitasnya mencapai 3.300 m3/tahun dengan 
umur daur (umur tebang kayu sengon) 5 tahun. Sedangkan kayu campuran 
produktivitasnya 70 m3/tahun. Adapun kelayakan usahatani agroforestry di 
Desa Kalijaya dapat dikatakan sangat layak dengan ketentuan minimal luasan 
lahan untuk usahatani agroforestry seluas 0,5 hektar.73 Berdasarkan hasil 
studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat Universitas Gajah Mada 
pada bulan Februari dan Maret 2012 di Desa Kalijaya, dengan luas 0,5 hektar 
sampai 1,5 hektar, keluarga petani memperoleh pendapatan Rp 21.700.000 
setiap tahunnya. Usaha agroforestry tersebut memberikan kontribusi 
terhadap pendapatan petani sebesar 61%. Jika luas kelola keluarga petani 
antara 2 hektar sampai 3 hektar, maka pendapatan mencapai Rp 71.900.000 
setiap tahunnya dengan angka kontribusi sebesar 80%. Dan dengan luas 3,5 
hektar sampai 6 hektar, maka keluarga petani memperoleh pendapatan Rp 
524.400.000 setiap tahun dengan angka kontribusi sebesar 98%.74

Akses, Pengaruh, dan Kontrol dalam Pengelolaan Hutan
Tahun 1997-1998, krisis ekonomi memicu terjadinya penjarahan hutan besar-
besaran termasuk di wilayah Kalijaya. Tak lama setelah Presiden Suharto 
melepaskan jabatannya sebagai presiden 20 Mei 1998, dan seiring arus gerakan 
reformasi yang menggema dari Jakarta hingga ke daerah-daerah, muncul 
inisiatif dari petani Desa Kalijaya untuk merebut kembali tanah karuhun 
(leluhur) mereka, yang dulu direbut Belanda dan Pemerintah Indonesia. 

Para petani mendirikan dan bergabung dengan Serikat Petani Pasundan 
(SPP), yang didampingi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum 
Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI). Pada tahun tersebut, 
petani yang telah mengerjakan lahan secara sukarela mendaftar menjadi 
anggota SPP. Kemudian mekanisme distribusi lahannya dilakukan dengan 
cara undian. Rata-rata kepemilikan lahan khusus di lahan reklaiming tersebut 

73	 Hasil Penelitian Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta pada bulan Februari dan Maret 2012 tentang Analisis Usaha Tani di 
wilayah Serikat Petani Pasundan (SPP) Desa Kalijaya. Dokumen SPP wilayah Ciamis. Tidak 
diterbitkan.

74	 Ibid.
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sekitar 0,5-1 hektar.75 Seluruh pengambilan keputusan baik berkaitan dengan 
mekanisme distribusi tanah, maupun agenda-agenda aksi di lapangan, 
diputuskan melalui rapat-rapat yang representatif. Jika cara inilah SPP bisa 
menjaga soliditas dan kekuatan organisasi.

“SPP tidak mau terlibat pencurian kayu. Kami sengaja tidak mau terlibat 
karena kalau mengambil kayu, kami akan ditangkap dan dituduh sebagai 
penjarah. Baru setelah hutan gundul maka masyarakat mulai masuk hutan,” 
ujar Endang Kuswaya (56), Ketua SPP OTL Kalijaya. Ia menjelaskan, yang 
dibutuhkan SPP adalah tanah. Kembalinya tanah yang telah dikelola sejak 
beberapa generasi yang lalu.

Sejak saat itu, anggota SPP OTL Kalijaya melakukan reklaiming lahan, 
merebut lahan-lahan yang dikuasai perhutani dan melakukan penanaman 
kembali hutan dengan pola sederhana dengan sebutan jadah. Pola tanam 
belum teratur namun sudah tampak pola agroforestrinya, di mana banyak 
sekali jenis tanaman yang ditanam, di antaranya jagung, singkong, pisang, 
petai, kapulaga, kelapa, kopi, dan albasia. 

Pada saat awal-awal pendudukan lahan, hampir seluruh gubuk dan lahan 
garapan dibakar dan dibabat oleh mandor, aparat, dan LSM Pecinta Lingkungan 
(bentukan Perhutani). Masyarakat  melakukan gerakan perlawanan dengan 
berbagai cara, antara lain, menyerang  kantor Perhutani di Ciamis, melakukan 
demonstrasi di berbagai level mulai dari Ciamis, Bandung, hingga Jakarta. 
Upaya-upaya itu dilakukan untuk menyatakan bahwa petani SPP meyakini 
akan kebenaran dari perjuangan mereka untuk merebut kembali hak-
hak petani yang telah dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda maupun 
pemerintah Indonesia merdeka. 

Pada intinya, intimidasi yang dilakukan negara terhadap anggota SPP tidak 
membuat perlawanan terhenti, tapi justru malah bersemangat mempertahankan 
lahan mereka. Banyak pula kader-kader SPP di Ciamis yang ditangkap dan 
dipenjarakan dengan dalih alasan yang seakan dibuat-buat.76 Penangkapan 

75	 Wawancara dengan Uung (53) tanggal 01 Oktober 2012. Uung merupakan salah satu 
anggota SPP OTL Kalijaya.

76	 Untuk hal ini, ada salah seorang pemimpin SPP OTL di Ciamis yaitu Maman (60) yang 
proses hukum dan akhirnya dipenjara dengan alasan yang cenderung dibuat-buat misalnya 
sebagai provokator, melakukan tindakan pemerasan untuk kasus menerima bantuan uang 
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para aktivis SPP justru bagi mereka semakin meyakinkan diri untuk lebih 
mempertahankan tanah yang telah mereka kuasai dan mereka garap/dikerjakan. 

Pada tahun 2001, Tap MPR No. 11 Tahun 2001 tentang Reforma Agraria 
dan Pengelolaan Sumberdaya Alam disahkan di Jakarta. Ketetapan MPR ini 
merupakan angin segar bagi gerakan pemenuhan hak-hak petani, terutama 
faktor produksi penting bernama tanah, bagi petani yang bergabung di 
SPP Desa Kalijaya. Sementara itu, konflik-konflik tanah yang terjadi di Desa 
Kalijaya khususnya, dan Ciamis pada umumnya, dicoba untuk ditangani 
melalui pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik yang merupakan 
forum multipihak yang difasilitasi oleh Bupati Ciamis yang  anggotanya 
terdiri dari DPR, Pemda, Kadishutbun, BPN, Kapolres, Dandim, SPP, dan 
Farmaci. Sebagai langkah taktis jangka pendek, Bupati Ciamis saat itu, 
Oma Sasmita mengeluarkan Surat Penunjukan Garapan (SPG) kepada 
petani penggarap anggota SPP. Tujuannya agar meminimalisir konflik dan 
perlindungan terhadap petani penggarap.77 Sejak tahun 2002 hingga saat ini 
lahan sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat dengan model wanatani 
atau agroforestry.

Di tengah perjalanan perjuangan mempertahankan tanah garapan sesuai 
dengan kearifan pengetahuan hutan mereka, pada tahun 2002 hingga tahun 
2005 Perhutani terus mendatangi Desa Kalijaya untuk mensosialisasikan 
Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau sering disebut PHBM. 
Pada kurun waktu itu juga, masyarakat Desa Kalijaya yang tergabung dengan 
SPP menolak dengan keras.78 

Menurut hasil FGD yang dilakukan oleh peneliti bersama anggota SPP di 
Sekretariat OTL Kalijaya, penolakan PHBM di Desa Kalijaya disebabkan 
beberapa hal sebagai berikut: 1) Sharing kayu diyakini tidak akan sampai ke 
kas negara, dan pasti akan dikorupsi oleh Perhutani; 2) PHBM merupakan 
program yang rawan korupsi karena bagi hasil kayu sangat mungkin untuk 
diselewengkan oleh petugas Perhutani karena sifatnya yang cenderung 

dari para anggotanya melalui skema iuran bulanan ataupun tahunan. Hasil Wawancara 
dengan Maman tanggal 30 September 2012.

77	 Wawancara dengan Adji Sutisna dan Endang tanggal 01 Oktober 2012.

78	 Wawancara dengan Asep Hardiyanto (37) tanggal 01 Oktober 2012. Asep Hardiyanto 
merupakan generasi muda anggota SPP OTL Kalijaya.
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‘negotiable’ di Desa Kalijaya; 3) SPP melihat bahwa janji-janji atas 
kesejahteraan petani dalam program PHBM tidak pernah terbukti di tempat-
tempat lain.

Pada tahun 2006, akhirnya Perhutani dapat melakukan sosialisasi PHBM 
di Desa Kalijaya. LMDH dibentuk oleh Perhutani yang bekerjasama dengan 
Kepala Desa. Namun, karena para petani SPP OTL Kalijaya telah menduduki 
lahan hutan seluas 256 hektar, maka program PHBM ditempatkan di petak 
hutan lain namun yang masih termasuk dalam wilayah Desa Kalijaya. Ketua 
LMDH terpilih adalah Ketua BPD Desa Kalijaya. Sejauh ini, meskipun memiliki 
kepentingan yang berbeda, namun hubungan ketua LMDH dengan pengurus 
SPP Kalijaya berlangsung dengan baik.

Mekanisme Sharing Keuntungan dan Risiko
Serikat Petani Pasundan atau sering disebut SPP memiliki wilayah 
pengorganisasian di tiga kabupaten yaitu Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. 
Sejarah kelahiran SPP di kampung-kampung di tiga kabupaten tersebut 
berbeda-beda. Masing-masing memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Awal 
mula SPP di Kabupaten Ciamis diawali dari kasus di Blok Bulak Laut Desa 
Cibenda Kecamatan Parigi pada tahun 1992.79 Peran kaum aktivis mahasiswa 
dan pemuda di kota-kota sangat penting dalam membangkitkan kesadaran 
penduduk untuk mempergunakan cara-cara baru melawan penindasan yang 
terjadi di kampungnya.80

Untuk kasus yang terjadi di Desa Cibenda, para mahasiswa Ciamis yang 
tergabung dalam Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI) 
mendampingi para petani. Dengan bantuan dan pendampingan yang sama 
dari FARMACI, petani Desa Kalijaya memulai gerakannya pada awal reformasi 
tahun 1998. 

79	 Wawancara dengan Adji Sutisna tanggal 01 Oktober 2012.

80	 Noer Fauzi (2005), Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria, Buku Pedoman Serikat Petani 
Pasundan.  Serikat Petani Pasundan, h. 16.
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Bagan 2. Pola hubungan SPP dengan Para Pendukungnya 

Yapemas Sekretariat 
Jenderal SPP

FPPMG

FPMR

FARMACI

SPP Kab. Garut
dan OTL-OTL

SPP Kab. 
Tasikmalaya
dan OTL-OTL

SPP Kab. Ciamis
dan OTL-OTL

Sumber: Buku Pedoman Serikat Petani Pasundan (2005)

Ciri khas dari pengorganisasian yang dilakukan oleh SPP adalah adanya 
beberapa organisasi pendukung yang berasal dari kelompok mahasiswa. 
Adapun beberapa organisasi mahasiswa pendukung SPP tersebut adalah: 
Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Garut (FPPMG); Forum Pemuda 
Mahasiswa untuk Rakyat (FPMR); dan Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa 
Ciamis (FARMACI). 
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Tabel 12. Struktur SPP Kabupaten Ciamis
Sekjen SPP Agustiana

Deputi Imam Bambang Setiawan

Koordinator Kabupaten Nana Rukmana

Koordinator Satgas Dede Baeli

Bendahara Dedi Kusmana, S.IP

Koordinator Wilayah

1. Utara         : 
2. Tengah 1  : 
3. Tengah 2  : 
4. Tengah 3  : 
5. Tengah 4  : 
6. Tengah 5  : 
7. Selatan 1  : 
8. Selatan 2  : 

Dadi
Maman
Dadang
Wawan
Endang Kuswaya
Oman Djemon
Atoy
Abidin

Sumber: Buku Pedoman Serikat Petani Pasundan (2005)

Struktur organisasi SPP berjenjang. Puncak pengambilan keputusan tertinggi 
ada pada Kongres Dewan Pimpinan OTL. Posisi Sekjen berada sejajar dengan 
koordinator Kabupaten. Namun koordinasi dari koordinator kabupaten tetap 
mengarah kepada sekjen. Di bawah 3 koordinator kabupaten yakni Garut, 
Tasikmalaya, dan Ciamis terdapat koordinator wilayah. Di bawah koordinator 
wilayah terdapat pengurus OTL. Sebagai basis utama dari gerakan SPP adalah 
anggota yang berada di bawah koordinasi dari pengurus OTL.

Secara keorganisasian, upaya-upaya yang tengah dan akan dilakukan oleh 
SPP meliputi: (1) Penguasaan, penggarapan, dan penatagunaan tanah; (2) 
Perbaikan layanan alam; (3) Penataan produksi bersama; (4) Pembangunan 
usaha ekonomi bersama; (5) pendidikan dan pelatihan; (6) pengorganisasian 
rakyat petani; (7) mendorong kearifan perempuan dalam organisasi; (8) 
Kampanye; (9) Penyelidikan; (10) Pembangunan jaringan; (11) Demonstrasi 
untuk melakukan tekanan; (12) Mempengaruhi dan merubah kebijakan 
pemerintah; (13) Penggalangan dana; (14) Studi banding; (15) Pembelaan 
lewat pengadilan; (16) Pengolahan data dan dokumentasi; dan yang terakhir 
yaitu (17) Kaderisasi.
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Kotak 12.	 Mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban 
pengurus SPP.

1.	 Setiap satu bulan sekali OTL di tiap-tiap lokal merencanakan program kerja 
yang dihadiri oleh ketua kelompok, anggota, dan pengurus. Setiap program 
yang dirancang diajukan ke organ pendukung untuk dilaksanakan bersama-
sama dengan mereka.

2.	 Satu bulan 2 kali tiap-tiap OTL melakukan evaluasi atas perkembangan 
organisasi dan perkembangan ekonomi.

3.	 Satu bulan 2 kali di masing-masing koordinator kabupaten dan koordinator 
OTL melakukan musyawarah mengenai perkembangan organisasi dan 
situasi politik di tingkat desa sampai nasional.

4.	 Tiga bulan 1 kali seluruh keluarga besar SPP mengadakan rapat kongres 
organisasi mengenai seluruh aktivitas organisasi selama tiga bulan ke 
belakang.

5.	 Rapat luar biasa dilakukan apalagi terjadi perkembangan situasi politik yang 
mendadak dan mempengaruhi kinerja organisasi.

Sumber: Buku Pedoman Serikat Petani Pasundan (2005)

Tabel 13. Unit Layanan yang Dimiliki oleh SPP
Unit Layanan Keterangan

1. Unit Sekolah Di tiga wilayah yakni Garut, Tasikmalaya, dan 
Ciamis semua telah memiliki sekolah yang di 
dirikan oleh SPP mulai dari tingkat SD, SLTP, dan 
SLTA. Semua murid yang belajar di sekolah SPP 
tidak dipungut biaya. Mayoritas murid sekolah-
sekolah tersebut merupakan anak dari petani 
anggota SPP. Selain itu, ada juga murid dari 
organisasi tani dari daerah lain; misalnya dari 
Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Tujuan dari 
pendirian sekolah ini adalah untuk membentuk 
kader tani yang sadar akan perjuangan petani. 
Sekolah ini merupakan bagian dari kaderisasi 
SPP.

2. Unit Layanan Hukum Tugas dari unit layanan hukum meliputi:
•	 Melakukan pembelaan terhadap petani yang 

sedang diproses di pengadilan.
•	 Layanan pendidikan-pendidikan hukum kritis 

bagi anggota SPP.
•	 Melakukan kajian-kajian kritis tentang 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah.

•	 Mengusulkan rancangan peraturan 
perundang-undangan yang isinya berpihak 
kepada petani.
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3. Unit Pendidikan Organisasi Unit ini didirikan untuk mendidik pemimpin-
pemimpin SPP. Ada 3 kursus yang dijalankan:
•	 Kursus kepemimpinan rakyat.
•	 Kursus pembaruan desa dan agraria.
•	 Kursus Land Reform.

Sumber: Buku Pedoman Serikat Petani Pasundan (2005)

SPP di Desa Kalijaya atau OTL Kalijaya merupakan bagian dari Koordinator 
wilayah Tengah 5 yang dikoordinasikan oleh Oman Djemon. Wilayah Tengah 
5 terdiri dari 5 OTL antara lain: Kalijaya, Banjaranyar 1&2, Cigayam, Cikaso, 
dan Pasawahan 1. Melihat demokratisasi di OTL Kalijaya pada dasarnya dapat 
dilihat dari demokratisasi tubuh SPP secara keseluruhan itu sendiri. Mengapa 
demikian? Karena SPP mulai dari Sekjen hingga anggota pada kenyataanya 
merupakan satu kesatuan utuh yang diikat oleh semangat penyelesaian 
kasus-kasus sengketa agraria. Namun, melihat secara spesifik OTL Kalijaya 
akan memperlihatkan sebentuk kondisi riil di basis massa SPP. 

Endang Kuswaya (56) adalah ketua dari OTL Kalijaya. Bobot kepemimpinan 
Endang dapat terlihat ketika beliau mampu tetap mengkoordinir semua 
aktivitas anggotanya baik dalam lahan maupun dalam pengambilan 
keputusan organisasi melalui rapat-rapat anggota. Mekanisme pengambilan 
keputusan tertinggi ada pada rapat anggota OTL Kalijaya. Namun, dalam 
pengambilan keputusan-keputusan yang segera harus di ambil, anggota 
memberikan wewenang sepenuhnya kepada Ketua OTL Kalijaya untuk 
memutuskan. Pertemuan rutin anggota dilakukan, minimal satu bulan sekali.81 
Namun, dalam prakteknya, karena setiap hari para anggota dan pengurus 
bertemu di lahan, maka rapat anggota bisa dilakukan berkali-kali dalam satu 
bulan melalui metode evaluasi kritik otokritik. Apalagi, di tengah-tengah 
lahan yang telah direklaiming di wilayah Kalijaya telah dibangun bangunan 
permanen megah sebagai sekretariat SPP Kalijaya yang menghabiskan dana 
Rp 150.000.000.82 Dana tersebut bersumber dari iuran anggota yang kala itu 
sedang panen kayu sengon.

81	 Wawancara dengan Endang Kuswaya tanggal 30 September 2012.

82	 Wawancara dengan Endang Kuswaya tanggal 01 Oktober 2012.
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Namun, untuk pengambilan keputusan-keputusan strategis dan politis dalam 
takaran tertentu, ketua OTL secara berjenjang harus mengkoordinasikan 
persoalan dan putusan kepada koordinator wilayah, koordinator kabupaten, 
hingga sekjen. Beberapa kewenangan pengambilan keputusan dapat 
diidentifikasi sebagai berikut:83 

Tabel 14. Level dan Mekanisme Pengambilan Keputusan di SPP
Level Pengambilan Keputusan Level Permasalahan

Kongres Dewan Pimpinan OTL Hal Prinsipil dalam organisasi

Sekjen Urusan Nasional, Kebijakan Pemerintah, kebijakan SPP, 
kriminalisasi, advokasi, dst

Koordinator Kabupaten Urusan dengan birokrasi kabupaten, persoalan 
kriminalisasi, kebijakan level kabupaten

Koordinator Wilayah	 Persoalan kriminalisasi, persoalan kolektif antar OTL

Ketua OTL Persoalan kriminalisasi, persoalan kolektif anggota OTL

Anggota Penentuan jenis tanaman, jarak tanam, hal teknis 
lainnya.

	

Konteks demokratisasi dalam organisasi dapat diukur dari seberapa patuh 
anggota terhadap keputusan yang telah dibuat secara demokratis. SPP 
menerapkan mekanisme pengambilan keputusan melalui evaluasi kritik 
otokritik setiap bulannya. Kendati masih dimungkinkan diskresi oleh ketua 
OTL untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya cepat dan segera. 
Kepatuhan anggota terhadap organisasinya didasarkan pada kepercayaan 
yang tinggi terhadap pengurus organisasi serta kesamaan cita-cita perjuangan 
organisasi. Dengan demikian, kreasi yang diciptakan dalam membuat hutan 
Kalijaya menjadi hijau dan berisi beranekaragam tanaman telah berdampak 
signifikan atas perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kalijaya.84

Proses demokratisasi di OTL Kalijaya dapat juga dilihat dari peran kaum 
perempuan. Dalam rapat-rapat anggota OTL, yang menghadiri tidak hanya 
kaum laki-laki saja. Karena basis anggota dari SPP bukan hanya kepala 
keluarga, tetapi semua petani yang memiliki lahan garapan di tanah yang 
saat ini telah direklaiming oleh mereka. Dalam hal penggarapan, tidak hanya 

83	 Hasil FGD di Sekretariat SPP OTL Kalijaya tanggal 01 Oktober 2012. FGD tersebut diikuti 
oleh pengurus dan anggota SPP OTL Kalijaya.

84	 Hasil FGD di Sekretariat SPP OTL Kalijaya tanggal 01 Oktober 2012
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petani laki-laki yang memiliki lahan garapan, tetapi petani perempuan juga 
banyak yang memiliki lahan garapan, sehingga mereka menjadi anggota SPP 
OTL Kalijaya.  

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, selain kegiatan di lahan, juga 
dikembangkan Credit Union (CU).85 Menurut pengakuan salah satu anggota 
SPP dalam sebuah perjalanan ke lahan, beliau mengungkapkan sejak 
bergabung di SPP 6 tahun silam, beliau setiap bulannya dapat menabung di 
CU OTL Kalijaya antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Hal ini berkat hasil 
pertanian dan kehutanan yang dinikmati dari lahan hasil reklaiming. Baru 
berdiri selama 3 tahun ini, CU telah memiliki modal (saham) sebesar Rp 435 
juta rupiah.86 Selain pembagian deviden dalam rapat anggota tahunan (RAT), 
dana pengurus, CU juga mengalokasikan dana sosial bagi anggota CU yang 
membutuhkan. Inilah mekanisme solidaritas yang terbangun dalam CU.

Adalah kewajiban dari anggota untuk membayar iuran anggota sebesar Rp 
400.000 setiap hektar setiap tahun.87 Dana iuran tersebut digunakan untuk 
dana organisasi, dana desa, sumbangan sekolah SPP, dan kegiatan lain misalnya 

85	 Credit Union adalah organisasi rakyat sejenis koperasi. Credit diambil ari bahasa latin 
“credere” yang artinya percaya dan Union dari kata “unus” yang berarti kumpulan 
atau kesatuan. Seluruh anggota Credit Union memiliki kesepahaman tentang bahwa 
kelompok mereka adalah kumpulan orang yang saling percaya. Organisasi ini pertama 
sekali berkembang di Jerman pada abad ke-19, yang ditimpa musibah kelaparan dan 
musim dingin yang hebat. Para petani yang menggantungkan hidup pada kemurahan 
alam tak berdaya melawan keadaan. Persediaan makanan sangat terbatas dan penyakit 
mewabah. Kondisi yang tidak menentu di manfaatkan oleh kelompok lintah darat. Mereka 
meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bahkan sering terjadi harta benda 
para petani juga menjadi incaran para lintah darat. Kondisi seperti ini menggugah wali kota 
Flammerfield di Jerman Barat, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dia mengundang golongan 
kaya dan berhasil mengumpulkan uang untuk menolong kaum miskin. Usaha ini tidak 
membuahkan hasil. Setiap bantuan berupa pemberian uang dan makanan yang jumlahnya 
terus bertambah ternyata selalu habis di tangan petani dan buruh, begitu seterusnya. 
Berdasarkan pengalaman itu sang wali kota berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya 
dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri, si miskin harus mengumpulkan uang bersama 
sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka untuk tujuan produktif, dan 
jaminan pinjaman adalah watak si peminjan sendiri”. Untuk mewujudkan impian tersebut, 
Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin membangun Credit Union. Di Indonesia, 
CU mulai dikembangkan sejak awal 1970-an dan kini sudah banyak berkembang serta 
jumlahnya mencapai ratusan, yang berkembang di berbagai wialayah seperti Kalimatan 
Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan lain-lain. Selengkapnya, lihat, antara lain, http://
id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit

86	 Hasil FGD di Sekretariat SPP OTL Kalijaya tanggal 01 Oktober 2012

87	  Wawancara dengan Endang Kuswaya tanggal 30 September 2012.
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pendidikan dan pelatihan.88 Menurut pengakuan dari ketua OTL Kalijaya, 
sepanjang sejarah berdirinya OTL ini, anggota tidak ada yang mangkir dari 
iuran tahunan tersebut. Hal ini menurut beliau, didasarkan karena anggota 
telah mampu membayar uang sejumlah tersebut karena dapat diambilkan 
dari hasil tanah yang digarap. Selain itu, para anggota sadar bahwa iuran yang 
dibayarkan tersebut merupakan sumberdana dari organisasi yang menjadi 
motor perjuangan mereka. Rupanya, seleksi pemilihan ketua dan pengurus 
OTL berdasarkan hal utama yaitu pribadi yang mau dan mampu memimpin, 
berkorban, dan dapat dipercaya.

Mengenai resiko perjuangan, semua Ketua OTL dididik untuk berani 
menghadapi ancaman dan gangguan yang datang dari luar. Sehingga, 
setiap persoalan yang muncul dari luar SPP dan mengarah kepada anggota 
SPP, maka Ketua OTL siap menghadapi resiko sebagai representasi dari 
anggotanya.89 Hal ini sempat terjadi pada Maman salah satu Ketua OTL di 
desa seberang Kalijaya. Maman mempertanggungjawabkan tuduhan dari 
Pemerintah terhadap anggotanya yang dinilai melakukan penebangan liar 
serta penyerobotan lahan Perhutani. Walhasil, Maman sempat dihukum 1,5 
tahun pada tahun 2008.  

Dampak Ekologis dan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Anggota SPP Kalijaya mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi anggota SPP 
Kalijaya jauh lebih baik dari pada Desa Selasari (desa tetangga) yang melakukan 
kerjasama PHBM dengan Perhutani. Secara hitung-hitungan ekonomis, pola 
pengelolaan hutan ala masyarakat seperti ini lebih memberikan dampak 
positif atas penghasilan ekonomi rumah tangga petani. Pola wanatani atau 
agroforesty dapat menjawab kebutuhan petani pada berbagai level misalnya 
kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pembagian 
lahan yang adil serta kompensasi atas luasan lahan yang dimiliki terhadap 
organisasi diwujudkan dalam iuran anggota yang berdasarkan luasan lahan 
(proporsional). Indikasi yang sama-sama diakui oleh petani anggota SPP 
OTL Kalijaya, maupun petani desa Kalijaya yang bukan anggota SPP90 adalah 

88	 Wawancara dengan Endang Kuswaya tanggal 30 September 2012.

89	 Wawancara dengan Maman tanggal 30 September 2012.

90	 Peneliti sempat mewawancarai warga Desa Kalijaya yang tidak masuk dalam keanggotaan 
SPP. Mereka sendiri mengakui bahwa petani yang masuk dalam anggota SPP meningkat 
kesejahteraannya.
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pemilikan sepeda motor. Hampir seluruh anggota SPP OTL Kalijaya saat ini 
telah memiliki minimal satu unit sepeda motor. Selain itu, semua anggota SPP 
saat ini telah memiliki rumah permanen dengan biaya pendirian rumah antara 
delapan puluh juta rupiah hingga seratus lima puluh juta rupiah. Sedikitnya 
lima anggota SPP OTL Kalijaya sudah naik haji. Semua itu, diakui merupakan 
uang dari hasil mereka bertani dan mengelola hutan di lahan reclaiming. 

Lahan hutan yang diduduki dan dikerjakan oleh petani SPP Kalijaya lebih 
menjaga kelestarian lingkungan karena: (1) Lahan dikerjakan secara intensif; 
(2) Ditanami bermacam-macam komoditas mulai dari tanaman pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan. Pola ini sering disebut dalam masyarakat 
Ciamis sebagai 'pola kebon', atau dalam bahasa lain disebut wanatani ataupun 
agroforestry. Hal ini berdampak pada keragaman sumber pendapatan mulai 
dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang—mereka 
menyebutnya penghasilan mingguan, bulanan, setengah tahunan, dan 
tahunan. Selain itu, dalam ilmu kehutanan, pola wanatani lebih menjamin 
ketersediaan air tanah serta kondisi lingkungan secara umum ketimbang 
model hutan monokultur atau menanam tanaman kehutanan sejenis. 

Dalam bahasa aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan, SPP 
telah berusaha melakukan pemulihan kerusakan dan upaya mengembalikan 
fungsi hutan secara swadaya. Selain di Kalijaya, ada sekian banyak hutan 
desa yang mengalami peningkatan serupa, antara lain, adalah Desa Sagara, 
Kaledong, dan Cipaganti (Garut); Desa Nagrog, Cigalontang, Cipatuah, 
Cikatomas, dan Taraju (Tasikmalaya); Desa Cikujang, Margaharja, dan 
Bangunkarya (Ciamis). Dengan begitu, menurut Usep, “SPP telah memberi 
contoh yang baik dalam pengelolaan hutan secara mandiri, sehingga 
membanggakan secara sosial, produktif secara ekonomis, dan lestari secara 
ekologis. Dalam konteks yang lebih luas, selama ini SPP telah jadi contoh 
inisiatif rakyat merealisasikan reforma agraria secara partisipatif.”91

91	 Lihat Usep Setiawan (2008), "Belajar dari Serikat Petani Pasundan”, artikel di Harian Sinar 
Harapan, Jakarta, 12 Agustus; lihat juga dalam buku kumpulan tulisannya pada Usep Setiawan 
(2010), Kembali ke Agraria, STPN Press, KPA, dan Sajogyo Institute, h. 377-380.
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Kesimpulan 

Sejarah masyarakat dan ikatan mereka dengan tanah mempengaruhi 
respon terhadap tata pengaturan hutan. Ikatan masyarakat desa Tumiyang 
dengan tanah hutan tidak terlalu kuat karena masyarakatnya merasa bukan 
penduduk asli, namun penduduk pendatang dari Kebumen. Sehingga respons 
mereka terhadap tata pengaturan hutan tidak eksplosif dalam bentuk gerakan 
reclaiming ataupun mempertahankan tanah tersebut. Berbeda halnya dengan 
masyarakat di Desa Kalijaya, ikatan sejarah dengan tanah hutannya sangat 
kuat, bahkan saksi hidup masih banyak yang bersaksi bahwa tanah yang 
menjadi hutan tersebut adalah tanah karuhun (leluhur) mereka. Sehingga 
respons dan ikatan dengan tanah sangat kuat dan muncul gerakan reclaiming 
ataupun mempertahankan tanah tersebut.

Kemampuan akses dan kontrol terhadap tanah hutan mempengaruhi seberapa 
jauh kreasi dalam mengelola hutan. Di Kalijaya, ketika akses dan kontrol 
begitu kuat terhadap hutan, maka kreasi untuk membuat pola agroforestry 
di tanah hutan terbuka lebar. Lain halnya dengan di Desa Tumiyang, ketika 
akses dan kontrol terhadap hutan masih lemah akibat kuatnya pengaruh 
Perutani di daerah tersebut, masyarakat tidak dapat berbuat banyak untuk 
mengkreasikan hutannya. Lemahnya organisasi representasi petani (baca: 
LMDH) membuat posisi mereka memiliki daya tawar yang minim di hadapan 
Perhutani. Konsekuensinya, LMDH cenderung melakukan kompromi, 
akomodasi, bahkan “nrimo” dengan aturan-aturan yang ditetapkan Perhutani.

Ketidakpastian atas kemanfaatan hutan bagi penggarapnya ternyata memiliki 
andil besar terhadap seberapa jauh kelestarian akan diwujudkan dan 
dipelihara sampai jauh ke depan. Di Desa Tumiyang, ketika masyarakat tidak 
memiliki kepastian untuk mendapatkan hasil dari hutan (pohon), serta tidak 
diberikannya akses dan kontrol dalam mengkreasikan pola dan jenis tanaman, 
maka hasilnya adalah hutan yang monokultur dan rawan pencurian. Sementara 
itu, di Desa Kalijaya, ketika akses dan kontrol atas hutan yang memungkinkan 
kreasi agroforestry menciptakan keragaman tanaman hutan serta keamanan 
hutan. Oleh karena itu, hutan yang dikelola oleh rakyat lebih terjamin 
kelestarian dan biodiversity-nya ketimbang hutan yang dikelola oleh negara.
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Dari segi kesejahteraan rakyat: klaim PHBM menyejahterakan masyarakat, 
tidak terjadi di lapangan karena akses, pengaruh, dan kontrol masyarakat 
ke hutan semakin hari semakin berkurang. Minim dan semakin terbatasnya 
akses, pengaruh, dan kontrol masyarakat terhadap hutan secara langsung 
menyebabkan mereka kehilangan sumberdaya hutan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Untuk mengatasi hal itu, para petani akhirnya bekerja 
“serabutan” dan melakukan migrasi kerja ke kota, sekaligus kehilangan 
identitas mereka sebagai petani. Hal ini mengafirmasi studi LIPI, ARuPA, dan 
riset-riset yang dilakukan para akademisi sebelumnya. Hal ini berbanding 
terbalik dengan kehidupan petani di Kalijaya, yang secara umum merasakan 
peningkatan kehidupan ekonomi secara signifikan. Bahkan, dengan situasi 
yang baru ini, mereka merasa telah keluar dari lingkaran yang membelenggu 
mereka selama ini. Akses pendidikan anak meningkat. Mobilitas sosial 
ekonomi secara umum juga demikian. 

Di Desa Tumiyang, akses, kontrol, dan pengaruh dalam produksi hutan dan 
pengambilan keputusan ada pada pengurus LMDH. Lain halnya dengan yang 
terjadi di Desa Kalijaya,  proses pengambilan keputusan dan produksi hutan 
ada pada anggota OTL dengan memegang prinsip partisipatif, akuntabel, dan 
transparan, serta akses yang setara terhadap sumberdaya hutan. Demokrasi 
dalam pengertian kesetaraan kesempatan dan peluang untuk mempengaruhi 
keputusan organisasi dimiliki para anggota SPP, termasuk kesetaraan laki-
laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi.

Posisi orang marginal―baik dalam hal ekonomi maupun sosio-kultural―
dalam hal pembagian keuntungan dan resiko lebih aman dan terjamin dalam 
pola tata kelola yang ditopang oleh organisasi rakyat yang mandiri dan 
independen. Akses, kontrol, dan pengaruh mereka lebih dihargai ketimbang 
yang ada di tata kelola negara melalui PHBM dan LMDH, yang cenderung 
dikooptasi Perhutani. 

Tentu saja bukan berarti praktik kepengaturan hutan di Kalijaya sama sekali 
tidak ada resiko. Ada kecenderungan pemahaman di dalam masyarakat 
Kalijaya bahwa memperoleh sertifikat sebagai capaian tertinggi dalam proses 
partisipasi mereka selama ini. Boleh jadi setelah memperoleh kepastian 
sertifikat maka keterlibatan aktif menjadi berkurang. Sangat mungkin pula 
ketika seritifikat didapat maka tanah tersebut kemudian disewakan. Dengan 
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kata lain, ketika sertifikasi dimaknai sebagai pengakuan atas private property 
right bukan collective property rights maka potensi pengalihan kepemilikan 
sangat mungkin terjadi. 

Dua studi kasus ini memiliki kesenjangan yang sangat tajam dalam berbagai 
aspek, untuk tidak menyatakan tidak bisa dikomparasi sama sekali, 
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 15. Perbandingan Pengelolaan Hutan Perspektif Negara versus Rakyat
Aspek Kalijaya Tumiyang

1. Model Hutan kelola rakyat PHBM

2. Pemegang Otoritas Masyarakat Perhutani

3. Basis otoritas •	 Hukum: UUPA
•	 Sejarah penguasaan 

tanah sebelum negara 
hadir.

•	 Hukum: UU 41/1999
•	 Memori sosial sebagai 

pendatang.

4. Pola regulasi Formal: aturan organisasi
Sosial: kepemilikan dan 
peralihan hak diatur dengan 
norma sosial

Formal: aturan perhutani 
yang mengatur soal 
kontrak kerja, bagi hasil, 
kelembagaan, dll

5. Akses Subyeknya: semua anggota 
SPP. 

Obyeknya: menguasai 
256 hektar dengan: 
menguasai lahan, tanam 
pertanian, tanaman 
pohon tak beraturan, 
sekarang berpola.

Obyek lahan: tidak 
memperhatikan petak 
hutan, tapi berdasarkan 
kecukupan kebutuhan 
lahan anggota SPP.

Subyeknya terbatas. 
Anggota dari satu desa saja, 
obyeknya minim. (aspek 
kausalitas).

Obyek lahan: berdasarkan 
petak hutan wilayah desa.

6. Pengaruh & Kontrol •	 Pengambilan keputusan 
dilakukan melalui rapat-
rapat yang melibatkan 
secara aktif anggota baik 
laki-laki dan perempuan.

•	 Subsidiaritas: masalah dan 
keputusan diselesaikan 
di level terdekat 
(berjenjang).   

Personifikasi lembaga: ketua 
dominan. 

Tidak ada rapat evaluasi
Tidak ada transparansi dan 
akuntabilitas: alokasi dana 
bagi hasil yang diterima 
LMDH.
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Aspek Kalijaya Tumiyang

7. Mekanisme Sharing 
keuntungan

•	 Keuntungan diperoleh 
dari hasil tanaman di 
hutan. untuk menghindari 
adanya kesenjangan 
pendapatan maka dibuat 
mekanisme mendirikan 
Credit Union.

•	 Iuran proporsional untuk 
kebutuhan organisasi.

•	 Alokasi pembagian 
keuntungan diputuskan 
ketua LMDH.

8. Mekanisme sharing 
resiko

•	 Sebagian keuntungan 
CU dialokasikan untuk 
asuransi sosial.92 

•	 Ada dana sosial sukarela 
untuk menopang 
pembiayaan orang sakit, 
dipenjara, meninggal.

•	 Setiap truk pengangkut 
kayu sengon yang 
melewati jalan yang 
dibangun SPP, wajib bayar 
uang pemeliharaan jalan.

•	 Tidak ada mekanisme 
kelembagaan untuk 
asuransi sosial.

•	 Namun, ada dana sosial 
sukarela untuk menopang 
pembiayaan orang sakit 
dan meninggal.

9. Dampak ekologi •	 Petani bebas menentukan 
jenis tanaman: Tingkat 
biodiversitasnya tinggi. 
Namun jika tidak ada 
kontrol, akan justru 
menjadi kontradiktif (pilih 
monokultur atau sesuai 
tuntutan pasar).

Dominasi perhutani dalam 
menentukan jenis tanaman 
menyebabkan:
•	 Monokultur: ada 

kecenderungan 
biodiversitas rendah.

10. Dampak kesejahteraan 
(sosial ekonomi)

a.	 Sosial ekonomi •	 Tingkat pendidikan 
meningkat; mendirikan 
sekolah plus SPP dari SD 
– STM.

•	 naik haji 5 orang (1998 – 
2012)

•	 hampir 100% punya 
motor kecuali manula

•	 rumahnya semi permanen 
dan permanen

•	 Memiliki beragam 
pekerjaan (buruh ke kota, 
buruh batu bata di desa, 
buruh tani di desa).

•	 Mereka tidak lagi 
mengandalkan hutan 
sebagai sumber 
pendapatan utama.

92	 Asuransi sosial dimaksud di sini adalah alokasi sebagian keuntungan Credit Union yang 
diperuntukkan bagi biaya-biaya sosial, seperti santunan kematian, santunan bagi anggota 
yang sakit, sumbangan untuk anak anggota yang lahir, dukungan bagi gerakan SPP, dan 
sebagainya.
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Aspek Kalijaya Tumiyang

b.  Keamanan dan 
kohesi sosial

•	 Internal SPP kohesif, 
namun ada konflik 
dengan desa yang 
lain, sejauh ini pola 
hubungannya koeksisten.

•	 Tidak ada pencurian kayu 
karena ada kepastian 
mendapatkan hasil dari 
hutan. 

•	 Hutan kayu tidak aman. 
Masyarakat mencuri kayu  
karena petani tidak ada 
kepastian mendapatkan 
hasil dari hutan.

c.  Konflik •	 Potensi konflik tanah 
antara petani dengan 
Perhutani karena status 
tanah adalah tanah 
reklaiming.

•	 Potensi konflik bagi hasil 
hutan antara petani 
dengan Perhutani

•	 Potensi konflik tenaga 
kerja antara petani 
dengan Perhutani. 

Tentu saja ada catatan penting untuk diselusuri dalam kajian-kajian berikutnya 
tentang kepengaturan hutan di Jawa, khususnya di dua tempat tersebut bila 
dilihat dari kajian-kajian sosial dan politik dan sekaligus kajian hukum.

Secara psiko-sosial, ada perbedaan social origin dari dua komunitas tersebut 
sehingga ada kemungkinan rasa keterikatan dan klaim atas tanah berbeda di 
Tumiyang dan Kalijaya. Masyarakat Kalijaya memiliki klaim yang sangat kuat 
atas tanah yang mereka garap saat ini dan bahkan memiliki bukti legal yang 
mereka klaim sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan masyarakat 
Tumiyang merasa sebagai pendatang yang mendapatkan berkah untuk 
menggarap lahan yang sebenarnya bukan milik mereka. 

Dari aspek sosio-ekonomi, tampaknya ada struktur ketergantungan ekonomi 
yang berbeda antara masyarakat Kalijaya dan Tumiyang. Boleh jadi kawasan 
hutan di daerah Tumiyang sudah lama ditutup sebagai sumber ekonomi 
sehingga sejak awal masyarakat sudah berusaha untuk menemukan alternatif 
mata pencaharian ekonomi sejak awal. Sedangkan hal yang sebaliknya justru 
kita temui di Kalijaya. 
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Dari aspek sosiologi politik, khususnya karakter gerakan sosial, Serikat 
Petani Pasundan (SPP) di kalijaya merupakan gerakan sosial yang berbasis 
urban-based intellectual yang memiliki ekspose dan koneksi dengan jaringan-
jaringan gerakan reformasi agraria nasional sehingga mereka merasa selalu 
“aman” ketika melakukan pengklaiman atas lahan yang mereka garap. 

Aspek penting yang juga ke depan perlu dikaji lebih jauh adalah perkembangan 
demografi di Pulau Jawa dan pengaruhnya terhadap kepengaturan 
sumberdaya hutan. Boleh jadi akan ada perubahan terkait dengan tuntutan 
sertifikasi dan tuntutan bagi hasil seiring dengan semakin terbatasnya akses 
atas sumberdaya hutan di tengah pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang 
densitasnya sangat tinggi. 
 
Rekomendasi 

Rakyat memiliki kapasitas untuk mengelola hutan secara lestari dan 
menyejahterakan. Namun, ada beberapa persoalan yang masih dihadapi 
dalam model kelola rakyat terkait dengan: 

1.	 Regulasi
	 Sejauh ini belum ada instrumen hukum yang mengatur hutan kelola 

rakyat, yang tidak hanya mengatur soal manajemen hasil hutan tetapi juga 
status kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan instrumen 
hukum yang mengatur hutan kelola rakyat di hutan negara.

2.	 Tanah
a)	 Belum adanya pengakuan kepemilikan tanah. Oleh karenanya, negara 

perlu untuk memberikan pengakuan atas kepemilikan tanah secara 
kolektif.

b)	 Belum ada instrumen hukum yang mengakui kepemilikan tanah secara 
kolektif selain tanah adat. Rekomendasi yang kami berikan yakni: (1) 
Pemerintah membuat instrumen hukum yang mengakui kepemilikan 
tanah secara kolektif sesuai dengan konteks lokal; (2) Dibutuhkan 
adanya kajian interdisipliner lebih mendalam tentang fisibilitas 
kepemilikan tanah secara kolektif oleh masyarakat.
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3.	 Kelembagaan
	 Keberhasilan, kalau boleh disebut demikian, yang terjadi di Desa Kalijaya 

tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Serikat Petani Pasundan (SPP). 
Namun harus dipahami betul, bahwa SPP adalah organisasi gerakan petani 
yang bertujuan untuk merebut dan memperjuangkan hak-hak petani. 
Oleh karena itu, agar kasus Kalijaya ini dapat diperluas dan dilakukan di 
daerah-daerah lain, kami merekomendasikan: (1) membentuk lembaga 
intermediasi antara masyarakat dan negara yang menjamin petani sekitar 
hutan memiliki akses dan kontrol terhadap hutan, termasuk di dalamnya 
adalah pengambilan keputusan, sharing keuntungan dan resiko; (2) 
Pengalaman SPP di Desa Kalijaya dapat menjadi lesson learnt bagi tempat-
tempat lain, tanpa mengabaikan variasi konteks lokalitas masing-masing.

4.	 Dampak kelestarian dan kesejahteraan
	 Dalam membangun hutan kelola rakyat perlu dibangun kesadaran sejak 

awal bahwa proses pengelolaan hutan tidak hanya dibangun berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan 
kelestarian ekologi dan sosial. Meskipun saat ini petani di Kalijaya 
menanam berbagai jenis tanaman, tetapi ada kecenderungan mereka 
menanam komoditas hasil hutan berdasarkan permintaan pasar. Hal 
ini harus menjadi perhatian serius kelompok tani atau organisasi SPP 
sehingga kecenderungan perubahan pola tanam model agroforestry yang 
ada selama ini menjadi pola tanam monokultur dapat dihindari.
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MENUJU KEADILAN TENURIAL
PADA KAWASAN HUTAN NEGARA DI JAWA

MENGGUGAT OTORITAS PENGELOLAAN HUTAN OLEH PERHUTANI

(Position Paper Koalisi Pemulihan Hutan Jawa, April 2012)

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa adalah riwayat perjalanan pengelolaan 
yang panjang. Eksploitasi jati pada masa kerajaan-kerajaan, masa kongsi 
dagang Hindia-Timur (Verenigde Oost-Indische Compagnie/VOC), masa 
penguasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah nasional pasca 
kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi adalah rentang 
periode-periode penting tentang bagaimana rezim kebijakan silih berganti 
mewarnai riwayat perjalanan pengelolaan hutan Jawa tersebut. Meskipun 
pemegang otoritas berganti-ganti, namun dari sisi pengelolaan tetap sama, 
bahkan cenderung lebih buruk karena pengelolaan hutan tidak memberikan 
manfaat yang berarti bagi perbaikan taraf kehidupan masyarakat setempat. 
Sebagaimana kita ketahui, di Jawa ada terdapat lebih-kurang 6.000 desa 
yang berbatasan atau berada di dalam kawasan hutan dengan kualitas 
kesejahteraan penduduknya yang sangat rendah. Rata-rata penduduk desa 
disekitar hutan adalah penduduk miskin. 

Berbicara mengenai sejarah penguasaan hutan, eksploitasi sumberdaya 
hutan dan hubungannya dengan kondisi hutan Jawa saat ini, maka Perum 
Perhutani-lah pihak yang paling relevan diperbincangkan. Sebagai badan 
usaha milik Negara (BUMN) yang memegang otoritas atas pengelolaan hutan 
negara di seluruh Pulau Jawa, Perum Perhutani mengantongi kewenangan 
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melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum 
Kehutanan Negara. Secara kesejarahan, teritori dari otoritas tersebut menurun 
dari warisan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal 
ini merupakan konsistensi manakala patok batas kawasan—yang meskipun 
bukan berarti sama sekali steril dari sengketa dengan beberapa otoritas 
desa ataupun entitas setempat tertentu—yang menandai kawasan “hutan 
Perhutani” adalah tata batas kawasan hutan yang persis sama, yang lebih dari 
dua abad lalu telah dibuat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. 
Saat ini Perhutani memperoleh mandat dari negara untuk menguasai 2,4 juta 
hektar lahan kawasan hutan di seluruh Pulau Jawa, dengan komposisi unit 
pengelolaan Jawa Tengah: 630,7 ribu ha; Jawa Timur: 1,136 juta ha; dan Jawa 
Barat-Banten: 659,1 ribu ha. Dengan luasan itu berarti Perhutani menguasai 
85,37 % hutan di Jawa. Luas daratan Pulau Jawa adalah 13. 210.700 hektar, 
sedangkan Perhutani menguasai 18% dari luas daratan (2.400 juta hektar). 
Dengan demikian Perhutani menguasai ruang ekologis publik di Pulau Jawa. 
Selain dengan Perhutani, terjadi juga konflik tenurial antara masyarakat desa 
sekitar hutan dengan Kementerian Kehutanan ketika Pemerintah menetapkan 
secara sepihak kawasan-kawasan hutan menjadi Taman Nasional. Padahal, 
didalam kawasan konservasi tersebut, terdapat tanah-tanah masyarakat atau 
ruang-ruang kelola masyarakat lokal. Taman-taman nasional ini sebagian 
besar merupakan evolusi dari natuurmonumenten zaman pemerintah 
kolonial Hindia Belanda.

Selain mewarisi peninggalan pemerintah kolonial berupa kawasan hutan, 
Perhutani sesungguhnya juga mewarisi pola karakteristik rezim kolonial 
dalam menjalankan pengelolaan sumberdaya hutan Jawa. Nancy Peluso 
(1992) mengutarakan bahwa terdapat tiga pilar penting yang menjadi 
pegangan rezim kolonial dalam melakukan eksploitasi sumberdaya hutan 
Jawa, yaitu: penguasaan atas lahan, penguasaan penduduk sebagai tenaga 
kerja, dan kebijakan sepihak tentang spesies kayu yang bisa (boleh) disebut 
sebagai tanaman kehutanan. Dari penguasaan terhadap kawasan hutan 
tersebut, Perhutani kemudian hanya mengakui kelembagaan masyarakat desa 
hutan secara tunggal—yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH—yang 
direstui Perhutani untuk mengakses sumberdaya lahan di dalam kawasan 
hutan. Perhutani juga menentukan secara sepihak jenis tanaman kehutanan 
dalam kebijakan tanaman kelas perusahaan.
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Mengelola Hutan dengan Menindas Masyarakat

Pengelolaan hutan di Jawa selalu dipenuhi dengan konflik. Ada pula yang 
berpendapat bahwa satu-satunya produk yang berhasil dilestarikan dalam 
pengelolaan hutan Jawa adalah konfliknya. Ada berbagai macam konflik, yang paling 
sering terjadi adalah pengambilan kayu, konflik tenurial, dan tindakan represif dari 
Perhutani. Konflik paling mendasar adalah persoalan tenurial. Pertanyaan utama 
masyarakat disekitar hutan mengenai konflik tenurial ini adalah:

“Atas hak apa dan mandat siapa Perhutani menguasai hutan yang 
sebetulnya bisa kami kelola demi kesejahteraan kami? Mengapa kami 
tak pernah diajak bicara soal pengelolaan hutan ini?” 

Pengelolaan hutan oleh Perhutani yang meminggirkan warga desa dari hutan 
selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal yang tinggal disekitar 
hutan. Perlawanan ini biasanya berupa—apa yang disebut oleh James C. Scott 
sebagai—perlawanan hari demi hari (day to day resistance). Perlawanan ini 
adalah strategi yang dipilih petani untuk melawan struktur kekuasaan yang 
massif dan bersenjata. Bentuk pilihan strateginya, misalnya, penebangan dan 
pengambilan kayu, sabotase tanaman, perusakan tanaman muda, pembibrikan 
(penggerogotan) hutan untuk lahan pertanian, pembakaran hutan, perusakan 
kantor dan rumah dinas, atau penggembalaan sapi di dalam hutan. 

Perlawanan gerilya ini cukup merepotkan Perhutani. ‘Gangguan’ ini tak pernah 
surut dan menahun. Ketika ‘gangguan’ ini melonjak naik 15 kali lipat pada 
tahun 1998, Perhutani menargetkan untuk menurunkan tingkat pencurian 
sampai mendekati angka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Perhutani 
sama sekali tidak pernah berpikir untuk menanggulangi persoalan konflik ini 
dari akarnya dan bercita-cita untuk membuat gangguan ini turun ke titik nol. 
Perhutani menganggap duaratus ribu-an pohon yang hilang dicuri sebagai bukan 
masalah berpijak dari konflik-konflik tenurial. Perhutani tak menganggapnya 
sebagai indikasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan hutan.

Perlawanan dari masyarakat bukannya tanpa balas. Perhutani sering 
bertindak tidak manusiawi dalam menangani kasus pengambilan kayu. 
Penembakan warga desa tak bersenjata, misalnya, tak jarang menimbulkan 
korban tewas. Data Koalisi Pemulihan Hutan Jawa, selama 1998-2011 
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terdapat 64 kasus penembakan dan penganiayaan kepada masyarakat 
yang tinggal disekitar hutan, sehingga 107 orang menjadi korban, dimana 
73 cedera dan 34 orang tewas. Aksi kekerasan yang melibatkan Perhutani 
menempati posisi teratas dalam tabulasi data konflik sektor kehutanan yang 
berada di Jawa. Jenis kekerasan yang dilakukan aparat Perhutani beragam 
mulai dari teror, penganiayaan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap 
warga. Perhutani juga tak segan melakukan kriminalisasi terhadap warga 
yang dituduh mencuri kayu. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan Perhutani 
ini tak banyak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Upaya Menyelesaikan Konflik

Selama ini masyarakat yang berkonflik bersama dengan kelompok masyarakat 
sipil berusaha menempuh jalur-jalur penyelesaian konflik diluar pengadilan. 
Tetapi upaya ini tidak berhasil. Selama ini konflik-konflik di wilayah hutan tidak 
jelas penyelesaiannya. Meskipun berkaitan dengan persoalan tanah, namun 
penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan 
diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kehutanan dan Perhutani selaku pelaksana 
teknis. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemukakan hal ini menanggapi 
pengaduan dari para petani penggarap atas persoalan tanah yang melibatkan 
mereka dengan Perhutani. Selama ini, BPN tak pernah ikut campur jika ada 
konflik tanah di wilayah Perhutani antara masyarakat dengan Perhutani. Mereka 
menganggap wilayah hutan adalah wilayah Perhutani, jadi jika ada persoalan 
bahkan mengenai tanahnya, BPN tidak ikut bertanggung jawab. 

Masyarakat pun beberapa kali mendatangi Perhutani untuk bernegosiasi 
tentang penyelesaian konflik dikawasan hutan. Tetapi Perhutani selalu 
mengelak ketika masyarakat menuntut pengembalian lahan. Perhutani 
hanya menunjukkan peta penguasaan hutan warisan kolonial Belanda 
yang diterbitkan tahun 1943. Tidak ada argumentasi lebih jauh tentang 
bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda memperoleh tanah-tanah 
tersebut. Apakah secara wajar atau perampasan? Jika masyarakat memprotes 
penguasaan tanah oleh Perhutani, Perhutani mempersilakan masyarakat 
menempuh jalur hukum di pengadilan. Sedangkan apabila masyarakat 
menuntut akses mereka untuk memanfaatkan sumberdaya alam, Perhutani 
hanya mau bernegosiasi dalam kerangka program Pengelolaan Hutan 
Berbasis Masyarakat (PHBM). 
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Respon Perhutani terhadap Tuntutan Sosial PHBM:
Strategi Baru Menghisap Petani

Merespon berbagai macam konflik sosial di sekitar hutan dan tuntutan masyarakat 
atas tanah dan akses terhadap sumberdaya hutan, Perhutani merespon dengan 
menjalankan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 

Realitanya dalam program PHBM porsi partisipasi masyarakat yang telah 
diatur secara rigid justru menyebabkan tak adanya ruang yang memadai bagi 
masyarakat. Bagi hasil dari sumberdaya hutan (kayu), ruang bertani di lahan 
hutan yang dijanjikan dalam PHBM tak lebih dari sekedar khayalan. Pada 
akhirnya program-program perhutanan sosial (social forestry) yang selalu 
dijadikan indikator perubahan pengelolaan hutan, ternyata sama sekali 
bukan merupakan transformasi kewenangan dan upaya mengembalikan, 
menumbuhkan serta mengembangkan ruang kelola masyarakat desa hutan 
yang selama ini menjadi basis ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.     

Banyak pihak meyakini bahwa PHBM merupakan momentum menarik untuk 
melakukan perubahan dalam tata kelola hutan Jawa. Hal ini setidaknya 
karena di dalam desain PHBM tersebut ada pengakuan mengenai eksistensi 
Masyarakat Desa Hutan (MDH) sebagai pelaku utama—disamping Perhutani 
sendiri—dalam posisi sebagai mitra yang setara dalam pengelolaan hutan. Untuk 
berikutnya, ruang partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam proses kebijakan dan 
tata kelola ekonomi hutan sebagai konsekuensi, kian terbuka. Saat itu muncul 
harapan baru bahwa PHBM merupakan instrumen dalam rangka manajemen 
konflik kepentingan didalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa, terutama 
untuk menyeimbangkan keadilan bagi Masyarakat Desa Hutan.  

Kenyataannya, PHBM seperti sebuah produk dengan kemasan bagus tapi 
dengan isi yang sudah kadaluwarsa. Sejak era tumpang sari, perhutanan sosial 
hingga PHBM, tekanan untuk semakin memperbesar ruang dan kewenangan 
kelola sumberdaya hutan oleh masyarakat tak jauh berkurang.

Jargon keberhasilan memberdayakan masyarakat desa hutan melalui program 
PHBM hanya diukur dari kuantifikasi jumlah kelembagaan masyarakat desa 
hutan (LMDH) di seluruh Jawa yang telah lebih dari 90% berdiri, atau lebih 
dari 5000 LMDH. Kenyataannya, LMDH tak lebih dari kepanjangan tangan 
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kepentingan Perum Perhutani sendiri karena tak pernah terbukti bahwa 
masyarakat desa hutan di Jawa telah menjadi berdaya, baik secara hukum 
maupun politik. LMDH merupakan instrumen kontrol yang digunakan Perum 
Perhutani untuk tetap menundukkan masyarakat desa hutan. Perhutani 
takkan pernah mengakui LMDH bila tak mau menerima skema-skema yang 
telah ditentukan oleh Perum Perhutani.

Pelaksanaan sistem pengelolaan hutan seperti itulah yang akhirnya membawa 
masyarakat senantiasa miskin dan terbelakang.  Hasil panen dari lahan 
“kontrakan” yang sempit tak pernah dapat membayar keringat yang mereka 
kucurkan untuk membuka dan mengolah lahan untuk tanaman Perhutani.  
Saat kayu-kayu selesai ditanam dan tanaman semusim di lahan sudah tidak 
diperbolehkan lagi, masyarakat hanya bisa menanti puluhan tahun sebelum 
bagi hasil yang sedikit itu sampai. Demikian juga saat Perhutani selesai 
memanen kayu yang notabene juga ditanam dan dirawat oleh masyarakat, 
masyarakat hanya bisa menonton dengan bagi hasil 25% yang tak pernah jelas.

Dengan berbagai tawaran manis dan kenyataan pahit yang diberikan negara 
(baca: Perhutani), wajar jika masyarakat tidak merasa handarbeni (ikut 
memiliki) akan kelestarian fungsi hutan. Perspektif ini tetap ada meskipun 
mereka juga menyadari bahwa pengelolaan hutan seperti yang selama ini 
dilaksanakan oleh Perhutani telah membuat kualitas lingkungan hidup menjadi 
turun, misalnya air bersih yang mulai sulit didapatkan saat kemarau.  Belum 
lagi ketika muncul oknum yang memanfaatkan kemiskinan masyarakat untuk 
melakukan penjarahan kayu demi keuntungan sesaat.  Sering masyarakat 
menjadi pihak yang disalahkan atas kerusakan hutan, tanpa pernah diupayakan 
penyelesaian yang adil dan mampu menjawab permasalahan sebenarnya.

Secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan 
hutan yang dimiliki negara ini masih jauh dari apa yang diamanatkan 
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Pola pengelolaan hutan masih 
meminggirkan kepentingan masyarakat luas yang sebenarnya sangat 
tergantung pada kelestarian hutan. Perlu kiranya disusun suatu sistem 
pengelolaan yang mengedepankan hak-hak masyarakat luas dengan 
memprioritaskan pengelolaan hutan yang lebih lestari. Pelibatan masyarakat 
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mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan mampu 
menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutan.  

Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat: Sebuah Keniscayaan

Pada umumnya, pengelolaan hutan rakyat dilakukan dengan konsep 
pengelolaan yang sederhana, yaitu hanya dengan menanami tanah miliknya 
dengan tanaman berkayu dan membiarkannya tumbuh berkembang.  Dalam 
perjalanannya, teknik-teknik budidaya di dalam pengelolaan hutan rakyat 
berkembang cukup pesat. Petani mengupayakan perbanyakan tanaman 
dengan berbagai metode seperti: stek, sambung, cangkok dan teknik dengan 
persemaian, upaya tersebut telah cukup akrab bagi petani hutan rakyat.  
Dalam strategi penanaman, petani biasanya menggunakan model penanaman 
multi jenis dan multilayer yang dimaksudkan untuk ketahanan tanaman 
terhadap hama maupun manifestasi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan 
jangka menengah maupun kebutuhan jangka panjang. Dalam memanen 
kayu mereka menggunakan teknik menebang yang tidak merusak tanaman 
lain, model dan teknik yang berkembang ini telah menjadi ciri khas dalam 
pengelolaan hutan rakyat.  

Dengan melihat kenyataan tersebut pengelolaan hutan rakyat bisa disebut 
usaha tani yang berbasis hutan dengan komoditas kayu maupun non-kayu. 
Dengan pola yang khas dan pengetahuan lokal yang memadai terbentuk 
perpaduan “tumpangsari” antara tanaman kayu, tanaman pertanian dan 
binatang ternak. Dengan demikian pola yang terbentuk akan membentuk 
tajuk yang berlapis-lapis dengan memanfaatkan energi matahari secara 
efisien dan efektif. Dengan fakta ini tidak dipungkiri bahwa hutan rakyat 
akan memiliki biomasa yang banyak dengan simpanan karbon yang besar 
dan menjadi penahan erosi tanah oleh air.

Pola percampuran berbagai jenis tanaman dalam satu lahan bukan 
tanpa makna, pola ini terlahir dari manifestasi sikap petani terhadap 
ketidakmampuan negara menjamin stabilitas harga-harga produk pertanian. 
Dengan pola demikian, seandainya ada salah satu komoditas harganya jatuh, 
petani masih bisa berharap dari produk lain yang harganya stabil atau bahkan 
lebih mahal. Dengan tanaman berbagai jenis akan memberikan musim panen 
yang tidak bersamaan sehingga bisa untuk keberlanjutan hidup petani. Karena 
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kebutuhan harian sudah terpenuhi dari hasil tanaman bawah tegakan, maka 
tanaman pohon dimaknai sebagai tabungan yang hanya akan dipanen ketika 
terdesak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh tanaman bawah tegakan, 
kebutuhan tersebut antara lain: membangun rumah, keperluan hajatan, biaya 
sekolah, naik haji, dan kebutuhan lain yang membutuhkan biaya besar.

Karakteristik hutan rakyat biasanya berada di tanah individu sehingga 
pola interaksi antara hutan dan pemiliknya sangat beragam. Keragaman 
ini tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi fisik site tapak seperti 
kemiringan, kesuburan, kelimpahan air dan juga faktor sosial seperti kondisi 
ekonomi pemilik, luasan lahan kepemilikan dan juga pengetahuan si pemilik 
hutan. Namun demikian secara umum teridentifikasi bahwa hutan memegang 
peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial masyarakat desa. 
Sebagai contoh, di Desa Bogoran Kabupaten Wonosobo, petani hutan rakyat 
mendapat manfaat jangka pendek dari hutan rakyat berupa cabe, sayur, dan 
beberapa jenis tanaman di bawah tegakan, petani untuk jangka menengah 
memperoleh hasil berupa kopi, kapulaga, dan buah-buahan, sementara untuk 
jangka panjang yang biasa mereka sebut dengan tabungan biasanya dipenuhi 
dengan memanen atau menebang pohon-pohonan seperti sengon, suren dan 
sebagainya (Awang, dkk. 2007).

Menurut Suprapto (2010), sumbangan hutan rakyat dalam menopang 
lingkungan lokal dimana hutan rakyat itu berada tidak diragukan lagi. 
Beberapa studi dan survei menunjukkan bagaimana hutan rakyat 
berkontribusi dalam memperbaiki lingkungan yang semula kritis dan tandus 
kini menjadi kawasan yang hijau dan subur. Seorang ilmuwan terkemuka juga 
pernah mengatakan bahwa terhindarnya Pulau Jawa dari bencana ekologi 
seperti banjir dan kekeringan bukan karena keberhasilan pengelolaan hutan 
negara tetapi justru karena kearifan masyarakat membangun hutan rakyat 
dilahan miliknya. Persebaran hutan rakyat juga merata dari hulu sampai 
hilir, sehingga perannya dalam konservasi air tak hanya sebagai pengguna air 
limpasan, tapi juga berperan dalam daerah tangkapan air, menjaga konservasi 
tanah dan juga menjadi penyangga terhadap bahaya abrasi atau pun tsunami. 
Misalnya hutan rakyat dan kebun kelapa di Kabupaten Bantul. 

Hutan rakyat di Jawa memiliki potensi kayu yang besar; bahkan lebih besar 
dari hutan yang dikelola dari Perhutani. Menurut Soedjono (2010), potensi 
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hutan rakyat siap panen di Jawa berada pada kisaran angka 16,3 juta meter 
kubik. Potensi kayu yang ada di hutan rakyat juga merupakan potensi 
penyerapan dan penyimpanan karbon. Potensi karbon hutan rakyat di Pulau 
Jawa berdasarkan luasan indikatif yang didapat melalui penafsiran citra 
satelit yang dilakukan oleh BPKH wilayah XI Jawa dan Madura pada tahun 
2009 adalah  sebesar 40.724.689,17 ton.

Jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh ARuPA bekerjasama dengan 
Dewan Kehutanan Nasional tahun 2010, yaitu studi perhitungan karbon di 
Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul hasilnya jauh lebih 
fantastis. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi penyimpanan 
karbon untuk hutan rakyat tipe tegalan yaitu areal yang didominasi oleh 
tanaman kayu-kayuan rata-rata 32,1 ton per hektar dan potensi karbon 
untuk yang tipe pekarangan atau hutan rakyat sekitar rumah penduduk 
mencapai 32,5 ton per hektar. Dari potensi karbon tersebut bisa dimaknai 
hutan rakyat mempunyai peran yang luar biasa dalam konteks mitigasi 
perubahan iklim dan memberi dukungan pada kebijakan nasional Indonesia 
untuk penyimpanan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Masyarakat mampu membuktikan bahwa pengelolaan hutan dalam model 
hutan rakyat bisa menjadi wahana bagi masyarakat untuk mendapatkan 
manfaat secara ekonomi sekaligus ekspresi mereka dalam melindungi 
kehidupan ekosistem dan rangkaian konservasi alam yang lain. Ini merupakan 
antitesis dari faham ekofasis dimana untuk pencapaian konservasi biasanya 
masyarakat dijauhkan dari sumberdaya agar sumberdaya tidak rusak. 
Masyarakat sebagai pengelola di beberapa daerah bahkan telah menetapkan 
kawasan-kawasan yang dilindungi, baik untuk melindungi spesies yang ada, 
melindungi air dan tanah maupun menjaga budaya leluhur. Sebagai contoh: 
hutan adat Wonosadi dengan luas 25 hektar di Desa Beji Kecamatan Ngawen 
Gunung Kidul yang dikelola oleh kelompok petani di desa tersebut.

Dari sisi kelestarian hutan, sistem yang selama ini telah dikembangkan 
masyarakat dalam mengelola hutan rakyat terbukti jauh lebih baik dari pada 
sistem yang dikembangkan Perhutani.  Kondisi hutan rakyat saat ini jauh lebih 
rimbun dan rapat jika dibandingkan dengan hutan negara.  Dari sisi ekologis, 
sistem ini akan menjawab permasalahan perlindungan tata air, penyelamatan 
keragaman hayati dan juga perlindungan terhadap bencana.  
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Penutup

Mandat yang diberikan negara kepada Perhutani sudah saatnya dipertanyakan. 
Perhutani selama setengah abad telah menerima mandat dari negara untuk 
mengelola hutan Jawa. Sebagai badan usaha milik negara, Perum Perhutani 
dimandatkan untuk memberikan pelayanan bagi kemanfaatan umum 
(kesejahteraan masyarakat serta pelestarian hutan) dan sekaligus memupuk 
keuntungan. Kedua mandat tersebut dalam kenyataannya tak pernah 
berjalan beriringan. Untuk mengejar keuntungan perusahaan, Perhutani 
sering mengorbankan aspek kelestarian hutan. Overcutting atau memungut 
hasil hutan melebihi “kemampuan hutan” terus terjadi dan mencapai 
puncaknya pada era reformasi 1998. Selain itu, lahan hutan negara yang tidak 
produktif terus bertambah. Persoalan dengan masyarakat desa hutan juga 
belum selesai. Banyak terjadi konflik antara masyarakat desa hutan dengan 
Perhutani. Kasus kekerasan yang melibatkan Perhutani, termasuk mandor 
dan Polisi Hutan sering terjadi. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 
hutan melalui program PHBM nyatanya tidak mampu menjawab persoalan 
konflik ini. PHBM tidak bisa mengentaskan masyarakat desa hutan dari 
belenggu kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan produktifitas hutan rakyat, Perhutani sebagai 
perusahaan modern yang tergolong kawakan, kalak telak. Kita perlu 
menengok kembali mandat yang diberikan negara kepada Perhutani. 
Pertanyaan sederhana sebagai berikut:

“Jika Perhutani diberikan mandat  oleh negara, tetapi mandat tersebut 
tidak dijalankan, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara?” Tentu 
saja mengambil mandat tersebut dan memberikan kepada yang mampu. 

Selain yang sudah kami tunjukkan diatas, banyak bukti bahwa hutan rakyat di 
Jawa memberikan sumbangan nilai lingkungan yang tinggi bagi kelangsungan 
kelestarian alam. Dukungan hutan rakyat terhadap ekosistem Jawa bisa 
dilihat dari peran hutan rakyat dalam: 1) menjaga fungsi daerah aliran 
sungai; 2) menjaga ketersediaan sumber-sumber air, dan; 3) perlindungan 
tanah dari erosi karena sebagian besar hutan rakyat berada pada topografi 
yang miring dan potensial untuk erosi. Tak banyak yang dapat melihat 
bahwa keberhasilan rakyat dalam membangun hutan di tanah milik mereka 
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sekaligus menyelamatkan ekologi Jawa merupakan gerakan masyarakat 
untuk membuka mata pemerintah bahwa rakyat terbukti mampu mengelola 
hutan secara baik. Ini tentu saja jika kita sandingkan dengan carut marutnya 
pengelolaan hutan negara yang dijalankan oleh Perum Perhutani. Jika 
demikian, semestinya pemerintah semakin memberikan ruang terhadap 
rakyat untuk secara optimal mengelola hutan rakyat. Tak hanya itu, perlu juga 
dipikirkan tentang terobosan-terobosan pengelolaan hutan negara di Jawa 
agar tidak rusak seperti sekarang ini.  Dulu hingga kini masih ada pameo yang 
menyatakan bahwa rakyat harus dijauhkan dari sumberdaya agar sumberdaya 
tidak rusak. Jika melihat peran hutan rakyat dalam menopang ekologi Jawa, 
pertanyaannya, tidakkah pameo tersebut sebuah paradoks belaka?

Berdasarkan hal-hal itulah maka pengelolaan hutan Jawa oleh Perum Perhutani 
perlu ditinjau kembali. Kami, Koalisi Masyarakat Sipil yang bergiat dalam 
advokasi hutan Jawa, mengusulkan REFORMASI HUTAN JAWA untuk mencapai 
kepastian dan keadilan tenurial bagi seluruh kelompok pengguna hutan.

Koalisi menuntut kepada pemerintah untuk:
1.	 Mencabut PP no. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) 

Kehutanan Negara 
2.	 Melaksanakan reforma agraria dikawasan hutan Jawa

Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH Jawa) adalah koalisi berbagai organisasi 
masyarakat sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan Jawa. 
Dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2012.

Daftar Anggota KPH Jawa

No. Organisasi

1 ARuPA, Yogyakarta

2 FKKM, Jakarta

3 FPPK (Forum Persaudaraan Petani Kendal)

4 FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan)

5 FWI, Bogor

6 HuMa, Jakarta

7 Javlec, Yogyakarta
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8 JPIK Jawa Tengah

9 Karsa, Yogyakarta

10 Kompleet, Purwokerto

11 KpSHK, Bogor

12 LBH Bandung

13 LBH Semarang

14 LBH Surabaya

15 Lidah Tani, Blora

16 LPH Yaphi, Solo

17 Ortaja (Organisasi Tani Jawa Tengah)

18 Paguyuban Petani Turi, Yogyakarta

19 Paramitra, Malang

20 PPHJ (Paguyuban Petani Hutan Jawa)

21 PPLH Mangkubumi, Tulungagung

22 RMI, Bogor

23 Rumah Aspirasi Budiman, Purwokerto

24 Sepkuba (Serikat Petani Kedaulatan Bangsa), Wonosobo

25 SPP (Serikat Petani Pasundan)

26 SPPT (Solidaritas Perjuangan Petani Temanggung)

27 Stan Balong (Serikat Tani Hutan Banyumas Pekalongan)

28 Suphel, Solo

29 Telapak, Bogor

30 Walhi DIY

31 Walhi Jawa Barat

32 Yayasan Koling, Wonosobo

33 Yayasan Sitas Desa, Blitar

Sekber KPH Jawa:
Karanganyar RT:10 RW:11 No. 201 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta 55284
Telp/fax: (0274) 551571
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Lampiran 1. 

Struktur Organisasi Perhutani

Direktur Utama

Direktur 
Perencanaan & 

Pengelolaan SDH

Direktur Industri & 
Pemasaran

Direktur Rehabilitasi 
& Usaha 

Pengembangan 
Hutan Rakyat

Direktur Keuangan

Unit I 
Jawa Tengah

Unit II 
Jawa Timur

Unit III 
Jawa Barat 
& Banten

KPH
(20)

KBM
(6)

BKPH
(150)

RPH
(595)

KPH
(23)

KBM
(6)

BKPH
(178)

RPH
(663)

KPH
(14)

KBM
(3)

BKPH
(110)

RPH
(381)
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 m
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Lampiran 4.

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
NOMOR    :   682/KPTS/DIR/2009

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN

SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

Menimbang :
a.	 bahwa dalam rangka untuk mencapai VISI dan MISI Perum 

Perhutani dan sesuai dengan paradigma baru Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan 
dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang 
berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
menjadi penting dan strategis sehingga perlu dimaknai, 
diwadahi dan difasilitasi serta dilaksanakan;

b.	 bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat 
dan atau pihak yang berkepentingan dilakukan dalam 
suatu sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM);

c.	 bahwa untuk mempercepat dan fleksibilitas pelaksanaan 
PHBM perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan 
Direksi Perum Perhuntani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 
tanggal 8 Maret 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus);

d.	 bahwa berhubung dengan butir a sampai dengan c 
tersebut perlu menetapkan Prosedur Kerja Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan 
Keputusan Direksi Perum Perhutani.
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Mengingat :
1.	 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2.	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang 

Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi;

3.	 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah;

4.	 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah;

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);

6.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-
II/2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di 
dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka Social Forestry;

7.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil 
Menanam Dewasa Memanen;

8.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha 
Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan;

9.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
II/2006 tentang Pedoman Kampanye Indonesia Menanam;

10.	Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/KPTS/
DIR/1996 tentang Penetapan Pembinaan Masyarakat Desa 
Hutan dalam Pengelolaan Hutan;

11.	Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/
DIR/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara 
Partisipatif.

  
Memperhatikan :
Surat Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 126/CSLH/Dir/Tgl. 01 
Juni 2009 perihal Agenda Bahan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi 
penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan 
sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya 
hutan dan konservasi alam.

2.	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah 
suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama 
oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum 
Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan 
(stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk 
mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat 
diwujudkan secara optimal dan proporsional.

3.	 Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif 
berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

4.	 Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat 
tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan 
sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

5.	 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat 
desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya 
hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur 
lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang 
mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

6.	 Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) adalah koperasi yang dibentuk 
oleh dan untuk masyarakat desa hutan.

7.	 Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar 
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian 
dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yaitu Pemerintah 
Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, 
Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.
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8.	 Pengkajian Desa Partisipatif adalah metode kajian terhadap kondisi 
desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna 
memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami 
kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan 
langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif.

9.	 Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani dan 
masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan 
dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil pengkajian desa 
partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.

10.	Berbagi adalah pembagian peran antara Perum Perhutani dengan 
masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan 
dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan 
atau ruang), waktu, dan pengelolaan kegiatan.

11.	Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, 
tenaga kerja, teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya 
proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan.

12.	Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan 
untuk penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian 
waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap 
mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan.

13.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu suatu indeks yang 
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator 
utama yaitu daya beli, kesehatan, dan pendidikan.

14.	Sinergitas adalah hubungan kerja antar lintas sektoral (hubungan kerja 
antar dinas/instansi terkait) untuk menghasilkan dampak positif yang 
lebih besar.

15.	Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) adalah kawasan hutan negara 
yang secara administratif masuk wilayah desa.

16.	Tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) adalah 
kepekaan dari rasa tanggung jawab Perusahaan terhadap kesejahteraan, 
intelektual, kesehatan, dan spiritual masyarakat desa hutan.

17.	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
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18.	Pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah tindakan sosial dimana 
penduduk sebuah komunitas masyarakat desa hutan mengorganisasikan 
diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk 
memecahkan masalah sosial atau memehuni kebutuhan sosial sesuai 
dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.

19.	Kelola sosial adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 
membangun hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan 
karyawan, pekerja, masyarakat, dan pihak lain dalam rangka pengelolaan 
hutan lestari.

20.	Biaya kelola sosial adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
melaksanakan kegiatan kelola sosial.

BAB II
JIWA DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1)	 Jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan, 
dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk berbagi dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sesuai kaidah-
kaidah sebagai berikut:
1)	 Keseimbangan	 :  ekologi, sosial dan ekonomi.
2)	 Kesesuaian	 :  kultur dan budaya setempat.
3)	 Keselarasan	 :  pembangunan wilayah/daerah.
4)	 Keberlanjutan	 :  fungsi dan manfaat SDH.
5)	 Kesetaraan	 :  peran dan resiko.

(2)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan 
kebijakan Perum Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya 
perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pasal 3

Prinsip dasar dalam PHBM adalah:

1.	 Prinsip keadilan dan demokratis
2.	 Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3.	 Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
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4.	 Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5.	 Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6.	 Prinsip kerjasama kelembagaan
7.	 Prinsip perencanaan partisipatif
8.	 Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9.	 Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator
10.	Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan 
untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan 
memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara 
proporsional dan profesional guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

(2)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk :
a.	 Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan 

dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan.

b.	 Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak 
yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

c.	 Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan.

d.	 Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai 
dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika 
sosial masyarakat desa hutan.

e.	 Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder.
f.	 Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa 

hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
g.	 Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan 

IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat 
pendidikan, dan tingkat kesehatan.
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BAB IV
PERSYARATAN PELAKSANAAN PHBM

Pasal 5

PHBM dapat dilaksanakan dengan baik jika :

(1)	 Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir 
(mindset) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk 
melaksanakannya.

(2)	 Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD).
(3)	 Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat 

partisipatif.
(4)	 Pertemuan dan pendampingan yang intensif.
(5)	 Kelembagaan masyarakat desa hutan.
(6)	 Aturan-aturan yang bersifat mengikat.
(7)	 Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil).
(8)	 Peran dan kerjasama antar pihak.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis 
Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan 
baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan 
skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.

(2)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan 
dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan  dan status 
tanah perusahaan.

BAB IV
STRATEGI PHBM

Pasal 7

(1)	 Meningkatkan pemahaman PHBM kepada jajaran Perum Perhutani 
melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.



239

(2)	 Menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif (PDP) atau metode yang 
lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang 
berkepentingan secara konsisten dan konsekuen di seluruh KHPD.

(3)	 Mengintegrasikan hasil PDP dalam sistem perencanaan sumberdaya 
hutan.

(4)	 Menselaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan 
wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5)	 Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada masyarakat desa hutan 
yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung.

(6)	 Penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui pendirian lembaga 
ekonomi (koperasi).

(7)	 Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi 
masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan.

(8)	 Menetapkan biaya kelola sosial secara proporsional dan 
memanfaatkannya secara efisien dan efektif.

(9)	 Meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumberdaya 
hutan.

(10)	Meningkatkan peran Pusdiklat SDM Perum Perhutani untuk memperkuat 
kapasitas kelola sosial jajaran Perum Perhutani.

BAB VII
PENYUSUNAN RENCANA PHBM

Pasal 8

(1)	 Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari 
inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan pertama dan atau 
penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, 
sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

(2)	 Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat dilakukan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat 
desa hutan melalui perencanaan partisipatif atau dengan pihak lain bila 
diperlukan.

(3)	 Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat pada saat kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh 
Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH) diintegrasikan ke dalam buku 
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Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) atau nama lain yang 
akan ditetapkan kemudian.

(4)	 Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat pada saat Penyusunan Rencana Teknik Tahunan 
dikoordinasikan oleh Administratur/KKPH dalam bentuk Rencana 
Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.

(5)	 Dalam kondisi khusus penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)	 Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada 
Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat Unit, dan kepada 
Administratur/Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (Adm/KKPH) untuk 
pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan.

(2)	 Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
meliputi :
a.	 Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan 

menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil kegiatan Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

b.	 Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat desa 
hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

c.	 Mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan 
pencapaian tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat.
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BAB IX
PELAKSANAAN PHBM

Pasal 10

(1)	 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan 
dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan 
lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, 
saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan 
tanggung jawab sosial (Social Responcibility). Dalam setiap pengelolaan 
hutan disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan LMDH, 
antara lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran 
dan Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM.

(2)	 Seluruh bidang di Perum Perhutani mendukung pelaksanaan PHBM 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN BERBAGI

Pasal 11

(1)	 Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Bersama Masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi 
masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing 
pihak (Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan, Pihak yang berkepentingan).

(2)	 Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, 
ditetapkan oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau 
Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan Pihak yang 
berkepentingan pada saat penyusunan rencana.

(3)	 Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada 
ayat (2) di atas, dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani dan Masyarakat 
Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan 
pihak yang berkepentingan.

(4)	 Ketentuan mengenai berbagi secara rinci diatur dalam aturan tersendiri.
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BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1)	 Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat, berhak :
a.	 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring 

dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
b.	 Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan 

proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
c.	 Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang 

berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
(2)	 Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat berkewajiban :
a.	 Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan 

fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.
b.	 Memberikan kontribusi faktor produksi.
c.	 Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang 

diberikan oleh Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan.
d.	 Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil 

hutan.

Pasal 13

(1)	 Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat, berhak:
a.	 Menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi 

bersama MDH.
b.	 Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan 

proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
c.	 Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan 

sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
(2)	 Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat, berkewajiban:
a.	 Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan 

rencana monitoring dan evaluasi.
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b.	 Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana 
Perum Perhutani.

c.	 Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya Perum Perhutani yang 
kondusif.

d.	 Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka 
mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

e.	 Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, 
pendampingan dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.

Pasal 14

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara rinci 
diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XII
ANGGARAN DAN BIAYA

Pasal 15

1.	 Anggaran dan biaya untuk melaksanakan PHBM menjadi beban bersama 
secara proporsional antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) dan atau pihak yang berkepentingan.

2.	 Anggaran biaya PHBM untuk pihak Perum Perhutani dianggarkan dalam 
RKAP.

BAB XIII
SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) yang 
dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	 Supervisi, dilaksanakan dalam rangka pembinaan sumberdaya manusia 
untuk mencapai kapasitas, kapabilitas, mentalitas yang tangguh bagi 
pelaksanaan PHBM dilaksanakan setiap saat oleh segenap jajaran 
pimpinan Perum Perhutani kepada bawahannya.
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2.	 Monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan 
pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring dilaksanakan secara terus 
menerus oleh semua jajaran Perum Perhutani, LMDH, LSM dan para pihak 
yang berkepentingan minimal 3 (tiga) bulan sekali tanpa memberi skor.

3.	 Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani bersama LMDH dengan maksud 
untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan 
antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan PHBM yang berlaku. 
Evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Administratur/KKPH pada 
bulan Maret-April. Evaluasi oleh Unit dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 
dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober.

4.	 Pelaporan dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan 
merekomendasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil supervisi, 
monitoring dan evaluasi.

5.	 Obyek SMEP meliputi kondisi Biofisik lingkungan dan perkembangan 
LMDH, kesungguhan Administratur/KKPH, Asper/KBKPH, KRPH serta 
Mandor dalam melaksanakan PHBM.

6.	 Output dari kegiatan SMEP terhadap perkembangan LMDH akan 
didapatkan klasifikasi LMDH Pemula, Muda, Madya, Mandiri. Klasifikasi 
LMDH ini diatur dengan pedoman tersendiri.

7.	 Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses 
pembinaan sebagai bagian dari proses penilaian kinerja Administratur 
dan LMDH.

8.	 Ketentuan butir 1 sampai 6 tersebut di atas diatur tersendiri.

Pasal 17

Keberhasilan PHBM diukur dampaknya terhadap :

1.	 Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi, perbaikan 
fungsi lingkungan, dan penurunan gangguan keamanan hutan selama 5 
(lima) tahun terakhir.

2.	 Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring 
kelembagaan, dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani 
dengan masyarakat.

3.	 Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli 
masyarakat.
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN/TAMBAHAN

Pasal 18

(1)	 Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, semua ketentuan 
mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang 
telah diberlakukan di lingkungan Perusahaan, disesuaikan dengan jiwa 
dan semangat sesuai dengan Keputusan ini.

(2)	 Ketentuan-ketentuan dari Keputusan Direksi ini diatur dan dijabarkan 
lebih lanjut masing-masing Unit dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 
yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1)	 Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi Perum 
Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) dinyatakan tidak berlaku.
(2)	 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di  :  J A K A R T A
Tanggal : 31 Desember 2009

Direktur Utama, 

ttd

UPIK ROSALINA WASRINI
NIP. 130 875 594
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SALINAN   : Keputusan ini disampaikan
                       Kepada Yth.

1.	 Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani
2.	 Segenap Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani
3.	 Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani
4.	 Deputi Direktur Pengembangan Strategik dan Transformasi 

Perusahaan
5.	 Kepala Satuan Pengawas Intern
6.	 Segenap Kepala Unit Perum Perhutani
7.	 Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Perhutani
8.	 Kepala Pusat Pendidikan & Latihan SDM Perhutani
9.	 Segenap Asdir
10.	Arsip

Dikutip oleh ARuPA dari versi copyan Keputusan.



247

Lampiran 5.

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
NOMOR    :   436/KPTS/DIR/2011

TENTANG
PEDOMAN BERBAGI HASIL HUTAN KAYU

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

Menimbang :
a.	 bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 

Masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan 
sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh 
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau 
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan 
pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa 
berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 
keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan 
dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional;

b.	 bahwa jiwa berbagi adalah pembagian peran antara Perum 
Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perum 
Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang 
berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah atau 
ruang), waktu, dan pengelolaan kegiatan;

c.	 bahwa berhubung dengan huruf a dan b tersebut, maka 
perlu menetapkan pedoman berbagi hasil hutan kayu 
dengan keputusan Direksi.

 
Mengingat :

1.	 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2.	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang 

Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah 
Otonomi;

3.	 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah;
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4.	 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah;

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 
serta Pemanfaatan Hutan.

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;

7.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-
II/2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat 
di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka Social 
Forestry;

8.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil 
Menanam Dewasa Memanen;

9.	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-
II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha 
Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan;

10.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
II/2006 tentang Pedoman Kampanye Indonesia Menanam;

11.	Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-222/
MBU/2010 tentang Pemberhentian dan Penunjukan 
Pelaksana Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan 
Umum (Perum) Kehutanan Negara;

12.	Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/KPTS/
DIR/1996 tentang Penetapan Pembinaan Masyarakat 
Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan;

13.	Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/
DIR/1999 tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara 
Partisipatif;

14.	Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/
KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat.

  
Memperhatikan :

Surat Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 126/
CSLH/Dir/Tgl. 01 Juni 2009 perihal Agenda Bahan Rapat 
Dewan Pengawas dan Direksi.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	 Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	 Perusahaan Umum Kehutanan Negara adalah (Perum Perhutani) yang 
selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMN yang bidang usahanya 
berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri.

2.	 Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa semua jenis kayu tebangan 
dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

3.	 Berbagi adalah pembagian peran, hak dan kewajiban, antara Perum 
Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat 
desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan 
(tanah dan atau ruang), waktu dan pengelolaan kegiatan.

4.	 Berbagi Hasil Hutan Kayu adalah pembagian hasil hutan kayu sebagaimana 
tersebut pada ayat 1 antara Perusahaan dengan Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan dengan Pihak yang Berkepentingan didasarkan pada nilai dan 
proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak.

5.	 Hasil Hutan Kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan 
kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

6.	 Faktor Produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, 
tenaga kerja, teknologi dan atau modal yang dapat mendukung proses 
produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan.

7.	 Tebangan yang direncanakan adalah tebangan habis dan penjarangan.
8.	 Tebangan habis meliputi : jenis kelas perusahaan, Tanaman Kayu Lain 

(TKL), Tanaman Jenis Kayu Lain (TJKL) pada hutan produksi sesuai etat.
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9.	 Tebangan penjarangan adalah tebangan sebagai tindakan silvikultur 
untuk memberikan ruang tumbuh terhadap pohon tinggal, penjarangan 
pertama untuk tanaman Jati Plus Perhutani (JPP) dilakukan pada umur 6 
tahun, non JPP pada umur 3 tahun, dan Fast Growing Species (FGS) pada 
umur 3 tahun.

10.	Kehilangan Pohon adalah berkurangnya jumlah pohon akibat lemahnya 
keamanan hutan.

11.	Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif 
berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

12.	Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat 
tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan 
sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

13.	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat 
desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya 
hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur 
lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang 
mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

14.	Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) adalah koperasi yang oleh dan 
untuk masyarakat desa hutan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip koperasi, 
yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, bersifat demokratis 
dalam pengelolaan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sebanding dan 
adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, 
pendidikan anggota, dan kerjasama antar koperasi.

15.	Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar 
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian 
dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersmaa Masyarakat yaitu Pemerintah 
Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, 
Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan 
Lembaga Donor.

16.	Kayu Perkakas adalah kayu yang peruntukannya sebagai bahan industri 
dan atau bahan bangunan lainnya dengan ukuran panjang dan diameter 
sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

17.	Kayu Bakar adalah kayu yang tidak digunakan sebagai bahan baku industri 
dan atau bahan bangunan lainnya dengan ukuran 2/4 panjang 1 (satu) 
meter dan 5/8 panjang 0,5 meter.
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18.	Harga adalah harga rata-rata yang terjadi pada saat itu dalam tahun 
berjalan di KPH tersebut dikurangi biaya pemanenan rata-rata Pos P, Q, R, 
S per m3 di KPH tersebut.

19.	Biaya produksi adalah biaya yang terdiri dari biaya pemungutan dan biaya 
pemasaran.

20.	Biaya Pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan dimulai dari klem 
sampai dengan kayu diterima di TPK.

21.	Biaya pemasaran adalah Biaya yang dikeluarkan dimulai dari pelasahan, 
pengujian, pengaplingan sampai dengan pembayaran PSDH.

22.	Faktor Koreksi adalah suatu nilai yang ditetapkan untuk memperoleh 
hasil perhitungan yang lebih realistis sesuai kondisi lapangan. 

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Berbagi hasil hutan kayu bertujuan untuk :

1.	 Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat Desa 
Hutan, dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya 
hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

2.	 Meningkatkan pendapatan Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan 
secara simultan dan berkelanjutan.

3.	 Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap Pemerintah Daerah dalam 
rangka pembangunan wilayah.

4.	 Meningkatkan hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan 
Masyarakat Desa Hutan dan Pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan.

5.	 Menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan bagi Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan, dan 
Pihak yang berkepentingan.
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BAB III
OBYEK BERBAGI

Pasal 3

1)	 Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan 
kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

2)	 Kayu perkakas dan kayu bakar sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah 
kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebang habis 
dan tebang penjarangan.

BAB IV
NILAI DAN PROPORSI BERBAGI

Pasal 4

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan 
musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 
dituangkan dalam perjanjian.

a.	 Berbagi peran dan tanggung jawab
	 Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat 

dalam kerjasama PHBM diatur dalam bab hak-kewajiban.
b.	 Berbagi hasil kegiatan
	 Hasil kegiatan PHBM dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu hasil hutan kayu, 

hasil hutan bukan kayu dan hasil usaha produktif yang pembagiannya 
diatur sebagai berikut:

	 b.1	 Hasil Hutan Kayu
		  b.1.1. Obyek Berbagi

Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu 
perkakas (Jati dan Non Jati) dan kayu bakar (Jati dan Non Jati) 
dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara Pengelolaan 
Bersama Masyarakat. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut di 
atas adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan 
meliputi tebangan habis dan tebangan penjarangan.
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		  b.1.2. Proporsi Berbagi
Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu 
perkakas yang berasal dari proses Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Bersama Masyarakat diterimakan dalam bentuk uang 
tunai.

•	 Proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap kayu bakar 
yang berasal dari tebangan penjarangan lanjutan dan tebangan habis 
diterimakan dalam bentuk barang berupa kayu atau uang tunai.

•	 Besarnya proporsi nilai uang tersebut dihitung berdasarkan proporsi 
hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan setelah dikalikan dengan harga. 
Harga merupakan harga rata-rata yang terjadi pada saat itu dalam tahun 
berjalan di KPH tersebut dikurangi biaya pemanenan rata-rata Pos P, Q, 
R, S per m3 di KPH tersebut.

•	 Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan 
kayu dari hasil tebangan terhadap hasil hutan kayu dari hasil tebangan 
penjarangan pertama berupa kayu bakar yang perjanjian kerjasamanya 
dilakukan pada kondisi hutan berupa tanah kosong maupun tegakan 
adalah seratus persen.

•	 Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan 
kayu hasil tebangan penjarangan lanjutan yang dilaksanakan setelah 
perjanjian kerjasama pada kondisi hutan berupa tegakan, diperhitungkan 
dengan rumus sebagai berikut :

P = (U – Ut) x 25% x FK
U

Keterangan  :
•	 P adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil 

tebangan penjarangan lanjutan yang pertama kali dilaksanakan (dalam 
persentase)

•	 U adalah umur tegakan saat pelaksanaan tebang penjarangan
•	 Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilakukan kesepakatan 

perjanjian kerjasama (dalam tahun)
•	 25 % adalah proporsi terbesar hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

atas hasil tebangan penjarangan lanjutan.
•	 FK (Faktor Koreksi) = FKp x Fke x Fkt
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•	 FKp = Faktor koreksi keamanan pangkuan
•	 Fke = Faktor koreksi keamanan petak yang akan ditebang penjarangan
•	 Fkt = Faktor koreksi keberhasilan tanaman

Pasal 5

1)	 Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil hutan 
kayu yang perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan 
berupa tanah kosong maupun tegakan adalah 100% (seratus persen) 
dari hasil tebangan penjarangan pertama yang berupa kayu bakar; 
sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari setiap hasil 
tebangan penjarangan lanjutan dan dari hasil tebang habis.

2)	 Proporsi hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap 
hasil hutan kayu jati atau kayu selain jati dan tebang habis yang 
perjanjian kerjasamanya dilakukan pada kondisi hutan berupa tegakan 
diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

Pa = (D – Ut) x 25% x FK
D

Keterangan  :
•	 Pa adalah proporsi hak Kelompok Masyarakat Desa Hutan terhadap hasil 

tebangan akhir (dalam persentase)
•	 D adalah Daur (umur tegakan) pada saat pelaksanaan tebang habis
•	 Ut adalah umur tanaman atau tegakan pada saat dilaksanakan 

kesepakatan perjanjian kerjasama (dalam tahun)
•	 FK 	 (Faktor Koreksi) meliputi FKp, Fke, Fkt dan Fkm

FKp  = Faktor koreksi keamanan pangkuan
Fke   = Faktor koreksi keamanan petak yang akan ditebang habis
Fkt    = Faktor koreksi keberhasilan tanaman untuk tahun ke-2, 3, dan 6
Fkm = Faktor koreksi hasil monitoring dan evaluasi PHBM

FK Jati =	 (Fkt2 x 10) + (Fkt3 x 10) + (Fkt6 x 15) + (Fkp x 25) + (Fke x 30) + (Fkm x 10) 
					     100
Contoh perhitungan faktor koreksi :

FK Jati =	 (1 x 10) + (0,8 x 10) + (0,7 x 15) + (0,9 x 25) + (0,9 x 30) + (0,8 x 10) 
					     100
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FK Jati =	 86   = 0,86
	 100	

FK Rimba = (Fkt2 x 20) + (Fkt3 x 15) + (Fkt6 x 15) + (Fkp x 20) + (Fke x 20) + (Fkm x 10) 
					     100
Contoh perhitungan faktor koreksi :

FK Rimba = (1 x 20) + (0,8 x 15) + (0,7 x 15) + (0,9 x 20) + (0,9 x 20) + (0,8 x 10) 
					     100
FK Rimba = 87	 = 0,87
	       100	
	
•	 25 % Adalah proporsi terbesar hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

terhadap hasil tebagan habis.

Pasal 6
Faktor Koreksi

a.	 Jika terjadi pencurian yang mengakibatkan berkurangya jumlah pohon 
pada petak pangkuan maka proporsi Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
terhadap tebangan hasil penjarangan lanjutan dan tebang habis maka 
diatur sebagai berikut :

% Kehilangan pohon di petak pangkuan Besaran Faktor koreksi (Fke1)

0 1

0 < k < 0,1 0,9

0,1 - < 0,2 0,8

0,2 - < 0,3 0,7

0,3 - < 0,4 0,6

0,4 - < 0,5 0,5

0,5 - < 0,6 0,4

0,6 - < 0,7 0,3

0,7 - < 0,8 0,2

0,8 - < 0,9 0,1

0,9 - < 1 0
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b.	 Jika terjadi pencurian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pohon 
di tiap petak tebangan di wilayah pangkuan desanya maka proporsi 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan terhadap tebangan hasil penjarangan 
lanjutan dan tebangan habis diatur sebagai berikut:

% Kehilangan pohon di petak pangkuan Besaran Faktor koreksi (Fke1)

1 – 4 % 1

5 – 8 % 0,9

9 – 12 % 0,8

13 – 16 % 0,7

17 – 20 % 0,6

21 – 24 % 0,5

25 – 28 % 0,4

29 – 32 % 0,3

33 – 36 % 0,2

37 – 40 % 0,1

> 40 % 0

c.	 Faktor koreksi dihitung berdasarkan prosentase tumbuh tanaman pokok/
pengisi pada tanaman tahun II, III (tanaman lepas kontrak), dan VI dalam 
hutan pangkuan desa yang dinilai secara rata-rata tertimbang, sbb:

	 Tanaman tahun ke – 2
Besaran Faktor 

Koreksi Tanaman 
(Fkt2)

% persentase pokok dan pingisi

APP / RimbaJPP Non Silvikultur 
Intensif (Silin)

JPP Silvikultur 
Intensif (Silin)

1> 80 %≥ 90 % ≥ 95 %

0,7560 – 84 %75 – 90 %70 – 94 %

0,530 – 60 %30 – 75 %50 – 79 %

0< 30 %< 30 %< 50 %
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	 Tanaman tahun ke – 3
Besaran Faktor 

Koreksi Tanaman 
(Fkt2)

% persentase pokok dan pingisi

APP / RimbaJPP Non Silvikultur 
Intensif (Silin)

JPP Silvikultur 
Intensif (Silin)

1> 80 %≥ 90 % ≥ 95 %

0,7560 – 84 %75 – 90 %70 – 94 %

0,530 – 60 %30 – 75 %50 – 79 %

0< 30 %< 30 %< 50 %

	 Tanaman tahun ke – 6
Besaran Faktor 

Koreksi Tanaman 
(Fkt2)

% persentase pokok dan pingisi

APP / RimbaJPP Non Silvikultur 
Intensif (Silin)

JPP Silvikultur 
Intensif (Silin)

1> 80 %≥ 90 % ≥ 95 %

0,7560 – 84 %75 – 90 %70 – 94 %

0,530 – 60 %30 – 75 %50 – 79 %

0< 30 %< 30 %< 50 %

	 Monitoring dan Evaluasi PHBM/LMDH

Jumlah nilai monitoring dan evaluasi 
PHBML/LMDH

Besaran faktor koreksi/monitoring 
evaluasi LMDH (FKm)

Jumlah nilai > 1000 (sangat baik) 1

Jumlah nilai 676 s/d 1000 (baik) 0,9

Jumlah nilai 450 s/d 675 (sedang) 0,8

Jumlah nilai < 450 (kurang) 0,7

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

1)	 LMDH merupakan kelompok masyarakat desa hutan.
2)	 LMDH terdiri dari KTH, Kelompok tani pertanian, koperasi desa hutan 

yang ada di wilayah sekitar hutan.
3)	 Pembentukan LMDH yang dimaksud ditetapkan oleh kepala desa atau 

lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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BAB VI
SYARAT DAN KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 8

1)	 Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang bekerjasama dengan Perusahaan 
adalah Lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a)	 Anggota terdiri dari warga Masyarakat Desa Hutan (MDH) yang 

mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya hutan.
b)	 Memiliki struktur organisasi, peraturan dan mekanisme kerja, rencana 

kerja, rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hasil berbagi 
secara partisipatif.

c)	 LMDH bekerjasama dengan Perusahaan yang dituangkan dalam 
perjanjian kerjasama di depa Notaris dengan dilampiri AD/ART, 
rencana partisipatif, peta pangkuan desa dan data potensi SDH.

d)	 Perjanjian kerjasama paling lama 5 (lima) tahun dan setiap saat dapat 
dievaluasi

e)	 Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan perjanjian 
kerjasama atau pemutusan perjanjian kerjasama.

2)	 Lembaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 
1) berhak menerima bagi hasil hutan kayu setelah melakukan hak dan 
kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya (dalam wilayah pangkuan 
desa hutan) sekurang-kurangnya selama tiga tahun sejak dimulainya 
perjanjian kerjasama. 

BAB VII
MEKANISME BERBAGI

Bagian Pertama
Umum
Pasal 9

1)	 Kayu yang menjadi Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah sebagai 
berikut :
a.	 Kayu Jati dan Rimba yang berasal dari tebangan penjarangan 

frekuensi pertama (sesuai tabel penjarangan masing-masing jenis) 
kecuali penjarangan JPP dan FGS, diserahkan oleh Perusahaan kepada 
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Lembaga Masyarakat Desa Hutan di lokasi tebangan dengan Berita 
Acara penyerahan yang ditandatangani kedua belah pihak.

b.	 Kayu bakar dan kayu perkakas dari tebangan penjarangan lanjutan 
dan tebang habis diberikan dalam bentuk uang tunai.

2)	 Nilai kayu yang menjadi Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan dari 
tebangan penjarangan lanjutan dan tebang habis ditetapkan setelah 
proses produksi kayu selesai dilengkapi dengan Berita Acara yang 
ditandatangani kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Prosedur Mendapatkan Sharing

Pasal 10

1)	 Asper/KBKPH mengajukan permohonan sharing untuk LMDH-LMDH 
yang berada di wilayahnya (LMDH yang sudah memenuhi persyaratan 
mendapatkan sharing) ke Administratur/KKPH.

2)	 Berdasarkan hasil usulan tersebut, tim KPH (KSS PHBM, Kepala Urusan 
Produksi, Kepala Urusan Keuangan, Wakil Kepala Administratur 
selaku Ajun Korkam) menghitung dan mengoreksi proporsi hak LMDH 
menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam pasal 5.

3)	 Hasil perhitungan tersebut diusulkan oleh Administratur/KKPH kepada 
Kepala Unit menggunakan blangko terlampir.

4)	 Berdasarkan usulan tersebut, Tim Unit (Biro Kelola SDH, Biro Produksi, 
Biro Perlindungan SDH, Biro Keuangan, Sekretaris Unit dan Legal Head) 
melakukan koreksi bersama.

5)	 Berdasarkan hasil koreksi, tim membuat berita acara sharing tahun 
tersebut dan membuat konsep SK Alokasi pemberian sharing ke masing-
masing KPH ditandatangani oleh Kepala Unit.

6)	 Berdasarkan SK Kepala Unit tersebut, Administratur membuat SK Alokasi 
pemberian dana sharing.

7)	 Penyerahan dana sharing disaksikan oleh Administratur/KKPH dan 
Dinas/Instansi terkait.
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Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 11

1)	 Nilai kayu dalam bentuk uang tunai sebagaimana tersebut pasal 9 ayat 2 
dibayarkan setelah proses produksi selesai dan dikoreksi oleh Tim KPH 
dan Unit.

2)	 Pembayaran tersebut ayat 1 oleh Administratur/KKPH diserahkan 
kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Berita Acara (BA) dan 
disaksikan oleh anggota kelompok dan pengurus Lembaga Pemerintah 
Desa serta Dinas/Instansi terkait.

3)	 Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2, diatur lebih lanjut 
dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Sharing

Pasal 12

1)	 Pemanfaatan dana sharing harus termuat di dalam AD/ART yang 
mencakup kegiatan antara lain :
a.	 Pengamanan hutan.
b.	 Pemberdayaan lembaga koperasi
c.	 Pembangunan Infrastruktur Desa
d.	 Kesehatan dan pendidikan
e.	 Bantuan sosial kemasyarakatan
f.	 Pengembangan kelembagaan usaha produktif lainnya
g.	 Monitoring dan Evaluasi
h.	 dll.
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BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1)	 Kegiatan monitoring dan evaluasi proses berbagi hasil hutan kayu dan 
pemanfaatan hasil berbagi dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) 
tahun sekali oleh Perusahaan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
secara transparan.

2)	 Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam buku laporan 
kegiatan dilampiri Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak 
sebagaimana tersebut pada ayat 1. 

BAB IX
BIAYA

Pasal 14

Biaya untuk melaksanakan proses berbagi hasil hutan kayu ditanggung 
bersama oleh Perusahaan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

1)	 Apabila dalam proses berbagi hasil hutan kayu terjadi sengketa atau 
perselisihan antara pihak-pihak yang bekerjasama diselesaikan melalui 
musyawarah dan mufakat.

2)	 Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan melalui 
Pengadilan Negeri setempat. 
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi PT. Perhutani 
(Persero) No.001/KPTS/DIR/2002 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan 
Kayu dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Direksi ini  mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  :   J A K A R T A
Tanggal  :   18 Juli 2011

_________________________________
Plt. Direktur Utama, 

ttd
HARYONO KUSUMO

SALINAN   : Keputusan ini disampaikan
	        Kepada Yth.

1.	 Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani
2.	 Segenap Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani
3.	 Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani
4.	 Deputi Direktur Pengembangan Strategik dan Transformasi 

Perusahaan
5.	 Kepala Satuan Pengawas Intern
6.	 Segenap Kepala Unit Perum Perhutani
7.	 Kepala Pusat Penelitian & Pengembangan Perhutani
8.	 Kepala Pusat Pendidikan & Latihan SDM Perhutani
9.	 Arsip

Dikutip oleh:  ARuPA dari versi copyan Keputusan.
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